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KATA PENGANTAR

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara
perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daearh dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
mengisyaratkan bahwa setiap OPD wajib menyusun dokumen Rencana Strategis
SKPD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan.

Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberadayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas
adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan serta aplikasi kegiatan dan
indikator kerja untuk mencapai sasaran pembangunan terkait: 1) Urusan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan 2) Urusan Keluarga
Berencana dan Pengendalian Penduduk

Mungkin dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlidungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Sambas ini terdapat kekurangan, maka kami mengharapkan koreksi

dan saran-saran yang membangun untuk penyempurnaan dikemudian hari.

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
ncana Kabupaten Sambas
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap
daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis,
terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang
perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah,
maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus
menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD).

Paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),
sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan
setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat
Daerah dan mengacu kepada RKPD. RKPD dijadikan dasar penyusunan
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS)
serta Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas
merupakan perwujudan visi pembangunan daerah tahun 2025-2029 vyaitu
Bersama Kuatkan Langkah dengan Bersinergi, Kompetitif, Amanah, dan
Harmonis Mewujudkan Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan
Berkelanjutan. Misi ke-2 pembangunan Kabupaten Sambas tahun 2025-
2029 yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya
saing sebagai sasaran renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas.
Selain itu RKPD tahun 2026 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan,
penyusunannya dengan memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan melalui
penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang
dari tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi hingga
tingkat pusat, untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah. Renja
Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang
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berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertali
dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan
masyarakat yang sudah dicapai oleh perangkat daerah, sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas Tahun
2026, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program
dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas Tahun
2026 yang telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah, mengarah pada
pencapaian sasaran pembangunan dalam penyusunannya juga memperhatikan
program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas dibentuk berdasarkan
Peraturan Bupati Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 17 Oktober
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sambas
sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak dan wurusan pemerintahan bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas
tersebut maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas mempunyai
fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan
anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,;

2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan
anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

3. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai
peraturan perundang-undangan;

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan,

perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

5. Pelaksanaan administrasi dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan

anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,;
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6. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi yang
telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang
digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas terdiri dari:

1. Kepala

2. Bagian Sekretariat membawabhi :
a. Fungsional Perencana
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Sub Bagian Keuangan dan Aset

3. Bidang Pemberdayaan Perempuan membawabhi :
a. Kelompok jabatan fungsional

4. Bidang Perlindungan Anak membawabhi :
a. Kelompok jabatan fungsional

5. Bidang Pengendalian Kependudukan membawahi :
a. Kelompok jabatan fungsional

6. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera membawabhi :
a. Kelompok jabatan fungsional

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
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Gambar 1

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Sambas adalah sbb:
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1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Sambas Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Nogara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan tangkat Il Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah
Tingkat Il Tabalog Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Darurat Nomor
3 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 27
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1l di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Tahun 47, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan, dan Pertanggungjawabaan Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

9| RENJA 2026 DP3AP2KB KABUPATEN SAMBAS



7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

4419);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5080);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor297, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan Asean
Convention Against Trafficking In Person Especially Woman and Children
(Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan
dan Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 230,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6135);
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14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan
Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah
dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah
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24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daorah (Berlta Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang
Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
050_5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
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32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerabh;

Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor
KEP.26A/M.PPN/HK/05/2025 Tentang Kode Referensi Indikator
Pembangunan;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan
Barat Nomor 6);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sambas Nomor 81);

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas
Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 83);
Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana

Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kebupaten Sambas Tahun 2025-
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2029 (Berita Daerah Kebupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 48);

40) Peraturan Bupati Sambas Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun
2021 Nomor 94).

1.3. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Sambas ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan  pengawasan
pembangunan dalam OPD serta mewujudkan alokasi berbagai
sumberdaya dalam pembangunan daerah.
2. Tujuan
a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Sambas Tahun 2026.
b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026.
c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas Tahun

Anggaran 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas
Tahun 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
BAB |. PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya

dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang
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1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

CapaianRenstra Perangkat Daerabh.

Pokok—pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;

C. Realissasiprogram/kegiatan yang melebihitarget kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;

d. Faktor—faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau

melebihi target kinerja program/kegiatan;

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
Perangkat Daerah; dan

f. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat
Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.
2.3.Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai :

a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal
kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah;

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi  dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah,
terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SDGs
(Suistanable Development Goals), Pencapaian NSPK, SPM,
Pencapaian Kualitas Hidup Perempuan, Pencapaian Kualitas Hidup

Anak, dan Pencapaian Kualitas Keluarga dan Penduduk;
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d.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat
Daerah; dan

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD berisikan uraian mengenai :

a.

Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal
RKPD dengan hasil analisis kebutuhan ;

Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan ;

Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan

penting terhadap perbedaan dengan rancanagan awal RKPD.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dalam bagian ini

diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para

pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung

dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi

maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan

kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil

pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian

lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota
(bila sudah dilakukan).
Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain :

a.

Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan
usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

BAB Il TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:

a.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan;
Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan;

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan
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rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif,

maupun kombinasi keduanya.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP
Berisikan uraian penutup berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak
sesuai dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan

c. Rencana tindak lanjut
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2.1.

HASIL EVALUASI RENJA PEIISQQIIB\ISSKAT DAERAH TAHUN LALU
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Tahun 2025 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026

(Revisi). Adapun penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun

2025, memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi

yang akan dilakukan pada masa mendatang, sebagai berikut:

a. Masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya;

b. Tujuan yang dikehendaki;

Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya,;

d. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 dan realisasi kinerja tahun
berjalan sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2025;
dan

e. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga

stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Kinerja disajikan dalam 2 (dua) istilah, yaitu realisasi dan capaian.
Realisasi kinerja dimaknai sebagai data yang diperolah dari hasil pengumpulan
data dilapangan tanpa ada proses perbandingan terhadap target. Sedangkan,
capaian kinerja dimaknai sebagai data hasil perbandingan realisasi terhadap
target yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja dihitung dengan memperhatikan jenis indikator:
l)indikator positif adalah apabila semakin tinggi realisasi menunjukan
pencapaian kinerja semakin baik, maka dihitung dengan rumus realisasi dibagi
target dikali 100%; 2)indikator negatif adalah apabila semakin tinggi realisasi
menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja, maka dihitung dengan rumus
(target-(realisasi-target)) dibagi target dikali 100%. Capaian dengan nilai sama
dengan atau melebihi 100% (seratus persen) berarti telah mencapai atau
melewati target dan sebaliknya.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
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Dalam evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan realisasi kinerja
tahun berjalan telah disesuaikan dengan Kepmendagri Kepmendagri Nomor
900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor
050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Sehingga tetap dapat dievaluasi dan
sesuai dengan perubahan regulasi yang mengikat.

Pemetaan program dan kegiatan tahun 2026 sesuai dengan Visi dan Misi
Kepala Daerah dan Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang
Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah. Hingga program dan kegiatan yang dipilih dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemilihan indikator dan target kinerja dilakukan dengan
mempertimbangkan peraturan perundangan yang berlaku, hasil penyusunan
pohon kinerja dan ketersediaan data sesuai dengan kewenangan dan
kemampuan daerah. Core business Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
sebagai organisasi perencana disajikan dalam tabel 2.1 (Tabel T-C.29,

Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017).
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Tabel 2.1 (T-C.29.)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Semester | Tahun 2025 (tahun berjalan)*

Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi Capaian
Capaian Target Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target Target Renstra Perangkat
. Kinerja Hasil Daerah s/d tahun berjalan
. N Tujuan/Sasaran/ program dan
juan/Sasaran/ Indikator Kinerja Incﬁkator Kinerja Program/ Program kegiatan [P
TUJuaq . ! Tujuan/Sasaran/ 09 dan g Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan/Sub Realisasi Tahun 2025 Capaian Tingkat
Pemerintahan Daerah (outcomes)/ Kegiatan/ sub Prqgram (outcom'es)/ Kegiatan Kgluaran ; ; (Renja P .
Dan P IKegiat Keaiat f Kegiatan/ sub kegiatan Renst Kegiatan s/d Target Renja Renja Tingkat P Kat Program dan Capaian
an Program/Kegiatan egiatan (outcome) (output) (Renstra dengan Perangkat Perangkat Realisasi erangka Kegiatan s/d Realisasi
Perangkat tahun 2023 Daerah tahun Daerah ee:)/lsag Daerah tahun semester | Target
Daerah) Tahun (n-4) (2020- 2024 (n-2) tahun 2024 (%) n-1) tahun Renstra
2026 2023) (n-2) berjalan 2025 (%)
(tahun n-1)
1 2 3 4 5 6 7 8=(716) 9 10=(5+7+9) 11=(10/5)
Meningkatnya Layanan Persentase Layanan
Tujuan Eg“m“e?{ﬁ?fhggugggrah ﬁg”m”e?{ﬁ?ghggugggrah AA kategori 100% 100% 100% 100% AA kategori AA kategori ':aAtegori
Kabupaten Kabupaten
Meningkatnya kualitas
tata kelola
pemerintahan yang
baik (good goverment)
dan akuntabilitas
Meningkatnya Penunjang klnerja_ |nsrt]a(;1_sl;|_d AA
Sasaran Urusan Pemerintahan pemgrln(:a tbidang AA kategori 100% 100% 100% 100% AA kategori AA kategori K .
Daerah Kabupaten pemberdayaan ategori
perempuan dan
perlindungan anak,
serta dibidang
pengendalian
penduduk dan
keluarga berencana
PROGRAM Meningkatnya capaian Persentase
PENUNJANG URUSAN pelaksanaan Program Ketersediaan
PEMERINTAHAN Penunjang Urusan Penunjang Urusan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100 %
DAERAH KABUPATEN/ Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
KOTA Kabupaten Kabupaten Sambas
Perencanaan, Meningkatkan Persentase Dokumen
Penganggaran, dan Perencanaan, Perencanaan,
Evaluasi Kinerja Pengangge_lran‘, dan Penganggaran.dan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100 %
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Evaluasi Kinerja
Daerah Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Tersusunnya Dokumen Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat 6 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1 dokumen 5 Dokumen 83,33 %
Daerah Daerah Daerah
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Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi CapaI;uan
Capaian . Ta_rget . Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target Target Renstra Peran_g at
. Kinerja Hasil Daerah s/d tahun berjalan
. L Tujuan/Sasaran/ program dan
. . - Indikator Kinerja Program :
Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja ; Program/ kegiatan lisasi
: : Tujuan/Sasaran/ ] dan Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Tujuan/Sasaran/ Program / Kegiatan/Sub | Realisasi Tahun 2025 Capaian Tingkat
Pemerintahan Daerah (outcomes)/ Kegiatan/ sub Prqgram (outcom'es) Kegiatan Ke. uaran ; ; (Renja P .
Dan P IKegiat keaiat f Kegiatan/ sub kegiatan Renst Kegiatan s/d Target Renja Renja Tingkat P Kat Program dan Capaian
an Program/Kegiatan egiatan (outcome) (output) (Renstra dengan Perangkat Perangkat Realisasi erangka Kegiatan s/d Realisasi
Perangkat tahun 2023 Daerah tahun Daerah %) Daerah tahun semester | Target
Daerazth)ZTahun (n-4) (2020- 2024 (n-2) tahun 2024 0 n-1) tahun Renstra
026 2023) (n-2) berjalan 2025 (%)
(tahun n-1)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/5)
) Jumlah Dokumen RKA-
Koordinasi dan ;eKr;gdée;r;yiaD%I:;;nﬁg;KA— SKPD dan Laporan
Penyusunan Dokumen dan Lap Hasil Koordinasi 6 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1 dokumen 5 Dokumen 83,33 %
Koordinasi Penyusunan
RKA-SKPD Dokumen RKA-SKPD Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD
Tersedianya Dokumen ‘;:TJEZ@%:?ESSKPD
Koordinasi dan Perubahan RKA-SKPD dan dan Laporan Hasil
Penyusunan Dokumen Laporan Hasil Koordinasi APOT 6 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1 dokumen 5 Dokumen 83,33 %
Koordinasi Penyusunan
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen K bah
Perubahan RKA-SKPD Dokumen Perubahan
RKA-SKPD
Tersedianya Dokumen DPA- Jumiah Dokumen DPA-
Koordinasi dan SKPD dan Laporan Hasil SKP.D dan Laporan
R Hasil Koordinasi 6 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1 dokumen 5 Dokumen 83,33 %
Penyusunan DPA- SKPD Koordinasi Penyusunan K
Dokumen DPA-SKPD Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD
Tersedianya Dokumen Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Perubahan DPA-SKPD dan g:;uf:h:rr;l?ﬁ,:;ﬁKPD
Penyusunan Perubahan Laporan Hasil Koordinasi apor: 6 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1 dokumen 5 Dokumen 83,33 %
Koordinasi Penyusunan
DPA- SKPD Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD Dokumen Perubahan
DPA-SKPD
Jumlah Laporan
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan
Koordinasi dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Ikhtisar Realisasi
Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja SKPD dan Kinerja SKPD dan
Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil 6 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 % 1 Laporan 5 Laporan 83,33 %
Ikhtisar Realisasi Kinerja Penyusunan Laporan Koordinasi Penyusunan
SKPD Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan Capaian
Realisasi Kinerja SKPD Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kineria Terlaksananya Evaluasi Jumlah Laporan
! Kinerja Perangkat Evaluasi Kinerja 6 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 % 1 Laporan 5 Laporan 83,33 %
Perangkat Daerah
Daerah Perangkat Daerah
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Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi CapaI;uan
Capaian . Ta_rget . Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target Target Renstra Peran_g at
. Kinerja Hasil Daerah s/d tahun berjalan
. L Tujuan/Sasaran/ program dan
. . - Indikator Kinerja Program :
Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja ; Program/ kegiatan lisasi
h . Tujuan/Sasaran/ ] dan Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Tujuan/Sasaran/ Program = / Kegiatan/Sub Kel Realisasi Tahun 2025 Capaian Tingkat
Pemerintahan Daerah (outcomes)/ Kegiatan/ sub rogram (outcom'es) Kegiatan eluaran ; ; (Renja P .
Dan P IKegiat keaiat f Kegiatan/ sub kegiatan Renst Kegiatan s/d Target Renja Renja Tingkat P Kat Program dan Capaian
an Program/Kegiatan egiatan (outcome) (output) (Renstra dengan Perangkat Perangkat Realisasi erangka Kegiatan s/d Realisasi
Perangkat tahun 2023 Daerah tahun Daerah %) Daerah tahun semester | Target
Daerah) Tahun (n-4) (2020- 2024 (n-2) tahun 2024 ° n-1) tahun Renstra
2026 2023) (n-2) berjalan 2025 (%)
(tahun n-1)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/5)
Persentase
- . Meningkatkan Administrasi Ketersediaan
Administrasi Keuangan | ,angan Perangkat Administrasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100 %
Perangkat Daerah
Daerah Keuangan Perangkat
Daerah
Penyediaan Gaji dan Tersedianya Gaji dan Jumlah Orang__yang 198 Orang/ 90 Orang/ 30 Orang/ 30 Orang/ 33 155 Orang/
: . Menerima Gaiji dan 100 % 78,28 %
Tunjangan ASN Tunjangan ASN h bulan bulan bulan bulan Orang/bulan bulan
Tunjangan ASN
Pelaksanaan Terlaksananya Jumlah Dokumen
Penat;psahaa_r! dar_1 Penate_lgsahaa_n_ dar_l Penate_l_usahaa_n_ dar_1 6 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1 Dokumen 5 Dokumen 83,33 %
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Penguijian/Verifikasi
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Keuangan SKPD
Koordinasi dan Terlaksananya Koordinasi JK%?:gir:]aDsc?I;uan;en
Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaksanaan Akuntansi . 6 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1 Dokumen 5 Dokumen 83,33 %
Pelaksanaan Akuntansi
SKPD SKPD
SKPD
Jumlah Laporan
Koordinasi dan Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun
Penvusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SKPD dan Laporan
Y AP dan Laporan Hasil Koordinasi Hasil Koordinasi 6 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 % 1 Laporan 5 Laporan 83,33 %
Keuangan Akhir Tahun
SKPD Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Jumlah Dokumen
Pengelolaan dan Tersedianya Dokumen Bahan Bahan Tanggapan
Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Pemeriksaan dan 6 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1 Dokumen 5 Dokumen 83,33 %
Tanggapan Pemeriksaan Tindak Lanjut Pemeriksaan Tindak Lanjut
Pemeriksaan
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Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi CapaI;uan
Capaian . Ta_rget . Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target Target Renstra Peran_g at
. Kinerja Hasil Daerah s/d tahun berjalan
. L Tujuan/Sasaran/ program dan
. . - Indikator Kinerja Program :
Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja ; Program/ kegiatan lisasi
: : Tujuan/Sasaran/ ] dan Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Tujuan/Sasaran/ Program = / Kegiatan/Sub Kel Realisasi Tahun 2025 Capaian Tingkat
Pemerintahan Daerah (outcomes)/ Kegiatan/ sub rogram (outcom'es) Kegiatan eluaran ; ; (Renja P .
Dan P IKegiat keaiat f Kegiatan/ sub kegiatan Renst Kegiatan s/d Target Renja Renja Tingkat P Kat Program dan Capaian
an Program/Kegiatan egiatan (outcome) (output) (Renstra dengan Perangkat Perangkat Realisasi erangka Kegiatan s/d Realisasi
Perangkat tahun 2023 Daerah tahun Daerah %) Daerah tahun semester | Target
Daerah) Tahun (n-4) (2020- 2024 (n-2) tahun 2024 ° n-1) tahun Renstra
2026 2023) (n-2) berjalan 2025 (%)
(tahun n-1)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/5)
Tersedianya Laporan Jumlah Laporan
Keuangan Keuangan Bulanan/
Koordinasi dan Bulanan/Triwulanan/ Triwulanan/ Semesteran
Penyusunan Laporan Semesteran SKPD dan SKPD dan Laporan
Keuangan Bulanan/ Laporan Koordinasi Koordinasi Penyusunan 6 Dokumen 3 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 100 % 1 Laporan 5 Laporan 83,33 %
Triwulanan/ Semesteran Penyusunan Laporan Laporan Keuangan
SKPD Keuangan Bulanan
Bulanan/Triwulanan/ [Triwulanan/Semesteran
Semesteran SKPD SKPD
Administrasi Barang Meningkatkan Administrasi izrni?r?itsi‘::si Baran
Milik Daerah pada Barang Milik Daerah pada e 9 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100 %
Milik Daerah pada
Perangkat Daerah Perangkat Daerah P
erangkat Daerah
Ez?grl:s:r?::n Kebutuhan Tersedianya Rencana Jumlah Rencana
- Kebutuhan Barang Milik Kebutuhan Barang Milik 6 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1 Dokumen 5 Dokumen 83,33 %
Barang Milik Daerah
Daerah SKPD Daerah SKPD
SKPD
Jumlah Laporan Hasil
Pembinaan, Terlaksananya Pembinaan, Pembinaan,
Pengawasan, dan Pengawasan, dan Pengawasan, dan o o
Pengendalian Barang Pengendalian Barang Milik Pengendalian Barang 6 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100% 1 Laporan 5 Laporan 8333%
Milik Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD Milik Daerah pada
SKPD
Rekonsiliasi dan Terlaksananya Rekonsiliasi Jumlah _L_ap_oran
Penyusunan Laporan dan Penyusunan Laporan Rekonsiliasi dan
. o Penyusunan Laporan 6 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 % 1 Laporan 5 Laporan 83,33 %
Barang Milik Daerah pada Barang Milik Daerah pada B ilik h
SKPD SKPD arang Milik Daeral
pada SKPD
Persentase
Administrasi Meningkatkan Administrasi Pelaksanaan
Kepegawaian Perangkat Kepegawaian Perangkat Administrasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100 %
Daerah Daerah Kepegawaian
Perangkat Daerah
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Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi CapaI;uan
Capaian . Ta_rget . Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target Target Renstra Peran_g at
. Kinerja Hasil Daerah s/d tahun berjalan
. L Tujuan/Sasaran/ program dan
. . - Indikator Kinerja Program :
Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja ; Program/ kegiatan lisasi
h . Tujuan/Sasaran/ ] dan Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Tujuan/Sasaran/ Program / Kegiatan/Sub | Realisasi Tahun 2025 Capaian Tingkat
Pemerintahan Daerah (outcomes)/ Kegiatan/ sub Prqgram (outcom'es) Kegiatan Ke. uaran ; ; (Renja P .
Dan P IKegiat keaiat f Kegiatan/ sub kegiatan Renst Kegiatan s/d Target Renja Renja Tingkat P Kat Program dan Capaian
an Program/Kegiatan egiatan (outcome) (output) (Renstra dengan Perangkat Perangkat Realisasi erangka Kegiatan s/d Realisasi
Perangkat tahun 2023 Daerah tahun Daerah %) Daerah tahun semester | Target
Daerah) Tahun (n-4) (2020- 2024 (n-2) tahun 2024 > n-1) tahun Renstra
2026 2023) (n-2) berjalan 2025 (%)
(tahun n-1)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/5)
Lo Jumlah Orang yang
Bimbingan Teknis igrklﬁgsﬁ:agﬁeiggmgan Mengikuti Bimbingan
Implementasi Peraturan P Teknis Implementasi 12 Orang 5 Orang 2 Orang 2 Orang 100 % 1 Orang 8 Orang 66,67%
Peraturan Perundang-
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-
Undangan
Undangan
Persentase
Administrasi Umum Meningkatkan Administrasi Ketersediaan o o o o o o o o
Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum 100% 100% 100 % 100% 100 % 100% 100% 100%
Perangkat Daerah
) Jumlah Paket
::]Z?;zizaﬁgtglzmponen Tersedianya Komponen Komponen Instalasi
Instalasi Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan 6 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100 % 1 Paket 5 Paket 83,33 %
Penerangan Bangunan
Kantor Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang
Disediakan
) . Jumlah Paket Peralatan
Penyediaan Peralatan Tersedianya Peralatan Rumah Tangga yang 6 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100 % 1 Paket 5 Paket 83,33 %
Rumah Tangga Rumah Tangga T
Disediakan
) . - Jumlah Paket Bahan
peny gdlaan Bahan Tersedianya Bahan Logistik Logistik Kantor yang 6 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100 % 1 Paket 5 Paket 83,33 %
Logistik Kantor Kantor SO
Disediakan
. Jumlah Paket Barang
Penyediaan Barang .
Cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan | Cetakan dan 6 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100 % 1 Paket 5 Paket 83,33 %
dan Penggandaan Penggandaan yang
Penggandaan - o
Disediakan
Jumlah Dokumen
Penyediaan Bahan Tersedianya Bahan Bacaan Bahan Bacaan dan
Bacaan dan Peraturan dan Peraturan Perundang- Peraturan Perundang- 6 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1 Dokumen 5 Dokumen 83,33 %
Perundang-undangan undangan Undangan yang
Disediakan
Terlaksananya Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Rapat
i 1 i V) 0,
Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan 272 Laporan 43 Laporan 45 Laporan 45 Laporan 100 % 48 Laporan 136 Laporan 50 %
SKPD .
SKPD Konsultasi SKPD
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Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi CapaI;uan
Capaian . Ta_rget . Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target Target Renstra Peran_g at
. Kinerja Hasil Daerah s/d tahun berjalan
. L Tujuan/Sasaran/ program dan
. . - Indikator Kinerja Program :
Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja ; Program/ kegiatan lisasi
: : Tujuan/Sasaran/ ] dan Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Tujuan/Sasaran/ Program / Kegiatan/Sub | Realisasi Tahun 2025 Capaian Tingkat
Pemerintahan Daerah (outcomes)/ Kegiatan/ sub Prqgram (outcom'es) Kegiatan Ke. uaran ; ; (Renja P .
Dan P IKegiat keaiat f Kegiatan/ sub kegiatan Renst Kegiatan s/d Target Renja Renja Tingkat P Kat Program dan Capaian
an Program/Kegiatan egiatan (outcome) (output) (Renstra dengan Perangkat Perangkat Realisasi erangka Kegiatan s/d Realisasi
Perangkat tahun 2023 Daerah tahun Daerah %) Daerah tahun semester | Target
Daerazth)ZTahun (n-4) (2020- 2024 (n-2) tahun 2024 ° n-1) tahun Renstra
026 2023) (n-2) berjalan 2025 (%)
(tahun n-1)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/5)
Penyediaan Jasa Meningkatkan Penyediaan Egé?:égf:an Jasa
Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan . 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100 %
: . Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah d
Pemerintah Daerah
. . Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Surat Terlaksananya Penyediaan . o o
Menyurat Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat 6 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 % 1 Laporan 5 Laporan 83,33 %
Menyurat
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber Daya Air Komunikasi, Sumber 6 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 % 1 Laporan 5 Laporan 83,33 %
Daya Air dan Listrik dan Listrik Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Pelayanan Penyediaan Jasa 6 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 % 1 Laporan 5 Laporan 83,33 %
Pelayanan Umum Kantor Umum Kantor Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Meningkatkan Perser_\tase
Milik Daerah Penunjang Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang
ili 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100 %
Daerah Pemerintahan Daerah Penunj_ang Urusan
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa . Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Terseq|anya Jasg Dinas Operasional atau
Pemeliharaan, Pajak dan Pemel!haraan, Bla_ya Lapangan yang . . . . . .
Perizinan Kenaaraan Pemeliharaan, Pajak dan Dipelihara dan 35 Unit 6 Unit 6 Unit 6 Unit 100 % 6 Unit 18 Unit 51,42 %
Dinas Operasional atau Perizinan Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan
L Operasional atau Lapangan -
apangan Perizinannya
Pemeliharaan Peralatan Terlaksananya Pemeliharaan Jum!ah Pe ralatan dan . . . . . .
- - . - Mesin Lainnya yang 170 Unit 30 Unit 12 Unit 12 Unit 100 % 30 Unit 72 Unit 42,35 %
dan Mesin Lainnya Peralatan dan Mesin Lainnya A
Dipelihara
i S Terlaksananya Jumlah Gedung Kantor
Pemeliharaan/Rehabilitasi : I )
Gedung Kantor dan Pe?e"ha'aa”/ Rghab"'tas' dan Bangunan Lainnya | ;g ;¢ 3 Unit 3 Unit 3 Unit 100 % 3 Unit 9 Unit 50 %
Bangunan Lainnya Gedung Kantpr an yang . S
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
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Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi CapaI;uan
Capaian . Ta_rget . Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target Target Renstra Peran_g at
Tuiuan/Sasaran/ Kinerja Hasil rogram dan Daerah s/d tahun berjalan
. . - Indikator Kinerja | Program progra
Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja ; Program/ kegiatan lisasi
b . Tujuan/Sasaran/ ] dan Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Tujuan/Sasaran/ Program = / Kegiatan/Sub Kel Realisasi Tahun 2025 Capaian Tingkat
Pemerintahan Daerah (outcomes)/ Kegiatan/ sub rogram (outcom'es) Kegiatan eluaran ; ; (Renja P .
Dan P IKegiat keaiat f Kegiatan/ sub kegiatan Renst Kegiatan s/d Target Renja Renja Tingkat P Kat Program dan Capaian
an Program/Kegiatan egiatan (outcome) (output) (Renstra dengan Perangkat Perangkat Realisasi erangka Kegiatan s/d Realisasi
Perangkat tahun 2023 Daerah tahun Daerah %) Daerah tahun semester | Target
Daerah) Tahun (n-4) (2020- 2024 (n-2) tahun 2024 ° n-1) tahun Renstra
2026 2023) (n-2) berjalan 2025 (%)
(tahun n-1)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/5)
Persentase
Terlaksananya
. Monitoring, Evaluasi
Penataan Organisasi g"re”;?]?sk;‘;ika” Penataan dan Pengendalian 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100 %
9 Kualitas Pelayanan
Publik dan Tata
Laksana
Jumlah Dokumen
Monitoring, Evaluasi dan Terlaksananya Monitoring, Monitoring, Evaluasi
Pengendalian Kgalltas Evalga3| dan Pengendall_an dan Pengendahan 6 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 % 1 dokumen 5 Dokumen 83,33 %
Pelayanan Publik dan Kualitas Pelayanan Publik Kualitas Pelayanan
Tata Laksana dan Tata Laksana Publik dan Tata
Laksana
Meningkatnya kualitas
Tujuan 1: Eg’r‘éﬁqgign"s;‘gm ggﬁg;?%“é;erdayaa“ 73,26% 65,92% 65,26% 65,92% 101% 71,26% 67,26% 102 %
pembangunan
Meningkatnya Rasio kekerasan
pemberdayaan dan terhadap perempuan, 5 per 100.000 ?fopoi)ro iOpOe(r)OO 180‘3 886 6 per 100.000 iogeoroo
Sasaran 1: perlindungan terhadap termasuk TPPO (per penduduk enauduk enﬁuduk enauduk 94% penduduk enauduk 90,1 %
perempuan serta 100.000 penduduk perempuan p P p perempuan p
kesetaraan gender perempuan) perempuan perempuan perempuan perempuan
B?gﬁi:m EEHSQEUS Meningkatnya kualitas Persentase ARG pada
DAN PEMBERDAYAAN hidup perempuan di bidang Belanja Operasional 100 % 100 % 80 % 43,92% 53,92% 90% 80 % 80 %
PEREMPUAN ekonomi, sosial dan politik APBD
Pelembagaan Meningkatkan
Pengarusutamaan Pelembagaan Jumlah Organisasi 24 Organisasi 6 14 8 10 organisasi 24
Gender (PUG) pada Pengarusutamaan Gender Perangkat Daerah Perang Kat Organisasi Organisasi Organisasi 57 14% erang Kat Organisasi 100 %
Lembaga Pemerintah (PUG) pada Lembaga yang membuat SK Daeraﬁ Perangkat Perangkat Perangkat 0 (Fj)aerar? Perangkat 0
Kewenangan Pemerintah Kewenangan Fokal point PUG Daerah Daerah Daerah Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
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Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan P_?rklraar'; Reallsaltjsl CapaI;uan
Capaian . Ta_rget . Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target arget Renstra erang at
. Kinerja Hasil Daerah s/d tahun berjalan
. L Tujuan/Sasaran/ program dan
. . - Indikator Kinerja Program :
Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja ; Program/ kegiatan lisasi
: : Tujuan/Sasaran/ ] dan Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Tujuan/Sasaran/ Program = / Kegiatan/Sub Kel Realisasi Tahun 2025 Capaian Tingkat
Pemerintahan Daerah (outcomes)/ Kegiatan/ sub rogram (outcom'es) Kegiatan eluaran ; ; (Renja P .
Dan P IKegiat keaiat f Kegiatan/ sub kegiatan Renst Kegiatan s/d Target Renja Renja Tingkat P Kat Program dan Capaian
an Program/Kegiatan egiatan (outcome) (output) (Renstra dengan Perangkat Perangkat Realisasi erangka Kegiatan s/d Realisasi
Perangkat tahun 2023 Daerah tahun Daerah %) Daerah tahun semester | Target
Daerah) Tahun (n-4) (2020- 2024 (n-2) tahun 2024 0 n-1) tahun Renstra
2026 2023) (n-2) berjalan 2025 (%)
(tahun n-1)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/5)
Jumlah Perangkat
Daerah yang Mendapat
Terlaksananya Advokasi Advokasi _Kebuakan dan
Kebijakan dan Pendampingan
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pelaksanaan
Pendampingan Pengarustamaan Gender Pengarustamaan 24 Perangkat 6 Perangkat 14 Perangkat 4 Perangkat 100 % 10 Perangkat 20 Perangkat 83,33 %
Pelaksanaan PUG Gender (PUG) Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah
(PUG) Termasuk Perencaan
termasuk PPRG X Termasuk Perencaan
Pembangunan Responsif b
Gender (PPRG) Pembangunan
Responsif Gender
(PPRG) Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penguatan dan )
Pengembangan gﬂaegggrl](aélﬁgaier;%uatan Jumlah Lembaga
Lembaga Penyedia Lemba g Pen egia Penyedia Layanan
Layanan Pemberdayaan La ana§r11 Pemgerda aan Pemberdayaan 5 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 100 % 2 Lembaga 4 Lembaga 80 %
Perempuan Pe)rlempuan Kewengngan perempuan yang
Kewenangan Kabupaten/Kota Dibina
Kabupaten/Kota P
Jumlah sumber Daya
. . Lembaga Penyedia
gimggelr(atgznangr?]SbI;asa Meningkatnya Kapasitas Layanan
Penvedia LZ anan 9 Sumber Daya Lembaga Pemberdayaan
Pemyberda a);n Penyedia Layanan Perempuan 240 Orang 80 Orang 80 Orang 80 Orang 100 % 80 Orang 240 Orang 100 %
Perem uax Kewenandan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan
Kabu gten /Kota 9 Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang
P Mendapat Peningkatan
Kapasitas
) Persentase
PROGRAM aﬂueg:?fsk?;ng:a?]kgzsidan Perempuan Korban
PERLINDUNGAN orem ua% Korban 9 Kekerasan yang 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100 %
PEREMPUAN p p mendapatkan layanan

kekerasan

komprehensif
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Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi CapaI;uan
Capaian . Ta_rget . Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target Target Renstra Peran_g at
. Kinerja Hasil Daerah s/d tahun berjalan
. L Tujuan/Sasaran/ program dan
. . - Indikator Kinerja Program :
Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja ; Program/ kegiatan lisasi
: : Tujuan/Sasaran/ ] dan Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Tujuan/Sasaran/ Program = / Kegiatan/Sub Kel Realisasi Tahun 2025 Capaian Tingkat
Pemerintahan Daerah (outcomes)/ Kegiatan/ sub rogram (outcom'es) Kegiatan eluaran ; ; (Renja P .
Dan P IKegiat keaiat f Kegiatan/ sub kegiatan Renst Kegiatan s/d Target Renja Renja Tingkat P Kat Program dan Capaian
an Program/Kegiatan egiatan (outcome) (output) (Renstra dengan Perangkat Perangkat Realisasi erangka Kegiatan s/d Realisasi
Perangkat tahun 2023 Daerah tahun Daerah %) Daerah tahun semester | Target
Daerah) Tahun (n-4) (2020- 2024 (n-2) tahun 2024 ° n-1) tahun Renstra
2026 2023) (n-2) berjalan 2025 (%)
(tahun n-1)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/5)
Frekuensi
Pencegahan Kekerasan Meningkatkan Pencegahan pelaksanaan
terhadap Perempuan Kekerasan terhadap koordinasi dalam o o
Lingkup Daerah Perempuan Lingkup Daerah rangka mendukung 5 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1 Dokumen 4 Dokumen 80 %
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota kegiatan kampanye
gerakan tiga akhiri
Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Terlaksananya Koordinasi Koordinasi dan
Sinkronisasi Pelaksanaan dan Sinkronisasi Sinkronisasi
Kebijakan, Program dan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan,
Kegiatan Pencegahan Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan 5 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1 Dokumen 4 Dokumen 80 %
Kekerasan Terhadap Pencegahan Kekerasan Pencegahan Kekerasan
Perempuan Lingkup Terhadap Perempuan Terhadap Perempuan
Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Meningkatkan Penyediaan Jenis Layanan
Rujukan Lanjutan bagi Layanan Rujukan Lanjutan ) . .
Perempuan Korban bagiPerempuan Korban Eg:grﬁanu:zné%ﬁ)nagag'
Kekerasan yang Kekerasan yang P 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100 %
. . . . Kekerasan yang
Memerlukan Koordinasi Memerlukan Koordinasi
Memerlukan
Kewenangan Kewenangan Koordinasi
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Tersedianya Layanan Jumlah Perempuan
Pengaduan Masyarakat Pengaduan Masyarakat bagi Korban Kekerasan
bagi Perempuan Korban Perempuan Korban Tingkat Kabupaten/Kota 4 Orang 6 Orang 5 Orang 7 Orang 140% 5 Orang 18 Orang 450 %
Kekerasan Kewenangan Kekerasan Tingkat yang Mendapatkan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Layanan Pengaduan
Penguatan dan Meningkatkan Penguatan Jumlah Lembaga
Pengembangan dan Pengembangan .
Lembaga Penyedia Lembaga Penyedia Penyedla Layanan
b . Perlindungan 12 Lembaga 8 Lembaga 10 Lembaga 4 Lembaga 40% 11 Lembaga 12 Lembaga 100 %
Layanan Perlindungan Layanan Perlindungan P
) : erempuan yang
Perempuan Tingkat Perempuan Tingkat Daerah Dibina
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
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Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi CapaI;uan
Capaian . Ta_rget . Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target Target Renstra Peran_g at
. Kinerja Hasil Daerah s/d tahun berjalan
. L Tujuan/Sasaran/ program dan
. . - Indikator Kinerja Program :
Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja ; Program/ kegiatan lisasi
: : Tujuan/Sasaran/ ] dan Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Tujuan/Sasaran/ Program = / Kegiatan/Sub Kel Realisasi Tahun 2025 Capaian Tingkat
Pemerintahan Daerah (outcomes)/ Kegiatan/ sub rogram (outcom'es) Kegiatan eluaran ; ; (Renja P .
Dan P IKegiat keaiat f Kegiatan/ sub kegiatan Renst Kegiatan s/d Target Renja Renja Tingkat P Kat Program dan Capaian
an Program/Kegiatan egiatan (outcome) (output) (Renstra dengan Perangkat Perangkat Realisasi erangka Kegiatan s/d Realisasi
Perangkat tahun 2023 Daerah tahun Daerah %) Daerah tahun semester | Target
Daerah) Tahun (n-4) (2020- 2024 (n-2) tahun 2024 ° n-1) tahun Renstra
2026 2023) (n-2) berjalan 2025 (%)
(tahun n-1)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/5)
Jumlah Dokumen Hasil
Penguatan Jejaring antar Terlaksananya Penguatan Penguatan Jejaring
. - Antar Lembaga
Lembaga Penyedia Jejaring Antar Lembaga Penvedia Layanan
Layanan Perlindungan Penyedia Layanan PerIi{1dun ag] 10 Dokumen 1 Dokumen 7 Dokumen 4 Dokumen 100 % 4 Dokumen 9 Dokumen 90 %
Perempuan Kewenangan Perlindungan Perempuan Perem ugn
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota K p
ewenangan
Kabupaten/Kota
Meningkatnya kualitas
PROGRAM keluarga melalui Partisinasi angkatan
PENINGKATAN perwujudan kesetaraan Keria %rem ugan 65.5 % 100 % 64.5 % 34,38% 53,30% 65% 53,30% 81,37 %
KUALITAS KELUARGA gender dalam laperemp
pembangunan
Peningkatan Kualitas Mendorong Peningkatan Jenis Kegiatan
Keluarga dalam Kualitas Keluarga dalam Peningkatan Kualitas
Mewujudkan Mewujudkan Kesetaraan Keluarga dalam . . . . o . . o
Kesetaraan Gender (KG) Gender (KG) dan Hak Anak Mewujudkan 15 Kegiatan 6 Kegiatan 3 Kegiatan 1 Kegiatan 33% 4 Kegiatan 10 Kegiatan 66,67 %
dan Hak Anak Tingkat Tingkat Daerah Kesetaraan Gender
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (KG) dan Hak Anak
Jumlah Komunikasi,
Pelaksanaan Komunikasi, Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)
Informasi dan Edukasi KG Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender
dan_PerIlndungan Anak Kesgtaraan Gender (KG) dan (KG) dan _Perl|ndungan 6 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 25% 1 Dokumen 4 Dokumen 83,33 %
bagi Keluarga Perlindungan Anak bagi Anak bagi Keluarga
Kewenangan Keluarga Kewenangan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang
Tersedia
Jumlah Dokumen Hasil
Pengembangan Kegiatan ;erlaksananya . Pengembangan
engembangan Kegiatan b
Masyarakat untuk Masvarakat untuk Kegiatan Masyarakat
Peningkatan Kualitas Y . untuk Peningkatan 6 Laporan 2 Laporan 2 Dokumen 1 Laporan 50% 1 Laporan 4 Laporan 83,33 %
Peningkatan Kualitas )
Keluarga Kewenangan Kualitas Keluarga
Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota Kewenangan
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
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Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan P_?rklraar'; Reallsaltjsl CapaI;uan
Capaian . Ta_rget . Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target arget Renstra erang at
. Kinerja Hasil Daerah s/d tahun berjalan
. L Tujuan/Sasaran/ program dan
. . - Indikator Kinerja Program :
Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja ; Program/ kegiatan lisasi
: : Tujuan/Sasaran/ ] dan Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Tujuan/Sasaran/ Program = / Kegiatan/Sub Kel Realisasi Tahun 2025 Capaian Tingkat
Pemerintahan Daerah (outcomes)/ Kegiatan/ sub rogram (outcom'es) Kegiatan eluaran ; ; (Renja P .
Dan P IKegiat keaiat f Kegiatan/ sub kegiatan Renst Kegiatan s/d Target Renja Renja Tingkat P Kat Program dan Capaian
an Program/Kegiatan egiatan (outcome) (output) (Renstra dengan Perangkat Perangkat Realisasi erangka Kegiatan s/d Realisasi
Perangkat tahun 2023 Daerah tahun Daerah %) Daerah tahun semester | Target
Daerah) Tahun (n-4) (2020- 2024 (n-2) tahun 2024 ° n-1) tahun Renstra
2026 2023) (n-2) berjalan 2025 (%)
(tahun n-1)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/5)
gESSERLA(gALAAN Meningkatnya Pengelolaan Persentase OPD Yang
Sistem Data Gender dan Menyediakan Data 100 % 100 % 100 % 0% 0% 100% 100 % 100 %
SISTEM DATA GENDER Anak Gender dan Anak
DAN ANAK
Pengumpulan, Meningkatkan
Pengolahan Analisis Pengumpulan, Pengolahan
" . 2 Jumlah OPD Yang . 2 15 1 e 13
dan Penyajian Data Analisis dan PenyajianData . 20 Organisasi . . . . . . 10 organisasi . .
Menyediakan dan Organisasi Organisasi Organisasi o Organisasi o
Gender dan Anak Da!am Gender dan Anak Da!am Memanfaatkan Data Perangkat Perangkat Perangkat Perangkat 6,67% perangkat Perangkat 65 %
Kelembagaan Data di Kelembagaan Data di Gender dan Anak Daerah Daerah Daerah Daerah daerah Daerah
Tingkat Daerah Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Penyediaan Data Gender Jumlah Dokumen Data
dan Anak di Tersedianya Data Gender Gender dan Anak 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0% 1 Dokumen 2 Dokumen 40 %
Kewenangan dan Anak Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang
Kabupaten/Kota Tersedia
Persentase anak
Meningkatnya perlindungan memerlukan
Tujuan 2 gKatnyap 9 perlindungan khusus 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
terhadap anak
yang mendapatkan
layanan komprehensif
Meningkatnya Pemenuhan Capaian Indikator
Sasaran 2 : Hak Anak dan Perlindungan Kabupaten Layak 570 poin 300 poin 336,05 poin 400 poin 112% 530 poin 650 poin 114 %
Khusus Anak Anak (KLA)
PROGRAM Meningkatnya skor ’s\lgril t;ci)bk?atslﬂee;slt\t/er !
PEMENUHAN HAK indikator pemenuhan Hak pai 290 poin 183 poin 250 poin 225 poin 90% 270 poin 678 poin 233,79 %
Evaluasi Kabupaten
ANAK (PHA) Anak
Layak Anak
Meningkatkan
Pelembagaan P".'A pada Pelembagaan PHA pada
Lembaga Pemerintah,
. Lembaga Jumlah Satuan Gugus
Nonpemerintah, dan ] . 25 Gugus 5 Gugus 5 Gugus 3 Gugus 5 Gugus 13 Gugus
! Pemerintah,Nonpemerintah, Tugas yang 60% 53 %
Dunia Usaha . . Tugas Tugas Tugas Tugas Tugas Tugas
dan Dunia Usaha dikembangkan
Kewenangan
Kabupaten/Kota Kewenangan
Kabupaten/Kota
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Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi CapaI;uan
Capaian . Ta_rget . Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target Target Renstra Peran_g at
. Kinerja Hasil Daerah s/d tahun berjalan
. L Tujuan/Sasaran/ program dan
. . - Indikator Kinerja Program :
Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja ; Program/ kegiatan lisasi
: : Tujuan/Sasaran/ ] dan Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Tujuan/Sasaran/ Program = / Kegiatan/Sub Kel Realisasi Tahun 2025 Capaian Tingkat
Pemerintahan Daerah (outcomes)/ Kegiatan/ sub rogram (outcom'es) Kegiatan eluaran ; ; (Renja P .
Dan P IKegiat keaiat f Kegiatan/ sub kegiatan Renst Kegiatan s/d Target Renja Renja Tingkat P Kat Program dan Capaian
an Program/Kegiatan egiatan (outcome) (output) (Renstra dengan Perangkat Perangkat Realisasi erangka Kegiatan s/d Realisasi
Perangkat tahun 2023 Daerah tahun Daerah %) Daerah tahun semester | Target
Daerah) Tahun (n-4) (2020- 2024 (n-2) tahun 2024 > n-1) tahun Renstra
2026 2023) (n-2) berjalan 2025 (%)
(tahun n-1)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/5)
Jumlah Organisasi
. " Pemerintah, Non
Advokasi Kebljakan dan . Pemerintah, Media dan
Pendampingan Terlaksananya Advokasi b
" Dunia Usaha yang
Pemenuhan Hak Anak Kebijakan dan .
. Mendapat Advokasi
pada Lembaga Pendampingan Pemenuhan Kebiiakan dan 6
Pemerintah, Non Hak Anak pada Organisasi ! } 25 Organisasi 9 Organisasi 6 Organisasi - 100 % 5 Organisasi 20 Organisasi 80 %
. . ) . Pendampingan Organisasi
Pemerintah, Media dan Pemerintah, Non Pemerintah,
B . ; Pemenuhan Hak Anak
Dunia Usaha Media dan Dunia Usaha e
pada Organisasi
Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota p intah. N
Kabupaten/Kota emer!nta » Non
Pemerintah, Media dan
Dunia Usaha
Penguatan dan Meningkatkan Penguatan
Pengembangan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Lembaga Penyedia Jumlah Penyedia
Layanan Peningkatan Layanan Peningkatan Layanan yang ramah 104 LRA 20 LRA 20 LRA 20 LRA 100 % 22 LRA 62 LRA 59,61 %
Kualitas Hidup Anak Kualitas Hidup anak
Kewenangan AnakKewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Jumlah Anak yang
Penyediaan Layanan Tersedianya Layanan Mendapatkan Layanan
Peningkatan Kualitas Peningkatan Kualitas Hidup Peningkatan Kualitas o 0
Hidup Anak Kewenangan Anak Kewenangan Hidup Anak 220 Orang 50 Orang 80 Orang 80 Orang 100 % 50 Orang 180 Orang 81,81 %
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil
Penguatan Jejaring antar Terlaksananya Penguatan Penguatan Jejaring
Lembaga Penyedia Jejaring Antar Lembaga Antar Lembaga
Layanan Peningkatan Penyedia Layanan Penyedia Layanan o o
Kualitas Hidup Anak Peningkatan Kualitas Hidup Peningkatan Kualitas 30 Dokumen 22 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 % 2 Dokumen 26 Dokumen 86,67 %
Tingkat Daerah Anak Kewenangan Hidup Anak
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kewenangan
Kabupaten/Kota
PROGRAM Meningkatnya skor Nilai bobot klaster V
PERLINDUNGAN indikator Perlindungan Evaluasi Kabupaten 110 poin 75 poin 90 poin 37 poin 100 % 100 poin 202 poin 183,63 %
KHUSUS ANAK khusus anak Layak Anak
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Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan P_?rklraar'; ReahSél\DSI CapaI;uan
Capaian . Ta_rget . Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target arget Renstra erang at
. Kinerja Hasil Daerah s/d tahun berjalan
. L Tujuan/Sasaran/ program dan
. . - Indikator Kinerja Program :
Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja ; Program/ kegiatan lisasi
: : Tujuan/Sasaran/ ] dan Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Tujuan/Sasaran/ Program = / Kegiatan/Sub Kel Realisasi Tahun 2025 Capaian Tingkat
Pemerintahan Daerah (outcomes)/ Kegiatan/ sub rogram (outcom'es) Kegiatan eluaran ; ; (Renja P .
Dan P IKegiat keaiat f Kegiatan/ sub kegiatan Renst Kegiatan s/d Target Renja Renja Tingkat P Kat Program dan Capaian
an Program/Kegiatan egiatan (outcome) (output) (Renstra dengan Perangkat Perangkat Realisasi erangka Kegiatan s/d Realisasi
Perangkat tahun 2023 Daerah tahun Daerah %) Daerah tahun semester | Target
Daerah) Tahun (n-4) (2020- 2024 (n-2) tahun 2024 > n-1) tahun Renstra
2026 2023) (n-2) berjalan 2025 (%)
(tahun n-1)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/5)
Pencegahan Kekerasan Meningkatkan Pencegahan
terhadap Anak yang Kekerasan terhadap Anak Jumlah penurunan
Melibatkan para Pihak yang Melibatkan para Pihak Kasus Kekerasan 208 Kasus 44 Kasus 40 Kasus 9 Kasus 100 % 40 Kasus 83 Kasus 39,9 %
Lingkup Daerah Lingkup Terhadap Anak
Kabupaten/Kota DaerahKabupaten/Kota
Penguatan kerja sama Terlaksananya Advokasi
lintas perangkat daerah Kebijakan dan
untuk mewujudkan Pendampingan Pelaksanaan Jumlah kegiatan 1 Perangkat
kabupaten/kota layak Kebijakan, Program dan pencegahan KtA 5 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 % 9 3 Kegiatan 60 %
b Daerah
Anak, kecamatan layak Kegiatan Pencegahan terpadu
Anak, desa/kelurahan Kekerasan Terhadap Anak
layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Kabupaten/Kota
Advokasi dan Jumlah SDM yang
pendampingan Perangkat Terlaksananya Koordinasi memperoleh gdvoka5|
Daerah dan Sinkronisasi Pencegahan dan Pendampingan
dalam pelaksanaan 9 dalam pelaksanaan 500 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 % 100 Orang 300 Orang 60 %
" Kekerasan Terhadap Anak -
kebijakan /program/ kebijakan /program/
: Kewenangan Kabupaten/Kota b
kegiatan pencegahan kegiatan pencegahan
KTA KTA
Penyedlaan Layanan Meningkatkan Penyediaan
bagi Anak yang ;
Layanan bagi Anak yang
Memerlukan Memerlukan Perlindunoan Persentase korban
Perlindungan Khusus ) kekerasan anak yang 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100 %
Khusus yang Memerlukan :
yang Memerlukan . L2 terlayani
. T Koordinasi Tingkat Daerah
Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/Kota P
Penyediaan Layanan
Pengaduan Masyarakat Tersedianya Layanan
bagi Anak yang Pengaduan Masyarakat bagi Jumlah AMPK yang
Memerlukan Anak yang Memerlukan mendapatkan layanan 250 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 100 % 50 Orang 150 Orang 60 %
Perlindungan Khusus Perlindungan Khusus Tingkat pengaduan
Tingkat Daerah Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
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Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi CapaI;uan
Capaian . Ta_rget . Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target Target Renstra Peran_g at
. Kinerja Hasil Daerah s/d tahun berjalan
. N Tujuan/Sasaran/ program dan
. . - Indikator Kinerja Program :
Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja ; Program/ kegiatan lisasi
: : Tujuan/Sasaran/ ] dan Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Tujuan/Sasaran/ Program = / Kegiatan/Sub Kel Realisasi Tahun 2025 Capaian Tingkat
Pemerintahan Daerah (outcomes)/ Kegiatan/ sub rogram (outcom'es) Kegiatan eluaran ; ; (Renja P .
Dan P IKegiat keaiat f Kegiatan/ sub kegiatan Renst Kegiatan s/d Target Renja Renja Tingkat P Kat Program dan Capaian
an Program/Kegiatan egiatan (outcome) (output) (Renstra dengan Perangkat Perangkat Realisasi erangka Kegiatan s/d Realisasi
Perangkat tahun 2023 Daerah tahun Daerah %) Daerah tahun semester | Target
Daerah) Tahun (n-4) (2020- 2024 (n-2) tahun 2024 > n-1) tahun Renstra
2026 2023) (n-2) berjalan 2025 (%)
(tahun n-1)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/5)
Koordinasi Pelaksanaan Terlaksananya Koordinasi Jumlah AMPK yang 5 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 2 Dokumen 5 Dokumen 100 %
Layanan AMPK Pelaksanaan Layanan AMPK mendapatkan layanan
Meningkatnya Angka prevalensi
Tujuan 3: pengendalian penduduk kontrasepsi modern 61,90% 80,86% 57,90% 63,4 110% 60,9% 58,90% 11,78
dan kualitas keluarga (mCPR)
Rata-rata jumlah anak
. Meningkatnya (penduduk usia 0-18 o o
Sasaran 3.1: pengendalian penduduk tahun) yang ada dalam 1,2 orang 1,62 orang 1,37 orang 1,36 orang 101% 1,24 orang 1,36 orang 98 %
satu keluarga.
PROGRAM Meningkatnya Rata-rata iumlah iiwa
PENGENDALIAN pengendalian pertambahan dalam keI{Jar a ] 3.50 orang 3,5 orang 3,6 orang 3,2 orang 100 % 3,55 orang 3,2 orang 912 %
PENDUDUK penduduk dalam keluarga 9
Pgmadu_an d_an . Meningkatkan Pemaduan Cakupan
Sinkronisasi Kebijakan . L I .
b dan Sinkronisasi Kebijakan penyelenggaraan kerja
Pemerintah Daerah - L 7
Provinsi dengan Pemerintah Da_erah Provinsi sama pendidikan )
Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah kependudukan melalui 19 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 100 % 4 Dokumen 14 Dokumen 73,68 %
Kabupaten/Kota dalam jalur formal,
Kabupaten/Kota dalam K dali f L4
rangka Pengendalian rang :fiPengen al?(n _nc;n orn?a, an
Kuantitas Penduduk Kuantitas Pendudu informal
Jumlah Dokumen
Penyusunan dan Terlaksananya Penyusunan
Penyusunan dan
Pemanfaatan Grand dan Pemanfaatan Grand Pemanfaatan Grand
Design Pembangunan Design Pembangunan . 6 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0% 1 Dokumen 1 Dokumen 16,67 %
Design Pembangunan
Kependudukan (GDPK) Kependudukan (GDPK) K dudukan (GDPK
Tingkat Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota ependudukan ( )
Tingkat Kabupaten/Kota
Kerjasama Pelaksanaan Terlaksananya Kerjasama Jumla_lh_ Kerjasama
Pendidikan Pelaksanaan Pendidikan Pendidikan
Kependudukan Jalur 34 Dokumen 6 Dokumen 7 Dokumen 0 Dokumen 0% 6 Dokumen 12 Dokumen 35,29 %
Kependudukan Jalur Kependudukan Jalur -
Pendidikan Formal Pendidikan Formal Pendidikan Formal yang
dilaksanakan
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Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi CapaI;uan
Capaian . Ta_rget . Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target Target Renstra Peran_g at
. Kinerja Hasil Daerah s/d tahun berjalan
. L Tujuan/Sasaran/ program dan
. . - Indikator Kinerja Program :
Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja ; Program/ kegiatan lisasi
: : Tujuan/Sasaran/ ] dan Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Tujuan/Sasaran/ Program / Kegiatan/Sub | Realisasi Tahun 2025 Capaian Tingkat
Pemerintahan Daerah (outcomes)/ Kegiatan/ sub Prqgram (outcom'es) Kegiatan Ke. uaran ; ; (Renja P .
Dan P IKegiat keaiat f Kegiatan/ sub kegiatan Renst Kegiatan s/d Target Renja Renja Tingkat P Kat Program dan Capaian
an Program/Kegiatan egiatan (outcome) (output) (Renstra dengan Perangkat Perangkat Realisasi erangka Kegiatan s/d Realisasi
Perangkat tahun 2023 Daerah tahun Daerah %) Daerah tahun semester | Target
Daerah) Tahun (n-4) (2020- 2024 (n-2) tahun 2024 ° n-1) tahun Renstra
2026 2023) (n-2) berjalan 2025 (%)
(tahun n-1)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/5)
Cakupan Rumah Data
Pemetaan Perkiraan Meningkatkan Pemetaan K_ependudukan yang
Pengendalian Penduduk Perkiraan Pengendalian dimanfaatkan untuk ) . . . . .
perencanaan dan 12 unit 5 unit 5 unit 2 unit 100 % 2 unit 9 unit 75 %
Cakupan Daerah Penduduk Cakupan Daerah
pengelolaan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
pembangunan
Kampung KB
Pencatatan dan Terlaksananya Pencatatan ‘;Z?Li?;{:ﬁ%r:r?
Pengumpulan Data dan Pengumpulan Data Pengumpulan Data 28 Laporan 14 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 100 % 5 Laporan 24 Laporan 85,71 %
Keluarga Keluarga Keluarga
Jumlah Dokumen
Pengolahan dan Terlaksananya Pengolahan Pengolahan dan
Pelaporan _Data dan Pelapc_)ran Data Pelaporan ‘Data 6 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1 Dokumen 3 Dokumen 50 %
Pengendalian Lapangan Pengendalian Lapangan dan Pengendalian
dan Pelayanan KB Pelayanan KB Lapangan dan
Pelayanan KB
Persentase kebutuhan
Sasaran 3.2 : Meningkatnya kualitas ber-KB yang tidak 12,80% 11% 17% 14% 117% 13,80% 14% 82 %
keluarga terpenuhi (unmet
need)
PROGRAM PEMBINAAN Meningkatnya cakupan
KELUARGA esertga KB Y P Rasio Akseptor KB 90.28 % 100 % 89,41 % 87 % 100 % 90,28% 90,28% 100 %
BERENCANA (KB) p
Pelaksanaan Advokasi, Meningkatkan Pelaksanaan
Komunikasi, Informasi Advokasi, Komunikasi, Jumlah Kecamatan
danEdukasi (KIE) Informasi danEdukasi (KIE) yang mendukung 19 19 19 o 19 19 o
Pengendalian Penduduk Pengendalian Penduduk Program Bangga 19 Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 100 % Kecamatan Kecamatan 100 %
dan KB sesuai Kearifan dan KB sesuai Kearifan Kencana
Budaya Lokal Budaya Lokal
Pengendalian Program Terlaksananya Pengendalian Jumiah Laporan Hasil
KKBPK P Pengendalian Program 20 Laporan 8 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 100 % 5 Laporan 17 Laporan 85 %
rogram KKBPK KKBPK

34 |RENJA 2026 DP3AP2KB KABUPATEN SAMBAS




Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi CapaI;uan
Capaian . Ta_rget . Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target Target Renstra Peran_g at
. Kinerja Hasil Daerah s/d tahun berjalan
. L Tujuan/Sasaran/ program dan
. . - Indikator Kinerja Program :
Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja ; Program/ kegiatan lisasi
h . Tujuan/Sasaran/ ] dan Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Tujuan/Sasaran/ Program = / Kegiatan/Sub Kel Realisasi Tahun 2025 Capaian Tingkat
Pemerintahan Daerah (outcomes)/ Kegiatan/ sub rogram (outcom'es) Kegiatan eluaran ; ; (Renja P .
Dan P IKegiat keaiat f Kegiatan/ sub kegiatan Renst Kegiatan s/d Target Renja Renja Tingkat P Kat Program dan Capaian
an Program/Kegiatan egiatan (outcome) (output) (Renstra dengan Perangkat Perangkat Realisasi erangka Kegiatan s/d Realisasi
Perangkat tahun 2023 Daerah tahun Daerah ) Daerah tahun semester | Target
Daerah) Tahun (n-4) (2020- 2024 (n-2) tahun 2024 ° n-1) tahun Renstra
2026 2023) (n-2) berjalan 2025 (%)
(tahun n-1)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/5)
Jumlah Laporan Hasil
Pengelolaan
Operasional dan
Pengelolaan Operasional Terlaksananya Pengelolaan Sarana di Balai
dan Sarana di Balai Operasional dan Sarana di Penyuluhan Bangga . . . . o . . o
Penyuluhan Bangga Balai Penyuluhan Bangga Kencana 19 Unit 19 Unit 19 Unit 19 Unit 100 % 19 Unit 19 Unit 100 %
Kencana Kencana (Pembangunan
Keluarga,
Kependudukan, dan
Keluarga Berencana)
Jumlah Laporan
Mekanisme Operasional
Terlaksananya Mekanisme Program Bangga
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana
Operasional Program Kencana (Pembangunan (Pembangunan
Bangga Kencana melalui Keluarga, Kependudukan, Keluarga,
Rapat Koordinasi dan Kgluarga Berenc_:ana) Kependudukan, dan 114 Dokumen 57 Dokumen 19 Dokumen 19 100 % 19 Dokumen 95 Dokumen 83,33 %
Kecamatan (Rakorcam), Melalui Rapat Koordinasi Keluarga Berencana) Dokumen
Rapat Koordinasi Desa Kecamatan (Rakorcam), Melalui Rapat
(Rakordes), dan Mini Rapat Koordinasi Desa Koordinasi Kecamatan
Lokakarya (Minilok) (Rakordes), dan Mini (Rakorcam), Rapat
Lokakarya (Minilok) Koordinasi Desa
(Rakordes), dan Mini
Lokakarya (Minilok)
Jumlah Dokumen
Terlaksananya Promosi dan E;gmrg?] céa;nKIE
Promosi dan KIE Program KIE Program Bangga Ken%:ana 9
Bangga Kencana Kencana (Pembangunan
Melalui Media Massa Keluarga, Kependudukan (Pembangunan 19
> i ' Keluarga, 19 Dokumen 19 Dokumen 19 Dokumen 100 % 19 Dokumen 19 Dokumen 100 %
Cetak dan Elektronik dan Keluarga Berencana) Dokumen
i : Kependudukan, dan
serta Melalui Media Massa Cetak Keluarga Berencana)
Media Luar Ruang dan Elektronik serta Media 9 ;
Luar Ruan Melalui Media Massa
9 Cetak dan Elektronik
serta Media Luar Ruang
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Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi CapaI;uan
Capaian . Ta_rget . Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target Target Renstra Peran_g at
. Kinerja Hasil Daerah s/d tahun berjalan
. L Tujuan/Sasaran/ program dan
. . - Indikator Kinerja Program :
Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja ; Program/ kegiatan lisasi
h . Tujuan/Sasaran/ ] dan Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan/Sub feaci Tahun 2025 ; ;
P intahan Daerah " | Kegiatan/ sub Program (outcomes)/ Keaiat Keluaran Realisasi Reni Capaian Tingkat
emerintahan Daera (outcomes)/ Kegiatan/ su Kegiatan/ sub kegiatan egiatan Kegiatan s/d Target Renja Renja Tingkat (Renja Program dan Capaian
Dan Program/Kegiatan kegiatan (outcome) (output) P(Renstliat dengan Perangkat Perangkat Reaﬁsasi DPerarr:%kﬁt Kegiatan s/d Realisasi
erangxa tahun 2023 Daerah tahun Daerah %) aeran tanun semester | Target
Daerah) Tahun (n-4) (2020- 2024 (n-2) tahun 2024 ° n-1) tahun Renstra
2026 2023) (n-2) berjalan 2025 (%)
(tahun n-1)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/5)
Jumlah Dokumen
Promosi dan KIE
Terlaksananya Komunikasi, E;?\%r:rg Bangga
Komunikasi, Informasi Informasi dan Edukasi (KIE)
' (Pembangunan
dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Keluarga 19
ProgramBangga Kencana (Pembangunan Keluarga, ga, 114 Laporan 57 Dokumen 19 Dokumen 100 % 19 Dokumen 95 Dokumen 100 %
. . Kependudukan, dan Dokumen
sesuai Kearifan Budaya Kependudukan, dan Keluarga
- - Keluarga Berencana)
Lokal Berencana) Sesuai Kearifan Melalui Media M
Budaya Lokal elaul Media Massa
Cetak dan Elektronik
serta Media
Luar Ruang
Jumlah Organisasi yang
Mendapatkan Advokasi
Advokasi Program 'lgerlaksanélnya Adl\</oka3| Erogram Bangga
Bangga kencana oleh Progr;lm angg?( Iencana F,encc'l:;na 10 10
pokja advokasi kepada (Pembangunan Keluarga, (Pembangunan 10 Organisasi 0 Laporan - N 100 % 10 Organisasi 10 Organisasi 100 %
) Kependudukan, dan Keluarga Keluarga, Organisasi Organisasi
Stakeholders dan Mitra
Kerja Berencana) kepadal ) ependudukan, dan
Stakeholders dan Mitra Kerja Keluarga Berencana)
kepada Stakeholders
dan Mitra Kerja
Pendayagunaan Tenaga Meningkatkan
Penyuluh KB/Petugas Pendayagunaan Tenaga Jumlah Penyuluh KB o
Lapangan KB Penyuluh KB/Petugas yang berkinerja baik 27 orang 23 orang 25 orang 11 orang 44 26 orang 24 orang 88,89 %
(PKB/PLKB) Lapangan KB (PKB/PLKB)
Jumlah Kader yang
Penggerakan Kader Terlaksananya Penggerakan Mengikuti Penggerakan
Institusi Masyarakat Kader Institusi Masyarakat Kader Institusi 195 orang 193 Orang 195 Orang 195 Orang 100 % 195 orang 195 orang 100 %
Pedesaan (IMP) Pedesaan (IMP) Masyarakat Pedesaan
(IMP)

36 | RENJA 2026 DP3AP2KB KABUPATEN SAMBAS




Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi CapaI;uan
Capaian . Ta_rget . Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target Target Renstra Peran_g at
. Kinerja Hasil Daerah s/d tahun berjalan
. L Tujuan/Sasaran/ program dan
. . - Indikator Kinerja Program :
Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja ; Program/ kegiatan lisasi
h . Tujuan/Sasaran/ ] dan Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Tujuan/Sasaran/ Program / Kegiatan/Sub | Realisasi Tahun 2025 Capaian Tingkat
Pemerintahan Daerah (outcomes)/ Kegiatan/ sub Prqgram (outcom'es) Kegiatan Ke. uaran ; ; (Renja P .
Dan P IKegiat keaiat f Kegiatan/ sub kegiatan Renst Kegiatan s/d Target Renja Renja Tingkat P Kat Program dan Capaian
an Program/Kegiatan egiatan (outcome) (output) (Renstra dengan Perangkat Perangkat Realisasi erangka Kegiatan s/d Realisasi
Perangkat tahun 2023 Daerah tahun Daerah %) Daerah tahun semester | Target
Daerah) Tahun (n-4) (2020- 2024 (n-2) tahun 2024 ° n-1) tahun Renstra
2026 2023) (n-2) berjalan 2025 (%)
(tahun n-1)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/5)
Terlaksananya Penguatan ‘;ZTITJZ; :;poran Hasil
Fasilitasi Pelaksanaan Pelaksanaan Penyuluhan, g
Pelaksanaan
Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan P
enyuluhan,
Penggerakan, Pelayanan Pengembangan Program Pengoerakan
dan Pengembangan Bangga Kencana Pelagy%nan da’n
Program Bangga (Pembangunan Keluarga, Pengembangan 19 Laporan 19 Laporan 19 Laporan 19 Laporan 100 % 19 Laporan 19 Laporan 100 %
Kencana untuk Petugas Kependudukan, dan Keluarga
Program Bangga
Keluarga Berencana) untuk Petugas
Kencana
Berencana/Penyuluh Keluarga
(Pembangunan
Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh K
eluarga,
Berencana (PKB/PLKB) Lapangan Keluarga Kependudukan. dan
Berencana (PKB/PLKB) p !
Keluarga
Pengendalian dan Meningkatkan
Pendistribusian Pengendalian dan Cakupan Alat dan
Kebutuhan Alat dan Pendistribusian Kebutuhan Obat Kontrasepsi
Obat Kontrasepsi serta Alat dan Obat Kontrasepsi MKJP Untuk 100 % 111 % 100 % 71,47% 71,47% 100 % 100 % 71,47%
Pelaksanaan Pelayanan serta Pelaksanaan Memenuhi Permintaan
KB di Daerah Pelayanan KB di Daerah Masyarakat
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan
Pengendalian Terlaksananya Pengendalian Pengendalian
Pendistribusian Alat dan Pendistribusian Alat dan Obat Pendistribusian Alat dan
Obat Kontrasepsi dan Kontrasepsi dan Sarana Obat Kontrasepsi dan 162
Sarana Penunjang Penunjang Pelayanan KB ke Sarana Penunjang ﬁ?KOBLaporan/ Laporan/ i?(gaporan/ izll(Eaporan/ 100 % i4K‘I§aporan/ i:}LfBLaporan/ 80 %
Pelayanan KB ke Fasilitas Fasilitas Kesehatan Pelayanan KB ke KKB
Kesehatan Termasuk Termasuk Jaringan dan Fasilitas Kesehatan
Jaringan dan Jejaringnya Jejaringnya Termasuk Jaringan dan
Jejaringnya
Peningkatan Kesertaan Terwujudnya Peningkatan ‘;Auggnu%rzggéiggn
Penggunaan Metode Kesertaan menggunaan Penggunaan Metode 1051 Orang 1044 Orang | 210 Orang 210 Orang 100 % 220 Orang 1494 Orang 141,76 %
Kontrasepsi Jangka Metode Kontrasepsi Jangka ]
Panjang (MKJP) Panjang (MKJP) Kon.trasep5| Jangka
Panjang (MKJP)
Penyediaan Sarana Tersedianya Sarana Jumlah Unit Sarana . . . . . .
- . Penunjang Pelayanan 19 Unit 16 Unit 3 Unit 3 Unit 100 % 0 Unit 19 Unit 100 %
Penunjang Pelayanan KB Penunjang Pelayanan KB KB
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Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi CapaI;uan
Capaian . Ta_rget . Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target Target Renstra Peran_g at
. Kinerja Hasil Daerah s/d tahun berjalan
. L Tujuan/Sasaran/ program dan
. . - Indikator Kinerja Program :
Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja ; Program/ kegiatan lisasi
: : Tujuan/Sasaran/ ] dan Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Tujuan/Sasaran/ Program = / Kegiatan/Sub Kel Realisasi Tahun 2025 Capaian Tingkat
Pemerintahan Daerah (outcomes)/ Kegiatan/ sub rogram (outcom'es) Kegiatan eluaran ; ; (Renja P .
Dan P IKegiat keaiat f Kegiatan/ sub kegiatan Renst Kegiatan s/d Target Renja Renja Tingkat P Kat Program dan Capaian
an Program/Kegiatan egiatan (outcome) (output) (Renstra dengan Perangkat Perangkat Realisasi erangka Kegiatan s/d Realisasi
Perangkat tahun 2023 Daerah tahun Daerah ) Daerah tahun semester | Target
Daerah) Tahun (n-4) (2020- 2024 (n-2) tahun 2024 ° n-1) tahun Renstra
2026 2023) (n-2) berjalan 2025 (%)
(tahun n-1)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/5)
Jumlah Laporan Hasil
Pembinaan Pelayanan Terlaksananya Pembinaan Pembinaan Pelayanan
Keluarga Berencana dan Pelayanan Keluarga Keluarga Berencana
Kesehatan Reproduksi di Berencana dan Kesehatan dan Kesehatan o o
Fasilitas Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Reproduksi di Fasilitas 114 Laporan 57 Laporan 19 Laporan 19 Laporan 100 % 19 Laporan 95 Laporan 83,33 %
Termasuk Jaringan dan Kesehatan Termasuk Kesehatan Termasuk
Jejaringnya Jaringan dan Jejaringnya Jaringan dan
Jejaringnya
Pemberdayaan dan Meningkatkan
Peningkatan Peran Pemberdayaan dan
serta Organisasi Peningkatan Peran serta
Kemasyarakatan Organisasi Persentase perserta
Tingkat Daerah Kemasyarakatan Tingkat P 21.77 % 16 % 18,79 % 16,46% 87,59% 20,28% 55% 253 %
KB baru
Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Pelayanan dalam Pelaksanaan
dan Pembinaan Pelayanandan Pembinaan
Kesertaan Ber-KB Kesertaan Ber-KB
Pembinaan Terpadu Terlaksananya Pembinaan Jumlah Laporan Hasil
Pembinaan Terpadu 204 Laporan 102 Laporan 34 Laporan 34 Laporan 100 % 34 Laporan 136 Laporan 66,67 %
Kampung KB Terpadu Kampung KB
Kampung KB
Jumlah Kampung
Keluarga Berkualitas
Pelaksanaan dan Terwujudnya Pelaksanaan yang mengikuti
Pengelolaan Program dan Pengelolaan Program Pelaksanaan dan 34
Bangga Kencana di Bangga Kencana Pengelolaan Program 195 Kampung 68 Kampung 34 Kampung Kampung 100 % 34 Kampung 126 64.61 %
(Pembangunan Keluarga, Bangga Kencana KB KB KB KB Kampung KB
Kampung Keluarga KB
. Kependudukan, dan Keluarga (Pembangunan
Berkualitas )
Berencana) di Kampung KB Keluarga,
Kependudukan, dan
Keluarga Berencana)
PROGRAM Meningkatnya cakupan Cakupan Kelompok
PEMBERDAYAAN DAN Kelomg oK k‘; itan pan kegiatan yang
PENINGKATAN p glatan yang melakukan pembinaan | 96.15 % 19,2 % 57,6 % 57,6 % 100 % 76,90% 87,2 % 90,69 %
melakukan pembinaan ; .
KELUARGA melalui 8 funasi keluaraa melalui 8 fungsi
SEJAHTERA (KS) 9 9 keluarga
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Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi CapaI;uan
Capaian . Ta_rget . Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target Target Renstra Peran_g at
. Kinerja Hasil Daerah s/d tahun berjalan
. . - Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program program dan
Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja ; Program/ kegiatan lisasi
: : Tujuan/Sasaran/ ] dan Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Tujuan/Sasaran/ Program = / Kegiatan/Sub Kel Realisasi Tahun 2025 Capaian Tingkat
Pemerintahan Daerah (outcomes)/ Kegiatan/ sub rogram (outcom'es) Kegiatan eluaran ; ; (Renja P .
Dan P IKegiat keaiat f Kegiatan/ sub kegiatan Renst Kegiatan s/d Target Renja Renja Tingkat P Kat Program dan Capaian
an Program/Kegiatan egiatan (outcome) (output) (Renstra dengan Perangkat Perangkat Realisasi erangka Kegiatan s/d Realisasi
Perangkat tahun 2023 Daerah tahun Daerah %) Daerah tahun semester | Target
Daerah) Tahun (n-4) (2020- 2024 (n-2) tahun 2024 ° n-1) tahun Renstra
2026 2023) (n-2) berjalan 2025 (%)
(tahun n-1)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/5)
Pelaksanaan Meningkatkan Pelaksanaan Cakupan Anggota
Pembangunan Keluarga Pembangunan Keluarga kelompok Catur Bina (
melalui Pembinaan melalui Pembinaan BKB, BKR, BKL. 96.15 % 19,2 % 57,6 % 57,6 % 100 % 76,9% 87,2 % 90,69 %
Ketahanan dan Ketahanan dan UPPKS, PIK R) yang di
Kesejahteraan Keluarga Kesejahteraan Keluarga bina
Terlaksananya Orientasi dan
Pelatihan Teknis Pengelola Jumlah laporan hasil
Pengelolaan Ketahanan Ketah d ol Ketah
Keluarga Melalui Pusat etahanan dan pengelolaan Ketahanan 576
Kesejahteraan Keluarga Keluarga Melalui Pusat 576 Laporan 576 Laporan 576 Laporan 100 % 576 Laporan 576 Laporan 100 %
Pelayanan Keluarga BKB. BKR. BKL PPPKS Pel Kel Laporan
Sejahtera (PPKS) (BKB, ’ ’ ’ eayanan feuarga
PIK-R dan Pemberdayaan Sejahtera (PPKS)
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Jumlah Unit Sarana
Pengadaan Sarana :
- Kelompok Kegiatan
Kelompok Kegiatan Terlaksananya Pengadaan
; Ketahanan dan
Ketahanan dan Sarana Kelompok Kegiatan .
h Kesejahteraan Keluarga
Kesejahteraan Keluarga Ketahanan dan (BKB, BKR, BKL
(BKB, BKR, BKL, PPKS, Kesejahteraan Keluarga PPKé PIK:R dar’1 100 Unit 24 Unit 31 Unit 31 Unit 100 % 20 Unit 75 Unit 75 %
PIK-R dan Usaha (BKB, BKR, BKL, PPPKS, ! .
. Usaha Peningkatan
Peningkatan Pendapatan PIK-R dan Pemberdayaan
- Pendapatan Keluarga
Keluarga Akseptor Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Akseptor (UPPKA) yang
(UPPKA) h
tersedia
Jumlah Orang yang
Advokasi dan Promosi Terlaksananya Advokasi dan Mendapatkan Advokasi
iBangga (Indeks Promosi iBangga (Indeks dan Promosi iBangga 2.280 orang 1.520 Orang 380 Orang 380 Orang 100 % 380 Orang 1.900 Orang 83,33 %
Pembangunan Keluarga) Pembangunan Keluarga) (Indeks Pembangunan
Keluarga)
Terlaksananya Promosi dan Jumlah Laporan Hasil
Promosi dan Sosialisasi aksanany Promosi dan Sosialisasi
Program Ketahanan Sosialisasi Program Program Ketahanan
dan Kesejahteraan Ketahanan dan dan Kesejahteraan 19 Laporan 19 Laporan 19 Laporan 19 Laporan 100 % 19 Laporan 19 Laporan 100 %
Keluarga bagi Mitra Kerja Kgsejahtgraan Keluarga bagi Keluarga bagi Mitra
Mitra Kerja Kerja
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Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi CapaI;uan
Capaian . Ta_rget . Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target Target Renstra Peran_g at
. Kinerja Hasil Daerah s/d tahun berjalan
. L Tujuan/Sasaran/ program dan
. . - Indikator Kinerja Program :
Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja ; Program/ kegiatan lisasi
: : Tujuan/Sasaran/ ] dan Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Tujuan/Sasaran/ Program = / Kegiatan/Sub Kel Realisasi Tahun 2025 Capaian Tingkat
Pemerintahan Daerah (outcomes)/ Kegiatan/ sub rogram (outcom'es) Kegiatan eluaran ; ; (Renja P .
Dan P IKegiat keaiat f Kegiatan/ sub kegiatan Renst Kegiatan s/d Target Renja Renja Tingkat P Kat Program dan Capaian
an Program/Kegiatan egiatan (outcome) (output) (Renstra dengan Perangkat Perangkat Realisasi erangka Kegiatan s/d Realisasi
Perangkat tahun 2023 Daerah tahun Daerah %) Daerah tahun semester | Target
Daerah) Tahun (n-4) (2020- 2024 (n-2) tahun 2024 > n-1) tahun Renstra
2026 2023) (n-2) berjalan 2025 (%)
(tahun n-1)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/5)
Pemantauan Data dan Jumlah Pemantaue_:m
. Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi
Informasi Keluarga d i i Kel | isiki
Berisiko Stunting Data_ an In ormasi Keluarga Ke uarga Berisiko
(Termasuk remaja Calon Berisiko Stunting (Termasuk Stunting (Termasuk
. ! remaja Calon remaja Calon 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 % 1 Laporan 1 Laporan 100 %
Pengantin/Calon PUS, : -
. Pengantin/Calon PUS, Ibu Pengantin/Calon PUS,
lbu Hamil, Pasca 4 . . .
) ) Hamil, Pasca salin/kelahiran, Ibu Hamil, Pasca
salin/kelahiran, ) . h
Baduta/Balita) Baduta/Balita) salm/kelahl_ran,
Baduta/Balita)
Jumlah TPK melakukan
Pendampingan Keluarga Terlaksananya pendampingan
Berisiko Stunting Pendampingan Keluarga Keluarga Berisiko
geenfg‘aﬁ;;'jgg‘;ﬁlggg"’” Z‘%”Z}gocizﬂt'”g (Termasuk fg;‘n’gj'g%gg;mas“k 1.248/416 1.248/416 1.248/416 1.248/416 100 % 1.248/416 1.248/416 100 %
lbu Hamil, Pasca Pengantin/Calon PUS, lbu Pengantin/Calon PUS, Orang/Tim Orang/Tim Orang/Tim Orang/Tim Orang/Tim Orang/Tim
salin/kelahiran, Hamil, Pasca salin/kelahiran, Ibu Hamil, Pasca
Baduta/Balita) Baduta/Balita) salin/kelahiran,
Baduta/Balita)
97,07
Rata-rata Dokumen
Kriteria S_ang_at
Tinggi
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Batasan ukuran yang digunakan untuk penetapan program/kegiatan yang

mencapai target dan tidak mencapai target pada tahun kelima renstra 2021-2026

sebesar 100%. Program/kegiatan yang telah mencapai 100% terhadap renstra

dikategorikan telah mencapai target, sementara yang capaiannya lebih kecil dari 100%

dikategorikan belum mencapai target.

a. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan:

Hasil Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Semester | tahun 2025 dan
Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai Tabel 1 (Tabel T-C.29,
Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) terdapat 10 program dan 26 kegiatan.
Sebanyak 4 (40%) program belum mencapai target sampai dengan renstra 2025
dengan nilai interval 80%-91,2%. Sebanyak 12 (46,15%) kegiatan belum mencapai
target sampai dengan renstra 2025 pada interval nilai 39,9%-90,69%. Kegiatan
dengan capaian kinerja masih jauh dari target yaitu Pencegahan Kekerasan terhadap
Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (indikator output:
Jumlah penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Anak 39,9%). Kondisi ini tampak
seiring dengan kegiatan lain yang berorientasi proses yaitu kegiatan Pelembagaan
PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota (indikator output: Jumlah Satuan Gugus Tugas yang dikembangkan
53%) dan kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (indikator output:
Jumlah Penyedia Layanan yang ramah anak 59,61%). Agar lebih jelas dapat dilihat
pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Program/Kegiatan Yang Tidak Mencapai Target Kinerja
CAPAIAN
NO URAIAN OUTCOME OUTPUT RENSTRA
s/d 2025
| PROGRAM
PIROTEIRAL [FISRERRUS Meningkatnya kualitas hidup | Persentase ARG
UTAMAAN GENDER DAN . .
1 perempuan di bidang pada Belanja 80 %
PEMBERDAYAAN ekonomi, sosial dan politik Operasional APBD
PEREMPUAN : P P
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CAPAIAN

NO URAIAN OUTCOME OUTPUT RENSTRA
s/d 2025
Meningkatnya kualitas
5 PROGRAM PENINGKATAN | keluarga melalui perwujudan | Partisipasi angkatan 8137 %
KUALITAS KELUARGA kesetaraan gender dalam kerja perempuan '
pembangunan
PROGRAM Meningkatnya pengendalian Rata-rata iumlah iiwa
3 | PENGENDALIAN pertambahan penduduk delam keltar 2 J 91,2 %
PENDUDUK dalam keluarga 9
PROGRAM Meninakatnva cakupan Cakupan Kelompok
PEMBERDAYAAN DAN Kelomg e kﬁ S pan kegiatan yang
4 | PENINGKATAN Py ulen asricnu melakukan 90,69 %
KELUARGA SEJAHTERA . bem pembinaan melalui 8
melalui 8 fungsi keluarga .
(KS) fungsi keluarga
Il KEGIATAN
Penguatan dan Meningkatkan Penguatan
Jumlah Lembaga
Pengembangan Lembaga | dan Pengembangan .
. : Penyedia Layanan
Penyedia Layanan Lembaga Penyedia Layanan
1 Pemberdayaan 80 %
Pemberdayaan Perempuan | Pemberdayaan Perempuan
perempuan yang
Kewenangan Kewenangan STl
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Frekuensi
Pencegahan Kekerasan Meningkatkan Pencegahan pelaksanaan
2 terhadap Perempuan Kekerasan terhadap koordinasi dalam 80 %
Lingkup Daerah Perempuan Lingkup Daerah | rangka mendukung
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota kegiatan kampanye
gerakan tiga akhiri
Peningkatan Kualitas Mendorong Peningkatan Jenis Kegiatan
Keluarga dalam Kualitas Keluarga dalam Peningkatan Kualitas
3 Mewujudkan Kesetaraan Mewujudkan Kesetaraan Keluarga dalam 66.67 %
Gender (KG) dan Hak Anak | Gender (KG) dan Hak Anak Mewujudkan ' 0
Tingkat Daerah Tingkat Daerah Kesetaraan Gender
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (KG) dan Hak Anak
Meningkatkan
Pengumpulan, Pengolahan
el = Pengumpulan, Pengolahan
Analisis dan Penyajian - 2 Jumlah OPD Yang
Analisis dan PenyajianData :
Data Gender dan Anak Menyediakan dan
4 Gender dan Anak Dalam 65 %
Dalam Kelembagaan Data . Memanfaatkan Data
A Kelembagaan Data di
di Tingkat Daerah : Gender dan Anak
Kabupaten/Kota UINGIE [BEEREL)
P Kabupaten/Kota
Pelembagaan PHA pada l;ﬂﬁglngléztlizr:nlggleer‘nbagaan
Lembaga Pemerintah, Pemeprintah Non gmerintah Jumlah Satuan
5 Nonpemerintah, dan Dunia ) P ’ | Gugus Tugas yang 53 %
dan Dunia Usaha :
Usaha Kewenangan dikembangkan
Kabupaten/Kota NESETE e
Kabupaten/Kota
Penguatan dan Meningkatkan Penguatan
0 | e ayanan | 24 Penyedia
6 Layanan yang ramah 59,61 %

Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota

Peningkatan Kualitas Hidup
AnakKewenangan
Kabupaten/Kota

anak
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CAPAIAN

NO URAIAN OUTCOME OUTPUT RENSTRA
s/d 2025
Pencegahan Kekerasan Meningkatkan Pencegahan
terhadap Anak yang Kekerasan terhadap Anak Jumlah penurunan
7 Melibatkan para Pihak yang Melibatkan para Pihak | Kasus Kekerasan 39,9 %
Lingkup Daerah Lingkup Daerah Terhadap Anak
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
P_emadu_an d_an . Meningkatkan Pemaduan Celapen
Sinkronisasi Kebijakan ; SR - penyelenggaraan
. dan Sinkronisasi Kebijakan .
Pemerintah Daerah . .. | kerjasama
C Pemerintah Daerah Provinsi T
Provinsi dengan : pendidikan
8 ; dengan Pemerintah Daerah 73,68 %
Pemerintah Daerah kependudukan
Kabupaten/Kota dalam L
Kabupaten/Kota dalam . melalui jalur formal,
. rangka Pengendalian
rangka Pengendalian ; nonformal, dan
; Kuantitas Penduduk 3
Kuantitas Penduduk informal
Cakupan Rumah
Pemetaan Perkiraan Meningkatkan Pemetaan DElE Kgpendudukan
. . . yang dimanfaatkan
Pengendalian Penduduk Perkiraan Pengendalian
9 untuk perencanaan 75 %
Cakupan Daerah Penduduk Cakupan Daerah
dan pengelolaan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
pembangunan
Kampung KB
Pendayagunaan Tenaga LS ] ST
10 | Penyuluh KB/Petugas Pe”da?’ar?“”"’}a” JBEGE J“m'abh Pk"f”y“.'ug *.(E 88,89 %
Lapangan KB (PKB/PLKB) Penyuluh KB/Petugas yang berkinerja bai
Lapangan KB (PKB/PLKB)
Peng_end_allar_l 220 Meningkatkan Pengendalian | Cakupan Alat dan
Pendistribusian C . .
dan Pendistribusian Obat Kontrasepsi
Kebutuhan Alat dan Obat
. Kebutuhan Alat dan Obat MKJP Untuk
11 Kontrasepsi serta . . 71,47%
Kontrasepsi serta Memenuhi
Pelaksanaan Pelayanan -
. Pelaksanaan Pelayanan KB Permintaan
X2 el e di Daerah Kabupaten/Kota Masyarakat
Kabupaten/Kota P y
Pelaksanaan Meningkatkan Pelaksanaan | Cakupan Anggota
Pembangunan Keluarga Pembangunan Keluarga kelompok Catur Bina
12 | melalui Pembinaan melalui Pembinaan (BKB, BKR, BKL. 90,69 %

Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga

Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga

UPPKS, PIK R) yang
di bina

. RealisasiProgram/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang

di rencanakan;

Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Hasil Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Semester | tahun 2025 dan

Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai Tabel 1 (Tabel T-C.29,
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Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) terdapat 10 program dan 26 kegiatan.

Perhitungan program dan kegiatan yang mencapai terget memasukan juga capaian

yang telah melebihi 100%.

Sebanyak 6 (60%) program mencapai target sampai

dengan renstra 2025. Sebanyak 14 (53,85%) kegiatan mencapai target sampai

dengan renstra 2025.

Kondisi ini memberikan gambaran akan kebutuhan

peningkatan kinerja yang berorientasi proses untuk mendukung IKU. Program dan

kegiatan yang telah mencapai target (100%) dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tebel 2.3
Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mencapai Target
CAPAIAN
NO URAIAN OUTCOME OUTPUT RENSTRA
s/d 2025
I PROGRAM
Meningkatnya capaian Persenta_se
PROGRAM PENUNJANG pelaksanaan Program Ketersediaan
1 URUSAN PEMERINTAHAN Penuniang Urusan Penunjang Urusan 100 %
DAERAH KABUPATEN/ jang Pemerintahan °
Pemerintahan Daerah
KOTA Daerah Kabupaten
Kabupaten S
ambas
Persentase
Meningkatnya akses dan Perempuan Korban
PIROIElR kualitas layanan bagi Kekerasan yang
2 gEgEﬂESEﬁAN perempuan korban mendapatkan 1O
kekerasan layanan
komprehensif
PROGRAM Meningkatnya Pengelolaan Persentase OPD
3 PENGELOLAAN SISTEM Sistem Data Gender dan Yang Menyediakan 100 %
DATA GENDER DAN Anak Data Gender dan
ANAK Anak
PROGRAM PEMBINAAN Meningkatnya cakupan
4 KELUARGA BERENCANA Rasio Akseptor KB 100 %
(KB) peserta KB
Il KEGIATAN
Perencanaan _ Persentase Dokumen
Penganggara’n dan Meningkatkan Perencanaan,_ Perencanaan,
1 Evaluasi Kinerj,a Perangkat P_enggnggaran, dan Evaluasi Pengangga_\ran_dan 100 %
Daerah Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Persentase
5 Administrasi Keuangan Meningkatkan Administrasi xgtrﬁ:zglrzi? 100 %

Perangkat Daerah

Keuangan Perangkat Daerah

Keuangan Perangkat
Daerah
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CAPAIAN

NO URAIAN OUTCOME OUTPUT RENSTRA
s/d 2025
Administrasi Barang Milik | Meningkatkan Administrasi er;\?r?itsa':?:si Baran
3 Daerah pada Perangkat Barang Milik Daerah pada o 9 100 %
Milik Daerah pada
Daerah Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Persentase
Administrasi Kepegawaian Meningkatkan Administrasi Pelaksanaan
4 beg Kepegawaian Perangkat Administrasi 100 %
Perangkat Daerah !
Daerah Kepegawaian
Perangkat Daerah
Persentase
5 Administrasi Umum Meningkatkan Administrasi Ketersediaan 100 %
Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum 0
Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Meningkatkan Penyediaan Persenta;e
X . Ketersediaan Jasa
6 Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan . 100 %
. . Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah .
Pemerintah Daerah
Persentase
Pemeliharaan Barana Milik Meningkatkan Pemeliharaan | Pemeliharaan Barang
. 9 Barang Milik Daerah Milik Daerah
7 Daerah Penunjang Urusan ? ; 100 %
. Penunjang Urusan Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah : !
Pemerintahan Daerah Pemerintahan
Daerah
Persentase
Terlaksananya
. Monitoring, Evaluasi
8 Penataan Organisasi Memngkat_kan HEACTE dan Pengendalian 100 %
Organisasi .
Kualitas Pelayanan
Publik dan Tata
Laksana
Pelembagaan Meningkatkan Pelembagaan Jumlah Organisasi
Pengarusutamaan Gender | Pengarusutamaan Gender Peranakat Daerah
9 (PUG) pada Lembaga (PUG) pada Lembaga g 100 %
L ; yang membuat SK
Pemerintah Kewenangan Pemerintah Kewenangan Fokal noint PUG
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota P
Penyediaan Layanan Meningkatkan Penyediaan Jenis Lavanan
Rujukan Lanjutan bagi Layanan Rujukan Lanjutan ; yana
. Rujukan Lanjutan
Perempuan Korban bagiPerempuan Korban X
bagi Perempuan
10 | Kekerasan yang Kekerasan yang 100 %
. . . . Korban Kekerasan
Memerlukan Koordinasi Memerlukan Koordinasi
yang Memerlukan
Kewenangan Kewenangan e
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Penguatan dan Meningkatkan Penguatan Jumlah Lembaga
Pengembangan Lembaga dan Pengembangan di
Penyedia Layanan Lembaga Penyedia Layanan Penye &) EyEel]
11 Perlindungan 100 %

Perlindungan Perempuan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Perlindungan Perempuan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Perempuan yang
Dibina
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CAPAIAN
NO URAIAN OUTCOME OUTPUT RENSTRA
s/d 2025
Penyediaan Layanan bagi Meningkatkan Penyediaan
Anallk yang Memﬁrlukan Layane}n If)agl Ar}gk yang Persentase korban
12 Perlindungan Khusus Memerlukan Perlindungan kekerasan anak yang 100 %
yang Memerlukan Khusus yang Memerlukan terlayani
Koordinasi Tingkat Daerah | Koordinasi Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Advokasi, Meningkatkan Pelaksanaan
Komunikasi, Informasi Advokasi, Komunikasi, Jumlah Kecamatan
13 danEdukasi (KIE) Informasi danEdukasi (KIE) yang mendukung 100 %
Pengendalian Penduduk Pengendalian Penduduk dan | Program Bangga
dan KB sesuai Kearifan KB sesuai Kearifan Budaya Kencana
Budaya Lokal Lokal

c. Realisasiprogram/kegiatan yang melebihitargetkinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

Hasil Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Semester | tahun 2025 dan
Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai Tabel 1 (Tabel T-C.29,

Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) terdapat 10 program dan 26 kegiatan.
Sebanyak 2 (20%) program melebihi target sampai dengan renstra 2025 pada interval
nilai 183,63%-233,79%. Sebanyak 1 (3,85%) kegiatan melebihi target sampai dengan
renstra 2025 pada nilai 253%. Kelebihan nilai tarhadap target maksimal 100% didapat
pada interval nilai 83,63-153.

keseimbangan prioritas kinerja yang berorientasi proses untuk mendukung IKU.

Kondisi ini memberikan gambaran akan kebutuhan

Program dan kegiatan yang melebihi target (100%) dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tebel 2.4
Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Melebihi Target

CAPAIAN
NO URAIAN OUTCOME OUTPUT RENSTRA
s/d 2025
I PROGRAM
Nilai bobot klaster |
1 PROGRAM PEMENUHAN Meningkatnya skor indikator | sampai klaster IV 23379 %
HAK ANAK (PHA) pemenuhan Hak Anak Evaluasi Kabupaten '
Layak Anak
PROGRAM . - Nilai bobot klaster V
2 | PERLINDUNGAN KHUSUS 'l\j";rl‘i'rr]‘gt'jﬁ;“a{]akshkfsrljgﬂﬁ:tkor Evaluasi Kabupaten | 183,63 %
ANAK Layak Anak
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CAPAIAN

NO URAIAN OUTCOME OUTPUT RENSTRA
s/d 2025
Il KEGIATAN
Pemberdayaan dan SN e
: Pemberdayaan dan
Peningkatan Peran serta .
S Peningkatan Peran serta
Organisasi 2 . K
Kemasyarakatan Tingkat Qrganlsa5| NEMESEE G Persentase perserta
Tingkat Daerah 253 %

Daerah Kabupaten/Kota KB baru
dalam Pelaksanaan
Pelayanan dan Pembinaan

Kesertaan Ber-KB

Kabupaten/Kota dalam
Pelaksanaan Pelayanandan
Pembinaan Kesertaan Ber-
KB

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja

program/kegiatan :

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya/rendahnya realisasi kenerja

terhadap target renstra 2021-2026 adalah karena:

1.

Terbatasnya Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam hal
menganalisa konsistensi perencanaan penganggaran sehingga kurang optimal
dalam menunjang pencapaian kinerja;

Keterbatasan ketersedian dana yang belum sesuai kebutuhan berdampak pada
penurunan realisasi target renja tahunan dibanding dari target renstra;

Masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat secara konsisten atas program dan
kegiatan yang telah di sosialisasikan atau dicanangkan berdampak pada tidak
berlanjutnya program.

Ketidak tepatan waktu, tempat, dan orang pada saat implementasi kegiatan terhadap
rencana kegiatan berdampak pada bergesernya sistematika rencana;

Masih ada kegiatan yang harusnya pada tahun 2023 renstra dialokasikan namun
tidak dialokasikan sehingga realisasi kinerja program/kegiatannya tidak dapat
sepenuhnya dievaluasi;

Belum adanya koordinasi yang baik dari perangkat daerah terkait dengan
pelaksanaan kegiatan kovergensi;

Masih  kurangnya pemahaman tentang Kkegiatan/program yang akan
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diselenggarakan.

Faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya realisasi kenerja terhadap target

renstra 2021-2026 adalah karena:

1.

Perencanaan yang realistis dan implementatif.

2. Koordinasi dan kinerja SDM berjalan optimal.
3.
4. Dukungan pimpinan dan stakeholder.

Anggaran dan sarana prasarana memadai.

Faktor-faktor yang menyebabkan capaian melebihi target renstra 2021-2026

adalah karena:

1.

Efisiensi dan inovasi pelaksanaan kegiatan.

2. Kinerja SDM di atas ekspektasi.
3.
4

. Tingginya partisipasi/permintaan masyarakat.

Dukungan eksternal yang lebih besar dari rencana.

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah:

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program

Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1.

2.

3.

Terhadap program dan kegiatan yang realisasinya belum memenuhi target sesuai
Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdampak positif bagi
kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat
pada umumnya,

Terhadap program dan kegiatan yang realisasinya telah memenuhi target sesuai
Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdampak pada laporan kinerja
dan realisasi keuangan perangkat daerah.

Terhadap program dan kegiatan yang realisasinya melebihi target sesuai Renstra
Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdampak pada laporan kinerja

dan realisasi keuangan perangkat daerah.
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4. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja
sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang
telah ditetapkan dalam RENSTRA.

5. Pada perencanaan kegiatan harus melihat hasil dan dampak dari program kegiatan,
dengan tidak melihat berapa besar anggaran yang akan disediakan untuk program
kegiatan.

6. Ketersediaan informasi/data yang memadai mutlak diperlukan dalam penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan
anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Sambas.

Implikasi juga merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian
Program Renstra Perangkat Daerah terhadap sasaran RPJMD, sebagai berikut:
1. Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan
2. Meningkatnya perlindungan terhadap anak
3. Meningkatnya pengendalian penduduk dan kualitas keluarga

Adapun implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra sebagai
berikut:
e Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan serta

kesetaraan gender

¢ Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak
e Meningkatnya pengendalian penduduk
e Meningkatnya kualitas keluarga

Hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan keseluruhan program dan
kegiatan Urusan Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :
a) Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur

pemerintahan dan organisasi politik belum optimal

b) Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam

kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai
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Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan,
kelembagaan dan kebijakan anggaran masih kurang

Masih terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

Belum terciptanya Desa/ Kecamatan/ Kabupaten Layak Anak

Sedangkan Hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan keseluruhan

program dan kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

a)

b)

c)

d)

9)

Masih rendahnya pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) Muda akan manfaat
KB secara luas sebagai alat pengatur kelahiran,

Rendahnya Peserta KB Jangka Panjang (MKJP) dan rendahnya kesertaan pria
dalam KB.

Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kesehatan reproduksi
relative masih rendah.

Masih kurangnya pelatihan dan pembinaan kader KB.

Intensitas pelaksanaan KIE melalui Media Massa masih rendabh.

Belum sepenuhnya ada Rumah Data di Kampung KB.

Belum terkoordinasinya Pendidikan berwawasan Program Kependudukan,
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di sekolah melalui

Sekolah Siaga Kependudukan dalam meningkatkan pengetahuan siswa

f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambiluntuk mengatasi

faktor-faktor penyebab tersebut.

Berikut kebijakan perencanaan dan penganggaran yang diambiluntuk mengatasi faktor-

faktor penyebab tersebut di atas :
1.

Mendorong pengembangan Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana dalam hal kemampuan menganalisis konsistensi perencanaan
penganggaran melalui sosialisasi, pelatihan, bimtek, seminar, kaji banding guna
meningkatkan capaian program/kegiatan;

Mendorong optimalisasi pengelolaan program/kegiatan melalui kemitraan terutama
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dengan OPD lain dan LSM yang bergerak pada bidang yang sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

3. Meningkatkan advokasi, monitoring dan evaluasi secara kontinyu serta membuat
perjanjian kerja sama terutama di lokasi center program/kegiatan terkait
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana;

4. Membagi habis tugas dalam struktur tim pelaksana program/kegiatan agar saat
pelaksanaan terhadap rencana dapat tepat waktu, tepat tempat dan tepat orang;

5. Penyusunan renja agar menitik beratkan pada konsistensi terhadap Renstra
Perangkat Daerah guna menjamin tercapainya visi misi pemerintah Daerabh.

6. Memperkuat metode penetapan prioritas dengan tetap mempertimbangkan
proporsional rasionalisasi anggaran.

7. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi melalui perbaikan sistem pencatatan
pelaporan yang terintegrasi antar perangkat daerah terkait.

8. Meningkatkan pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan.

Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan keseluruhan
program dan kegiatan urusan pemberdayaaan perempuan dan perlindungan anak telah
ditempuh langkah-langkah sebagai solusi untuk mengatasi permasalah sebagai berikut:
a) Melaksakan advokasi dan sosialisasi Peraturan Menteri PP-PA No. 10 tahun 2015
Tentang Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada
Pemilu Tahun 2019, yang mengatur secara rinci yang disusun sebagai dasar pijakan
dan memberikan panduan kinerja para pemangku kepentingan, baik di lingkungan
pemerintahan pusat dan daerah, ataupun lembaga-lembaga masyarakat, juga
perguruan tinggi yang turut berpartisipasi aktif dalam upaya meningkatkan
keterwakilan perempuan di legislatif pusat dan daerah.

b) Memberikan pendidikan atau pelatihan teknis untuk meningkatkan keterampilan

perempuan sehingga kaum perempuan mampu melaksanakan hak-haknya yang
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tertinggal dari kaum laki-laki. Selanjutnya akan mampu meningkatkan kualitas hidup

perempuan di Kabupaten Sambas.

c) Memberikan pelatihan dan dan bimbangan teknis terkait PUG kepada semua pejabat

focal point OPD (inspektorat, Bakeuda, Bappeda, dan Dinas P3AP2KB) terdiri dari
sekretaris dan ka subag sunram tentang analisis Perencanaan Penganggaran
Responsif Gender yang harus dibuktikan dengan lampiran dokumen Gender Analysis
Pathway dan Gender Budget Statement (GAP/GBS) dengan nara sumber tim pakar
dari kementrian PPPA.

d) Medorong peningkatan peran serta aktif seluruh anggota kelompok P2TP2A dan

UPPA dalam mengedukasi masyarakat terkait tindak kekerasan terhadap perempuan
dan anak.

Sedangkan Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan

keseluruhan program dan kegiatan Urusan pengendalian penduduk dan keluarga

berancana telah ditempuh langkah-langkah sebagai solusi untuk mengatasi permasalah

sebagai berikut:

a)

b)

Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan secara berkelanjutan kepada PUS
(Pasangan Usia Muda) dan remaja akan manfaat Program KB ditingkat kecamatan
hingga desa tentang pentingnya pengetahuan tentang Program Kependudukan dan
KB

Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan secara berkelanjutan kepada para suami
dari PUS terkait risiko dan manfaat KB Jangka Panjang (MKJP) dan kesertaan pria
dalam KB.

Melakukan penyuluhan terpadu dan terintegrasi tentang KESPRO sejak dini serta
berbagai akibat buruk dari penyakit menular seksual kepada masyarakat sasaran
yang juga mencakup sekolah/remaja;

Pembinaan terhadap tenaga PLKB dan PKB dan membagi tugas sebagai pandamping
bagi Kader PPKBD dan Sub PPKBD secara berkala serta berkelanjutan.

Menjalin kemitraan dengan media massa serta pengadaan baliho, banner, leaflet dan
kelender pada kecamatan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh

masyarakat dalam mempromosikan/menggalakan Program KB
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f) Mendorong tersedianya prasarana untuk membentuk Rumah Data di Kampung KB
g) Melakukan sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan dan pelaksanaan
pembentukannya serta pengadaan Pojok Kependudukan di sekolah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja
menggunakan IKU (Indikator Kinerja Utama) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan
urusan wajib, sesuai dengan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu
kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas
pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana.

Keberhasilan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat dari pencapaian indikator
dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
dapat dilihat pada Tabel 3 (Tabel.T-C.30).

Jika dilihat Tabel 3 (Tabel T-C.30, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)
terdapat 8 Indiktor Kinerja Utama (IKU). Hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana dari tahun ke tahun menunjukkan: sebanyak 6 (75%) indikator tren meningkat;
sebanyak 1 (12,5%) indikator tren menurun; sebanyak 1 (12,5%) indikator trenfluktuatif;
dan sebanyak 1 (12,5%) indikator tren tetap. Nilai rata-rata capain kinerja tahun 2021-
2024 berada pada interval 94%-111%. Kondisi ini memberikan gambaran konsistensi
dari upaya yang dilakukan dalam mencapai IKU. Capaian indikator ini dipengaruhi oleh
1) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur

pemerintahan dan organisasi politik belum optimal
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Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam
kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai

Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan,
kelembagaan dan kebijakan anggaran masih kurang

Masih terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

2) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a.

Masih rendahnya pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) Muda akan manfaat

KB secara luas sebagai alat pengatur kelahiran,

. Rendahnya Peserta KB Jangka Panjang (MKJP) dan rendahnya kesertaan pria

dalam KB.
Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kesehatan reproduksi

relative masih rendah.

. Masih kurangnya pelatihan dan pembinaan kader KB.

Intensitas pelaksanaan KIE melalui Media Massa masih rendabh.

Belum sepenuhnya ada Rumah Data di Kampung KB.

Belum terkoordinasinya Pendidikan berwawasan Program Kependudukan,
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di sekolah melalui

Sekolah Siaga Kependudukan dalam meningkatkan pengetahuan siswa.
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Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 3.
(Tabel T-C.30, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)

No Sasaran Indikator Kinerja Realisasi Tahun Capaian Kinerja Tahun Rata- | Proyeksi
Strategis Utama rata realisasi Sumber Ket.
ren ren capaian
1 2 4 2021 2022 2023 2024 T 2021 2022 2023 2024 T i 2025
Meningkatnya
kualitas hidup
Indeks Bukan
1, | danperan Pemberdayaan | 0220 | 6903 1 67,20 | 7466 |\ | 790 | 1957 | 10006 | 1078 | Naik 95% 73% BPS Indikator
perempuan % % % % % %
Gender (IDG) 2025
dalam
pembangunan
Meningkatnya | Capaian
Pemenuhan Indikator Penilaian
2. | Hak Anak dan | Kabupaten 33?] 533%’51 40;1“’13 612;1 Naik 1%/5’3 1;5/,0 101% 12(:;’7 Naik 111% >?)(i)r? Kemen IKU 2025
Perlindungan Layak Anak P P P P 0 0 0 P PPPA
Khusus Anak (KLA) Klaster |
1. Angka
kelahiran total
(Total Fertility
Rate /TFR) (ﬁ‘% (iigiil (ﬁ’;fn 2,44 94,33 | 94,33 | 1016 | 101,6 Kemen
per WUS usia (Hasil | Turun y y ) ' Tetap 98% <2,44 Dukbangga/ | IKK 2025
PK PK PK % % 2% %
15-49 Tahun 21) 21) 23) PK 24) BKKBN
(Rata-rata
anak per
Wanita)
2. Angka
prevalensi
Menurunnya kontrasepsi 5;;3 58(’)6 60,5 69,25 Kemen
Laju modern . . % % . 101,6 | 99,58 | 105,5 | 119,8 . 0 0
3. | Pertumbuhan (Modern (Hosil | (Hasl | (iasit | (Hasil | N | T706 | o6 | so6 | 196 | Nk | 107% | >618% | Dukbanggal | KK 2025
Penduduk Contraceptive 21) 22) PK 23 | PK 24)
(LPP) Prevelance
Rate /mCPR)
3. Persentase
kebutuhan 19,7 12,3 8,4%
ber-KB yan % % (Hasil | %1% 38,52 | 96,64 | 127,5 | 114,1 Kemen
. yang (Hasil | (Hasil (Hasil | Turun y y ) ! Turun 94% <10,5 Dukbangga/ | IKK 2025
tidak PK PK PK PK 24) % % 9% 6% BKKBN
terpenuhi 21) 22) 23)
(Unmet Need)
4. Angka 38,6 28,7
. T 38,6 - 32,3 Kemen
kelahiran (Hasil | g | Hasil g | Turun | 48:03 | 48.03 | 8701 | 15000 | Naik | 68% | <323 | Dukbanggal | IKK 2025
remaja umur PK PK 21 PK PK 24) % % % BKKBN
15-19 tahun 21) 23)
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No Sasaran Indikator Kinerja Realisasi Tahun Capaian Kinerja Tahun Rata- | Proyeksi
Strategis Utama rata realisasi Sumber Ket.
Q) 2) 4) 2021 2022 2023 2024 Tren 2021 2022 2023 2024 Tren capaian 2025
(Age Specific
Fertility
Rate/ASFR
15-19)
5. Median Usia
Kawin 21,1 21,5 21
' e . 20,9 Kemen Bukan
Pertama (Hasil | (Hasil | (Hasil | o | Naik | 1918 | 10006 | 1023 | 1028 | ok | 102% | <209 | Dukbangga/ | Indikator
Perempuan PK PK PK PK 24) 6% 3% % BKKBN 2025
(MUKP) 21) 22) 23)
(Tahun)
. Indeks 52,15 | 55,85 | 55,85
Meningkatnya s - e 59,24 Kemen
4. | kualitas Pembanguan | (Hasil | (Hasil | (Hasil |- @ o | ngi | 745 | 79791 7979 1 846 |\ | go% | 59,24 | Dukbangga/ | IKU 2025
keluarga Keluarga PR PR PR b2 % % % % BKKBN
(iBangga) 21) 22) 22)

Sumber: Renstra 2025-2029, Renstra 2021-2026, Laporan Kinerja 2024, diolah
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2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan

Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Sambas Tahun 2021 yang sejalan dengan visi dan misi antara lain:

3) Isu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a). Permasalahan terkait kualitas hidup perempuan meliputi sebagai berikut:

Ketimpangan gender di Indonesia cukup tinggi, terlihat dari capaian Indeks
Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan
struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari
pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat
antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi
jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-
laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Indeks Pembangunan Gender
(IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang
sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki
dan perempuan. Sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
merupakan indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat
memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. PG
kabupaten Sambas meningkat sebesar 0,04% (88,39%) pada tahun 2024
dibanding capaian tahun 2023 dan lebih besar sebesar 0,33% dari capaian
Provinsi Kalimantan Barat (88,06%) (BPS, 2024). IDG kabupaten Sambas
meningkat sebesar 7,46% (74,66%) pada tahun 2024 dibanding capaian
tahun 2023 dan peningkatan ini lebih kecil dari peningkatan IDG Provinsi
Kalimantan Barat yang meningkat sebesar 4,66%, namun masih di bawah
capaian provinsi (77,71%) (BPS, 2024);

Belum optimalnya pemberdayaan perempuan, terlihat dari melambatnya
capaian pendapatan perempuan, dan persentase perempuan di legislatif;
Masih lemahnya kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan pembangunan yang
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responsif gender di tingkat nasional dan daerah. Selain itu 7 (tujuh) Prasyarat
PUG belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh K/L dan pemerintah

daerah;

. Tingginya Kepala Rumah Tangga Perempuan pada kelompok pengeluaran

40% terendah (miskin) dan kurang berkembangnya usaha UMKM dan IKM
yang dikelola perempuan; dan

Menurunnya pendapatan perempuan terutama pada pelaku usaha Mikro,
UKMM/IKM.

b) Permasalahan terkait pemenuhan hak anak meliputi sebagai berikut:

Capaian beberapa indikator pemenuhan hak anak masih rendah, seperti
Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang
Tua/Keluarga; puskesmas ramah anak, kampung anak sejahtera; tingkat
partisipasi sekolah jenjang pendidikan menengah; sekolah ramah anak;
pusat kreatifitas anak; Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA); Rute Aman
dan Selamat ke/dari Sekolah (RASS); media informasi layak anak yaitu
TeSA (Telepon Sahabat Anak) dan PISA (Pusat Informasi Sahabat Anak);
dan daerah mengembangkan model dan pelatihan Partisipasi Anak dalam
Perencanaan dan Pembangunan (PAPP), serta pelatihan Pelopor dan
Pelapor (2P).

c) Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi sebagai berikut:

Belum optimalnya peran lembaga masyarakat (profesi dan dunia usaha,
media, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan) dalam pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak;

i. Belum tersusunnya basis data terkait partisipasi lembaga profesi dan dunia

usaha, media, dan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan

Belum adanya pedoman dan panduan teknis berupa metode dan cara dalam
mendorong/memandu  partisipasi masyarakat dalam pembangunan

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
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d) Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan meliputi sebagai berikut:

i. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, baik di ranah privat (KDRT)
maupun diranah publik dengan spektrum yang semakin luas;

ii. Makin tingginya tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan
untuk eksploitasi seksual komersial dan kerja paksa, bukan saja antar negara
namun juga antar daerah;

ili. Rendahnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap Pekerja Migran
Indonesia, dan Tenaga Kerja Perempuan di sektor informal;

iv. Belum optimalnya kelembagaan perlindungan hak perempuan (P2TP2A dan
UPTD PPA) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan;

v. Masih belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan pada situasi
konflik dan bencana, dan perlindungan terhadap kelompok lansia dan difabel
yang mendapatkan diskriminasi atau perlakuan kurang adil;

vi. Lemahnya pemahaman tentang diskriminasi gender di kalangan aparat
penegak hukum dan penyusun peraturan perundang-undangan, sehingga
terjadi ketidakharmonisan substansi antar undang-undang, dan belum
sepenuhnya berpihak kepada korban, khususnya korban perempuan; dan

vii. Munculnya berbagai permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat
diperkirakan dapat berakibat terhadap peningkatan kasus-kasus
perlindungan perempuan.

e) Permasalahan terkait perlindungan khusus anak meliputi sebagai berikut:

i. Tingginya kasus kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan fisik,
seksual, maupun psikis, pada ranah privat maupun ranah publik;

ii. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak seperti:
pekerja anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH), perkawinan anak,
anak terlantar, serta anak berkebutuhan khusus; dan

iii. Munculnya berbagai permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat
diperkirakan dapat berakibat terhadap peningkatan kasus-kasus

perlindungan khusus anak.

4) Isu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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a) Isu strategis terkait pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola

kependudukan diantaranya struktur penduduk Kabupaten Sambas dimana

penduduk usia produktif (15-64 tahun) Kabupaten Sambas mencapai 67,55%

pada tahun 2023 dan masih berada diposisi Bonus Demografi pada tahun 2024
(Sambas Dalam Angka, BPS, 2024).

b) Isu Strategis terkait pemenuhan layanan dasar:

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia telah mengalami penurunan yang
signifikan dari 346 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2010 (hasil
SP2010) menjadi 189 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2020 (hasil
Long Form SP2020) atau turun sebesar 45 persen https://www.bps.go.id

dalam sepuluh tahun terakhir. Meskipun demikian, penurunan AKI di Indonesia
masih terus diupayakan, karena tingginya AKI di Indonesia masih setara
dengan beberapa negara di Afrika (BPS, 2023). Target penurunan AKI di
Indonesia masih terus menjadi prioritas. Upaya pencapaian target RPJMN
tahun 2024 untuk AKI yang sebesar 183 kematian per 100.000 kelahiran hidup
terlihat optimis untuk di capai. Namun untuk mencapai Sustainable
Development Goals (SDGs) Target 3.1, yaitu pada tahun 2030 mengurangi
rasio AKI hingga kurang dari 70 kematian per 100.000 kelahiran hidup, upaya
penurunan AKI di Indonesia perlu lebih dioptimalkan. Sejalan dengan progres
AKI, Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia juga mengalami penurunan dari
26 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2010 (hasil SP2010) menjadi 16,85
per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2020 (hasil SP2020) (BPS, 2023).
Meskipun demikian, untuk mencapai Target 3.2 pada SDGs, pelayanan
kesehatan untuk anak dan pengurangan risiko penyebab kematian bayi juga
perlu terus ditingkatkan.

Penggunaan kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Ratem/
MCPR) tahun 2024 di Indonesia tercatat sebesar 60,9%. Angka ini
menunjukkan bahwa masih ada jarak yang perlu diatasi untuk mencapai target
yang ditetapkan, yaitu 63,41%. BKKBN berkomitmen unutk meningkatkan

MCPR dan menurunkan angka kelahiran total (TFR) menjadi 2,1 dan
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mengurangi disparitas TFR per wilayah. Diperlukan strategi yang tepat untuk
meningkatkan MCPR, diantaranya melalui peningkatan akses layanan
kontrasepsi, termasuk jaminan ketersediaan alat kontrasepsi dan perluasan
akses/jangkauan pelayanan KB (melalui penggerakan Penyuluh Keluarga
Berencana/PKB dan pelayanan KB bergerak), serta peningkatan pemahaman
kesehatan reproduksi dan pengetahuan tentang kontrasepsi modern. Selain
itu, untuk menyasar pasangan usia muda/ pasangan millenial, perlu

peningkatan kesadaran generasi muda terkait kesehatan reproduksi.

Kebutuhan ber-KB Pasangan Usia Subur yang belum terlayani (unmet need)
di Indonesia dikategorikan masih tinggi. Selama kurun waktu empat tahun
terakhir, unmet need terus mengalami penurunan, tercatat tahun 2023 sebesar
11,5% (Pemuktahiran PK, 2023) turun sebesar 3,2% (14,7%) dari tahun 2022.
Dua puluh tiga persen wanita tidak mau ber-KB Karena alasan kekhawatiran
terhadap efek samping, sedangkan pada kalangan pria, ada 32 persen pria
yang dirinya ataupun isterinya tidak menggunakan alat kontrasepsi dengan

alasan tidak ingin ber-KB;

Prevalensi stunting masih tinggi: Stunting (gagal tumbuh) merupakan
ancaman utama terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia,
juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hasil Survei Status
Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menurun sebesar 1,27% (19,8%) dari tahun 2023
sebesar 21,5%, yang melampaui proyeksi Bappenas sebesar 20,1%.
Pemerintah menargetkan penurunan angka stunting menjadi 14,2% pada
tahun 2029, dengan upaya lebih keras diperlukan untuk mencapai target ini.
Meskipun ada kemajuan, tantangan tetap ada, termasuk perlunya koordinasi
lintas sektor dan intervensi yang lebih efektif, terutama unutk kelompok balita
berisiko tinggi. Kemudian salah satu hal yang juga perlu mendapat perhatian
diantaranya perlunya edukasi/sosialisasi tentang kesehatan reproduksi dan
gizi bagi remaja sebagai bekal memasuki kehidupan berkeluarga, agar para
calon ibu memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil dan

stimulasi bagi janin, memeriksakan kandungan minimal empat kali selama
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kehamilan (program 1.000 HPK), serta peningkatan pemahaman orangtua

mengenai pola asuh yang baik dan menjaga kesehatan lingkungan.

c) Isu Strategis terkait membangun kebudayaan dan karakter bangsa:

Rendahnya keluarga yang mengetahui fungsi keluarga: Peran keluarga dalam
pembangunan karakter bangsa belum menggembirakan, hal ini terlihat dari
jumlah keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang 8 fungsi
keluarga baru mencapai 38 persen (SKAP 2018). Adapun 8 fungsi keluarga
tersebut adalah: (1) Fungsi Agama; (2) Fungsi Sosial Budaya; (3)Fungsi Cinta
dan Kasih Sayang; (4)Fungsi Perlindungan; (5)Fungsi Reproduksi; (6) Fungsi
Sosialisasi dan Pendidikan; (7) Fungsi Ekonomi, dan (8) Fungsi Pembinaan
Lingkungan (Peraturan Pemerintah No: 87 Tahun 2024 tentang Perkembangan
Kependudukan, Pembangunan Keluarga, KB dan Sistem Informasi Keluarga).
Cita-cita untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang berbudaya dan berkarakter
dapat dilakukan melalui pendidikan, pengasuhan, pembiasaan dan keteladanan
dalam keluarga. Keluarga bertanggungjawab untuk menanamkan nilai-nilai
luhur dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya terkait nilai toleransi dan
saling menghargai, gotong royong, sopan santun, kebersamaan dan
kerukunan, kepedulian terhadap sesama, serta cinta tanah air (nasionalisme).
Hal ini dapat didukung oleh kegiatan pembangunan keluarga yang
mensosialisasikan serta membudayakan 8 fungsi keluarga sebagai upaya

penanaman nilai-nilai moral dan karakter yang bermartabat; dan

. Perkawinan anak di Indonesia masih tinggi meskipun ada kemajuan, dengan

prevalensi perkawinan anak di Indonesia tertinggi kedua di Asia Tenggara dan
ke-4 di dunia. Data UNICEF menempatkan Indonesia di peringkat kedelapan di
dunia dalam hal persentase perkawinan usia anak di bawah usia 18 tahun.
Perkawinan usia anak di Indonesia mengalami penurunan sebesar 3,5 poin
persen dalam 10 tahun terakhir, namun masih tergolong lambat. Untuk
mencapai target sebesar 8,74 persen pada tahun 2024 dan 6,94 persen pada
tahun 2030, diperlukan upaya sistemik dan terpadu. Angka perkawinan anak

pada 2022 mencatat 8.804 pasangan di bawah usia 19 tahun, menurun menjadi
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5.489 pasangan pada 2023, dan kembali menurun menjadi 4.150 pasangan
pada tahun 2024. Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di
sekolah-sekolah dan madrasah berperan penting dalam pencegahan
perkawinan anak. Kasus pernikahan usia anak banyak terjadi di berbagai
penjuru dunia dan telah menjadi perhatian internasional mengingat risiko yang
timbul akibat pernikahan anak yang dipaksakan, hubungan seksual pada usia
anak, kehamilan pada usia yang sangat muda, gangguan perkembangan
kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan berisiko terhadap kejadian
kekerasan dan keterlantaran, infeksi penyakit menular seksual, serta risiko
komplikasi yang terjadi di saat kehamilan dan saat persalinan pada usia yang
relatif sangat muda. Langkah penanggulangan isu ini diantaranya dapat melalui
penanaman norma sosial dan budaya praktik penundaan usia menikah melalui
keluarga (orang tua), kelompok kegiatan, pendidikan/sosialisasi kesehatan

reproduksi melalui sekolah/guru, serta tokoh agama/tokoh masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program
dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Renstra
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Sambas serta mengacu kepada RKPD Kabupaten
Sambas. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan RKPD Kabupaten Sambas disusun melalui tahapan — tahapan
proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026. Perencanaan
yang dilakukan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat/melibatkan partisipasi
masyarakat melalui pelaksanaan forum perangkat daerah serta Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang
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sehingga terjadi keterpaduan rancangan Renja perangkat daerah (proses buttom-up
dan top-down). Rangkaian tahapan penyusunan RKPD dan Renja OPD berpedoman
pada Permendagri 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam rancangan awal RKPD diambil
berdasarkan analisis kebutuhan dari tiap bidang yang ada di Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Sambas, namun seiring dengan berjalannya waktu terdapat perubahan-
perubahan kegiatan karena disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang
diprioritaskan termasuk besaran pagu anggaran yang bertambah/berkurang dari usulan

awal.

83| RENJA 2026 DP3AP2KB KABUPATEN SAMBAS



Tabel 5.
(Tabel T-C.31, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Kode Belanja

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kgglatan/ Lokasi Indikator Kinerja Targlet Pagu Indikatif Program/Kgglatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Targ_et Kebutuhan Dana
subkegiatan Capaian (Rp.) Kegiatan Capaian (Rp.)
1. Indeks Pembangunan 89,29 1. Indeks Pembangunan 89,29
Gender (IPG) Gender (IPG)
Meningkatkan kesetaraan (ZI.KIgc)ieks Ketimpangan Gender 0.409 Meningkatkan kesetaraan ﬁ.Klg;ieks Ketimpangan Gender 0.409
Tujuan gender dan perllnt_Jungan Kabupaten 14.648.160.343,40 gender dan perllndungan Kabupaten 14.648.160.343,40
anak, serta mewujudkan Sambas . anak, serta mewujudkan Sambas .
keluarga yang berkualitas 3. Indeks Perlindungan Anak keluarga yang berkualitas 3. Indeks Perlindungan Anak
(IPA) 61,05 (IPA) 61,05
4. Indeks Pembangunan Kualitas 4. Indeks Pembangunan
Keluarga (IPKK) 66,11 Kualitas Keluarga (IPKK) 66,11
PROGRAM PENUNJANG Persentase Ketersediaan PROGRAM PENUNJANG Persentase Ketersediaan
URUSAN PEMERINTAHAN Kabupaten Penunjang Urusan o URUSAN PEMERINTAHAN | Kabupaten Penunjang Urusan o
2.08.01 DAERAH Sambas Pemerintahan Daerah 100% 4.184.216.438,40 DAERAH Sambas Pemerintahan Daerah 100% 4.184.216.438,40
KABUPATEN/KOTA Kabupaten Sambas KABUPATEN/KOTA Kabupaten Sambas
Perencanaan Persentase Dokumen Perencanaan, Persentase Dokumen
2.08.01.2.01 Penganggaran, dan Evaluasi | Kabupaten | Perencanaan, Penganggaran 100% 15.412.602,00 | Henganggaran, dan Kabupaten | Perencanaan, Penganggaran 100% 15.412.692,00
e Sambas dan Evaluasi Kinerja Perangkat Evaluasi Kinerja Perangkat Sambas dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Kinerja Perangkat Daerah
Daerah Daerah Daerah
Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen 1
Kabupaten Jumlah Dokumen Perencanaan 1 Kabupaten Jumlah Dokumen Perencanaan
2.08.01.2.01.0001 | Perencanaan Perangkat Sambas Perangkat Daerah dokumen 2.070.953,00 | Perencanaan Perangkat Sambas Perangkat Daerah dokume 2.070.953,00
Daerah Daerah n
Jumlah Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD 1
Koordinasi dan Penyusunan Kabupaten dan Laporan Hasil Koordinasi 1 Koordinasi dan Penyusunan | Kabupaten dan Laporan Hasil Koordinasi
2.08.01.2.01.0002 Dokumen RKA-SKPD Sambas Penyusunan Dokumen DPA- dokumen 2.190.453,00 Dokumen RKA-SKPD Sambas Penyusunan Dokumen DPA- dokrt:me 2.190.453,00
SKPD SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan Jumlah Dokumen Perubahan
Koordinasi dan Penyusunan Kabupaten RKA-SKPD dan Laporan Hasil 1 Koordinasi dan Penyusunan Kabupaten RKA-SKPD dan Laporan Hasil 1
2.08.01.2.01.0003 | Dokumen Perubahan RKA- Sambpas Koordinasi Penyusunan dokumen 2.190.431,00 | Dokumen Perubahan RKA- Sambpas Koordinasi Penyusunan dokume 2.190.431,00
SKPD Dokumen Perubahan RKA- SKPD Dokumen Perubahan RKA- n
SKPD SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD 1
Koordinasi dan Penyusunan Kabupaten dan Laporan Hasil Koordinasi 1 Koordinasi dan Penyusunan | Kabupaten dan Laporan Hasil Koordinasi
2.08.01.2.01.0004 DPA-SKPD Sambas Penyusunan Dokumen DPA- dokumen 2.190.431,00 DPA-SKPD Sambas Penyusunan Dokumen DPA- doer]Jme 2.190.431,00
SKPD SKPD
"Jumlah Dokumen Perubahan "Jumlah Dokumen Perubahan 1
Koordinasi dan Penyusunan Kabupaten DPA-SKPD dan Laporan Hasil 1 Koordinasi dan Penyusunan | Kabupaten DPA-SKPD dan Laporan Hasil
2.08.01.2.01.0005 Perubahan DPA- SKPD Sambas Koordinasi Penyusunan dokumen 2.190.431,00 Perubahan DPA- SKPD Sambas Koordinasi Penyusunan dOK:]Jme 2.190.431,00

Dokumen

Dokumen
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Kode Belanja

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kgglatan/ Lokasi Indikator Kinerja Targlet Pagu Indikatif Program/Kgglatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Targ'et Kebutuhan Dana
subkegiatan Capaian (Rp.) Kegiatan Capaian (Rp.)
Koordinasi dan Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan
2.08.01.2.01,0006 | Laporan Capaian Kinerjadan | Kabupaten | oo \\opon ppA-SKPD" 1 Laporan 2.389.562,00 | Laporan Capaian Kinerja Kabupaten | oo\ ahan DPA-SKPD" 1 2.389.562,00
Ikhtisar Realisasi Kinerja Sambas dan Ikhtisar Realisasi Sambas Laporan
SKPD Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja Jumlah Laporan Capaian
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Evaluasi Kinerja Perangkat Kabupaten SKPD dan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Kabupaten Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 1
2.08.01.2.01.0007 Daerah Sambas Koordinasi Penyusunan Laporan 1 Laporan 2.190.431,00 Daerah Sambas Koordinasi Penyusunan Laporan | Laporan 2190.431,00
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Kabupaten Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja | 1 Administrasi Keuangan Kabupaten Jumlah Laporan Evaluasi
2.08.01.2.02 Perangkat Daerah Sambas Perangkat Daerah Dokumen 8.499.318.373,48 Perangkat Daerah Sambas Kinerja Perangkat Daerah Eokume 8.499.318.373,48
) " Persentase Ketersediaan 33 : " Persentase Ketersediaan 33
2.08.01.2.02.0001 | Penvediaan Gaji dan Kabupaten | ) inistrasi Keuangan Oranglbul |  3.120.861.075,48 | Denyediaan Gajidan Kabupaten | ) inistrasi Keuangan Oranglb | 3.120.861.075,48
Tunjangan ASN Sambas Tunjangan ASN Sambas
Perangkat Daerah an Perangkat Daerah ulan
Penyediaan Administrasi Kabupaten Jumlah Orang yang Menerima 1 Penyediaan Administrasi Kabupaten Jumlah Orang yang Menerima
2.08.01.2.02.0002 Pelaksanaan Tugas ASN Sambas Gaji dan Tunjangan ASN Dokumen 23.895.625,00 Pelaksanaan Tugas ASN Sambas Gaji dan Tunjangan ASN DOk#me 23.895.625,00
Pelaksanaan Penatausahaan Kabupaten "Jumlah Dokumen Hasil 1 i::?:tsaizzigan dan Kabupaten "Jumlah Dokumen Hasil 1
2.08.01.2.02.0003 | dan Pengujian/Verifikasi P ) . ! 44.605.168,00 - I p ) . ! Dokume 44.605.168,00
Sambas Penyediaan Administrasi Dokumen Pengujian/Verifikasi Sambas Penyediaan Administrasi
Keuangan SKPD n
Keuangan SKPD
2.08.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan | Kabupaten | g Tugas ASN" . 1.991.301,00 golorl((:i o daRk tansi Kabupaten | pejay Tugas ASN" D kl 1.991.301,00
.08.01.2.02. Akuntansi SKPD Sambas elaksanaan Tugas Dokumen .991.301, SigDsanaan untansi Sambas elaksanaan Tugas 0 r:Jme .991.301,
Koordinasi dan Penyusunan | cp poren | Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan |y ypaen | penarausahaan dan !
2.08.01.2.02.0005 | Laporan Keuangan Akhir P - e 1 Laporan 1.991.301,00 | Laporan Keuangan Akhir P " e 1.991.301,00
Sambas Pengujian/Verifikasi Keuangan Sambas Pengujian/Verifikasi Keuangan Laporan
Tahun SKPD Tahun SKPD
SKPD SKPD
Pengelolaan dan Penyiapan Kabupaten Jumlah Dokumen Koordinasi 1 Pengelolaan dan Penyiapan Kabupaten Jumlah Dokumen Koordinasi 1
2.08.01.2.02.0006 | Bahan Tanggapan P dan Pelaksanaan Akuntansi 1.991.301,00 | Bahan Tanggapan P dan Pelaksanaan Akuntansi Dokume 1.991.301,00
. Sambas Dokumen ’ Sambas
Pemeriksaan SKPD Pemeriksaan SKPD n
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Koordinasi dan Penyusunan Jum_lah Laporan Keuangan
2.08.01.2.02.0007 Laporan Keuangan Kabupaten Tahun SKPD dan Laporan Hasil 1 Laporan 1.991.301.00 Laporan Keuangan Kabupaten ﬁgl;'llr lizgc:}nsalérgeiazsﬁg:an 1 1.991.301.00
e Bulanan/Triwulanan/Semeste | Sambas Koordinasi Penyusunan Laporan P e Bulanan/Triwulanan/Semest | Sambas Yus Laporan e
. Laporan Keuangan Akhir Tahun
ran SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD eran SKPD SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Kabupaten Jumlah Dokumen Bahan 1 Penyusunan Pelaporan dan Kabupaten Jumlah Dokumen Bahan 1
2.08.01.2.02.0008 | Analisis Prognosis Realisasi P Tanggapan Pemeriksaan dan 1.991.301,00 | Analisis Prognosis Realisasi P Tanggapan Pemeriksaan dan Dokume 1.991.301,00
Sambas ) } . Dokumen Sambas ) ] ”
Anggaran Tindak Lanjut Pemeriksaan Anggaran Tindak Lanjut Pemeriksaan n
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Kode Belanja

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kgglatan/ Lokasi Indikator Kinerja Targlet Pagu Indikatif Program/K_eglatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Targ'et Kebutuhan Dana
subkegiatan Capaian (Rp.) Kegiatan Capaian (Rp.)
"Jumlah Laporan Keuangan "Jumlah Laporan Keuangan
Administrasi Barang Milik Kabupaten Bulanan/ Triwulanan/ Administrasi Barang Milik Kabupaten Bulanan/ Triwulanan/
2.08.01.2.03 Daerah pada Perangkat Sambpas Semesteran SKPD dan Laporan 100% 23.497.358,00 | Daerah pada Perangkat Sambpas Semesteran SKPD dan Laporan 100% 23.497.358,00
Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Keuangan
Penyusunan Perencanaan . Penyusunan Perencanaan . 1
2.08.01.2.03.0001 | Kebutuhan Barang Milik Kabupaten | Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 1.991.301,00 | Kebutuhan Barang Milik Kabupaten | Bulanan/Triwulanan/Semesteran | o me 1.991.301,00
Sambas SKPD Dokumen Sambas SKPD
Daerah SKPD Daerah SKPD n
. Jumlah Dokumen Pelaporan dan - Jumlah Dokumen Pelaporan 1
2.08.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Kabupaten Analisis Prognosis Realisasi 1 3.982.604,00 Pengamanan Barang Milik Kabupaten dan Analisis Prognosis Realisasi | Dokume 3.982.604,00
Daerah SKPD Sambas Dokumen Daerah SKPD Sambas
Anggaran Anggaran n
- . Persentase Ketersediaan . . Persentase Ketersediaan
2.08.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Kabupaten | ) inistrasi Barang Milik 1 Laporan 2.190.431,00 | Koordinasi dan Penilaian Kabupaten | ) inistrasi Barang Milik 1 2.190.431,00
Barang Milik Daerah SKPD Sambas Barang Milik Daerah SKPD Sambas Laporan
Daerah pada Perangkat Daerah Daerah pada Perangkat Daerah
Pembinaan, Pengawasan, Pembinaan, Pengawasan,
p Kabupaten Jumlah Rencana Kebutuhan ; Kabupaten Jumlah Rencana Kebutuhan 1
2.08.01.2.03.0004 | dan Pengendalian Barang o 1 Laporan 2.588.692,00 | dan Pengendalian Barang o 2.588.692,00
Milik Daerah pada SKPD Sambas Barang Milik Daerah SKPD Milik Daerah pada SKPD Sambas Barang Milik Daerah SKPD Laporan
Rekonsiliasi dan Penyusunan Kabupaten Jumlah Dokumen Pengamanan Egﬁsﬂzﬂficﬁéoran Kabupaten Jumlah Dokumen Pengamanan 1
2.08.01.2.03.0005 | Laporan Barang Milik Daerah Sambas Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1.991.301,00 Barang Milik Daerah pada Sambas Barang Milik Daerah SKPD Laporan 1.991.301,00
pada SKPD SKPD
- "Jumlah Laporan Hasil Penilaian "Jumlah Laporan Hasil Penilaian
Penatausahaan Barang Milik Kabupaten P . Penatausahaan Barang Kabupaten . ) 1
2.08.01.2.03.0006 Daerah pada SKPD Sambas Baran_g MI!Ik De}er_ah dan Hasil 1 Laporan 4.779.124,00 Milik Daerah pada SKPD Sambas Barang M|_I|k Da}e(ah dan Hasil Laporan 4.779.124,00
Koordinasi Penilaian Barang Koordinasi Penilaian Barang
- s 1
Pemanfaatan Barang Milik Kabupaten - N 1 Pemanfaatan Barang Milik Kabupaten - N
2.08.01.2.03.0007 Daerah SKPD Sambas Milik Daerah SKPD Dokumen 5.973.905,00 Daerah SKPD Sambas Milik Daerah SKPD Dok:me 5.973.905,00
"Jumlah Laporan Hasil "Jumlah Laporan Hasil
Administrasi Kepegawaian Kabupaten Pembinaan, Pengawasan, dan o Administrasi Kepegawaian Kabupaten Pembinaan, Pengawasan, dan o
2.08.01.2.05 Perangkat Daerah Sambas Pengendalian Barang Milik 100% 83.852.133,00 Perangkat Daerah Sambas Pengendalian Barang Milik 100% 33.852.133,00
Daerah pada Daerah pada
2.08.01.2.05.0001 | Feningkatan Saranadan | Kabupaten | o pp. 5 unit 7.965.208,00 | Peningkatan Saranadan | Kabupaten | . 5 unit 7.965.208,00
Prasarana Disiplin Pegawai Sambas Prasarana Disiplin Pegawai Sambas
Pengadaan Pakaian Dinas Kabupaten Jumlah Laporan Rekonsiliasi Pengadaan Pakaian Dinas Kabupaten j:;n?gnLizzaa;an_zk%r:{sii:]iasi
2.08.01.2.05.0002 | beserta Atribut P dan Penyusunan Laporan 9.000.000,00 | beserta Atribut p s p 9.000.000,00
Sambas I~ Sambas Barang Milik Daerah pada
Kelengkapannya Barang Milik Daerah pada SKPD Kelengkapannya SKPD
Jumlah Laporan Penatausahaan 1
Pendataan dan Pengolahan Kabupaten Jumlah Laporan Penatausahaan 1 Pendataan dan Pengolahan Kabupaten o
2.08.01.2.05.0003 Administrasi Kepegawaian Sambas Barang Milik Daerah pada SKPD Dokumen 3.982.604,00 Administrasi Kepegawaian Sambas girpagg Milik Daerah pada Dok:me 3.982.604,00
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Kode Belanja

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan/ Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana
subkegiatan Capaian (Rp.) Kegiatan Capaian (Rp.)
Koordinasi dan Pelaksanaan Kabupaten Jumlah Dokumen Hasil 1 Koordinasi dan Kabupaten Jumlah Dokumen Hasil 1
2.08.01.2.05.0004 | Sistem Informasi p Pemanfaatan Barang Milik 5.973.905,00 | Pelaksanaan Sistem p Pemanfaatan Barang Milik Dokume 5.973.905,00
. Sambas Dokumen h : Sambas
Kepegawaian Daerah SKPD Informasi Kepegawaian Daerah SKPD n
- . Persentase Pelaksanaan P . Persentase Pelaksanaan 1
Monitoring, Evaluasi, dan Kabupaten - . . 1 Monitoring, Evaluasi, dan Kabupaten i X .
2.08.01.2.05.0005 Penilaian Kinerja Pegawai Sambas Administrasi Kepegawaian Dokumen 7.965.208,00 Penilaian Kinerja Pegawai Sambas Administrasi Kepegawaian Dokume 7.965.208,00
Perangkat Daerah Perangkat Daerah n
Bimbingan Teknis ) ) Bimbingan Teknis Jumlah Unit Peningkatan
: Kabupaten Jumlah Unit Peningkatan Sarana - Kabupaten -
2.08.01.2.05.0011 | Implementasi Peraturan Sambas dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 orang 7.965.208,00 | Implementasi Peraturan Sambas Sarana c_jan Prasarana Disiplin 1 orang 7.965.208,00
Perundang-Undangan Perundang-Undangan Pegawai
Administrasi Umum Kabupaten | Jumlah Paket Pakaian Dinas o Administrasi Umum Kabupaten | Jumlah Paket Pakaian Dinas o
2.08.01.2.06 Perangkat Daerah Sambas beserta Atribut Kelengkapan 100% 183.518.401,00 Perangkat Daerah Sambas beserta Atribut Kelengkapan 100% 183.518.401,00
Penyediaan Komponen Kabupaten Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan Komponen Kabunaten Jumlah Dokumen Pendataan
2.08.01.2.06.0001 | Instalasi Listrik/Penerangan P dan Pengolahan Administrasi 1 paket 27.878.229,00 | Instalasi Listrik/Penerangan P dan Pengolahan Administrasi 1 paket 27.878.229,00
Sambas B Sambas p
Bangunan Kantor Kepegawaian Bangunan Kantor Kepegawaian
Penyediaan Peralatan dan Kabupaten Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Peralatan dan Kabupaten Jumlah Dokumen Hasil
2.08.01.2.06.0002 Perlgn kapan Kantor Sambpas Koordinasi dan Pelaksanaaan 27 paket 19.913.021,00 Perl)e/n kapan Kantor Sambpas Koordinasi dan Pelaksanaaan 27 paket 19.913.021,00
gxap Sistem Informasi Kepegawaian gKap Sistem Informasi Kepegawaian
Penyediaan Peralatan Kabupaten Jumiah Dokumen Monitoring, Penyediaan Peralatan Kabupaten Jumiah Dokumen Monitoring,
2.08.01.2.06.0003 4 P Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 22 paket 21.904.323,00 4 P Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 22 paket 21.904.323,00
Rumah Tangga Sambas - Rumah Tangga Sambas -
Pegawai Pegawai
. - Jumlah Orang yang Mengikuti I _— Jumlah Orang yang Mengikuti
2.08.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik | Kabupaten | g inoon Teknis Implementasi | 27 paket 31.860.834,00 | Penyediaan Bahan Logistik | Kabupaten | gjoin oo Teknis Implementasi | 27 paket 31.860.834,00
Kantor Sambas Kantor Sambas
Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan
. Persentase Ketersediaan . Persentase Ketersediaan
2.08.01.2.06.0005 | Fenyediaan Barang Cetakan | Kabupaten |, iicirasi Umum Perangkat 25 Paket 35.843.438,00 | Penyediaan Barang Kabupaten | ) inistrasi Umum Perangkat 25 35.843.438,00
dan Penggandaan Sambas Cetakan dan Penggandaan Sambas Paket
Daerah Daerah
Penyediaan Bahan Bacaan N Penyediaan Bahan Bacaan N 1
2.08.01.2.06.0006 | dan Peraturan Perundang- Kabupaten | "Jumlah Paket Komponen 1 4.301.212,00 | dan Peraturan Perundang- | aoupaten | "Jumlah Paket Komponen Dokume 4.301.212,00
Sambas Instalasi Dokumen Sambas Instalasi
undangan undangan n
I . Kabupaten Listrik/Penerangan Bangunan ) I ’ Kabupaten Listrik/Penerangan Bangunan }
2.08.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Sambas Kantor yang Disediakan" 1.991.301,00 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Sambas Kantor yang Disediakan” 1.991.301,00
Penyelenggaraan Rapat Kabupaten Jumlah Paket Peralatan dan 28 Penyelenggaraan Rapat Kabupaten Jumlah Paket Peralatan dan 48
2.08.01.2.06.0009 | Koordinasi dan Konsultasi P Perlengkapan Kantor yang 39.826.043,00 | Koordinasi dan Konsultasi p Perlengkapan Kantor yang 39.826.043,00
Sambas o Laporan Sambas o Laporan
SKPD Disediakan SKPD Disediakan
Pengadaan Barang Milik Pengadaan Barang Milik
; Kabupaten | Jumlah Paket Peralatan Rumah o : Kabupaten | Jumlah Paket Peralatan Rumah o
2.08.01.2.07 Daerah Penunjang Urusan Sambas Tangga yang Disediakan 100% 316.617.039,00 | Daerah Penunjang Urusan Sambas Tangga yang Disediakan 100% 316.617.039,00

Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah
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Kode Belanja

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan/ Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana
subkegiatan Capaian (Rp.) Kegiatan Capaian (Rp.)
Pengadaan Kendaraan - Pengadaan Kendaraan -
- Kabupaten Jumlah Paket Bahan Logistik . - Kabupaten Jumlah Paket Bahan Logistik .
2.08.01.2.07.0001 | Perorangan Dlnas atau Sambas Kantor yang Disediakan 1 unit 79.652.086,00 | Perorangan Dlnas atau Sambas Kantor yang Disediakan 1 unit 79.652.086,00
Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan
Pengadaan Kendaraan Dinas | Kabupaten Jumlah Paket Barang Cetakan Pengadaan Kendaraan Kabupaten Jumlah Paket Barang Cetakan
2.08.01.2.07.0002 Operasional atau Lapangan Sambas dan P_enggandaan yang 2 unit 9.956.510,00 | Dinas Operasional atau Sambas de_m P_enggandaan yang 2 unit 9.956.510,00
Disediakan Lapangan Disediakan
Jumlah Dokumen Bahan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
2.08.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel Kabupaten | . peraturan Perundang- 3 unit 7.965.208,00 | Pengadaan Mebel Kabupaten | Bacaan dan Peraturan 3 unit 7.965.208,00
Sambas Undangan vang Disediakan Sambas Perundang-Undangan yang
9an yang Disediakan
2.08.01.2.07.0006 Pengadagn Peralatan dan Kabupaten Jum‘lah Laporan Fasilitasi 1 unit 7.965.208,00 Pengadagn Peralatan dan Kabupaten Jumllah Laporan Fasilitasi 1 unit 7.965.208,00
Mesin Lainnya Sambas Kunjungan Tamu Mesin Lainnya Sambas Kunjungan Tamu
d b Jumlah Laporan d b Jumlar|1 Laporan
Pengadaan Aset Tetap Kabupaten . Pengadaan Aset Tetap Kabupaten Penyelenggaraan Rapat .
2.08.01.2.07.0007 Lainnya Sambas Penye_leng_garaan Rapat ) 1 unit 79.652.086,00 Lainnya Sambas Koordinasi dan Konsultasi 1 unit 79.652.086,00
Koordinasi dan Konsultasi SKPD SKPD
Persentase Pengadaan Barang Persentase Pengadaan Barang
2.08.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor | Kabupaten | i haerah penunjang Urusan 1 unit 99.565.108,00 | Fengadaan Gedung Kantor | Kabupaten | i paerah penunjang Urusan | 1 unit 99.565.108,00
atau Bangunan Lainnya Sambas ) atau Bangunan Lainnya Sambas )
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Pengadaan Sarana dan Kabupaten Jumlah Unit Kendaraan Dinas Pengadaan Sarana dan Kabupaten Jumlah Unit Kendaraan Dinas
2.08.01.2.07.0010 | Prasarana Gedung Kantor P Operasional atau Lapangan 1 unit 19.913.021,00 | Prasarana Gedung Kantor P Operasional atau Lapangan 1 unit 19.913.021,00
! Sambas . d Sambas L
atau Bangunan Lainnya yang Disediakan atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
2.08.01.2.07.0011 9 P Operasional atau Lapangan 1 unit 11.947.812,00 9 P Operasional atau Lapangan 1 unit 11.947.812,00
Gedung Kantor atau Sambas ang Disediakan Gedung Kantor atau Sambas ang Disediakan
Bangunan Lainnya yang Bangunan Lainnya yang
Penyediaan Jasa Penunjang Penyediaan Jasa
2.08.01.2.08 Urusan Pemerintahan gz%“bp;ste“ é‘f;g';';gike‘ Mebel yang 100% 272.211.004,00 | Penunjang Urusan gz%“bp:ste“ é‘:;';ggika Mebel yang 100% 272.211.004,00
Daerah Pemerintahan Daerah
2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Kabupaten Jum!ah Unlt Peralatan_danl 1 Laporan 2.190.431,00 Penyediaan Jasa Surat Kabupaten Jum!ah L[nlt Peralatan‘dan_ 1 2.190.431,00
Menyurat Sambas Mesin Lainnya yang Disediakan Menyurat Sambas Mesin Lainnya yang Disediakan Laporan
Penyediaan Jasa Kabupaten Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya Penyediaan Jasa Kabupaten Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya 1
2.08.01.2.08.0002 | Komunikasi, Sumber Daya o i Disedinkan P A& 1 1 Laporan 20.869.532,00 | Komunikasi, Sumber Daya | ¢o P2 o Disedinkan P RAMYA - oran 20.869.532,00
Air dan Listrik yang Air dan Listrik yang P
. Jumlah Unit Gedung Kantor atau . Jumlah Unit Gedung Kantor
2.08.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan Kabupaten Bangunan Lainnya yang 1 laporan 17.125.198,00 Penyediaan Jasa Peralatan Kabupaten atau Bangunan Lainnya yang 1 17.125.198,00
dan Perlengkapan Kantor Sambas dan Perlengkapan Kantor Sambas laporan

Disediakan

Disediakan
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Kode Belanja

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kgglatan/ Lokasi Indikator Kinerja Targlet Pagu Indikatif Program/Kgglatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Targ'et Kebutuhan Dana
subkegiatan Capaian (Rp.) Kegiatan Capaian (Rp.)
Jumlah Unit Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan
2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Kabupaten Prasarana Ge_dung Kantor atau 1 Laporan 223.025.843,00 Penyediaan Jasa Kabupaten Prasarana ngung Kantor atau 1 223.025.843,00
Umum Kantor Sambas Bangunan Lainnya yang Pelayanan Umum Kantor Sambas Bangunan Lainnya yang Laporan
Disediakan Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik " . Pemeliharaan Barang Milik " .
2.08.01.2.09 Daerah Penunjang Urusan gzgqubp;sten ;rir:;?gnl;nllﬁteizta}(nuidan 100% 118.681.601,00 | Daerah Penunjang Urusan g:ﬁqubp;sten ;rg;?gnl;n;eizruaknuidan 100% 118.681.601,00
Pemerintahan Daerah 9 Pemerintahan Daerah 9
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kabupaten Gedung Kantor atau Bangunan . Pemeliharaan, dan Pajak Kabupaten Gedung Kantor atau Bangunan .
2.08.01.2.09.0001 Kendaraan Perorangan Sambas Lainnya yang Disediakan" 6 unit 1.991.301,00 Kendaraan Perorangan Sambas Lainnya yang Disediakan" 6 unit 1.991.301,00
Dinas atau Kendaraan Dinas Dinas atau Kendaraan
Jabatan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Kabupaten Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kabupaten Persentase Ketersediaan Jasa
2.08.01.2.09.0002 | Pemeliharaan, Pajak dan P Penunjang Urusan Pemerintah 5 unit 3.186.082,00 | Pemeliharaan, Pajak dan P Penunjang Urusan Pemerintah 5 unit 3.186.082,00
P f Sambas . . Sambas
Perizinan Kendaraan Dinas Daerah Perizinan Kendaraan Dinas Daerah
Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan
. Kabupaten Jumlah Laporan Penyediaan . . Kabupaten Jumlah Laporan Penyediaan .
2.08.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel Sambas Jasa Surat Menyurat 12 unit 3.982.604,00 | Pemeliharaan Mebel Sambas Jasa Surat Menyurat 12 unit 3.982.604,00
) Jumlah Laporan Penyediaan . Jumlah Laporan Penyediaan
2.08.01.2.09.0006 Pemellhayaan Peralatan dan Kabupaten Jasa Komunikasi, Sumber Daya 20 unit 11.947.812,00 Pemellhgraan_ Peralatan Kabupaten Jasa Komunikasi, Sumber Daya 20 unit 11.947.812,00
Mesin Lainnya Sambas - P S dan Mesin Lainnya Sambas - L Ny
Air dan Listrik yang Disediakan Air dan Listrik yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jumlah Laporan Penyediaan
2.08.01.2.09.0007 Pe_mellharaan Aset Tetap Kabupaten Jasa Peralatan dan 1 unit 5.973.905,00 Pe'mellharaan Aset Tetap Kabupaten Jasa Peralatan dan 1 unit 5.973.905,00
Lainnya Sambas Perlengkapan Kantor yang Lainnya Sambas Perlengkapan Kantor yang
Disediakan Disediakan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Kabupaten Jumlah Laporan Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Kabupaten Jumlah Laporan Penyediaan
2.08.01.2.09.0009 | Gedung Kantor dan P Jasa Pelayanan Umum Kantor 3 Unit 59.739.064,00 | Gedung Kantor dan P Jasa Pelayanan Umum Kantor 3 Unit 59.739.064,00
; Sambas o : Sambas o
Bangunan Lainnya yang Disediakan Bangunan Lainnya yang Disediakan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase Pemeliharaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase Pemeliharaan
2.08.01.2.09.0010 Sarana dan Prasarana Kabupaten Barang Milik Daerah Penunjang 4 unit 19.913.021,00 Sarana dan Prasarana Kabupaten Barang Milik Daerah Penunjang 4 unit 19.913.021,00
Gedung Kantor atau Sambas . Gedung Kantor atau Sambas )
; Urusan Pemerintahan Daerah : Urusan Pemerintahan Daerah
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana
2.08.01.2.09.0011 Sarana dan Prasarana Kabupaten Pendukung Qedung Kantor atau 4 unit 11.947.812,00 Sarana dan Prasarana Kabupaten Pendukung Qedung Kantor atau 4 unit 11.947.812,00
Pendukung Gedung Kantor Sambas Bangunan Lainnya yang Pendukung Gedung Kantor Sambas Bangunan Lainnya yang
atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Kabupaten Persentase Terlaksananya Kabupaten Persentase Terlaksananya
2.08.01.2.13 Penataan Organisasi Sambpas Monitoring, Evaluasi dan 100% 21.107.836,92 | Penataan Organisasi Sambpas Monitoring, Evaluasi dan 100% 21.107.836,92

Pengendalian Kualitas

Pengendalian Kualitas
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Kode Belanja

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kgglatan/ Lokasi Indikator Kinerja Targlet Pagu Indikatif Program/Kgglatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Targ'et Kebutuhan Dana
subkegiatan Capaian (Rp.) Kegiatan Capaian (Rp.)
Pelayanan Publik dan Tata Pelayanan Publik dan Tata
Laksana Laksana
Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Kendaraan Dinas Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Kendaraan Dinas 5
Pengendalian Kualitas Kabupaten Operasional atau Lapangan 2 Pengendalian Kualitas Kabupaten Operasional atau Lapangan
2.08.01.2.13.0004 Pelayanan Publik dan Tata Sambas yang Dipelihara dan dibayarkan dokumen 21.107.836,92 Pelayanan Publik dan Tata Sambas yang Dipelihara dan dibayarkan doklt:me 21.107.836,92
Laksana Pajak Laksana Pajak
) 1. Nilai Penganugerahan 350 poin _ 1. Nilai Penganugerahan 350 poin
S.1. Meningkatnya Parahita Ekapraya Daerah S.1. Meningkatnya Parahita Ekapraya Daerah
pemberdayaan dan Kabupaten (APE) pemberdayaan dan Kabupaten (APE)
Sasaran perlindungan terhadap Sambas 8.348.462.049,00 perlindungan terhadap Sambas 8.348.462.049,00
perempuan dan anak 2. Nilai dalam Kabupaten/Kota 625 noin perempuan dan anak 2. Nilai dalam Kabupaten/Kota 625 poin
Layak Anak (KLA) P Layak Anak (KLA) P
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEMBERDAYAAN Kabupaten BIDANG PEMBERDAYAAN Kabupaten
2.08 PEREMPUAN DAN Sambas 3.348.462.049,00 | pEREMPUAN DAN Sambas 3.348.462.049,00
PERLINDUNGAN ANAK PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM 1. Persentase Anggaran 5% PROGRAM 1. Persentase Anggaran 5%
PENGARUSUTAMAAN Responsif Gender (ARG) PENGARUSUTAMAAN Responsif Gender (ARG)
2.08.02 GENDER DAN g:ﬁq“bpie” 784.795.793,00 | GENDER DAN ggﬁq“bpie” 784.795.793,00
PEMBERDAYAAN 2. Tingkat Partisipasi Angkatan PEMBERDAYAAN 2. Tingkat Partisipasi Angkatan
PEREMPUAN Kerja (TPAK) Perempuan 73,28% PEREMPUAN Kerja (TPAK) Perempuan 73,28%
Pelembagaan Pelembagaan 3
Pengarusutamaan Gender Kabupaten Jumlah Perangkat Daerah yang 3 Pengarusutamaan Gender Kabunaten Jumlah Perangkat Daerah yang Peranak
2.08.02.2.01 (PUG) pada Lembaga P memiliki focal point atau tim Perangka 156.959.158,00 | (PUG) pada Lembaga P memiliki focal point atau tim 9 156.959.158,00
; Sambas . h Sambas . at
Pemerintah Kewenangan PUG akitif t Daerah Pemerintah Kewenangan PUG akitif
Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasill Jumlah Dokumen Hasill
Koordinasi dan Sinkronisasi Kabupaten Koordinasi dan Sinkronisasi 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Kabupaten Koordinasi dan Sinkronisasi 2
2.08.02.2.01.0001 | Perumusan Kebijakan Sambpas Perumusan Kebijakan Dokumen 18.835.100,00 | Perumusan Kebijakan Sambpas Perumusan Kebijakan Dokume 18.835.100,00
Pelaksanaan PUG Pengarustamaan Gender (PUG) Pelaksanaan PUG Pengarustamaan Gender (PUG) n
Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi . S Koordinasi dan Sinkronisasi . A
Jumlah laporan hasil koordinasi Jumlah laporan hasil koordinasi
2.08.02.2.01.0007 Eg@gi‘;ﬂzz’; PUG gzgq“bp;ste” dan sinkronisasi 1 Laporan 17.265.507,00 Egﬁgﬁ;ﬂgi’r‘] PUG ggﬁq”bpge” dan sinkronisasi Lapﬁ an 17.265.507,00
Kabupaten/Kota penyelenggaraan PUG Kabupaten/Kota penyelenggaraan PUG
Penyusunan Kebijakan . Penyusunan Kebijakan .
Jumlah kebijakan Jumlah kebijakan 1
2.08.02.2.01.0010 Penyelenggaraan PUG Kabupaten penyelenggaraan PUG di tingkat 1 25.113.465,00 Penyelenggaraan PUG Kabupaten penyelenggaraan PUG di tingkat | Kebijaka 25.113.465,00
Kewenangan Sambas rovinsi Kebijakan Kewenangan Sambas rovinsi n
Kabupaten/Kota p Kabupaten/Kota P
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Kode Belanja

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kgglatan/ Lokasi Indikator Kinerja Targlet Pagu Indikatif Program/Kgglatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Targ'et Kebutuhan Dana
subkegiatan Capaian (Rp.) Kegiatan Capaian (Rp.)
Pendampingan Pendampingan 6
2.08.02.2.01.0011 Penyelenggaraan PUG Kabupaten jumlah OPD kab/kota yang 6 26.683.057,00 Penyelenggaraan PUG Kabupaten jumlah OPD kab/kota yang Lembag 26.683.057,00
Kewenangan Sambas mendapatkan pendampingan Lembaga Kewenangan Sambas mendapatkan pendampingan a
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Monitoring, Evaluasi, dan jumlah dokumen hasil monitoring Monitoring, Evaluasi, dan jumlah dokumen hasil
2.08.02.2.01.0012 Pelaporan penyelenggaraan Kabupaten dan evaluasi penyelenggaraan 1 Laporan 23.543.874.00 Pelaporan penyelenggaraan | Kabupaten monitoring dan evaluasi 1 23.543.874.00
PUG kewenangan Sambas PUG kewenangan PUG kewenangan Sambas penyelenggaraan PUG Laporan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah pemangku kepentingan . . Jumlah pemangku kepentingan
Advokasi dan sosialisasi Kabupaten tingkat kabupaten/kota yang 1 Agxoglae sr: da;:::'g"lng' Kabupaten tingkat kabupaten/kota yang 1
2.08.02.2.01.0013 | penyelenggaraan PUG P mendapatkan advokasi dan 28.252.648,00 peny 99 P mendapatkan advokasi dan Lembag 28.252.648,00
Sambas e - Lembaga kewenangan Sambas PR -
kewenangan Kabupaten/Kota sosialisasi (lembaga pemerintah sosialisasi (lembaga pemerintah a
. Kabupaten/Kota ;
dan non pemerintah) dan non pemerintah)
Eg\;bg}gﬁn 'I;er;r;: PUG Kabupaten jumiah SDM OPD Egbg}gin 1;;21': PUG Kabupaten jumiah SDM OPD
2.08.02.2.01.0014 Velengg P Kabupaten/Kota yang 1 Orang 17.265.507,00 velengg P Kabupaten/Kota yang 1 Orang 17.265.507,00
Kewenangan Sambas mendapatkan bimtek Kewenangan Sambas mendapatkan bimtek
Kabupaten/Kota p Kabupaten/Kota p
Pemberdayaan Perempuan Jumlah organisasi Pemberdayaan Perempuan Jumlah organisasi
Bidang Politik, Hukum, kemasyarakatan perempuan 1 Bidang Politik, Hukum, kemasyarakatan perempuan 1
2.08.02.2.02 gosmlz dan Ekonomi pada Kabupaten yang menerima program Organisa 392.397.897,00 Sos‘.lalz dar_l Ekonomi pada Kabupaten yang menerima program Organis 392.397.897,00
rganisasi Kemasyarakatan Sambas penguatan kapasitas di bidang si Organisasi Kemasyarakatan | Sambas penguatan kapasitas di bidang asi
Kewenangan politik, hukum, sosial, dan Kewenangan politik, hukum, sosial, dan
Kabupaten/Kota ekonomi Kabupaten/Kota ekonomi
Jumlah organisasi Jumlah organisasi
Advokasi Kebijakan dan kemasyarakatan/ profesi/ dunia Advokasi Kebijakan dan kemasyarakatan/ profesi/ dunia
Pendampingan Peningkatan Kabupaten usaha/ media yg diadvokasi dan 5 Pendampingan Peningkatan Kabunaten usaha/ media yg diadvokasi 2
2.08.02.2.02.0003 | Partisipasi Perempuan dalam P didampingi dalam rangka 43.163.769,00 | Partisipasi Perempuan P dan didampingi dalam rangka Lembag 43.163.769,00
. . Sambas ; A Lembaga L Sambas . B
Politik, Hukum, Sosial dan peningkatan partisipasi dalam Politik, Hukum, peningkatan partisipasi a
Ekonomi perempuan di bidang politik, Sosial dan Ekonomi perempuan di bidang politik,
hukum, sosial dan ekonomi hukum, sosial dan ekonomi
Advokasi Peningkatan Advokasi Peningkatan
Partisipasi Perempuan di Jumlah lembaga masyarakat Partisipasi Perempuan di Jumlah lembaga masyarakat 1
2.08.02.2.02.0005 | Bidang Politik, Hukum, Sosial | Kabupaten | dan pemerintah tingkat 1 51.011.727,00 | Bidang Politik, Hukum, Kabupaten | dan pemerintah tingkat Lembag 51.011.727,00
) Sambas Kabupaten/Kota yang Lembaga Sosial dan Ekonomi Sambas Kabupaten/Kota yang
dan Ekonomi Kewenangan . . a
mendapatkan advokasi Kewenangan mendapatkan advokasi
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
. Pendampingan lembaga
Zzgdzgi:tga:nizgjzgzan masyarakat pemberdayaan
ere)r/n uan cFi)i bidan yolitik Kabupaten jumlah lembaga masyarakat 4 perempuan di bidang politik, Kabupaten jumlah lembaga masyarakat 4
2.08.02.2.02.0006 gtau hSkum atau sogsizl da‘n Sambpas yang mendapatkan Lembaga 62.783.664,00 | atau hukum, atau sosial, Sambpas yang mendapatkan Lembag 62.783.664,00
! ’ pendampingan 9 dan atau ekonomi pendampingan a

atau ekonomi Kewenangan
Kabupaten/Kota

Kewenangan
Kabupaten/Kota
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kgglatan/ Lokasi Indikator Kinerja Targlet Pagu Indikatif Program/K_eglatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Targ'et Kebutuhan Dana
subkegiatan Capaian (Rp.) Kegiatan Capaian (Rp.)
Monitoring, Evaluasi, dan jumlah dokumen hasil monitoring Monitoring, Evaluasi, dan jumlah dokumen hasil
Pelaporan Pemberdayaan Kabupaten dan evaluasi pemberdayaan Pelaporan Pemberdayaan Kabupaten monitoring dan evaluasi 1
2.08.02.2.02.0007 Perempuan Kewenangan Sambas perempuan kewenangan 1 Laporan 66.707.642,00 Perempuan Kewenangan Sambas pemberdayaan perempuan Laporan 66.707.642,00
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota kewenangan Kabupaten/Kota
e ) jumlah SDM lembaga Sosialisasi Peningkatan jumlah SDM lembaga
SOS'.aI.'SaS.' Peningkatan ) masyarakat dan perempuan Partisipasi Perempuan di masyarakat dan perempuan
Partisipasi Perempuan di ) Kabupaten yang mendapatkan sosialisasi Bidang Politik, Hukum Kabupaten yang mendapatkan sosialisasi 350
2.08.02.2.02.0008 | Bidang PoIltll_(, Hukum, Sosial Sambas tentang pemberdayaan 350 orang 78.479.579,00 Sosial dan Ekonomi Sambas tentang pemberdayaan orang 78.479.579,00
dan Ekonomi Kewenangan bid litik bid litik
Kabupaten/Kota perempuan bidang politik, Kewenangan perempuan bidang politik,
hukum, sosial, ekonomi Kabupaten/Kota hukum, sosial, ekonomi
Peningkatan kapasitas SDM jumlah SDM lembaga Peningkatan kapasitas SDM jumlah SDM lembaga
pemberdayaan perempuan masyarakat, perempuan pemberdayaan perempuan masyarakat, perempuan
2.08.02.2.02.0009 di bldang politik, atau hukum, Kabupaten potensial, perempuan penyintas 300 orang 90.251.516,00 di bidang politik, _atau Kabupaten potensial, perempuan penyintas 300 90.251.516,00
atau sosial, dan atau Sambas kekerasan dan atau rentan hukum, atau sosial, dan Sambas kekerasan dan atau rentan orang
ekonomi Kewenangan lainnya yang mendapatkan atau ekonomi Kewenangan lainnya yang mendapatkan
Kabupaten/Kota bimtek atau pelatihan Kabupaten/Kota bimtek atau pelatihan
Penguatan dan Penguatan dan
Pengembangan Lembaga Jumlah lembaga penyedia Pengembangan Lembaga Jumlah lembaga penyedia a
2.08.02.2.03 Penyedia Layanan Kabupaten layanan pemberdayaan 4 235.438.738,00 Penyedia Layanan Kabupaten layanan pemberdayaan Lembag 235.438.738,00
Pemberdayaan Perempuan Sambas perempuan yang memperoleh Lembaga Pemberdayaan Perempuan Sambas perempuan yang memperoleh a
Kewenangan penguatan kapasitas Kewenangan penguatan kapasitas
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
endampingan penguatan pendampingan penguatan
P pingan peng jumlah lembaga penyedia dan pengembangan jumlah lembaga penyedia
dan pengembangan lembaga Kabupaten layanan pemberdayaan 4 lembaga penyedia layanan Kabupaten layanan pemberdayaan 4
2.08.02.2.03.0007 panyt?grl(?e:agggalrem uan Sambas perempuan yang mendapatkan Lembaga 47.087.748,00 pemberdayaan perempuan Sambas perempuan yang mendapatkan Lemabag 47.087.748,00
Eewenan )e/m KaFl))u atgn/Kota pendampingan kewenangan pendampingan
9 P Kabupaten/Kota
! enguatan kerjasama antar
Ipeegggg;ag ek:;éadsizrr;:g;r Kabupaten Jumlah kerjasama antar 1 I%mgaga penyJedia layanan Kabupaten Jumlah kerjasama antar 1
2.08.02.2.03.0008 pemberdayaan perempuan Sambas lembaga penyedia layanan dokumen 42.378.973,00 | pemberdayaan perempuan Sambas lembaga penyedia layanan dokume 42.378.973,00
pemberdayaan perempuan kewenangan pemberdayaan perempuan n
kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
monitoring evaluasi dan jumlah dokumen hasil monitoring monitoring evaluasi dan jumlah dokumen hasil
: pelaporan penguatan dan o .
pelaporan penguatan dan dan evaluasi penguatan dan monitoring dan evaluasi
engembangan lembaga Kabupaten engembangan lembaga pengembangan lembaga Kabupaten enguatan dan pengembangan 1
2.08.02.2.03.0009 | Pengemobang 9 p pengembang 9 1 laporan 49.442.135,00 | penyedia layanan P peng peng 9 49.442.135,00
penyedia layanan Sambas penyedia layanan emberdayaan perempuan Sambas lembaga penyedia layanan laporan
pemberdayaan perempuan pemberdayaan perempuan E Y p P pemberdayaan perempuan
ewenangan
kewenangan Kabupaten/Kota kewenangan Kabupaten/Kota kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas jumlah SDM lembaga penyedia Peningkatan Kapasitas jumlah SDM lembaga penyedia
lembaga penyedia layanan Kabupaten layanan pemberdayaan lembaga penyedia layanan Kabupaten layanan pemberdayaan
2.08.02.2.03.0010 pemberdayaan perempuan Sambas perempuan yang mendapatkan 1 orang 51.796.522,00 pemberdayaan perempuan Sambas perempuan yang mendapatkan 1orang 51.796.522,00

Kewenangan Provinsi

bimtek

Kewenangan Provinsi

bimtek
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Kode Belanja

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kgglatan/ Lokasi Indikator Kinerja Targlet Pagu Indikatif Program/Kgglatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Targ'et Kebutuhan Dana
subkegiatan Capaian (Rp.) Kegiatan Capaian (Rp.)
mengamati, menilai, dan mengamati, menilai, dan
melaporkan efektivitas melaporkan efektivitas
program dan kegiatan program dan kegiatan
lembaga penyedia layanan lembaga penyedia layanan
dalam memberdayakan dalam memberdayakan
perempuan, dengan fokus Kabupaten Jumlah LPLPP tingkat provinsi 1 perempuan, dengan fokus Kabupaten Jumlah LPLPP tingkat provinsi 1
2.08.02.2.03.0011 | pada pengumpulan data, P yang mendapatkan advokasi dan 44.733.360,00 | pada pengumpulan data, P yang mendapatkan advokasi Lembag 44.733.360,00
L ) Sambas DA Lembaga . ) Sambas R
analisis pencapaian, sosialisasi analisis pencapaian, dan sosialisasi a
identifikasi tantangan, serta identifikasi tantangan, serta
penyusunan laporan yang penyusunan laporan yang
memberikan gambaran memberikan gambaran
tentang dampak dan kinerja tentang dampak dan kinerja
lembaga dalam meni lembaga dalam meni
Persentase Perempuan Korban Persentase Perempuan Korban
PROGRAM PROGRAM
2.08.03 PERLINDUNGAN Kabupaten | Kekerasan dan TPPO yang 85% 523.197.195,00 | PERLINDUNGAN Kabupaten | Kekerasan dan TPPO yang 85% 523.197.195,00
PEREMPUAN Sambas Mendapatkan Layanan PEREMPUAN Sambas Mendapatkan Layanan
Komprehensif Komprehensif
Jumlah kader, fasilitator, atau Jumlah kader, fasilitator, atau
Pencegahan Kekerasan relawan masyarakat yang Pencegahan Kekerasan relawan masyarakat yang
2.08.03.2.01 Terhadap Perempuan Kabupaten | oy kasi dalam upaya 400 167.423.102,00 | |erhadap Perempuan Kabupaten | o kasi dalam upaya 400 167.423.102,00
Lingkup Daerah Sambas han kek had Orang Lingkup Daerah Sambas han kek Orang
Kabupaten/Kota pencegahan kekerasan terhadap Kabupaten/Kota pencegahan kekerasan
perempuan terhadap perempuan
monitoring evaluasi dan monitoring evaluasi dan . .
) . - jumlah dokumen hasil
pelaporan dalam Kabupaten jumlah dokumen hasil monitoring pelaporan dalam Kabupaten monitoring dan evaluasi 1
2.08.03.2.01.0003 | pencegahan KtP P dan evaluasi pencegahan KtP 1 laporan 33.484.622,00 | pencegahan KtP P 9 33.484.622,00
Sambas Sambas pencegahan KtP Kewenangan laporan
Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota P
Kerjasama para pihak dalam . ) Kerjasama para pihak ) )
Jumlah Kerjasama para pihak Jumlah Kerjasama para pihak 1
pencegahan KtP Kabupaten 1 dalam pencegahan KtP Kabupaten
Kabupaten/Kota 9 p Kabupaten/Kota 9 P
Peningkatan kapasitas Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas Jumlah SDM yang mendapat
2.08.03.2.01.0005 kepada SDM yang terkait Kabupaten Peningkatan kapasitas 175 orang 38.507.313,00 kepada SDM yang terkait Kabupaten Peningkatan kapasitas 175 38.507.313,00
langsung pencegahan KtP Sambas pencegahan KtP Kewenangan langsung pencegahan KtP Sambas pencegahan KtP Kewenangan orang
Kewenangan Provinsi Provinsi Kewenangan Provinsi Provinsi
Advokasi dan sosialisasi Jumlah pengambil kebijakan dan Advokasi dan sosialisasi Jumlah pengambil kebijakan
pencegahan KtP dan TPPO pemangku kepentingan yang pencegahan KtP dan TPPO dan pemangku kepentingan 1
2.08.03.2.01.0006 kepada pengambil keb_uakan Kabupaten mer_]d_apat_kan Advokasi dan 1 36.833.082,00 kep{:_lda pengambil Kabupaten yang mt_en(_iape_ltkan Advokasi Lembag 36.833.082,00
dan pemangku kepentingan Sambas sosialisasi pencegahan KtP Lembaga kebijakan dan pemangku Sambas dan sosialisasi pencegahan KtP a

Kewenangan
Kabupaten/Kota

tingkat provinsi, masyarakat,
serta Kab/Kota

kepentingan Kewenangan
Kabupaten/Kota

tingkat provinsi, masyarakat,
serta Kab/Kota
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Kode Belanja

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kgglatan/ Lokasi Indikator Kinerja Targlet Pagu Indikatif Program/K_eglatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Targ'et Kebutuhan Dana
subkegiatan Capaian (Rp.) Kegiatan Capaian (Rp.)
Penyusunan kebijakan . Penyusunan kebijakan "
Jumlah kebijakan pencegahan Jumlah kebijakan pencegahan 1
2.08.03.2.01.0007 | Pencegahan KiP dan TPPO | Kabupaten | \p'4an TppQ (Strada, RAD) 1 35.158.851,00 | Pencegahan KiP dan TPPO | Kabupaten | ;5 12, TPPO (Strada, RAD) Kebijaka 35.158.851,00
(Strada, RAD) Kewenangan Sambas o Kebijakan (Strada, RAD) Kewenangan | Sambas S
Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi n
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
; Penyediaan Layanan
Penyedlaan I__ayanan ) Jumlah Layanan Rujukan Rujukan Lanjutan bagi Jumlah Layanan Rujukan
Rujukan Lanjutan bagi b diberikan bagi b b diberikan bai
Perempuan Korban Kabupaten Lanjutan yang diberikan bagi Perempuan Korban Kabupaten Lanjutan yang diberikan bagi
2.08.03.2.02 Perempuan Korban Kekerasan 1 Orang 251.134.654,00 | Kekerasan yang Perempuan Korban Kekerasan 1 Orang 251.134.654,00
Kekerasan yang Memerlukan | Sambas . R Sambas N
oo yang memerlukan Koordinasi Memerlukan Koordinasi yang memerlukan Koordinasi
Koordinasi Kewenangan
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
&layanan kesehatan yang &layanan kesehatan yang
tidak dijamin BPJS, Jumlah Korban van tidak dijamin BPJS, Jumlah Korban van
Jamkesda, dan sumber Kabupaten mendapatkan L;/ ar?an Jamkesda, dan sumber Kabupaten mendapatkan Lz ar?an
2.08.03.2.02.0003 | pendanaan lainnya bagi P p yana 3 Orang 35.158.852,00 | pendanaan lainnya bagi P p yana 3 Orang 35.158.852,00
Sambas Pengaduan atau Penjangkauan Sambas Pengaduan atau Penjangkauan
Perempuan Korban tingkat Kabupaten/Kota Perempuan Korban tingkat Kabupaten/Kota
Kekerasan Tingkat 9 p Kekerasan Tingkat 9 p
Kabupaten/Kota& Kabupaten/Kota&
. Jumlah Perempuan Korban . Jumlah Perempuan Korban
layanan gelar kasus bagi Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Kekerasan yang mendapatkan
Perempuan Korban Kabupaten ) Perempuan Korban Kabupaten !
2.08.03.2.02.0004 Kekerasan Tingkat Sambas layanan gelar kaltjsus baEI 1 Orang 37.670.198,00 Kekerasan Tingkat Sambas layanan gelar kalljsus basl 1 Orang 37.670.198,00
Kabupaten/Kota P_erempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota Pgrempuan Korban Kekerasan
Tingkataten/Kota Tingkataten/Kota
layanan pendampingan Jumlah Korban yang layanan pendampingan Jumlah Korban yang
tenaga ahli bagi Perempuan Kabupaten mendapatkan Layanan tenaga ahli bagi Perempuan | Kabupaten mendapatkan Layanan
2.08.03.2.02.0005 Korban Kekerasan Tingkat Sambas Pengaduan atau Penjangkauan 8 Orang 80.136.158,00 Korban Kekerasan Tingkat Sambas Pengaduan atau Penjangkauan 8 Orang 80.136.158,00
Kabupaten/Kota bagi Tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota bagi Tingkat Kabupaten/Kota
Jumlah Perempuan Korban lavanan rumah Jumlah Perempuan Korban
layanan rumah perlindungan Kekerasan yang mendapatkan pgrlin dungan bagi Kekerasan yang mendapatkan
bagi Perempuan Korban Kabupaten layanan rumah perlindungan Kabupaten layanan rumah perlindungan
2.08.03.2.02.0006 Kekerasan Tingkat Sambas bagi Perempuan Korban 1 Orang 27.624.812,00 | Perempuan Korban Sambas bagi Perempuan Korban 1 Orang 27.624.812,00
) Kekerasan Tingkat )
Kabupaten/Kota Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Kekerasan Tingkat
Kabupaten/Kota P Kabupaten/Kota
’ . Jumlah Perempuan Korban " . Jumlah Perempuan Korban
layanan medikolegal bagi Kek d K layanan medikolegal bagi Kek d K
Perempuan Korban Kabupaten ekerasan yang mendapatkan Perempuan Korban Kabupaten ekerasan yang mendapatkan
2.08.03.2.02.0007 ) Layanan Pengaduan atau 3 Orang 32.647.505,00 ) Layanan Pengaduan atau 3 Orang 32.647.505,00
Kekerasan Tingka Sambas ‘anak inak Kekerasan Tingka Sambas ianak ingk
Kabupaten/Kota Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota Penjangkauan Tingkat
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Layanan Pengaduan atau Jumlah Perempuan Korban Layanan Pengaduan atau Jumlah Perempuan Korban
Penjangkauan bagi Kabupaten Kekerasan yang mendapatkan Penjangkauan bagi Kabupaten Kekerasan yang mendapatkan
2.08.03.2.02.0008 | Perempuan Korban Sambpas Layanan Pengaduan atau 3 Orang 42.692.891,00 | Perempuan Korban Sambpas Layanan Pengaduan atau 3 Orang 42.692.891,00
Kekerasan Tingkat Penjangkauan korban Tingkat Kekerasan Tingkat Penjangkauan korban Tingkat
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
2.08.03.2.02.0009 Layanan pe_ndampmgan Kabupaten Jumlah Perempuan Korban 3 Orang 45.204.238,00 Layanan pe_ndampmgan Kabupaten Jumlah Perempuan Korban 3 Orang 45.204.238,00
korban bagi Perempuan Sambas Kekerasan yang mendapatkan korban bagi Perempuan Sambas Kekerasan yang mendapatkan
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Kode Belanja : — ;
Program/Kgglatan/ Lokasi Indikator Kinerja Targlet Pagu Indikatif Program/Kgglatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Targ'et Kebutuhan Dana
subkegiatan Capaian (Rp.) Kegiatan Capaian (Rp.)
Korban Kekerasan Tingkat pendampingan korban Tingkat Korban Kekerasan Tingkat pendampingan korban Tingkat
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Penguatan dan Penguatan dan
Pengembangan Lembaga Jumlah lembaga penyedia Pengembangan Lembaga Jumlah lembaga penyedia
Penyedia Layanan Kabupaten layanan perlindungan Penyedia Layanan Kabupaten layanan perlindungan
2.08.03.2.03 Perlindungan Perempuan Sambas perempuan yang memperoleh 1 Orang 104.639.439,00 Perlindungan Perempuan Sambas perempuan yang memperoleh 1 Orang 104.639.439,00
Tingkat Daerah penguatan kapasitas Tingkat Daerah penguatan kapasitas
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Advokasi dan sosialisasi ’ Advokasi dan sosialisasi .
Jumlah Lembaga penyedia Jumlah Lembaga penyedia
penguatan dan ’ penguatan dan )
pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan 1
2.08.03.2.03.0005 | Penyedia Layanan gz:’n“bpaaste“ P;:e’?np;i;‘a ‘g‘t?(‘;it;’é%f:éi dan Lemta . 12.556.733,00 | Penyedia Layanan gz%“bpie“ P;;e"r‘npe”rfd“atg‘tﬂgi‘;’é%'li‘:; Lembag 12.556.733,00
Perlindungan Perempuan yang mendap - 9 Perlindungan Perempuan yang mendapa a
sosialisasi (lembaga pemerintah dan sosialisasi (lembaga
Kewenangan dan non pemerintah) Kewenangan emerintah dan non pemerintah)
Kabupaten/Kota P Kabupaten/Kota P P
Monitoring evaluasi dan Jumlah dokumen hasil Mecigltgg? e';/r?ltila;;g%nan Jumlah dokumen hasil
pelaporan penguatan dan monitoring dan evaluasi petap peng monitoring dan evaluasi
2.08.03.2.03.0006 pengembangan Lembaga Kabupaten penguatan dan pengembangan 1 Laporan 21.974.282.00 ;;(Zr;ggz}gall_nszr:]lgsmbaga Kabupaten penguatan dan pengembangan 1 21.974.282.00
e Penyedia Layanan Sambas lembaga penyedia Layanan p e 4 Y Sambas lembaga penyedia Layanan Laporan e
2 ; Perlindungan Perempuan :
Perlindungan Perempuan Perlindungan Perempuan kewenangan Perlindungan Perempuan
kewenangan Kabupaten/Kota kewenangan provinsi Kabupaten/Kota kewenangan provinsi
pendampingan penguatan pendampingan penguatan
d jumlah lembaga penyedia dan pengembangan jumlah lembaga penyedia
an pengembang{m Kabupaten Layanan Perlindungan Lembaga Penyedia Kabupaten Layanan Perlindungan
2.08.03.2.03.0007 Il;ir:]“gzgi Zin%i?(ﬁnl-iy;nan Sambas Perempuan yang mendapatkan 1 Orang 25.113.465,00 Layanan Perlindungan Sambas Perempuan yang mendapatkan 1 Orang 25.113.465,00
kewenan gan Kabu apten/Kota pendampingan Perempuan kewenangan pendampingan
9 p Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas jumlah SDM lembaga penyedia Peningkatan Kapasitas jumlah SDM lembaga penyedia
Lembaga Penyedia Layanan Kabupaten ]La anan Perlindunganp g Lembaga Penyedia Kabupaten JLa anan Perlindunganp g
2.08.03.2.03.0008 | Perlindungan Perempuan P Y 9 5 orang 29.299.043,00 | Layanan Perlindungan P Y 9 5 orang 29.299.043,00
K Sambas Perempuan yang mendapatkan Sambas Perempuan yang mendapatkan
ewenangan bimtek Perempuan Kewenangan bimtek
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Penguatan kerjasama Antar Penguatan kerjasama
Lembaga Penyedia Layanan Kabupaten Jumlah kerjasama antar 1 Antar Lembaga Penyedia Kabupaten Jumlah kerjasama antar 1
2.08.03.2.03.0009 | Perlindungan Perempuan P lembaga penyedia layanan 15.695.916,00 | Layanan Perlindungan P lembaga penyedia layanan Dokume 15.695.916,00
Sambas Dokumen Sambas
Kewenangan pemberdayaan perempuan Perempuan Kewenangan pemberdayaan perempuan n
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
1. Pembelajaran Keluarga 10% 1. Pembelajaran Keluarga 10%
(Puspaga) yang Berperspekiif 0 (Puspaga) yang Berperspektif °
Gender dan Hak Anak Sesuai Gender dan Hak Anak Sesuai
PROGRAM PENINGKATAN Kabupaten Standar PROGRAM PENINGKATAN | Kabupaten Standar
2.08.04 KUALITAS KELUARGA Sambas 782.476.073,00 KUALITAS KELUARGA Sambas 782.476.073,00
2. Jumlah keluarga yang 2. Jumlah keluarga yang
mendapatkan pendampingan 110 mendapatkan pendampingan 110
dan pelayanan puspaga dan pelayanan puspaga
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Kode Belanja

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kgglatan/ Lokasi Indikator Kinerja Targlet Pagu Indikatif Program/K_eglatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Targ'et Kebutuhan Dana
subkegiatan Capaian (Rp.) Kegiatan Capaian (Rp.)
Peningkatan Kualitas Peningkatan Kualitas
. Keluarga dalam Jumlah keluarga yang
Keluarga dalam Mewujudkan Kabupaten Jumlah keluarga yang 5 Mewujudkan Kesetaraan Kabupaten mendapatkan edukasi tentang 5
2.08.04.2.01 Kesetaraan _Gender (KG) dan Sambas mendapatkan edukasi tentang keluarga 344.263.754,00 Gender (KG) dan Hak Anak Sambas kesetaraan gender dan hak keluarga 344.263.754,00
Hak Anak Tingkat Daerah kesetaraan gender dan hak anak inak h K
Kabupaten/Kota Tingkat Daeral ana
Kabupaten/Kota
Penguatan kerjasama antar Jumlah kerjasama antar Penguatan kerjasama antar Jumlah kerjasama antar
lembaga dalam peningkatan Kabupaten lembaga dalam peningkatan 1 lembaga dalam peningkatan Kabupaten lembaga dalam peningkatan 1
2.08.04.2.01.0004 | kualitas keluarga Sambpas kualitas keluarga Kewenangan Lembaga 55.082.201,00 | kualitas keluarga Sambpas kualitas keluarga Kewenangan Lembag 55.082.201,00
Kewenangan Provinsi dan Provinsi dan Lintas 9 Kewenangan Provinsi dan Provinsi dan Lintas a
Lintas Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Lintas Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Penyusunan Kebijakan " . Penyusunan Kebijakan . .
mEngenspENN | \cen | v e e | 1 EnQens BENNOISN | e | oo s s |
2.08.04.2.01.0005 | kualitas keluarga P genal pening - 134.262.864,00 | kualitas keluarga P genal pening Kebijaka 134.262.864,00
Sambas keluarga Kewenangan Kebijakan Sambas keluarga Kewenangan
Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota n
Kabupaten/Kota P Kabupaten/Kota p
Advokasi dan sosialisasi Advokasi dan sosialisasi
peningkatan kualitas peningkatan kualitas
keluarga kepada pengambil Jumlah pengambil kebijakan dan keluarga kepada pengambil Jumlah pengambil kebijakan
kebijakan dan pemangku pemangku kepentingan yang kebijakan dan pemangku dan pemangku kepentingan
kepentingan Kewenangan Kabupaten mendapatkan Advokasi dan kepentingan Kewenangan Kabupaten yang mendapatkan Advokasi
2.08.04.2.01.0006 Provinsi dan Lintas Sambas sosialisasi peningkatan kualitas 1 Orang 72.295.388,00 Provinsi dan Lintas Sambas dan sosialisasi peningkatan 1 Orang 72.295.388,00
Kabupaten/Kotaten/kota, keluarga Kewenangan Kabupaten/Kotaten/kota, kualitas keluarga Kewenangan
sesuai dengan kebijakan Kabupaten/Kota sesuai dengan kebijakan Kabupaten/Kota
pembangunan daerah yang pembangunan daerah yang
ditetapkan oleh pemerintah. ditetapkan oleh pemerintah.
proses perumusan kebijakan proses perumusan kebijakan
yang terintegrasi dan berbasis yang terintegrasi dan berbasis
data untuk meningkatkan data untuk meningkatkan
monitoring evaluasi dan dimensi-dimensi kualitas monitoring evaluasi dan dimensi-dimensi kualitas
9 keluarga, termasuk legalitas, 9 keluarga, termasuk legalitas,
pelaporan dalam ketah fisik. ek ] ial pelaporan dalam ketah fisik. ek - ial
peningkatan kualitas Kab eFE I"j‘”?‘“ cliSI & QWOl;nhSOS'a 1 peningkatan kualitas Kab eFE Ianz;m C;S' € (')nlol:r:mc‘i sosial 1
2.08.04.2.01.0007 | keluarga untuk Mewujudkan abupaten | psikologis, dan sosial budaya, 82.623.301,00 | keluarga untuk Mewujudkan | Kabupaten | psikologis, dan sosial budaya, Dokume 82.623.301,00
] Sambas guna menjamin tercapainya Dokumen ) Sambas guna menjamin tercapainya
KG dan Perlindungan Anak KG dan Perlindungan Anak n
K kesetaraan gender dan kesetaraan gender dan
ewenangan - . Kewenangan - -
perlindungan hak anak di tingkat perlindungan hak anak di tingkat
Kabupaten/Kota ; Kabupaten/Kota .
kabupaten/kota, sesuai dengan kabupaten/kota, sesuai dengan
kebijakan pembangunan daerah kebijakan pembangunan daerah
yang ditetapkan oleh yang ditetapkan oleh
pemerintah. pemerintah.
Penguatan dan Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
Pengembangan Lembaga h
A ' Penyedia Layanan '
Penyedia Layanan Jumlah lembaga penyedia : ’ Jumlah lembaga penyedia
Peningkatan Kualitas Kabupaten layanan keluarga dan anak yang 1 Peningkatan Kualitas Kabupaten layanan keluarga dan anak yang 1
2.08.04.2.02 . ) 227.067.583,00 | Keluarga dalam } Lembag 227.067.583,00
Keluarga dalam Mewujudkan | Sambas memperoleh peningkatan Lembaga Mewujudkan KG dan Hak Sambas memperoleh peningkatan a

KG dan Hak Anak yang
Wilayah Kerjanya dalam
Daerah Kabupaten/Kota

kapasitas

Anak yang Wilayah
Kerjanya dalam Daerah
Kabupaten/Kota

kapasitas
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Kode Belanja

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kgglatan/ Lokasi Indikator Kinerja Targlet Pagu Indikatif Program/K_eglatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Targ'et Kebutuhan Dana
subkegiatan Capaian (Rp.) Kegiatan Capaian (Rp.)
monitoring evaluasi dan Jumlah laporan hasil monitoring monitoring evaluasi dan Jumlah laporan hasil monitoring
pelaporan Lembaga . pelaporan Lembaga )
Penyedia Layanan Kabupaten evaluasi dan pelaporan 1 Penyedia Layanan Kabupaten evaluasi dan pelaporan 1
2.08.04.2.02.0004 Peningkatan Kualitas Sambas Lem_baga Penyed!a Layanan Dokumen 52.225.545,00 Peningkatan Kualitas Sambas Lembaga Penyed!a Layanan Dokume 52.225.545,00
Peningkatan Kualitas Keluarga Peningkatan Kualitas Keluarga n
Keluarga Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota Keluarga Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota 9 p Kabupaten/Kota 9 P
Eir:;aemglrcgsgnfnmbaga Jumlah Lembaga Penyedia gizizgg':gignfnmbaga Jumlah Lembaga Penyedia 1
2.08.04.2.02.0005 | Peningkatan Kualitas Kabupaten | Layanan Peningkatan Kualitas 1 36.330.813,00 | Peningkatan Kualitas Kabupaten | Layanan Peningkatan Kualitas | | o0 0 36.330.813,00
Sambas Keluarga yang mendapatkan Lembaga Sambas Keluarga yang mendapatkan
Keluarga Kewenangan endampinaan Keluarga Kewenangan endampingan a
Kabupaten/Kota p ping Kabupaten/Kota P ping
enguatan keriasama antar penguatan kerjasama antar
Eemgbaga Pen)J/ edia Layanan Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Jumlah kerjasama antar 1
2.08.04.2.02.0006 | Peningkatan Kualitas Kabubpaten Iﬁembaﬁa Perl1<yedl!a Lzlié/alnan . t 38.601.489,00 Ilzay?nanlfelnmgkatan Kabubpaten Ilsemlbaga Perlgledl!a LaKyaInan Lembag 38.601.489,00
Keluarga Kewenangan Sambas eningkatan Kualitas Keluarga embaga ualitas Keluarga Sambas eningkatan Kualitas Keluarga a
Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
) . peningkatan kapasitas
Ezngk?ilrﬁaggiztiz anan Jumlah Lembaga Penyedia Lembaga Penyedia Jumlah Lembaga Penyedia 2
'0ag yecia -ay Kabupaten | Layanan Peningkatan Kualitas 2 Layanan Peningkatan Kabupaten | Layanan Peningkatan Kualitas
2.08.04.2.02.0007 | Peningkatan Kualitas 52.225.544,00 . Lembag 52.225.544,00
Keluarga Kewenangan Sambas KeIL_Jarga yang meqdapatkan Lembaga Kualitas Keluarga Sambas Kelqarga yang mendapatkan a
peningkatan kapasitas Kewenangan peningkatan kapasitas
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Advokasi dan Sosialisasi Jumlah Lembaga Penyedia Advokasi dan Sosialisasi Jumlah Lembaga Penyedia
Pengembangan Lembaga Layanan Peningkatan Kualitas Pengembangan Lembaga Layanan Peningkatan Kualitas 2
Penyedia Layanan Kabupaten Keluarga yang mendapatkan 2 Penyedia Layanan Kabupaten Keluarga yang mendapatkan
2.08.04.2.02.0008 Peningkatan Kualitas Sambas advokasi dan sosialisasi Lembaga 47.684.192,00 Peningkatan Kualitas Sambas advokasi dan sosialisasi Len;bag 47.684.192,00
Keluarga Kewenangan pengembangan kewenangan Keluarga Kewenangan pengembangan kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan bagi E(eelr:]);dl’j?jr;ll:r:qyanan bagi
Keluarga dalam Mewujudkan Kabupaten Jenis layanan bagi keluarga 3 Mewu'gdkan KG dan Hak Kabupaten Jenis layanan bagi keluarga 3
2.08.04.2.03 KG dan Hak Anak yang P dalam mewujudkan kesetaraan 161.144.736,00 { ) p dalam mewujudkan kesetaraan 161.144.736,00
- } Sambas Layanan Anak yang Wilayah Sambas Layanan
Wilayah Kerjanya dalam gender dan hak anak Kerianva dalam Daerah gender dan hak anak
Daerah Kabupaten/Kota K al::u p).sllt en/Kota
layanan penjangkauan Jumlah keluarga yang layanan penjangkauan Jumlah keluarga yang
keluarga dalam Mewujudkan Kabupaten mendapatkan layanan keluarga dalam Kabupaten mendapatkan layanan
2.08.04.2.03.0002 KG dan PA Lingkup Sambas penjangkauan Lingkup 2 Orang 82.228.941,00 Mewujudkan KG dan PA Sambas penjangkauan Lingkup 2 Orang 82.228.941,00
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Lingkup Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
’ . layanan rujukan bagi
layanan rujukan bagi ke)quarga dJa lam 9
keluarga dalam Mewujudkan Kabupaten Jumlah keluarga yang Mewujudkan KG dan Kabupaten Jumlah keluarga yang
2.08.04.2.03.0003 | KG dan Perlindungan Anak mendapatkan layanan rujukan 1 Orang 30.617.500,00 - mendapatkan layanan rujukan 1 Orang 30.617.500,00
Sambas Perlindungan Anak yang Sambas

yang Wilayah Kerjanya
Lingkup Kabupaten/Kota

Lingkup Kabupaten/Kota

Wilayah Kerjanya Lingkup
Kabupaten/Kota

Lingkup Kabupaten/Kota
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Kode Belanja

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kgglatan/ Lokasi Indikator Kinerja Targlet Pagu Indikatif Program/K_eglatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Targ'et Kebutuhan Dana
subkegiatan Capaian (Rp.) Kegiatan Capaian (Rp.)
layanan konsultasi dan Jumlah keluarga yang layanan konsultasi dan Jumlah keluarga yang
konseling keluarga dalam Kabupaten mendapatkan layanan konsultasi konseling keluarga dalam Kabupaten mendapatkan layanan
2.08.04.2.03.0004 Mewujudkan KG dan PA Sambas dan konseling Lingkup 1 Orang 87.063.289,00 Mewujudkan KG dan PA Sambas konsultasi dan konseling 1 Orang 37.063.289,00
LingkupKabupaten/Kota Kabupaten/Kota LingkupKabupaten/Kota Lingkup Kabupaten/Kota
Layanan penerimaan Jumlah keluarga yang Layanan penerimaan Jumlah keluarga yang
pengaduan bagi keluarga Kabupaten mendapatkan Layanan pengaduan bagi keluarga Kabupaten mendapatkan Layanan
2.08.04.2.03.0005 dalam Mewujudkan KG dan Sambas penerimaan pengaduan Lingkup 1 Orang 27.394.605,00 dalam Mewujudkan KG dan Sambas penerimaan pengaduan 1 Orang 217.394.605,00
PA Lingkup Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota PA Lingkup Kabupaten/Kota Lingkup Kabupaten/Kota
Layanan bimbingan Jumlah keluarga yang Layanan bimbingan Jumlah keluarga yang
masyarakat keluarga dalam Kabupaten mendapatkan Layanan masyarakat keluarga dalam Kabupaten mendapatkan Layanan
2.08.04.2.03.0006 Mewujudkan KG dan PA Sambas bimbingan masyarakat Lingkup 1 Orang 33.840.395,00 Mewujudkan KG dan PA Sambas bimbingan masyarakat Lingkup 1 Orang 33.840.395,00
Lingkup Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Lingkup Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN Kabupaten 22252: zer 22?;;3;?@ PROGRAM Kabupaten 2235:: Eaerr1n 2?135;2?&1?:[61
2.08.05 SISTEM DATA GENDER P . 55% 156.959.159,00 | PENGELOLAAN SISTEM p . 55% 156.959.159,00
DAN ANAK Sambas Perencanaan, Evaluasi dan/atau DATA GENDER DAN ANAK Sambas Perencanaan, Evaluasi dan/atau
Penyusunan Kebijakan Penyusunan Kebijakan
Pengumpulan, Pengolahan Pengumpulan, Pengolahan
Analisis dan Penyajian Data Analisis dan Penyajian Data
2.08.05.2.01 Gender dan Anak Da!am Kabupaten Jumlah data pendukung terkait 1 Data 156.959.159,00 Gender dan Anak Da!am Kabupaten Jumlah data pendukung terkait 1 Data 156.959.159,00
Kelembagaan Data di Sambas profil gender dan anak Kelembagaan Data di Sambas profil gender dan anak
Tingkat Daerah Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Penyediaan, Penyajian, dan Kabupaten Jumlah Dokumen Data Gender 1 Penyediaan, Penyajian, dan Kabupaten Jumlah Dokumen Data Gender 1
2.08.05.2.01.0003 | Pemanfaatan Data Gender P dan Anak Kabupaten/Kota yang 53.366.114,00 | Pemanfaatan Data Gender P dan Anak Kabupaten/Kota yang Dokume 53.366.114,00
Sambas ) Dokumen Sambas ’
dan Anak Kabupaten/Kota Tersedia dan Anak Kabupaten/Kota Tersedia n
Advokasi dan penguatan Jumlah stakeholder yang Advokasi dan penguatan Jumlah stakeholder yang 1
jejaring lintas sektor dalam Kabupaten diadvokasi dan berpartisipasi 1 jejaring lintas sektor dalam Kabupaten diadvokasi dan berpartisipasi
2.08.05.2.01.0004 penyediaan data gender dan Sambas dalam penyediaan data gender Lembaga 54.935.706,00 penyediaan data gender Sambas dalam penyediaan data gender Len;bag 54.935.706,00
anak dna anak dan anak dna anak
Penguatan dan peningkatan Jumlah dokumen hasil Penguatan dan peningkatan Jumlah dokumen hasil
kualitas data kekerasan penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan penguatan dan peningkatan 1
terhadap perempuan dan Kabupaten kualitas data kekerasan 1 terhadap perempuan dan Kabupaten kualitas data kekerasan
2.08.05.2.01.0005 anak hasil pencatatan dan Sambas terhadap perempuan dan anak Dokumen 48.657.339,00 anak hasil pencatatan dan Sambas terhadap perempuan dan anak Dok:me 48.657.339,00
pelaporan melalui Simfoni hasil pencatatan dan pelaporan pelaporan melalui Simfoni hasil pencatatan dan pelaporan
PPA melalui Simfoni PPA PPA melalui Simfoni PPA
PROGRAM PEMENUHAN Kabupaten Indeks Pemenuhan Hak Anak PROGRAM PEMENUHAN Kabupaten Indeks Pemenuhan Hak Anak
2.08.06 HAK ANAK (PHA) Sambas (IPHA) 61,76 627.836.634,00 HAK ANAK (PHA) Sambas (IPHA) 61,76 627.836.634,00
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Kode Belanja

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kggiatan/ Lokasi Indikator Kinerja Targlet Pagu Indikatif Program/Kggiatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Targ'et Kebutuhan Dana
subkegiatan Capaian (Rp.) Kegiatan Capaian (Rp.)
Pelembagaan PHA pada Pelembagaan PHA pada
Lembaga Pemerintah, Lembaga Pemerintah,
2.08.06.2.01 Nonpemerintah, dan Dunia gg?n“bp:;e” ﬂel‘r’g‘;rt‘uiembaga PHA yang 35 Unit 156.959.158,00 | Nonpemerintah, dan Dunia g:kr’n“bp:;e” f:rg‘éirt‘utembaga PHA yang 35 Unit 156.959.158,00
Usaha Kewenangan Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Jumlah pemangku kepentingan Jumlah pemangku kepentingan
Advokasi dan sosialisasi tingkat kabupaten/kota yang Advokasi dan sosialisasi tingkat kabupaten/kota yang
Pelaksanaan Kebijakan mendapatkan advokasi dan Pelaksanaan Kebijakan mendapatkan advokasi dan
Pemenuhan Hak Anak pada Kabupaten sosialisasi Pelaksanaan 31 Pemenuhan Hak Anak pada Kabupaten sosialisasi Pelaksanaan 31
2.08.06.2.01.0003 | Lembaga Pemerintah, Non Sambas Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Lembaga 32.961.423,00 | Lembaga Pemerintah, Non Sambas Kebijakan Pemenuhan Hak Lembag 32.961.423,00
Pemerintah, Media dan pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Anak pada Lembaga a
Dunia Usaha Kewenangan Pemerintah, Media dan Dunia Dunia Usaha Kewenangan Pemerintah, Non Pemerintah,
Kabupaten/Kota Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Media dan Dunia Usaha
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
- . jumlah SDM OPD kab/kota yang Lo . jumlah SDM OPD kab/kota yang
Bimbingan Tekms__ mendapatkan bimtek Bimbingan TEKn'S.. mendapatkan bimtek
Pelaksanaan Kebijakan Pelak Kebiiak Pelaksanaan Kebijakan Pelak Kebiiak
Pemenuhan Hak Anak pada elaksanaan sebljakan Pemenuhan Hak Anak pada elaksanaan Kebljakan
2.08.06.2.01.0004 | Lembaga Pemerintah, Non gabupaten Pemenuhan Hak_Anak pada 25 Orang 54.935.705,00 | Lembaga Pemerintah, Non Kabupaten Pemenuhan Hak‘Anak pada 25 54.935.705,00
: . ambas Lembaga Pemerintah, Non : ] Sambas Lembaga Pemerintah, Non Orang
Pemerintah, Media dan Pemerintah, Media dan Dunia Pemerintah, Media dan Pemerintah, Media dan Dunia
Dunia Usaha Kewenangan ! Dunia Usaha Kewenangan !
Kabupaten/Kota Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Pendampingan jumlah OPD kab/kota yang Pendampingan jumlah OPD kab/kota yang
Penyelenggaraan mendapatkan pendampingan Penyelenggaraan mendapatkan pendampingan
Pelaksanaan Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan 5
Pemenuhan Hak Anak pada Kabupaten Pemenuhan Hak Anak pada 5 Pemenuhan Hak Anak pada | Kabupaten Pemenuhan Hak Anak pada
2.08.06.2.01.0005 Lembaga Pemerintah, Non Sambas Lembaga Pemerintah, Non Lembaga 81.391.832,00 Lembaga Pemerintah, Non Sambas Lembaga Pemerintah, Non Lembag 31.391.832,00
Pemerintah, Media dan Pemerintah, Media dan Dunia Pemerintah, Media dan Pemerintah, Media dan Dunia a
Dunia Usaha Kewenangan Usaha Kewenangan Dunia Usaha Kewenangan Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Monitoring, Evaluasi, dan iumlah dokumen hasil monitorin Monitoring, Evaluasi, dan jumlah dokumen hasil
Pelaporan Pelaksanaan J('j" an dokumen hasii monitoring Pelaporan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi
Kebijakan Pemenuhan Hak an f:zvalua5| Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Pelaksanaan Kebijakan
Kebijakan Pemenuhan Hak Anak
2.08.06.2.01.0006 é”ak pada Lembaga Kabupaten | 12 | embaga Pemerintah, Non 1 37.670.198,00 | Anak pada Lembaga Kabupaten | Pemenuhan Hak Anak pada 1 37.670.198,00
emerintah, Non Sambas Pemerintah. Media dan Dunia Laporan Pemerintah, Non Sambas Lembaga Pemerintah, Non Laporan
Pemerintah, Media dan i Pemerintah, Media dan Pemerintah, Media dan Dunia
h Usaha Kewenangan B
Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Dunia Usaha Kewenangan Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Penguatan dan Penguatan dan
Pengembangan Lembaga Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Jumlah Kegiatan Penguatan dan
Penyedia Layanan Kabupaten Pengembangan Lembaga 2 Penyedia Layanan Kabupaten Pengembangan Lembaga 2
2.08.06.2.02 Peningkatan Kualitas Hidup Sambas Penyedia Layanan Peningkatan kegiatan 470.877.476,00 Peningkatan Kualitas Hidup Sambas Penyedia Layanan Peningkatan kegiatan 470.877.476,00
Anak Kewenangan Kualitas Hidup Anak Anak Kewenangan Kualitas Hidup Anak
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Kabupaten jumlah SDM lembaga penyedia Peningkatan Kapasitas Kabupaten jumlah SDM lembaga penyedia 50
2.08.06.2.02.0005 | lembaga penyedia layanan Sambas layanan Peningkatan Kualitas 50 Orang 141.263.244,00 | lembaga penyedia layanan Sambas layanan Peningkatan Kualitas orang 141.263.244,00

Peningkatan Kualitas Hidup

Hidup Anak Kewenangan

Peningkatan Kualitas Hidup

Hidup Anak Kewenangan
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Kode Belanja

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kgglatan/ Lokasi Indikator Kinerja Targlet Pagu Indikatif Program/K_eglatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Targ'et Kebutuhan Dana
subkegiatan Capaian (Rp.) Kegiatan Capaian (Rp.)
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang
Kabupaten/Kota mendapatkan bimtek Kabupaten/Kota mendapatkan bimtek
penguatan kerjasama antar Jumlah kerjasama antar penguatan kerjasama antar Jumlah kerjasama antar
lembaga penyedia layanan Kabupaten lembaga penyedia layanan 3 lembaga penyedia layanan Kabupaten lembaga penyedia layanan 3
2.08.06.2.02.0006 | Peningkatan Kualitas Hidup Sambpas Peningkatan Kualitas Hidup Dokumen 70.631.621,00 | Peningkatan Kualitas Hidup Sambpas Peningkatan Kualitas Hidup Dokume 70.631.621,00
Anak Kewenangan Anak Kewenangan Anak Kewenangan Anak Kewenangan n
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Advokasi dan sosialisasi lah | I Advokasi dan sosialisasi lah | "
penguatan dan IJum a emb'agi penyedlall‘ penguatan dan IJum a emb_agi penyedlall.
percembangsn a0 | i | Mo o | 2 perembangsn e | e | ot o | L2
2.08.06.2.02.0007 | penyedia layanan P P gkat p ) 75.340.396,00 | penyedia layanan P P gKat p ) Lembag 75.340.396,00
Peningkatan Kualitas Hidu Sambas yang mendapatkan advokasi dan | Lembaga Peningkatan Kualitas Hidu Sambas yang mendapatkan advokasi a
Anak Eewenan an P sosialisasi (lembaga pemerintah Anak &ewenan an P dan sosialisasi (lembaga
Kabupaten/Kotag dan non pemerintah) Kabupaten/Kotg pemerintah dan non pemerintah)
monitoring evaluasi dan jumlah dokumen hasil monitoring monitoring evaluasi dan Jumlgh (_jokumen hasil ]
pelaporan penguatan dan . pelaporan penguatan dan monitoring dan evaluasi
pengembangan lembaga Kabupaten dzﬂ egritj::' gsrrgrtrj]?)t:nadan pengembangan lembaga Kabunaten penguatan dan pengembangan 1
2.08.06.2.02.0008 | penyedia layanan P pengem 9 9 1 Laporan 89.466.720,00 | penyedia layanan P lembaga penyedia layanan 89.466.720,00
Peningkatan Kualitas Hidu Sambas penyedia layanan Peningkatan Peningkatan Kualitas Hidu Sambas Peningkatan Kualitas Hidu Laporan
9 P Kualitas Hidup Anak ) P 9 P
Anak Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota Anak Kewenangan Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota 9 p Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
pendampingan penguatan ) . pendampingan penguatan . h
e e es | 17
2.08.06.2.02.0009 | Penvedialayanan Kabupaten |\ iy 5" Anak Kewenangan L 94.175.495,00 | '6mbaga penyedia layanan | Kabupaten |\ iy " Anak Kewenangan Lembag 94.175.495,00
Peningkatan Kualitas Hidup Sambas Kabupaten/Kota yang Lembaga Peningkatan Kualitas Hidup Sambas Kabupaten/Kota yang a
Anak Kewenangan ) Anak Kewenangan )
Kabupaten/Kota mendapatkan pendampingan Kabupaten/Kota mendapatkan pendampingan
1. Persentase Anak Memerlukan 100% 1. Persentase Anak Memerlukan 100%
Perlindungan Khusus yang Perlindungan Khusus yang
Mendapatkan Layanan Mendapatkan Layanan
Komprehensif Komprehensif
PROGRAM Kabupaten 2. Persentase anak PROGRAM Kabupaten 2. Persentase anak
2.08.07 PERLINDUNGAN KHUSUS Sambpas korban kekerasan 100% 523.197.195,00 | PERLINDUNGAN KHUSUS Sambpas korban kekerasan 100% 523.197.195,00
ANAK yang mendapatkan ANAK yang mendapatkan
layanan layanan
komprehensif komprehensif
3. Indeks Perlindungan Khusus 3. Indeks Perlindungan Khusus
Anak (IPKA) 68,29 Anak (IPKA) 68,29
Pencegahan Kekerasan Pencegahan Kekerasan
Terhadap Anak yang " Terhadap Anak yang . 1
2.08.07.2.01 Melibatkan para Pihak Kabupaten | Jumlah Kebijakan Pencegahan 1 209.278.878,00 | Melibatkan para Pihak Kabupaten | Jumlah Kebijakan Pencegahan | 1\, me | 200.278.878,00
Samb Kek Terhadap Anak dok Samb Keki Terhadap Anak
Lingkup Daerah ambas ekerasan Terhadap Ana okumen Lingkup Daerah ambas ekerasan Terhadap Anal n
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
koordinasi dan sinkronisasi jumlah dokumen hasil koordinasi koordinasi dan sinkronisasi jumlah dokumen hasil koordinasi >
2.08.07.2.01.0006 pencegahan kekerasan Kabupaten dan sinkronisasi pencegahan 2 31.391.832,00 pencegahan kekerasan Kabupaten dan sinkronisasi pencegahan Dokume 31.391.832,00
terhadap anak kewenangan Sambas kekerasan terhadap anak Dokumen terhadap anak kewenangan Sambas kekerasan terhadap anak n

kabupaten/kota

kewenangan kabupaten/kota

kabupaten/kota

kewenangan kabupaten/kota
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Kode Belanja

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kgglatan/ Lokasi Indikator Kinerja Targlet Pagu Indikatif Program/K_eglatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Targ'et Kebutuhan Dana
subkegiatan Capaian (Rp.) Kegiatan Capaian (Rp.)
Advokasi dan sosialisasi . " Advokasi dan sosialisasi . .
pencegahan i epac e 1 pencegatan KiA kepad i bt enieen |
2.08.07.2.01.0007 | Pengambil kebijakan dan Kabupaten | o, japatian Advokasi dan 2 27.206.254,00 | Pengambil kebijakan dan Kabupaten | /. "mendapatkan Advokasi Kegiata 27.206.254,00
pemangku kepentingan Sambas e Kegiatan pemangku kepentingan Sambas SR
sosialisasi pencegahan KtA dan sosialisasi pencegahan KtA n
Kewenangan tingkatKab/Kota Kewenangan tingkatKab/Kota
Kabupaten/Kota 9 Kabupaten/Kota 9
monitoring evaluasi dan monitoring evaluasi dan iumlah dokumen hasil
pelaporan dalam Kabupaten jumlah dokumen hasil monitoring pelaporan dalam Kabupaten Jmonitorin dan evaluasi 1
2.08.07.2.01.0008 | pencegahan KtA Sambpas dan evaluasi pencegahan KtA 1 Laporan 29.299.043,00 | pencegahan KtA Sambpas ence ahgan KtA Kewenangan Laporan 29.299.043,00
Kewenangan Kewenangan Kab/Kota Kewenangan Eab/tha 9 p
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Kerjasama para pihak dalam . ) Kerjasama para pihak . .
Jumlah Kerjasama para pihak Jumlah Kerjasama para pihak 10
pencegahan KtA Kabupaten 10 dalam pencegahan KtA Kabupaten
2.08.07.2.01.0009 Kewenangan Sambas dalam pencegahan KtA Dokumen 25.113.465,00 Kewenangan Sambas dalam pencegahan KtA Dokume 25.113.465,00
Kewenangan Kab/Kota Kewenangan Kab/Kota n
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Peningkatan kapasitas Peningkatan kapasitas
kepada SDM yang terkait Kabupaten ‘I]DL«Jer:ilr? hkitDa’xI Izl: n;;s?:sndapat kepada SDM yang terkait Kabupaten ‘F]>L<Jer:1ﬂli|: hkf\g\r{| Izlaa ngszp;sndapat 80
2.08.07.2.01.0010 | langsung pencegahan KtA S bp 9 " p 80 Orang 41.855.776,00 | langsung pencegahan KiA | ¢ b” 9 . p o 41.855.776,00
Kewenangan ambas per;(/:ega an KtA Kewenangan Kewenangan ambas per;;ega an KtA Kewenangan rang
Kabupaten/Kota Kab/Kota Kabupaten/Kota Kab/Kota
Penyusunan kebijakan . Penyusunan kebijakan .
Jumlah kebijakan pencegahan Jumlah kebijakan pencegahan 1
2.08.07.2.01.0011 | Pencegahan KIA (Strada, Kabupaten | 1x (strada, RAD) Kewenangan 1 54.412.508,00 | Pencegahan KiA (Strada, Kabupaten |\ x (Strada, RAD) Kewenangan | Kebijaka 54.412.508,00
RAD) Kewenangan Sambas Kab/kota Kebijakan RAD) Kewenangan Sambas Kab/kota n
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan bagi I Penyediaan Layanan bagi I
Perlindungan Khusus yang Kabupaten ) Perlindungan Khusus yang Kabupaten ; 45
2.08.07.2.02 Memerlukan Koordinasi Sambas Perllndlurllgan Khus_us yang ) 45 orang 183.119.018,00 Memerlukan Koordinasi Sambas Perllndlunkgan Khus_us yang ) orang 183.119.018,00
Tingkat Daerah Meme;]u al? Koord/lna5| Tingkat Tingkat Daerah Meme;]u akr; Koord;na5| Tingkat
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
Layanan Pengaduan atau Jumlah Anak Korban Kekerasan Layanan Pengaduan atau Jumlah Anak Korban Kekerasan
Penjangkauan bagi Anak Kabupaten yang mendapatkan Layanan Penjangkauan bagi Anak Kabupaten yang mendapatkan Layanan 45
2.08.07.2.02.0008 Korban Kekerasan Tingkat Sambas Pengaduan atau Penjangkauan 45 Orang 23.805.474,00 Korban Kekerasan Tingkat Sambas Pengaduan atau Penjangkauan Orang 23.805.474,00
Kabupaten/Kota korban Tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota korban Tingkat Kabupaten/Kota
layanan pendampingan Jumlah Anak Korban yang layanan pendampingan Jumlah Anak Korban yang
tenaga ahli bagi Anak Korban | Kabupaten mendapatkan Layanan tenaga ahli bagi Anak Kabupaten mendapatkan Layanan 45
2.08.07.2.02.0009 Kekerasan Tingkat Sambas Pengaduan atau Penjangkauan 45 Orang 23.805.472,00 Korban Kekerasan Tingkat Sambas Pengaduan atau Penjangkauan Orang 23.805.472,00
Kabupaten/Kota bagi Tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota bagi Tingkat Kabupaten/Kota
layanan medikolegal bagi Jumlah Anak Korban Kekerasan layanan medikolegal bagi Jumlah Anak Korban Kekerasan
2.08.07.2.02.0010 | Anak Korban Kekerasan Kabupaten | yang mendapatkan Layanan 3 Orang 23.805.472,00 | Anak Korban Kekerasan Kabupaten | yang mendapatkan Layanan 3 Orang 23.805.472,00
Tingkat Kabupaten/Kota Sambas Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota Sambas Pengaduan atau Penjangkauan
9 P Tingkat Kabupaten/Kota 9 p Tingkat Kabupaten/Kota
layanan gelar kasus bagi Kabupaten Jumlah Anak Korban Kekerasan layanan gelar kasus bagi Kabupaten Jumlah Anak Korban Kekerasan
2.08.07.2.02.0011 | Anak Korban Kekerasan Sambpas yang mendapatkan layanan 2 Orang 23.805.472,00 | Anak Korban Kekerasan Sambpas yang mendapatkan layanan 2 Orang 23.805.472,00

Tingkat Kabupaten/Kota

gelar kasus bagi Perempuan

Tingkat Kabupaten/Kota

gelar kasus bagi Perempuan
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Kode Belanja

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kgglatan/ Lokasi Indikator Kinerja Targlet Pagu Indikatif Program/Kgglatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Targ'et Kebutuhan Dana
subkegiatan Capaian (Rp.) Kegiatan Capaian (Rp.)
Korban Kekerasan Tingkat Korban Kekerasan Tingkat
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Jumlah Anak Korban Kekerasan | Jumlah Anak Korban Kekerasan
i ayanan rumah
layanan rumah perlindungan yang mendapatkan layanan ] ) yang mendapatkan layanan
) Kabupaten ] A perlindungan bagi Anak Kabupaten B h
2.08.07.2.02.0012 | bagi Anak Korban Kekerasan Sambas rumah perlindungan bagi 1 Orang 18.311.902,00 Korban Kekerasan Tingkat Sambas rumah perlindungan bagi 1 Orang 18.311.902,00
Tingkat Kabupaten/Kota Perempuan Korban Kekerasan Kabunaten/Kota 9 Perempuan Korban Kekerasan
Tingkat Kabupaten/Kota P Tingkat Kabupaten/Kota
Layanan pendampingan Jumlah Anak Korban Kekerasan Layanan pendampingan Jumlah Anak Korban Kekerasan
korban bagi Anak Korban Kabupaten yang mendapatkan korban bagi Anak Korban Kabupaten yang mendapatkan 45
2.08.07.2.02.0013 Kekerasan Tingkat Sambas pendampingan korban Tingkat 45 Orang 23.805.472,00 Kekerasan Tingkat Sambas pendampingan korban Tingkat Orang 23.805.472,00
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
layanan kesehatan yang layanan kesehatan yang
tidak dijamin BPJS, Jumlah Anak Korban yang tidak dijamin BPJS, Jumlah Anak Korban yang
Jamkesda, dan sumber Kabupaten mendapatkan Layanan Jamkesda, dan sumber Kabupaten mendapatkan Layanan
2.08.07.2.02.0014 pendanaan lainnya bagi Sambas Pengaduan atau Penjangkauan 2 Orang 23.805.472,00 pendanaan lainnya bagi Sambas Pengaduan atau Penjangkauan 2 Orang 23.805.472,00
Anak Korban Kekerasan tingkat Daerah Kabupaten/Kota Anak Korban Kekerasan tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Tingkat Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota
layanan spesifik untuk Jumlah Anak Korban Kekerasan layanan spesifik untuk Jumlah Anak Korban Kekerasan
pemulihan korban bagi Anak Kabupaten yang mendapatkan layanan pemulihan korban bagi Kabupaten yang mendapatkan layanan 45
2.08.07.2.02.0015 Korban Kekerasan Tingkat Sambas spesifik untuk pemulihan korban 45 Orang 21.974.282,00 Anak Korban Kekerasan Sambas spesifik untuk pemulihan korban Orang 21.974.282,00
Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota
Penguatan dan Egzgg;tggnd?n Lembaga
Pengembangan Lembaga Jumlah Lembaga Penyedia Pensedia La%/anan bagig Jumlah Lembaga Penyedia
2.08.07.2.03 Penyedia Layanan bagi Anak | Kabupaten Layanan bagi Anak yang 17 130.799.299,00 | Anak yang Memerlukan Kabupaten Layanan bagi Anak yang 17 130.799.299,00
yang Memerlukan Sambas Memerlukan Perlindungan lembaga Perli Sambas Memerlukan Perlindungan lembaga
: ) erlindungan Khusus
Perlindungan Khusus Tingkat Khusus . Khusus
Tingkat Daerah
Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Pengembangan KIE Pengembangan KIE
(komunikasi, informasi, dan . (komunikasi, informasi, dan . 2
p h Kabupaten Jumlah KIE Perlindungan 2 - h Kabupaten Jumlah KIE Perlindungan
2.08.07.2.03.0007 | edukasi) perllndungan Sambas khusus anak Dokumen 20.927.887,00 | edukasi) perlmdungan Sambas khusus anak Dokume 20.927.887,00
khusus anak tingkat daerah khusus anak tingkat daerah n
kabupaten/kota kabupaten/kota
koordinasi dan sinkronisasi jumlah dokumen hasil koordinasi koordinasi dan sinkronisasi jumlah dokumen hasil koordinasi
penguatan jejaring antar dan sinkronisasi penguatan penguatan jejaring antar dan sinkronisasi penguatan 1
lembaga penyedia layanan Kabupaten jejaring antar lembaga penyedia 1 lembaga penyedia layanan Kabupaten jejaring antar lembaga penyedia
2.08.07.2.03.0009 anak yang memerlukan Sambas layanan anak yang memerlukan Dokumen 17.003.909,00 anak yang memerlukan Sambas layanan anak yang memerlukan Dok:me 17.003.909,00

perlindungan khusus tingkat
daerah kabupaten/kota

perlindungan khusus tingkat
daerah kabupaten/kota

perlindungan khusus tingkat
daerah kabupaten/kota

perlindungan khusus tingkat
daerah kabupaten/kota
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Kode Belanja

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kgglatan/ Lokasi Indikator Kinerja Targlet Pagu Indikatif Program/K_eglatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Targ'et Kebutuhan Dana
subkegiatan Capaian (Rp.) Kegiatan Capaian (Rp.)
monitoring evaluasi dan jumlah dokumen hasil monitoring mecigltgg}? egr?lt?;;g%nan jumlah dokumen hasil
pelaporan penguatan dan dan evaluasi penguatan dan geng;)embaﬁgag lembaga monitoring dan evaluasi
pengembangan lembaga Kabupaten pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak | Kabupaten penguatan dan pengembangan 1
.08.07.2.03. penyedia layanan bagi Anal penyedia bagi Anak yang aporan .619.895, embaga penyedia bagi Anal .619.895,
2.08.07.2.03.0010 dia | bagi Anak dia bagi Anak 1L 19.619.895,00 lemb dia bagi Anak 19.619.895,00
Sambas - yang Memerlukan Sambas 7 Laporan
yang Memerlukan Memerlukan Perlindungan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Perlindungan
Perlindungan Khusus Tingkat Khusus Tingkat Daerah Tinakat ngierah Khusus Tingkat Daerah
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kat?upaten /Kota Kabupaten/Kota
Jumlah Lembaga penyedia . . Jumlah Lembaga penyedia
Advokasi dan sosialisasi layanan bagi Anak yang Ag:ol;gts;gzr;:osmhsaa layanan bagi Anak yang
penguatan dan Memerlukan Perlindungan pengemban an lembaga Memerlukan Perlindungan
pengembangan lembaga Kabupaten Khusus Tingkat Daerah 1 pengedia Iaganan ba igAnak Kabupaten Khusus Tingkat Daerah 1
.08.07.2.03. penyedia layanan bagi Anal abupaten/Kota tingkat .003.909, abupaten/Kota tingkat embag .003.909,
2.08.07.2.03.0011 dia | bagi Anak | &% Kab /Kota tingk Lembaga 17.003.909,00 | DY e O o 0 Sambas Kab /Kota tingk Lemb 17.003.909,00
yang Memerlukan Kabupaten/Kota yang 9 )I:l’erlgi]ndun an Khusus Kabupaten/Kota yang a
Perlindungan Khusus Tingkat mendapatkan advokasi dan Tinakat D?ierah mendapatkan advokasi dan
aerah Kabupaten/Kota sosialisasi (lembaga pemerintal sosialisasi (lembaga pemerintal
D h Kab /K ialisasi (lemb intah Kat?u aten/Kota ialisasi (lemb intah
dan non pemerintah) P dan non pemerintah)
penguatan kerjasama antar Jumlah kerjasama antar lrg:g;a;anekr:ar&?:r:;a ::;ir Jumlah kerjasama antar
embaga penyedia layanan embaga penyedia layanan bagi - embaga penyedia layanan bagi
lemb dia | Kabupaten lemb dia | bagi 1 bagi A%akp aﬁ ¢ Kabupaten lemb dia | bagi 1
.08.07.2.03. agi Anak yang Memerlukan nak yang Memerlukan .003.909, . nak yang Memerlukan okume .003.909,
2.08.07.2.03.0012 | bagi Anak yang Memerluk Sambpas Anak yang Memerluk Dokumen 17.003.909,00 Mé”merlukaﬁ P%mndun an Sambpas Anak yang Memerluki Dok 17.003.909,00
Perlindungan Khusus Tingkat Perlindungan Khusus Tingkat Khusus Tinakat Daerar? Perlindungan Khusus Tingkat n
Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten /?<ota Daerah Kabupaten/Kota
Peninakatan Kapasitas jumlah SDM lembaga penyedia Peningkatan Kapasitas jumlah SDM lembaga penyedia
Iembagga penyet?ia layanan layanan bagi Anak yang lembaga penyedia layanan layanan bagi Anak yang
2.08.07.2.03.0013 | bagi Anak yang Memerlukan | Kabupaten | Memerlukan Perlindungan 20 Orang 22.235.881,00 | Padi Anakyang Kabupaten | Memerlukan Perlindungan 20 22.235.881,00
perli ) Sambas Khusus Tingkat Daerah Memerlukan Perlindungan Sambas Khusus Tingkat Daerah Orang
erlindungan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota yang Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang
Daerah Kabupaten/Kotai . h "
mendapatkan bimtek Kabupaten/Kotai mendapatkan bimtek
pendampingan penguatan jumlah lembaga penyedia zzgdaemnpglrgzr;r?e:r?uatan jumlah lembaga penyedia
dan pengembangan lembaga layanan bagi Anak yang Iembggfpenyed?a layanan layanan bagi Anak yang 2
2.08.07.2.03.0014 | Penyedia layanan bagi Anak | Kabupaten | Memerlukan Perlindungan 2 17.003.909,00 | bagi Anak yang Kabupaten | Memerlukan Perlindungan Lembag 17.003.909,00
yang Memerlukan Sambas Khusus Tingkat Daerah Lembaga Memerlukan Perlindungan Sambas Khusus Tingkat Daerah a
Perlindungan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota yang Khusus Tinakat Daerar? Kabupaten/Kota yang
Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan pendampingan Kabupaten/?(ota mendapatkan pendampingan
1. Indeks Pembangunan 59,81 1. Indeks Pembangunan 59,81
. Berwawasan Kependudukan . Berwawasan Kependudukan
S.2. Meningkatnya Kabupaten (IPBK) S.2. Meningkatnya Kabupaten (IPBK)
Sasaran pembangunan berwawasan Sambas 7.115.481.856,00 | pembangunan berwawasan Sambas 7.115.481.856,00
kependudukan dan keluarga 2. Indeks Pembangunan kependudukan dan keluarga 2. Indeks Pembangunan
Keluarga (iBangga) 62,16 Keluarga (iBangga) 62,16
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Kode Belanja

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kgglatan/ Lokasi Indikator Kinerja Targlet Pagu Indikatif Program/Kgglatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Targ'et Kebutuhan Dana
subkegiatan Capaian (Rp.) Kegiatan Capaian (Rp.)
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENGENDALIAN Kabupaten BIDANG PENGENDALIAN Kabupaten
2.14 PENDUDUK DAN Sambas 7:115.481.856,00 | pENDUDUK DAN Sambas 7:115.481.856,00
KELUARGA BERENCANA KELUARGA BERENCANA
2,33
2,33 jiwa jiwa
1. Angka Kelahiran Total Total éeﬁi?i?szii r';g}aggg; Total Total
Fertility finte/ TFR) Y
. . 28,68 per 2. Angka Kelahiran Remaja 28,68
PROGRAM Kabupaten 6 rﬁSrgfglKg':i‘zgﬁg &ergas’aecmc 1000 wus PROGRAM Kabupaten | Umur 15-19 Tahun (Age per
2.14.02 PENGENDALIAN Sambpas NertiliJ State/ASER 1%-19‘) 15-19 1.883.509.903,00 | PENGENDALIAN Sambpas Specific NertiliJ State/ASFR 15- 1000 1.883.509.903,00
PENDUDUK tahun PENDUDUK 19 wus 15-
. 19 tahun
3 Propors_l Kebutuhan Kb Yang 3. Proporsi Kebutuhan Kb Yang
Terpenuhi Menurut Alat/Cara Kb hi at/ b
Modern (Demand Satisfied) Terpenuhi Menurut A_a _Cara K
Modern (Demand Satisfied)
85,8%
85,8%
Pemaduan dan Sinkronisasi Pemaduan dan Sinkronisasi
Kebijakan Pem?”ntah Cakupan penyelenggaraan kerja Kebijakan Pemer'mah Cakupan penyelenggaraan kerja
Daerah Provinsi dengan Kabupaten sama pendidikan kependudukan 19 Daerah Provinsi dengan Kabupaten sama pendidikan kependudukan 19
2.14.02.2.01 Pemerintah Daerah o e fo e ora, dokumen 1.035.930.447,00 | Pemerintah Daerah A e fo e formn | dokume | 1.085.930.447,00
Kabupaten/Kota dalam vut ) ! Kabupaten/Kota dalam vt ! n
: dan informal - dan informal
rangka Pengendalian rangka Pengendalian
Kualitas Penduduk Kualitas Penduduk
Implementasi Pendidikan Jumlah pelaksanaan Pendidikan Implementasi Pendidikan Jumlah pelaksanaan Pendidikan
Kependudukan Jalur Informal | Kabupaten Kependudukan Jalur Informal di 5 Kependudukan Jalur Kabupaten Kependudukan Jalur Informal di 5
2.14.02.2.01.0016 R ; . 88.054.086,00 | Informal di Kelompok X dokume 88.054.086,00
di Kelompok Kegiatan Sambas Kelompok Kegiatan Masyarakat dokumen - Sambas Kelompok Kegiatan Masyarakat
) ) Kegiatan Masyarakat : n
Masyarakat Binaan Binaan ) Binaan
Binaan
Pelaksanaan Sarasehan Kabupaten Jumlah pelaksanaan Sarasehan 20 Pelaksanaan Sarasehan Kabupaten Jumlah pelaksanaan Sarasehan 20
2.14.02.2.01.0017 | Hasil Pemutakhiran Data P Hasil Pemutakhiran Data 88.054.088,00 | Hasil Pemutakhiran Data P Hasil Pemutakhiran Data 88.054.088,00
Sambas Laporan Sambas Laporan
Keluarga Keluarga Keluarga Keluarga
Jumlah Laporan Rapat Jumlah Laporan Rapat
Pelaksanaan Rapat Kabupaten Pengendalian Program Bangga Pelaksanaan Rapat Kabupaten Pengendalian Program Bangga 6
2.14.02.2.01.0023 | Pengendalian Program p Kencana (Pembangunan 6 Laporan 82.874.436,00 | Pengendalian Program p Kencana (Pembangunan 82.874.436,00
Sambas Sambas Laporan
Bangga Kencana Keluarga, Kependudukan, dan Bangga Kencana Keluarga, Kependudukan, dan
Keluarga Berencana) Keluarga Berencana)
Penyusunan Grand Design Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar penyusunan Grand Design Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar 1
Pembangunan Kabupaten N - 1 Pembangunan Kabupaten : :
2.14.02.2.01.0025 yang telah disusun Tingkat 88.054.088,00 yang telah disusun Tingkat dokume 88.054.088,00
Kependudukan (GDPK) Sambas dokumen Kependudukan (GDPK) Sambas
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota n

Tingkat Kabupaten/Kota

Tingkat Kabupaten/Kota
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Kode Belanja

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kggiatan/ Lokasi Indikator Kinerja Targlet Pagu Indikatif Program/K_egiatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Targ'et Kebutuhan Dana
subkegiatan Capaian (Rp.) Kegiatan Capaian (Rp.)
Advokasi, Sosialisasi dan Jumlah dokumen advokasi, Advokasi, Sosialisasi dan Jumlah dokumen advokasi,
Fasilitasi Pelaksanaan Sosialisasi dan Fasilitasi Fasilitasi Pelaksanaan Sosialisasi dan Fasilitasi
Pendidikan Kependudukan Kabupaten Pelaksanaan Pendidikan 5 satuan Pendidikan Kependudukan Kabupaten Pelaksanaan Pendidikan 5 satuan
2.14.02.2.01.0027 | Jalur Formal di Satuan Sambas Kependudukan Jalur Formal di pendidika 82.874.436,00 | Jalur Formal di Satuan Sambas Kependudukan Jalur Formal di pendidik 82.874.436,00
Pendidikan Jenjang SD/MI Satuan Pendidikan Jenjang n Pendidikan Jenjang SD/MI Satuan Pendidikan Jenjang an
dan SLTP/MTS, serta Jalur SD/MI dan SLTP/MTS, serta dan SLTP/MTS, serta Jalur SD/MI dan SLTP/MTS, serta
Nonformal dan Informal Jalur Nonformal dan Informal Nonformal dan Informal Jalur Nonformal dan Informal
Advokasi tentang Jumlah Organisasi yang Advokasi tentang Jumlah Organisasi yang
Pemanfaatan Kajian Dampak Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Mengikuti Advokasi tentang
Kependudukan Beserta Pemanfaatan Kajian Dampak Dampak Kependudukan Pemanfaatan Kajian Dampak
Model Solusi Strategis Kabupaten Kependudukan Beserta Model 10 Beserta Model Solusi Kabupaten Kependudukan Beserta Model 10
214.02.2.01.0028 Sebagai Peringatan Dini Sambas Solusi Strategis Sebagai laporan 82.874.436,00 Strategis Sebagai Sambas Solusi Strategis Sebagai laporan 82.874.436,00
Dampak Kependudukan Peringatan Dini Dampak Peringatan Dini Dampak Peringatan Dini Dampak
kepada Pemangku Kependudukan kepada Kependudukan kepada Kependudukan kepada
Kepentingan Pemangku Kepentingan Pemangku Kepentingan Pemangku Kepentingan
Sinergitas Kebijakan Jumlah Daerah Kabupaten/Kota 1 Sinergitas Kebijakan Jumlah Daerah Kabupaten/Kota 1
2.14.02.2.01.0029 Pembangunan Berwawasan Kabupaten yang menetapkan Kebijakan Kabupate 88.054.088,00 Pembangunan Berwawasan | Kabupaten yang menetapkan Kebijakan Kabupat 88.054.088,00
Kependudukan Daerah Sambas Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Sambas Pembangunan Berwawasan
Kabupaten/Kota Kependudukan n/Kota Kabupaten/Kota Kependudukan en/Kota
Sosialisasi tentang Jumlah Organisasi yang Sosialisasi tentang Jumlah Organisasi yang
Pemanfaatan Kajian Dampak Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Mengikuti Sosialisasi tentang
Kependudukan Beserta Pemanfaatan Kajian Dampak Dampak Kependudukan Pemanfaatan Kajian Dampak
Model Solusi Strategis Kabupaten Kependudukan Beserta Model 10 Beserta Model Solusi Kabupaten Kependudukan Beserta Model 10
214.02.2.01.0030 Sebagai Peringatan Dini Sambas Solusi Strategis Sebagai laporan 82.874.436,00 Strategis Sebagai Sambas Solusi Strategis Sebagai laporan 82.874.436,00
Dampak Kependudukan Peringatan Dini Dampak Peringatan Dini Dampak Peringatan Dini Dampak
kepada Pemangku Kependudukan kepada Kependudukan kepada Kependudukan kepada
Kepentingan Pemangku Kepentingan Pemangku Kepentingan Pemangku Kepentingan
Penyediaan dan Penyediaan dan
Pengembangan Materi . Pengembangan Materi .
pendidikan Kependudukan dan Pengembangan Mater pendidikan Kependudukan Jumiah Dokumen Peryedaan |
2.14.02.2.01.0031 Jsa'”r Pendidikan Formal di Kabupaten | oo igikan Kependudukan Jalur 1 88.054.088,00 | Jalur Pendidikan Formaldi | Kabupaten | oo iian Kependudukan Jalur | dokume 88.054.088,00
atuan Pendidikan Jenjang Sambas Pendidikan F s il dokumen Satuan Pendidikan Jenjang Sambas pendidikan E s i
SD/MI dan SLTR/MTS endidikan Formal Sesuai Isu SD/MI dan SLTP/MTS endidikan Formal Sesuai Isu n
. Lokal Kabupaten/Kota . Lokal Kabupaten/Kota
Sesuai Isu Lokal Sesuai Isu Lokal
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
gelaks/anaa:jn dek b Jumlah Survei/Pendataan Indeks gelaks/anae(ljn sk ) JudmII?h Survei/F;\endataan 1
urvei/Pendataan Indeks Kabupaten 1 urvei/Pendataan Indeks Kabupaten Indeks Pengetahuan
214.02.2.01.0082 Kepedulian Terhadap Isu Sambas Zi?agstaxagn’\gizﬁigkat dokumen 103.593.045,00 Kepedulian Terhadap Isu Sambas Masyarakat tentang dok'l:me 103.593.045,00
Kependudukan (IKIK) 9 Kep Kependudukan (IKIK) Kependudukan
Feemanian water suriah Dkmen ey Feemanei vter suriah Doumen Peryedaan |
S an Pengembangan Materi s an Pengembangan Materi
2.14.02.2.01.0033 E’endldlkan K_ependudukan Kabupaten Pendidikan Kependudukan Jalur 1 82.874.436,00 Pendldlkan_ Kppendudukan Kabupaten Pendidikan Kependudukan Jalur dokume 82.874.436,00
alur Pendidikan Nonformal Sambas Pendidi - dokumen Jalur Pendidikan Nonformal Sambas o -
p - endidikan Nonformal Sesuai B : Pendidikan Nonformal Sesuai n
dan informal Sesuai Isu Lokal Isu Lokal Kabupaten/Kota dan informal Sesuai Isu Isu Lokal Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Lokal Kabupaten/Kota
Sosialisasi Pembangunan Kabupaten Jumlah perangkat daerah yang 1 Sosialisasi Pembangunan Kabupaten Jumlah perangkat daerah yang 1
2.14.02.2.01.0034 | Berwawasan Kependudukan Sambas menerima Sosialisasi Perangka 77.694.784,00 | Berwawasan Sambas menerima Sosialisasi Perangk 77.694.784,00
(PBK) dan alat ukurnya Pembangunan Berwawasan t Daerah Kependudukan (PBK) dan Pembangunan Berwawasan
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Kode Belanja

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kgglatan/ Lokasi Indikator Kinerja Targlet Pagu Indikatif Program/K_eglatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Targ'et Kebutuhan Dana
subkegiatan Capaian (Rp.) Kegiatan Capaian (Rp.)
Indeks Pembangunan Kependudukan (PBK) dan alat alat ukurnya Indeks Kependudukan (PBK) dan alat at
Berwawasan Kependudukan ukurnya Indeks Pembangunan Pembangunan Berwawasan ukurnya Indeks Pembangunan Daerah
(IPBK) serta pemanfaatan Berwawasan Kependudukan Kependudukan (IPBK) serta Berwawasan Kependudukan
IPBK dalam penyusunan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK pemanfaatan IPBK dalam (IPBK) serta pemanfaatan IPBK
kebijakan dan perencanaan dalam penyusunan kebijakan penyusunan kebijakan dan dalam penyusunan kebijakan
pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan dan perencanaan pembangunan
daerah daerah daerah
Pemetaan Perkiraan Cakupan Rumah Data Pemetaan Perkiraan Cakupan Rumah Data
Pengendalian Penduduk Kabupaten Klependudukan yang . Pengendalian Penduduk Kabupaten K}ependudukan yang .
2.14.02.2.02 Cakupan Daerah Sambas dgr::ézﬁi(::::;uken slolaan 6 unit 847.579.456,00 Cakupan Daerah Sambas d:aT::égﬁZ::g:rEUKen slolaan 6 unit 847.579.456,00
Kabupaten/Kota p peng Kabupaten/Kota P peng
pembangunan Kampung KB pembangunan Kampung KB
Pembinaan dan Pengawasan Kabupaten Jumlah Laporan Pembinaan dan Egnmtgnwazgr;gan Kabupaten Jumlah Laporan Pembinaan dan 6
2.14.02.2.02.0009 | Penyelenggaraan Sistem P Pengawasan Penyelenggaraan 6 laporan 67.806.358,00 9 . P Pengawasan Penyelenggaraan 67.806.358,00
Informasi Keluarga Sambas Sistem Informasi Keluarga Penyelenggaraan Sistem Sambas Sistem Informasi Keluarga laporan
Informasi Keluarga
Pemanfaatan Data Hasil Kabupaten Jumlah Data Hasil Pemutakhiran 6 Pemanfaatan Data Hasil Kabupaten Jumlah Data Hasil 6
2.14.02.2.02.0010 B P Data Keluarga yang 59.330.562,00 | Pemutakhiran Data P Pemutakhiran Data Keluarga dokume 59.330.562,00
Pemutakhiran Data Keluarga Sambas . dokumen Sambas .
Dimanfaatkan Keluarga yang Dimanfaatkan n
. . . ) 19
214.02.2.02.0011 Penyedla_lan Data dan Kabupaten Jumlah Data dan Infor_ma5| 19 72.044.254.00 Penyedla}an Data dan Kabupaten Jumlah Data dan Informa5| dokume 72.044.254.00
Informasi Keluarga Sambas Keluarga yang Tersedianya dokumen Informasi Keluarga Sambas Keluarga yang Tersedianya n
Pencatatan dan
2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Kabupaten Jumlah Laporan Pencatatan dan 6 laporan 72.044.254,00 | Pengumpulan Data Kabupaten Jumlah Laporan Pencatatan dan 6 72.044.254,00
Pengumpulan Data Keluarga Sambas Pengumpulan Data Keluarga Keluarga Sambas Pengumpulan Data Keluarga laporan
Pengolahan dan Pelaporan Jumlah Dokumen Pengolahan Pengolahan dan Pelaporan Jumlah Dokumen Pengolahan 1
2.14.02.2.02.0013 | Data Pengendalian Kabupaten | dan Pelaporan Data ok 50.854.767,00 | D@ Pengendaian Kabupaten | dan Pelaporan Data dokume 50.854.767,00
Lapangan dan Pelayanan KB Sambas engendalian Lapangan dan okumen apangan dan Pelayanan Sambas engendalian Lapangan dan n
Pelayanan KB KB Pelayanan KB
Pelaksanaan Sistem Terlaksananya sistem Pelaksanaan Sistem Terlaksananya sistem 1
2.14.02.2.02.0016 | Peringatan Dini .| Kabupaten | i atan dini pengendalian 1 59.330.562,00 | Feringatan Dini .| Kabupaten |0 atan dini pengendalian dokume 59.330.562,00
Pengendalian Penduduk di Sambas dokumen Pengendalian Penduduk di Sambas
. penduduk . penduduk n
tingkat kabupaten/kota tingkat kabupaten/kota
Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Laporan hasil Pembinaan dan Jumlah Laporan hasil
2.14.02.2.02.0018 | Pencatatan dan Pelaporan Kabupaten Pelaksanaan Pembinaan dan 6 laporan 59.330.562,00 Pengawasan Pencatatan Kabupaten Pelaksanaan Pembinaan dan 6 59.330.562,00
Sambas pengawasan Program Bangga dan Pelaporan Program Sambas pengawasan Program Bangga laporan

Program Bangga Kencana

Kencana

Bangga Kencana

Kencana
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Kode Belanja

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kgglatan/ Lokasi Indikator Kinerja Targlet Pagu Indikatif Program/Kgglatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Targ'et Kebutuhan Dana
subkegiatan Capaian (Rp.) Kegiatan Capaian (Rp.)
Penyusunan Kajian Dampak Kabupaten Jumlah Kajian Dampak 1 Penyusunan Kajian Dampak | Kabupaten Jumlah Kajian Dampak
2:14.02.2.02.0022 Kependudukan Sambas Kependudukan dokumen 67.806.356,00 Kependudukan Sambas Kependudukan dokrl:me 67.806.356,00
; Jumlah Dokumen Penyediaan Penyediaan dan Jumlah Dokumen Penyediaan
EzgicgaggdduznuE;:golahan dan Pengolahan Data Pengolahan Data dan Pengolahan Data
Keluar gBerencanaydan Kabupaten Kependudukan, Kleuarga 1 Kependudukan, Keluarga Kabupaten Kependudukan, Kleuarga 1
2.14.02.2.02.0023 9 p Berencana dan Pembangunan 59.330.562,00 | Berencana dan P Berencana dan Pembangunan dokume 59.330.562,00
Pembangunan Keluarga Sambas dokumen Sambas
(Bangga Kencana) melalui Keluarga (Bangga Kencana) Pembangunan Keluarga Keluarga (Bangga Kencana) n
Sistegnglnformasi Keluaroa mellaui Sistem Informasi (Bangga Kencana) melalui mellaui Sistem Informasi
9 Keluarga Sistem Informasi Keluarga Keluarga
Pengembangan Model Solusi Jumlah Dokumen Pengembangan Model Jumlah Dokumen 1
2.14.02.2.02.0024 | Strategis Pengendalian Kabupaten | Pengembangan Mode SOLS! v | dore 50.854.767,00 | SOl STAeds Kabupaten | Pengembangan Model SOus! | dokume | 50.854.767,00
Dampak Kependudukan Sambas Strategis Pengendalian Dampal okumen engendalian Dampal Sambas Strategis Pengendalian Dampal n
Kependudukan Kependudukan Kependudukan
Perumusan Parameter Kabupaten Jumlah Dokumen Parameter 1 Perumusan Parameter Kabupaten Jumlah Dokumen Parameter 1
2.14.02.2.02.0025 | pengendalian penduduk dan Sambpas Pengendalian penduduk dan KB dokumen 50.854.767,00 | pengendalian penduduk dan Sambpas Pengendalian penduduk dan KB dokume 50.854.767,00
KB yang dirumuskan KB yang dirumuskan n
Pembentukan dan Jumlah Rumah Data Pembentukan dan Jumlah Rumah Data
A o Kependudukan di Kampung KB . o Kependudukan di Kampung KB
operasionalisasi Rumah . operasionalisasi Rumah .
Data Kependudukan di yang aktif Untuk Memperkuat Data Kependudukan di yang aktif Untuk Memperkuat
2.14.02.2.02.0026 | Kampung KB Untuk gab“bpate” :ztegras' Pg,ogrzm Bangga 6 unit 50.854.767,00 | Kampung KB Untuk gab“bpate” :ftegras' Pg,ograbm Bangga 6 unit 50.854.767,00
Memperkuat Integrasi amboas Kelncana (Pem angunkan Memperkuat Integrasi ambas elncana (Pem angunkan
Program Bangga Kencana di eluarga, Kependudukan, dan Program Bangga Kencana Keluarga, Kependudukan, dan
- Keluarga Berencana) di Sektor . ; Keluarga Berencana) di Sektor
Sektor Lain ; - di Sektor Lain ; -
Lain yang dibentuk Lain yang dibentuk
Pembangunan Keliargh. Jumiah Dokumen Proi Penyusunan pro program Jumiah Dokumen Prof )
’ Kabupaten Kependudukan, Keluarga 1 ! Kabupaten Kependudukan, Keluarga
2.14.02.2.02.0027 | Kependudukan, dan Sambas Berencana dan Pembangunan dokumen 59.330.562,00 | Kependudukan, dan Sambas Berencana dan Pembangunan dokume 59.330.562,00
Keluarga Berencana Keluarga Berencana n

(Bangga Kencana)

Keluarga

(Bangga Kencana)

Keluarga
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Kode Belanja

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kgglatan/ Lokasi Indikator Kinerja Targlet Pagu Indikatif Program/Kgglatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Targ'et Kebutuhan Dana
subkegiatan Capaian (Rp.) Kegiatan Capaian (Rp.)
Pemetaan Program Jumlah dokumen Pemetaan Pemetaan Program Jumlah dokumen Pemetaan
Pembangunan Keluarga, Kabupaten Program Pembangunan 1 Pembangunan Keluarga, Kabupaten Program Pembangunan 1
2.14.02.2.02.0028 | Kependudukan, dan P Keluarga, Kependudukan, dan 67.806.356,00 | Kependudukan, dan P Keluarga, Kependudukan, dan dokume 67.806.356,00
Sambas dokumen Sambas
Keluarga Berencana Keluarga Berencana (Bangga Keluarga Berencana Keluarga Berencana (Bangga n
(Bangga Kencana) Kencana) (Bangga Kencana) Kencana)
0, 0,
1. Angka Prevalensi Kontrasepsi 61,9% 1. Angka Prevalensi Kontrasepsi 61,9%
Modern/ Modern Contraceptive Modern/ Modern Contraceptive
(MCPR) (MCPR)
PROGRAM PEMBINAAN PROGRAM PEMBINAAN
2.14.03 KELUARGA BERENCANA Kabupaten | 2. Persentase Kebutuhan Ber- 10% 1.151.033.830,00 | KELUARGA BERENCANA | Ka@bupaten | 2. Persentase Kebutuhan Ber- 10% 1.151.033.830,00
(KB) Sambas KB yang tidak Terpenuhi (KB) Sambas KB yang tidak Terpenuhi
(Unmet Need) (Unmet Need)
3. Persentase Kehamilan Tidak 3. Persentase Kehamilan Tidak
Direncanakan (KTD) 11% Direncanakan (KTD) 11%
Pelaksanaan Advokasi, Pelaksanaan Advokasi,
Komunikasi, Informasi dan Kabupaten Jumlah Kecamatan yang 19 Komunikasi, Informasi dan Kabupaten Jumlah Kecamatan yang 19
2.14.03.2.01 Edukasi (KIE) Pengendalian p mendukung program Bangga Kecamata 310.779.134,00 | Edukasi (KIE) Pengendalian P mendukung program Bangga Kecama 310.779.134,00
. Sambas b Sambas
Penduduk dan KB Sesuai Kencana n Penduduk dan KB Sesuai Kencana tan
Kearifan Budaya Lokal Kearifan Budaya Lokal
Pengendalian Program Kabupaten Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program Kabupaten Jumlah Laporan Hasil 6
2.14.03.2.01.0008 KKBPK Sambas Pengendalian Program KKBPK 6 laporan 46.616.870,00 KKBPK Sambas Pengendalian Program KKBPK laporan 46.616.870,00
Jumlah Unit Sarana Penyediaan Jumlah Unit Sarana Penyediaan
. T dan Pendistribusian KIE ' o dan Pendistribusian KIE
Penyediaan dan Distribusi Kabupaten Program Bangga Kencana Penyediaan dan Distribusi Kabupaten Program Bangga Kencana
2.14.03.2.01.0009 | Sarana KIE Program Bangga Sambas (Pembangunan Keluarga, 19 unit 62.155.827,00 | Sarana KIE Program Sambas (Pembangunan Keluarga, 19 unit 62.155.827,00
Kencana Bangga Kencana
Kependudukan, dan Keluarga Kependudukan, dan Keluarga
Berencana) Berencana)
Jumlah Laporan Hasil Jumlah Laporan Hasil
Pengelolaan Operasional Pengelolaan Operasional dan Pengelolaan Operasional Pengelolaan Operasional dan
dan gSarana di galai Kabupaten Sarana di Balai Penyuluhan 19 dan gSarana di galai Kabupaten Sarana di Balai Penyuluhan 19
2.14.03.2.01.0010 Penyuluhan Bangaa Sambpas Bangga Kencana laporan 34.185.705,00 Penyuluhan Bangaa Sambpas Bangga Kencana laporan 34.185.705,00
KenZana 99 (Pembangunan Keluarga, p Keni:/ana 99 (Pembangunan Keluarga, p
Kependudukan, dan Keluarga Kependudukan, dan Keluarga
Berencana) Berencana)
Jumlah Laporan Mekanisme . Jumlah Laporan Mekanisme
. . Pelaksanaan Mekanisme .
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga f Operasional Program Bangga
' Operasional Program
Operasional Program Kencana (Pembangunan . Kencana (Pembangunan
B ) Bangga Kencana melalui
angga Kencana melalui Kabupaten Keluarga, Kependudukan, dan 19 Rapat Koordinasi Kabupaten Keluarga, Kependudukan, dan 19
2.14.03.2.01.0011 | Rapat Koordinasi Kecamatan P Keluarga Berencana) Melalui 43.509.079,00 P P Keluarga Berencana) Melalui 43.509.079,00
Sambas laporan Kecamatan (Rakorcam), Sambas laporan

(Rakorcam), Rapat
Koordinasi Desa (Rakordes),
dan Mini Lokakarya (Minilok)

Rapat Koordinasi Kecamatan
(Rakorcam), Rapat Koordinasi
Desa (Rakordes), dan Mini
Lokakarya (Minilok)

Rapat Koordinasi Desa
(Rakordes), dan Mini
Lokakarya (Minilok)

Rapat Koordinasi Kecamatan
(Rakorcam), Rapat Koordinasi
Desa (Rakordes), dan Mini
Lokakarya (Minilok)
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Kode Belanja : — ;
Program/Kgglatan/ Lokasi Indikator Kinerja Targlet Pagu Indikatif Program/Kgglatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Targ'et Kebutuhan Dana
subkegiatan Capaian (Rp.) Kegiatan Capaian (Rp.)
Jumlah Dokumen Promosi dan Jumlah Dokumen Promosi dan
Promosi dan KIE Program KIE Program Bangga Kencana Promosi dan KIE Program KIE Program Bangga Kencana
Bangga Kencana Melalui Kabupaten (Pembangunan Keluarga, 19 Bangga Kencana Melalui Kabupaten (Pembangunan Keluarga, 19
2.14.03.2.01.0012 | Media Massa Cetak dan Sambpas Kependudukan, dan Keluarga dokumen 43.509.079,00 | Media Massa Cetak dan Sambpas Kependudukan, dan Keluarga dokume 43.509.079,00
Elektronik serta Media Luar Berencana) Melalui Media Elektronik serta Media Luar Berencana) Melalui Media n
Ruang Massa Cetak dan Elektronik Ruang Massa Cetak dan Elektronik
serta Media Luar Ruang serta Media Luar Ruang
Jumlah Komunikasi, Informasi j:;nllgguKkgglégll(Ea)slgrgf?;naSI
Komunikasi, Informasi dan dan Edukasi (KIE) Program Komunikasi, Informasi dan Bangga Kencana 9
Edukasi (KIE) Kabupaten Bangga Kencana 6 Edukasi (KIE) Kabupaten (Pen%%an unan Keluarga 6
2.14.03.2.01.0013 | ProgramBangga Kencana Sambpas (Pembangunan Keluarga, dokumen 40.401.287,00 | ProgramBangga Kencana Sambpas Ke endugukan dan Kglu’ar a dokume 40.401.287,00
sesuai Kearifan Budaya Kependudukan, dan Keluarga sesuai Kearifan Budaya p Lo larg n
; ] Berencana) sesuai Kearifan
Lokal Berencana) sesuai Kearifan Lokal
Budaya Lokal yang dilaksanakan Budaya Lokal yang
dilaksanakan
Jumlah Organisasi yang Jumlah Organisasi yang
Advokasi Program Bangga Mendapatkan Advokasi Program Advokasi Program Bangga Mendapatkan Advokasi Program
kencana oleh pokja advokasi Kabupaten Bangga Kencana 10. kencana_oleh pokja Kabupaten Bangga Kencana 10.
2.14.03.2.01.0014 kepada Stakeholders dan Sambas (Pembangunan Keluarga, organisas 40.401.287,00 | advokasi kepada Sambas (Pembangunan Keluarga, organisa 40.401.287,00
P . Kependudukan, dan Keluarga i Stakeholders dan Mitra Kependudukan, dan Keluarga si
Mitra Kerja )
Berencana) kepada Kerja Berencana) kepada
Stakeholders dan Mitra Kerja Stakeholders dan Mitra Kerja
Pendayagunaan Tenaga L Pendayagunaan Tenaga -
2.14.03.2.02 Penyuluh KB/Petugas g:fnubp:sten g‘;?k"ah PKB yang berkinerja 27 orang 345.310.149,00 | Penyuluh KB/Petugas gg%“bp;ste” g:m'ah PKB yang berkinerja o é; 345.310.149,00
Lapangan KB (PKB/PLKB) Lapangan KB (PKB/PLKB) 9
Penyediaan Sarana Kabupaten Jumlah Sarana Pendukung Penyediaan Sarana Kabupaten Jumlah Sarana Pendukung
2.14.03.2.02.0002 | Pendukung Operasional Sambpas Operasional PKB/PLKB yang 19 unit 93.233.741,00 | Pendukung Operasional Sambpas Operasional PKB/PLKB yang 19 unit 93.233.741,00
PKB/PLKB Tersedia PKB/PLKB Tersedia
N Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Jumlah Kader yang Mengikuti
2.14.03.2.02.0004 Eﬂzgggfgig?ggggg;?&ﬁ;; gzgqubpgen Penggerakan Kader Institusi 200 orang 86.327.537,00 | Masyarakat Pedesaan ggﬁqubpeflsten Penggerakan Kader Institusi ofgr? 86.327.537,00
Y Masyarakat Pedesaan (IMP) (IMP) Masyarakat Pedesaan (IMP) 9
Pembinaan IMP dan Jumlah Organisasi yang 193 Pembinaan IMP dan Jumlah Organisasi yang 103
2.14.03.2.02.0005 P_ro_gram Bangga Kencana di Kabupaten Mengikuti Pembinaan IMP dan organisas 86.327.537,00 Plro‘gr‘am Bangga Kencana Kabupaten Mengikuti Pembinaan IMP dan organisa 86.327.537,00
Lini Lapangan oleh Sambas Program Bangga Kencana i di Lini Lapangan oleh Sambas Program Bangga Kencana si
PKB/PLKB (Pembangunan Keluarga, PKB/PLKB (Pembangunan Keluarga,
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Kode Belanja

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kgglatan/ Lokasi Indikator Kinerja Targlet Pagu Indikatif Program/K_eglatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Targ'et Kebutuhan Dana
subkegiatan Capaian (Rp.) Kegiatan Capaian (Rp.)
Kependudukan, dan Keluarga Kependudukan, dan Keluarga
Berencana) di Lini Lapangan Berencana) di Lini Lapangan
oleh PKB/PLKB oleh PKB/PLKB
Jumlah Laporan Hasil Jumlah Laporan Hasil
Fasilitasi Pelaksanaan Penguatan Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Penguatan Pelaksanaan
Penyuluhan, Penggerakan, Penyuluhan, Penggerakan, Penyuluhan, Penggerakan, Penyuluhan, Penggerakan,
Pelayanan dan Pelayanan dan Pengembangan Pelayanan dan Pelayanan dan Pengembangan
Pengembangan Program Kabupaten Program Bangga Kencana 19 Pengembangan Program Kabupaten Program Bangga Kencana 19
2.14.03.2.02.0007 | Bangga Kencana untuk P (Pembangunan Keluarga, 79.421.334,00 | Bangga Kencana untuk P (Pembangunan Keluarga, 79.421.334,00
Sambas laporan Sambas laporan
Petugas Keluarga Kependudukan, dan Keluarga Petugas Keluarga Kependudukan, dan Keluarga
Berencana/Penyuluh Berencana) untuk Petugas Berencana/Penyuluh Berencana) untuk Petugas
Lapangan Keluarga Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Keluarga Berencana/Penyuluh
Berencana (PKB/PLKB) Lapangan Keluarga Berencana Berencana (PKB/PLKB) Lapangan Keluarga Berencana
(PKB/PLKB) (PKB/PLKB)
Pengendalian dan Pengendalian dan
Pendistribusian Kebutuhan Cakupan Alat dan Obat Pendistribusian Kebutuhan Cakupan Alat dan Obat
214.03.2.03 Alat dan Obat Kontrasepsi Kabupaten Kontrasep_5| MKJP Untuk 100% 264.737.781,00 Alat dan Obat Kontrasepsi Kabupaten Komrasepl5| MKJP Untuk 100% 264.737.781,00
serta Pelaksanaan Sambas Memenuhi Permintaan serta Pelaksanaan Sambas Memenuhi Permintaan
Pelayanan KB di Daerah Masyarakat Pelayanan KB di Daerah Masyarakat
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Pengendalian ’ Pengendalian .
S Jumlah Laporan Pengendalian S Jumlah Laporan Pengendalian
Pendistribusian A_Iat dan Pendistribusian Alat dan Obat Pendistribusian Alat dan Pendistribusian Alat dan Obat
Obat Kontrasepsi dan : Obat Kontrasepsi dan :
! Kabupaten Kontrasepsi dan Sarana 54 ! Kabupaten Kontrasepsi dan Sarana 54
214.03.2.03.0001 | Sarana Penunjang Sambas Penunjang Pelayanan KB ke Laporan 19.855.331,00 | Sarana Penunjang Sambas Penunjang Pelayanan KB ke Laporan 19.855.331,00
Pelayanan KB ke Fasilitas unjang Y P Pelayanan KB ke Fasilitas unjang Y p
Fasilitas Kesehatan Termasuk Fasilitas Kesehatan Termasuk
Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Jaringan dan Jejaringnya 9 jaringny Jaringan dan Jejaringnya 9 Jarngny
Peningkatan Kesertaan Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Kesertaan Jumlah Orang yang Mengikuti
214.03.2.03.0003 Penggunaa_n Metode ) Kabupaten Kesertaan I_Denggunaan Metode 1392 19.855.334,00 Penggunaap Metode Kabupaten Kesertaan I_Denggunaan Metode 1392 19.855.334,00
Kontrasepsi Jangka Panjang Sambas Kontrasepsi Jangka Panjang orang Kontrasepsi Jangka Sambas Kontrasepsi Jangka Panjang orang
(MKJP) (MKJP) Panjang (MKJP) (MKJP)
Penyediaan Dukungan Penyediaan Dukungan
S Jumlah Laporan Dukungan M. Jumlah Laporan Dukungan
2.14.03.2.03.0004 ﬁgﬁﬂzggzrgﬂ'gzag%i?;an g:gqubpgen Ayoman Komplikasi Berat dan 5 Laporan 19.855.334,00 Qggrlzigeléggﬁlkas' Berat gg?nubpssten Ayoman Komplikasi Berat dan Lapsoran 19.855.334,00
MKJP Kegagalan Penggunaan MKJP Penggunaan MKJP Kegagalan Penggunaan MKJP
Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen Penyusunan Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen Penyusunan
Kebutuhan Alat dan Obat Kabupaten Rencana Kebutuhan Alat dan 19 Kebutuhan Alat dan Obat Kabupaten Rencana Kebutuhan Alat dan 19
2.14.03.2.03.0005 | Kontrasepsi (Alokon) dan P Obat Kontrasepsi (Alokon) dan 19.855.334,00 | Kontrasepsi (Alokon) dan P Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Dokume 19.855.334,00
) Sambas : Dokumen ) Sambas !
Sarana Penunjang Sarana Penunjang Pelayanan Sarana Penunjang Sarana Penunjang Pelayanan n
Pelayanan KB KB Pelayanan KB KB
Penyediaan Sarana Kabupaten Jumlah Unit Sarana Penunjang . Penyediaan Sarana Kabupaten Jumlah Unit Sarana Penunjang .
214.03.2.03.0006 Penunjang Pelayanan KB Sambas Pelayanan KB 19 Unit 21.179.022,00 Penunjang Pelayanan KB Sambas Pelayanan KB 19 Unit 21.179.022,00
’ Jumlah Orang yang Mengikuti ) Jumlah Orang yang Mengikuti
2.14.03.2.03.0007 | Peémbinaan Pasca Pelayanan | Kabupaten | 5o \unaan pasca Pelayanan 760 orang 10.855.334,00 | Fembinaan Pasca Kabupaten | oo hinaan Pasca Pelayanan 760 19.855.334,00
bagi Peserta KB Sambas Pelayanan bagi Peserta KB Sambas orang

bagi Peserta KB

bagi Peserta KB
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Kode Belanja

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kgglatan/ Lokasi Indikator Kinerja Targlet Pagu Indikatif Program/K_eglatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Targ'et Kebutuhan Dana
subkegiatan Capaian (Rp.) Kegiatan Capaian (Rp.)
Pembinaan Pelayanan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Jumlah Laporan Hasil
Keluarga Berencana dan Pembinaan Pelayanan Keluarga Keluarga Berencana dan Pembinaan Pelayanan Keluarga
Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Berencana dan Kesehatan 19 Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Berencana dan Kesehatan 19
2.14.03.2.03.0008 Fasilitas Kesehatan Sambas Reproduksi di Fasilitas Laporan 19.855.334,00 Fasilitas Kesehatan Sambas Reproduksi di Fasilitas Laporan 19.855.334,00
Termasuk Jaringan dan Kesehatan Termasuk Jaringan Termasuk Jaringan dan Kesehatan Termasuk Jaringan
Jejaringnya dan Jejaringnya Jejaringnya dan Jejaringnya
Peningkatan Kompetensi ‘;;Jmla.rll 'I;ggag_a Plfl?yanan yang Peningkatan Kompetensi "Llljmla.t '{ggagg Pfl?yanan yang
Tenaga Pelayanan Keluarga Kabupaten engikutl Peningkatan Tenaga Pelayanan Kabupaten engikuti Peningkatan 54
2.14.03.2.03.0010 Berencana dan Kesehatan Sambas Kompetensi Tenaga Pelayanan 54 orang 23.826.400,00 Keluarga Berencana dan Sambas Kompetensi Tenaga Pelayanan oran 23.826.400,00
Reproduksi Keluarga Berencana dan Kesehgtan Reproduksi Keluarga Berencana dan 9
P Kesehatan Reproduksi P Kesehatan Reproduksi
. Jumlah Laporan Dukungan . Jumlah Laporan Dukungan
Dukungan Operasional Kabupaten } Dukungan Operasional Kabupaten ’ 1
2.14.03.2.03.0011 Pelayanan KB Bergerak Sambas Operasional Pelayanan KB 1 Laporan 21.179.022,00 Pelayanan KB Bergerak Sambas Operasional Pelayanan KB Laporan 21.179.022,00
Bergerak Bergerak
. . Jumlah Akseptor yang
Peningkatan Kesertaan KB Kabupaten Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesertaan KB Kabupaten B 10
2.14.03.2.03.0013 Pria Sambas Peningkatan Kesetaraan KB Pria 10 orang 19.855.334,00 Pria Sambas Mendapat Penlnglfatan orang 19.855.334,00
Kesetaraan KB Pria
Peningkatan Kompetensi J;nmlar:;er;s;lio;aegﬁn E;’f;]gas Peningkatan Kompetensi J:rr:llar:;er;gftlio}lig;n E:tgjr?as
Pengelola dan Petugas Kabupaten ﬁor’g etengsi Pen elolg dan Pengelola dan Petugas Kabupaten yKong eten%i Pen elolg dan
2.14.03.2.03.0015 | Logistik Alat dan Obat o Potine s L oisti aat dan Obat 2 orang 19.855.334,00 | Logistik Alat dan Obat o ot Lot hlat dan Obat | 2 ©rang 19.855.334,00
Kontrasepsi serta Sarana 9 9 Kontrasepsi serta Sarana 9 9
Penunjang Pelayanan KB Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Kontrasepsi serta Sarana
Penunjang Pelayanan KB Penunjang Pelayanan KB
. . Jumlah orang yang mengikuti } ' Jumlah orang yang mengikuti
2.14.03.2.03.0016 Promosi dan !(onselmg KB Kabupaten Promosi dan Konseling KB 285 orang 19.855.334,00 Promosi dan !(onsellng KB Kabupaten Promosi dan Konseling KB 285 19.855.334,00
Pasca Persalinan Sambas . Pasca Persalinan Sambas . orang
Pasca Persalinan Pasca Persalinan
I . Jumlah kegiatan pembinaan Tim I ) Jumlah kegiatan pembinaan Tim
Fasilitasi dan Pembinaan . Fasilitasi dan Pembinaan ”
2.14.03.2.03.0017 | Pendampingan Ibu Hamil Kabupaten | Pendamping Keluarga dalam 38 19.855.334,00 | Pendampingan Ibu Hamil Kabupaten | Pendamping Keluarga dalam 38 19.855.334,00
: Sambas melakukan Pendampingan Ibu kegiatan : Sambas melakukan Pendampingan lbu kegiatan
dan Ibu Pasca Persalinan ] ] dan Ibu Pasca Persalinan - ]
Hamil dan Ibu Pasca Persalinan Hamil dan Ibu Pasca Persalinan
Pemberdayaan dan Pemberdayaan dan
Peningkatan Peran Serta Peningkatan Peran Serta
Organisasi Kemasyarakatan Organisasi Kemasyarakatan
2.14.03.2.04 Tingkat Daerah Kabupaten | oo ontase perserta KB baru 21,77% 230.206.766,00 | 1ingkat Daerah Kabupaten | oo ontase perserta KB baru 21,77% |  230.206.766,00
Kabupaten/Kota dalam Sambas Kabupaten/Kota dalam Sambas
Pelaksanaan Pelayanan dan Pelaksanaan Pelayanan
Pembinaan Kesertaan Ber- dan Pembinaan Kesertaan
KB Ber-KB
Fasilitasi Pengelolaan Dapur Fasilitasi Pengelolaan
Sehat Atasi Stunting Kabupaten Jumlah DASHAT di Kampung . Dapur Sehat Atasi Stunting Kabupaten Jumlah DASHAT di Kampung .
2.14.03.2.04.0005 (DASHAT) di Kampung Sambas KB 195 unit 103.593.044,00 (DASHAT) di Kampung Sambas KB 195 unit 103.593.044,00
Keluarga Berkualitas Keluarga Berkualitas
Jumlah Kampung Keluarga Jumlah Kampung Keluarga
Pelaksanaan dan . oo Pelaksanaan dan . S 195
Kabupaten Berkualitas yang mengikuti 195 Kabupaten Berkualitas yang mengikuti
2.14.03.2.04.0006 | Pengelolaan Progre}m Sambas Pelaksanaan dan Pengelolaan kampung 69.062.030,00 | Pengelolaan Progra}m Sambas Pelaksanaan dan Pengelolaan kampun 69.062.030,00
Bangga Kencana di Bangga Kencana di g

Program Bangga Kencana

Program Bangga Kencana
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Kode Belanja : — ;
Program/Kgglatan/ Lokasi Indikator Kinerja Targlet Pagu Indikatif Program/Kgglatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Targ'et Kebutuhan Dana
subkegiatan Capaian (Rp.) Kegiatan Capaian (Rp.)
Kampung Keluarga (Pembangunan Keluarga, Kampung Keluarga (Pembangunan Keluarga,
Berkualitas Kependudukan, dan Keluarga Berkualitas Kependudukan, dan Keluarga
Berencana) Berencana)
Integrasi Pembangunan Kabupaten Jumlah Dokumen Hasil Integrasi 24 Integrasi Pembangunan Kabupaten Jumlah Dokumen Hasil Integrasi 34
2.14.03.2.04.0007 Lintas Sektor di Kampung KB | Sambas Pembangunan Lintas Sektor di Dokumen 57.551.692,00 | Lintas Sektor di Kampung Sambas Pembangunan Lintas Sektor di Dokume 57.551.692,00
Kampung KB KB Kampung KB n
78% 78%
1. Presentase Keluarga yang 1. Presentase Keluarga yang
Mengikuti Kelompok Kegiatan Mengikuti Kelompok Kegiatan
Ketahanan Keluarga Ketahanan Keluarga
2. Indeks Pengasuhan Keluarga 83,6 2. Indeks Pengasuhan Keluarga 83,6
yang Memiliki Remaja yang Memiliki Remaja
3. Indeks Lansia Berdaya 58.0 3. Indeks Lansia Berdaya 580
PROGRAM PROGRAM
4. Persentase Kampung PEMBERDAYAAN DAN 4. Persentase Kampung
2.14.04 PEMBERDAYAAN DAN Kabupaten Keluarga Berkualitas yang 4.080.938.123,00 | PENINGKATAN Kabupaten Keluarga Berkualitas yang 4.080.938.123,00
PENINGKATAN KELUARGA | Sambas > 22,6% Sambas L 22,6%
Mandiri KELUARGA SEJAHTERA Mandiri
SEJAHTERA (KS) (KS)
5. Pasangan calon pengantin 5. Pasangan calon pengantin
yang mendapatkan bimbingan yang mendapatkan bimbingan
perkawinan denga}n materi 90% perkawinan denga}n materi 90%
pencegahan stunting pencegahan stunting
6. Kelompok sasaran yang 6. Kelompok sasaran yang
memperoleh pendampingan oleh memperoleh pendampingan
TPK oleh TPK
90% 90%
Pelaksanaan Pembangunan Pelaksanaan Pembangunan
h h Cakupan Anggota kelompok . Cakupan Anggota kelompok
2.14.04.2.01 Keluarga Melalui Pembinaan | Kabupaten | .. "gina (BKB, BKR, BKL. 57,6% 530.521.956,00 | <eluarga Melalui Kabupaten | =, Bina ( BKB, BKR, BKL. 57,6% 530.521.956,00
Ketahanan dan Sambas e Pembinaan Ketahanan dan Sambas .
. UPPKS, PIK R) yang di bina - UPPKS, PIK R) yang di bina
Kesejahteraan Keluarga Kesejahteraan Keluarga
Penumbuhan dan Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Jumlah Keluarga yang Mengikuti
Peningkatan Kesadaran Penumbuhan dan Peningkatan Peningkatan Kesadaran Penumbuhan dan Peningkatan 24
2.14.04.2.01.0014 | Keluarga dalam Keterlibatan Kabupaten Kesaqaran Keluarga dalam 24 34.483.928,00 Keluarga dalam therllbatan Kabupaten Kesac!aran Keluarga dalam Keluarg 34.483.928,00
) Sambas Keterlibatan Perencanaan Keluarga Perencanaan Kehidupan Sambas Keterlibatan Perencanaan
Perencanaan Kehidupan ) Kehidupan Menuju Keluarga Menuju Keluarga Kehidupan Menuju Keluarga a
Menuju Keluarga Berkualitas . . .
Berkualitas Berkualitas Berkualitas
Pembentukan dan Kabupaten Persentase sekolah lansia yang 19 Pembentukan dan Kabupaten Persentase sekolah lansia yang 19
2.14.04.2.01.0015 | operasional Sekolah Lansia P dilaksanakan di kelompok Bina - 34.483.927,00 | operasional Sekolah Lansia P dilaksanakan di kelompok Bina Kegiata 34.483.927,00
! Sambas ; Kegiatan ; Sambas ]
di Kelompok BKL Keluarga Lansia di Kelompok BKL Keluarga Lansia n
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Kode Belanja

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kgglatan/ Lokasi Indikator Kinerja Targlet Pagu Indikatif Program/K_eglatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Targ'et Kebutuhan Dana
subkegiatan Capaian (Rp.) Kegiatan Capaian (Rp.)
Pengelolaan Ketahanan Jumlal|1 Ilaporan his'l 9 Pengelolaan Ketahanan Jumlal|1 Ilaporan h?]S'I 19
Keluarga Melalui Pusat Kabupaten pengelolaan Ketg anan 1 Keluarga Melalui Pusat Kabupaten pengelolaan Kepa anan Laporan
2.14.04.2.01.0016 Keluarga Melalui Pusat Laporan / 37.136.537,00 Keluarga Melalui Pusat / 37.136.537,00
Pelayanan Keluarga Sambas h Pelayanan Keluarga Sambas .
. Pelayanan Keluarga Sejahtera Dokumen h Pelayanan Keluarga Sejahtera Dokume
Sejahtera (PPKS) (PPKS) Sejahtera (PPKS) (PPKS) n
Promosi dan SQS|aI|saS| Jumlah Laporan Hasil Promosi Promosi dan S_03|a||sa3| Jumlah Laporan Hasil Promosi
Kelompok Kegiatan P Kelompok Kegiatan R
dan Sosialisasi Kelompok dan Sosialisasi Kelompok
Ketahanan dan . Ketahanan dan .
Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kegle_ltan Ketahanan dan 195 Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Keg|e_1tan Ketahanan dan 195
2.14.04.2.01.0017 (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- | Sambas Kesejahteraan Keluarga (BKB, Laporan 37.136.537,00 (BKB, BKR, BKL, PPKS, Sambas Kesejahteraan Keluarga (BKB, Laporan 37.136.537,00
X BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
R dan Usaha Peningkatan . PIK-R dan Usaha )
Pemberdayaan Ekonomi ) Pemberdayaan Ekonomi
Pendapatan Keluarga Keluarga/UPPKS) Peningkatan Pendapatan Keluarga/UPPKS)
Akseptor (UPPKA) 9 Keluarga Akseptor (UPPKA) 9
Pengadaan Sarana . Pengadaan Sarana .
: Jumlah Unit Sarana Kelompok - Jumlah Unit Sarana Kelompok
Kelompok Kegiatan Kegiatan Ketahanan dan Kelompok Kegiatan Kegiatan Ketahanan dan
Ketahanan dan . Ketahanan dan ;
Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kesejahteraan Keluarga (BKB, ’ Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kesejahteraan Keluarga (BKB, )
2.14.04.2.01.0018 BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan 19 unit 37.136.537,00 BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan 19 unit 37.136.537,00
(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- | Sambas h (BKB, BKR, BKL, PPKS, Sambas h
R dan Usaha Peningkatan Usaha Peningkatan Pendapatan PIK-R dan Usaha Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Akseptor (UPPKA) ) Keluarga Akseptor (UPPKA)
Pendapatan Keluarga ang tersedia Peningkatan Pendapatan ana tersedia
Akseptor (UPPKA) yang Keluarga Akseptor (UPPKA) yang
Jumlah kader yang mengikuti . . ) . Jumlah kader yang mengikuti
Orientasi/Pelatihan Teknis Orientasi/Pelatihan Teknis gg;rll;a:r:/:&l:gg?n Teknis Orientasi/Pelatihan Teknis
Pelaksana/Kader Ketahanan Pelaksana/Kader Ketahanan dan Ketahanan dan Pelaksana/Kader Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kesejahteraan Keluarga (BKB, Kesejahteraan Keluarga Kabupaten dan Kesejahteraan Keluarga 416
2.14.04.2.01.0019 | (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- P BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan 416 orang 37.136.537,00 . g P (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R 37.136.537,00
. Sambas . (BKB, BKR, BKL, PPKS, Sambas . orang
R dan Usaha Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi PIK-R dan Usaha dan Pemberdayaan Ekonomi
Pendapatan Keluarga Keluarga/Usaha Peningkatan Peningkatan Pendapatan Keluarga/Usaha Peningkatan
Akseptor (UPPKA) Pendapatan Keluarga Akseptor Kelua? a Akseptor (EIPPKA) Pendapatan Keluarga Akseptor
(UPPKA) 9 p (UPPKA)
. . Jumlah Orang yang ] . Jumlah Orang yang
Advokasi dan Promosi : Advokasi dan Promosi :
2.14.04.2.01.0020 | iBangga (Indeks gab“bpate” g"e”dap.a.g‘an Ad"‘I’ksSLdan 380 orang 34.483.927,00 | iBangga (Indeks gab“bpate” 'g,"e"dap.a.g‘an Ad"‘l’kgsi(da” 380 34.483.927,00
Pembangunan Keluarga) ambas romosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) ambas romosi iBangga (Indeks orang
Pembangunan Keluarga) Pembangunan Keluarga)
Orientasi dan Pelatihan Jumlah Laporan Hasil Orientasi .(I?:fr:tsa;"eiazlzga“han Jumlah Laporan Hasil Orientasi
Teknis Pengelola Ketahanan dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan %ian dan Pelatihan Teknis Pengelola
dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ketahanan dan Kesejahteraan 19 Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ketahanan dan Kesejahteraan 19
2.14.04.2.01.0021 | (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- Sambpas Keluarga (BKB, BKR, BKL, Lanoran 37.136.537,00 (BKBJ KR BKL PPKQS Sambpas Keluarga (BKB, BKR, BKL, Laboran 37.136.537,00
R dan Usaha Peningkatan PPKS, PIK-R dan P BIK.R dan Usaha : PPKS, PIK-R dan p
Pendapatan Keluarga Pemberdayaan Ekonomi Peningkatan Pendapatan Pemberdayaan Ekonomi
Akseptor (UPPKA) Keluarga/UPPKA) Keluarga Akseptor (UPPKA) Keluarga/UPPKA)
Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil
Penyerasian Kebijakan Penyerasian Kebijakan dalam Penyerasian Kebijakan Penyerasian Kebijakan dalam 19
dalam Pelaksanaan Program Kabupaten Pelaksanaan Program yang 19 dalam Pelaksanaan Kabupaten Pelaksanaan Program yang
214.04.2.01.0023 yang Mendukung Sambas Mendukung Tercapainya Dokumen 34.483.927,00 Program yang Mendukung Sambas Mendukung Tercapainya DOk#me 34.483.927,00

Tercapainya iBangga

iBangga (Indeks Pembangunan
Keluarga)

Tercapainya iBangga

iBangga (Indeks Pembangunan
Keluarga)
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Kode Belanja

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kgglatan/ Lokasi Indikator Kinerja Targlet Pagu Indikatif Program/K_eglatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Targ'et Kebutuhan Dana
subkegiatan Capaian (Rp.) Kegiatan Capaian (Rp.)
Penyed_laan Blay_a Jumlah Kader Pengelola dan Penyed_laan Blay_a Jumlah Kader Pengelola dan
Operasional bagi Pengelola lak d h Operasional bagi Pengelola lak d h
dan Pelaksana (Kader) Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Pelaksana (Kader) Pelaksana (Kader) Ketahanan
Ketahanan dan dan Kesejahteraan Keluarga Ketahanan dan dan Kesejahteraan Keluarga
2.14.04.2.01.0024 | Kesejaheraan Keluarga Kabupaten (BKB, BKR, BKI._, PPKS, PIK-R 1248 37.136.537,00 | Kesejaheraan Keluarga Kabupaten (BKB, BKR, BKI._, PPKS, PIK-R 1248 37.136.537,00
Sambas dan Usaha Peningkatan orang Sambas dan Usaha Peningkatan orang
(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- (BKB, BKR, BKL, PPKS,
) Pendapatan Keluarga Akseptor Pendapatan Keluarga Akseptor
R dan Usaha Peningkatan (UPPKA) yang mendapat biaya PIK-R dan Usaha (UPPKA) yang mendapat biaya
Pendapatan Keluarga o erasion);I kg iatan P Y Peningkatan Pendapatan o erasion}elll kg iatan p Y
Akseptor (UPPKA) P 9 Keluarga Akseptor (UPPKA) P 9
Pelaksanaan Koordinasi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Koordinasi Jumlah Laporan Hasil
214.04.2.01.0025 Evalua5| Pencapaian Kabupaten Evaluasi Pencapaian iBangga 19 31.831.317,00 Evalua5| Pencapaian Kabupaten !(oordlna5| Evaluasi Pencapaian 19 31.831.317,00
iBangga (Indeks Sambas Laporan iBangga (Indeks Sambas iBangga (Indeks Pembangunan Laporan
(Indeks Pembangunan Keluarga)
Pembangunan Keluarga) Pembangunan Keluarga) Keluarga)
Penyediaan Biaya Jumlah Kelompok Kegiatan Penyediaan Biaya Jumlah Kelompok Kegiatan
Operasional bagi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Operasional bagi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan
Kegiatan Ketahanan dan Keluarga (BKB, BKR, BKL, Kegiatan Ketahanan dan Keluarga (BKB, BKR, BKL, 90
Kesejahteraan Keluarga Kabupaten PPKS, PIK-R dan Usaha 90 Kesejahteraan Keluarga Kabupaten PPKS, PIK-R dan Usaha
2:14.04.2.01.0026 (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- | Sambas Peningkatan Pendapatan kelompok 87.136.537,00 (BKB, BKR, BKL, PPKS, Sambas Peningkatan Pendapatan kelokmpo 37.136.537,00
R dan Usaha Peningkatan Keluarga Akseptor (UPPKA) PIK-R dan Usaha Keluarga Akseptor (UPPKA)
Pendapatan Keluarga yang mendapat biaya Peningkatan Pendapatan yang mendapat biaya
Akseptor (UPPKA) operasional kegiatan Keluarga Akseptor (UPPKA) operasional kegiatan
Penyediaan dan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan ‘;ﬁ:ﬁzggﬁﬂgﬁn Hasil 1
2.14.04.2.01,0027 | Pengembangan Materi Kabupaten | Penyediaan dan Pengembangan 1 31.831.317,00 | Pengembangan Materi Kabupaten | 5o, 0embangan Materi iBangga | Dokume 31.831.317,00
iBangga (Indeks Sambas Materi iBangga (Indeks Dokumen iBangga (Indeks Sambas
(Indeks Pembangunan n
Pembangunan Keluarga) Pembangunan Keluarga) Pembangunan Keluarga) Keluarga)
Pembentukan Kelompok Pembentukan Kelompok
Ketahanan dan Jumlah Kelompok Ketahanan Ketahanan dan Jumlah Kelompok Ketahanan
Kesejahteraan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga Kesejahteraan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga
(Bina Keluarga Balita (BKB), (Bina Keluarga Balita (BKB), (Bina Keluarga Balita (BKB), (Bina Keluarga Balita (BKB),
Bina Keluarga Remaja Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Remaja Bina Keluarga Remaja (BKR),
(BKR), Pusat Informasi dan Kabupaten Pusat Informasi dan Konseling 90 (BKR), Pusat Informasi dan Kabupaten Pusat Informasi dan Konseling 90
2.14.04.2.01.0028 | Konseling Remaja (PIK-R) Sambpas Remaja (PIK-R) Bina Keluarga kelompok 37.136.537,00 | Konseling Remaja (PIK-R) Sambpas Remaja (PIK-R) Bina Keluarga kelompo 37.136.537,00
Bina Keluarga Lansia (BKL), Lansia (BKL), Unit Peningkatan p Bina Keluarga Lansia (BKL), Lansia (BKL), Unit Peningkatan k
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor
Pendapatan Keluarga (UPPKA) dan Pemberdayaan Pendapatan Keluarga (UPPKA) dan Pemberdayaan
Akseptor (UPPKA) dan Ekonomi Keluarga) yang Akseptor (UPPKA) dan Ekonomi Keluarga) yang
Pemberdayaan Ekonomi dibentuk Pemberdayaan Ekonomi dibentuk
Keluarga) Keluarga)
Penyusunan Strategi Jumlah laporan Penyusunan Penyusunan Strategi Jumlah laporan Penyusunan
2.14.04.2.01.0029 Peningkatan Capaian Indeks Kabupaten Strategi Peningkatan Capaian 2 Laporan 31.831.317,00 Peningkatan Capaian Kabupaten Strategi Peningkatan Capaian 2 31.831.317,00
Pembangunan Keluarga Sambas Indeks Pembangunan Keluarga Indeks Pembangunan Sambas Indeks Pembangunan Keluarga Laporan
(iBangga) (iBangga) Keluarga (iBangga) (iBangga)
Pelaksanaan dan Pelaksanaan dan
Peningkatan Peran Serta Peningkatan Peran Serta
S Cakupan PUS peserta KB A Cakupan PUS peserta KB
2.14.04.2.02 Organisasi Kemasyarakatan | Kabupaten |\ o\m001 Catur Bina ( BKB, 88,53% 3.550.416.167,00 | Ordanisasi Kemasyarakatan | Kabupaten | \ o001 Catur Bina ( BKB, 88,53% | 3.550.416.167,00
Tingkat Daerah Kabupaten/ Sambas Tingkat Daerah Kabupaten/ Sambas

Kota dalam Pembangunan
Keluarga Melalui Pembinaan

BKR, BKL, UPPKS, PIK R)

Kota dalam Pembangunan
Keluarga Melalui

BKR, BKL, UPPKS, PIK R)
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Kode Belanja

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kgglatan/ Lokasi Indikator Kinerja Targlet Pagu Indikatif Program/Kgglatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Targ'et Kebutuhan Dana
subkegiatan Capaian (Rp.) Kegiatan Capaian (Rp.)
Ketahanan dan Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga Kesejahteraan Keluarga
Pemantauan Data dan Pemantauan Data dan
Informasi Keluarga Berisiko Cakupan Pemantauan Dat_a_ Informasi Keluarga Berisiko Cakupan Pemantauan Dat_a_
’ . dan Informasi Keluarga Berisiko - ) dan Informasi Keluarga Berisiko
Stunting (Termasuk remaja Kabupaten Stunting (Termasuk remaja 416 Stunting (Termasuk remaja Kabupaten Stunting (Termasuk remaja 416
2.14.04.2.02.0005 | Calon Pengantin/Calon PUS, P 9 . J 1.565.039.771,00 | Calon Pengantin/Calon P 9 é J 1.565.039.771,00
- Sambas Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Laporan : Sambas Calon Pengantin/Calon PUS, Laporan
Ibu Hamil, Pasca . . K PUS, Ibu Hamil, Pasca - . K
. . Hamil, Pasca salin/kelahiran, . . Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran,
salin/kelahiran, Baduta/Balita) salin/kelahiran, Baduta/Balita)
Baduta/Balita) Baduta/Balita)
Pendampingan Keluarga Jumlah Keluarga Berisiko Pen_d_amplnga_n Keluarga Jumlah Keluarga Berisiko
S ) - ) Berisiko Stunting (Termasuk . ;
Berisiko Stunting (Termasuk Stunting (Termasuk remaja remaja Calon Stunting (Termasuk remaja
214.04.2.02.0006 | "emaja C_:alon Kabupaten Calo_n Pengantln{Cann F_’U& lbu 416 1.598.911.556,00 | Pengantin/Calon PUS, Ibu Kabupaten Calon Pe_ngantln/Calpn PUS_, 416 1.598.911.556,00
Pengantin/Calon PUS, Ibu Sambas Hamil, Pasca salin/kelahiran, Laporan 4 Sambas Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Laporan
4 . . ; Hamil, Pasca i
Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat salin/kelahiran Baduta/Balita) yang mendapat
Baduta/Balita) pendampingan Baduta/Balita) pendampingan
Partisipasi Mitra Kerja dan Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Partisipasi Mitra Kerja dan Jumlah Laporan Partisipasi
Organisasi Kemasyarakatan Kerja dan Organisasi Organisasi Kemasyarakatan Mitra Kerja dan Organisasi
214.04.2.02.0007 dalam F_’enggeraka_n Kabupaten Kemasyarakatan dala_m 6 Laporan 210.168.313,00 dalam Eenggeraka_n Kabupaten Kemasyarakatan dala_m 6 210.168.313,00
Operasional Pembinaan Sambas Penggerakan Operasional Operasional Pembinaan Sambas Penggerakan Operasional Laporan
Program Pembangunan Pembinaan Program Program Pembangunan Pembinaan Program
Keluarga Pembangunan Keluarga Keluarga Pembangunan Keluarga
Promosi dan Sosialisasi Kabupaten Jumlah Laporan Hasil Promosi 19 Promosi dan Sosialisasi Kabupaten Jumlah Laporan Hasil Promosi 19
2.14.04.2.02.0008 | Program Pembangunan Sambas dan Sosialisasi Program Laporan 176.296.527,00 | Program Pembangunan Sambas dan Sosialisasi Program Laporan 176.296.527,00

Keluarga

Pembangunan Keluarga

Keluarga

Pembangunan Keluarga
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai hasil musyawarah rencana pembangunan Kabupaten Sambas yang
telah dilaksanakan pada bulan Maret 2025, dimana terdapat 15 kegiatan hasil
musrenbang yang di dengan skala prioritas 1-5 disampaikan dalam Forum OPD,
berturut-turut menurut prioritas yaitu sebesar: 6,6%; 20%; 20%; 26,7%; dan 26,7%.
Hasil pembahas lanjut hasil melalui forum OPD yang menyesuaikan hasil musrenbang
tingkat kecamatan dengan tugas pokok dan fungsi didapat hasil seluruh usulan
diterima. (Tabel 6).

Selain musrenbang, usulan program dan kegiatan masyarakat juga diakomudir
melalui masa reses DPRD dalam bentuk Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Pasal 78 ayat
(2) dan (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa dalam penyusunan Rancangan
Awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran
DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai masukan
dalam perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras
dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
Pokir atau Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD merupakan aspirasi masyarakat yang
dititipkan kepada anggota Dewan agar diperjuangkan di pembahasan RAPBD. Hal ini
sesuai Pasal 55 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan, Badan Anggaran mempunyai
tugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada
kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja
daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD. Adapun
rekaputulasi Pokir yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

dapat dilihat pada tabel 7.
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Tabel 6.

(Tabel T-C.32, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)
Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2025

; Kode . .
No. Usulan Kegiatan o Volume Lokasi Jumlah Lokasi (Desal/Kec) Keterangan
Prio Rincian
PEMERINTAHAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN 545.000.000
PENDUDUK DANKELUARGA BERENCANA
1 pelatihan PKK dan PembedayaanPerempuan 070.175-011 1 Paket | Desa Perigi Landu 50.000.000 | Perigi Landu Sejangkung Setuju
o | Pelatihan dan Penyuluhan KelompokPerempuan |14 404.005 1 Paket | D€sa Pangkalan 25.000.000 | PangkalanBemban | Selakau Setuju
(Pelatihan Menjahit) Bemban
2 Pelatihan bagi TPK, PPKBD dan SubPPKBD 030.054-019 |2 Kelompok | Tebas Kuala 50.000.000 | Tebas Kuala Tebas Setuju
2 Pelatihan Menjahit Kader PKK 051.124-012 | 3 Kegiatan | Desa Semperiuk A 50.000.000 | Semperiuk A Jawai Selatan Setuju
3 Pelatihan Menjahit bagi Ibu-lbu KelompokPenjahit | 020.018-020 1 Paket | Desa Harapan 50.000.000 | Harapan Pemangkat Setuju
3 Pelatihan/ penyuluhan PemberdayaanPerempuan 030.044-014 50 Orang | Desa SungaiKelambu 10.000.000 | Sungai Kelambu Tebas Setuju
Sosialisasi kenakalan remaja dan bahayanarkoba ) . . . .
3 dan mencegah pernikahan dini 043.102-010 | 200 Orang | Desa Jirak 50.000.000 | Jirak Sajad Setuju
4 PENGASUHAN BERSAMA ATAU BINAKELUARGA 010.008-018 1 Paket | Twi Mentibar 10.000.000 | Twi Mentibar Selakau Setuju
BALITA (BLB)
4 Penyuluhan terkait Kenakalan Remaja 030.048-055 | 1 Kegiatan | Tebas Sungai 20.000.000 | Tebas Sungai Tebas Setuju
4 F;Sélfrl;man Kekerasan Dalam RumahTangga 040.065-012 1 Paket | Desa Sungai Rambah 10.000.000 | Sei Rambah Sambas Setuju
FASILITASI KEGIATAN BAGI KELOMPOK . .
4 PEREMPUAN ( KWT) 043.104-024 1 Paket | Desa Mekar Jaya 20.000.000 | Mekar Jaya Sajad Ditangguhkan
5 Penyuluhan bagi perempuan dan anak 030.035-017 1 Kali | Desa Maribas 30.000.000 | Maribas Tebas Setuju
5 Peningkatan Kapasitan PKK 051.125-016 | 1 Kegiatan | Desa Sarilaba A 100.000.000 | Sarilaba A Jawai Selatan Setuju
5 Pembinaan perlindungan anak 051.127-013 1 Paket | Desa Suah Api 20.000.000 | Suah Api Jawai Selatan Setuju
Peningkatan Kapasitas Bagi Tim SatgasDesa ] . .
5 Penanganan Stunting 060.147-009 | 2 Kegiatan | Desa Sayang Sedayu 50.000.000 | Sayang Sedayu Teluk Keramat Setuju
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Tabel 7.
(Tabel T-C.32, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)
Telaah Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025

NO (D [TANGGAL |PENGUSUL [USULAN |MASALAH ALAMAT USULAN [OPD TUJUAN IOPD TUJUAN ISTATUS REKOMEN REKOMEND REKOMENDASI REKOMEN OLUME [SATUAN ANGGARAN [SUB
USULAN |USUL LOKASI KE IAWAL IAKHIR DASI IASI MITRA  [SKPD DASI TAPD KEGIATAN
ISEKWAN
87 952062 25-04-2024 PJUNAIDI. MA, Peningkata|Pelatihan/bimi{Dinas Kabupate DINAS DINAS Usulan  |Proses Proses lebih |Usulan dapat null Kegiatan Peningkatan
S. Sos n ek konseling [Pemberdayajn / Kota |PEMBERDAYAANIPEMBERDAYAAN(disetujui |Lebih Lanjutjanjut diproses lebih 100,000,000.00Kapasitas
Kapasitas [eluarga dan fan PEREMPUAN, PEREMPUAN, lanjut, mohon ISumber Daya
dan hak anak Perempuan PERLINDUNGAN [PERLINDUNGAN untuk melengkapi Lembaga
Kualitas Kab. IANAK, IANAK, dokumen Penyedia
Perempuan [Sambas, PENGENDALIAN [PENGENDALIAN persyaratan Layanan
Kab. PENDUDUK DAN [PENDUDUK DAN lsesuai ketentuan Pemberdayaan
ISambas KELUARGA KELUARGA ang berlaku. Perempuan
BERENCANA BERENCANA Kewenangan
Kabupaten/Kot
a
88 952063 25-04-2024 JUNAIDI. MA, |PeningkatalLomba Dinas Kabupate DINAS DINAS Usulan  |Proses Proses lebih |Usulan dapat null Kegiatan Peningkatan
IS. Sos n ISenam KLPI [Pemberdayaln / Kota |PEMBERDAYAANPEMBERDAYAANdisetujui [Lebih Lanjutjanjut diproses lebih 25,000,000.00 [Kapasitas
Kapasitas an PEREMPUAN, PEREMPUAN, lanjut, mohon ISumber Daya
dan Perempuan PERLINDUNGAN [PERLINDUNGAN untuk melengkapi Lembaga
Kualitas Kab. IANAK, IANAK, dokumen Penyedia
Perempuan ISambas, PENGENDALIAN [PENGENDALIAN persyaratan Layanan
Kab. PENDUDUK DAN [PENDUDUK DAN lsesuai ketentuan Pemberdayaan
ISambas KELUARGA KELUARGA ang berlaku. Perempuan
BERENCANA BERENCANA Kewenangan
Kabupaten/Kot
a
169 (953287 29-04-2024 [SURIADI PeningkataBimtek Dinas Kabupate DINAS DINAS Usulan  |Proses Proses lebih |Usulan dapat null Kegiatan Peningkatan
n Pemberdayaln / Kota [PEMBERDAYAANPEMBERDAYAAN(disetujui |[Lebih Lanjutlanjut diproses lebih [35,000,000.00 [Kapasitas
Kapasitas an PEREMPUAN, PEREMPUAN, lanjut, mohon ISumber Daya
dan Perempuan PERLINDUNGAN [PERLINDUNGAN untuk melengkapi Lembaga
Kualitas kab. IANAK, IANAK, dokumen Penyedia
Perempuan ISambas, PENGENDALIAN [PENGENDALIAN persyaratan Layanan
Kab. PENDUDUK DAN [PENDUDUK DAN lsesuai ketentuan Peningkatan
ISambas KELUARGA KELUARGA ang berlaku. Kualitas
BERENCANA BERENCANA Keluarga
[Tingkat Daerah
Kabupaten/Kot
a
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225 (953631 [30-04-2024 |SUPNI Bantuan [Fasilitasi kec. Kabupate DINAS DINAS Usulan  [Proses Proses lebih |[Usulan dapat null Kegiatan Sosialisasi
IALATAS tau kegiatan tangaran dann / Kota |PEMBERDAYAANPEMBERDAYAAN(disetujui [Lebih Lanjutlanjut diproses lebih 125,000,000.00[Peningkatan

ukungan [pemberdayaaeluk PEREMPUAN, PEREMPUAN, lanjut, mohon Partisipasi

tas n perempuan [keramat, PERLINDUNGAN [PERLINDUNGAN untuk melengkapi Perempuan di
partisipasi Kab. IANAK, IANAK, lorganisasi/lembag Bidang Politik,
jaktif ISambas PENGENDALIAN [PENGENDALIAN @ pemberdayaan Hukum, Sosial
Lembaga / PENDUDUK DAN [PENDUDUK DAN perempuan yang dan Ekonomi
Organisasi KELUARGA KELUARGA dituju dalam
Perempuan BERENCANA BERENCANA bentuk

program/kegiatan.

815 (961195 20-05-2024 [YUDHA PeningkataPemberdayaaKec. Teluk [Kabupate DINAS DINAS Usulan alidasi Proses lebih |[Usulan dapat null Kegiatan Peningkatan
IALWIN, S. n n dan Keramat danjn / Kota [PEMBERDAYAANPEMBERDAYAAN(disetujui [Sekretariat [lanjut diproses lebih 75,000,000.00 [Kapasitas
Ked Kapasitas [Pelatihan Kec. PEREMPUAN, PEREMPUAN, Dewan lanjut, mohon ISumber Daya

dan Perempuan [Tangaran, PERLINDUNGAN [PERLINDUNGAN untuk melengkapi Lembaga
Kualitas Kab. IANAK, IANAK, dokumen Penyedia
Perempuan [Sambas PENGENDALIAN [PENGENDALIAN persyaratan Layanan
PENDUDUK DAN [PENDUDUK DAN lsesuai ketentuan Peningkatan
KELUARGA KELUARGA ang berlaku. Kualitas
BERENCANA BERENCANA Keluarga
[Tingkat Daerah
Kabupaten/Kot
a
892 (961963 22-05-2024 MUZAHAR  |Peningkata/Seminar Kab. Kabupate DINAS DINAS Usulan alidasi Proses lebih |Usulan dapat null Kegiatan Sosialisasi
n Perempuan [Sambas, n/Kota [PEMBERDAYAANPEMBERDAYAAN(disetujui [Sekretariat [lanjut diproses lebih I50,000,000.00 |Peningkatan
Kapasitas Kab. PEREMPUAN, PEREMPUAN, Dewan lanjut, mohon Partisipasi
dan ISambas PERLINDUNGAN [PERLINDUNGAN untuk melengkapi Perempuan di
Kualitas IANAK, IANAK, dokumen Bidang Politik,
Perempuar PENGENDALIAN [PENGENDALIAN persyaratan Hukum, Sosial
PENDUDUK DAN [PENDUDUK DAN lsesuai ketentuan dan Ekonomi
KELUARGA KELUARGA ang berlaku.
BERENCANA BERENCANA

Sumber: SIPD RI, 2025
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BAB Il
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian

Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Sambas mengampu bidang

ketugasan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Oleh karena itu, program

dan kegiatan di OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Sambas harus

menyesuaikan program, kegiatan dan kebijakan dari Kementerian tersebut.

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak diampu oleh Kementrian PPPA. Tujuan dan sasaran strategis
Kemen PPPA tahun 2025-2029 sesuai Visi dan Misi Kemen PPPA dalam

penyelenggaran urusan dimaksud adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Hak Perempuan. Sasaran strategis yang ingin dicapai dari
tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

a) Indeks Pembangunan Gender (IPG);

b) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);

c) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan; dan

d) Indeks Pengarus Utamaan Gender (PUG) Nasional.

Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ke-2 adalah sebagaiberikut:
a) Indeks Perlindungan Anak (IPA);

b) Proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun;

c) Persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA; dan

d) Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan layak.

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam
Pembangunan PP PA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ke-3 adalah sebagai berikut:
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a) Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat; dan
b) Indeks Kualitas Keluarga.
4) Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk
TPPO
Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ke-4 adalah sebagai berikut:
a) Prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan
TPPO dalam 12 bulan terakhir (sumber: SPHPN);
b) Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat
layanan komprehensif (SPHPN dan Simfoni); dan
c) Persentase pemerintah daerah yang menyediakan layanan bagi
perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar (%).
5) Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak
Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ke-5 adalah sebagai berikut:
a) Prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan
sepanjang hidupnya (%) (SNPHAR);
b) Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif
(SNPHAR dan Simfoni);
c) Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja; dan
d) Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan layanan sesuai
standar.
2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sedangkan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana, Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN merumuskan tujuan Selama periode
pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029,
Kemendukbangga/BKKBN memiliki tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan
Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana
yang Berkualitas.

Ukuran keberhasilan atas seluruh Program dan Kegiatan Prioritas yang
dilakukan ditetapkan dalam bentuk Sasaran Strategis. Dalam Renstra BKKBN
2021-2029 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

1) Meningkatnya keberhasilan pembangunan keluarga;
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2) Menurunnya angka fertilitas pada remaja usia 15-19 tahun;

3) Meningkatnya kualitas pengelolaan kebijakan kependudukan dan
pengendalian penduduk;

4) Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan Program Keluarga Berencana
dan Kesehatan Reproduksi;

5) Meningkatnya partisipasi masyarakat yang merata dalam pelaksanaan
Program Bangga Kencana; dan

6) Terwujudnya Kemendukbangga/BKKBN yang kolaboratif, kapabel dan

berintegritas untuk melayani masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor
kunci keberhasilan (critical success factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi
dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan,
program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan
sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan
terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Sambas Tahun 2026, seperti yang tertuang dalam
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas Tahun
2025- 2029.

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi dan merupakan
sesuatu yang akan dihasilkan atau dicapai pada kurun waktu tertentu. Adapun
tujuan yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas pada
periode 2025-2029 adalah “Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan
anak, serta mewujudkan keluarga yang berkualitas”, dengan cara Peningkatan
kesetaraan gender dan perlindungan anak, serta mewujudkan keluarga yang

berkualita.
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B. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang
akan dicapai, sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses
perencanaan strategik. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan
alokasi sumber daya organisasi dalam melaksanakan kegiatan. Sasaran
pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas yaitu: 1)Meningkatnya
pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak; dan
2)Meningkatnya pembangunan berwawasan kependudukan dan keluarga. Tabel 8

menyajikan tujuan dan sasaran renja 2026.
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Tabel 8.

Matrik Tujuan/Sasaran Tahun 2025-2029

KODE- TEMATIK/ TARGET
No INDIKATOR DEFENISI OPERASIONAL RUMUS WALIDATA TAGGING STATUS 2026

I Indikator Kinerja Utama (IKU)

1 | 04.03.002- IPG adalah indikator yang IPG = IPM Perempuan / IPM Laki- PPPA, BPS RPJMN, Posistif 89,29
Indeks menggambarkan perbandingan Laki RPJMD, angka
Pembangunan (rasio) capaian antara IPM Renstra PD,

Gender (IPG) Perempuan dengan IPM Laki-laki. Rakortek,
Penghitungan IPG mengacu pada ASTA CITA,
metodologi yang digunakan oleh Sasaran
UNDP dalam menghitung Gender RPJIJMD
Development Index (GDI) dan
Human Development Indeks (HDI)
pada tahun 2010. Perubahan
metode ini merupakan penyesuaian
dengan perubahan metodologi pada
IPM. Selain sebagai
penyempurnaan dari metode
sebelumnya, IPG metode baru juga
merupakan pengukuran langsung
terhadap ketimpangan antargender
dalam pencapaian pembangunan
manusia.

2 | 04.03.001- Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Langkah-langkah metode penghitungan IKG | Survei Sosial | RPIMN, Positif 0,409
Indeks terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 berikut formula yang digunakan adalah Ekonomi RPJMD, angka
Ketimpangan (lima) indikator, yaitu dimensi sebagai berikut: Menghitung Indeks Nasional Renstra PD,

Gender (IKG) kesehatan reproduksi perempuan Perempuan dan Indeks Laki-laki Menghitung | (Susenas) Rakortek,
yang dibentuk dari indikator proporsi | agregasi indeks perempuan dan indeks laki- | BPS, Survei | ASTA CITA,
perempuan yang melahirkan hidup laki dengan rata-rata harmonic Menghitung Angkatan Sasaran
tidak di fasilitas kesehatan (MTF) indeks masing — masing dimensi Menghitung | Kerja RPJMD
dan proporsi perempuan yang saat | agregasi indeks dimensi dengan rata-rata Nasional
melahirkan hidup pertama berumur | geometrik Menghitung Indeks Kesetaraan (Sakernas)
kurang dari 20 tahun (MHPK20), Gender Menghitung Indeks Ketimpangan BPS, dan
dimensi pemberdayaan yang Gender Sekretaris
dibentuk dari indikator persentase Dewan
penduduk usia 25 tahun ke atas (Sekwan)

dengan pendidikan SMA/sederajat

ke atas dan persentase anggota
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legislatif, serta dimensi pasar
tenaga kerja yang diwakili dengan
indikator tingkat partisipasi
angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan
TPAK perempuan.

04.03.004- Indeks Perlindungan Anak (IPA) Penghitungan IPA dimulai dengan PPPA, BPS RPJMN, Positif 61,05
Indeks adalah indeks komposit yang menghitung nilai indeks klaster RPJMD, angka
Perlindungan mengukur capaian pemenuhan hak | menggunakan nilai indikator yang sudah Renstra PD,
Anak (IPA) dan perlindungan anak yang dinormalisasi dengan metode nilai maksimal Rakortek,
disusun sesuai dengan klaster dan minimal. Indeks klaster tersebut dihitung ASTA CITA,
dalam Konvensi Hak Anak. dengan bobot indikator yang sama (equal Sasaran
weight) untuk setiap indikator dalam klaster RPJMD, Peta
yang sama. Kemudian, nilai IPA diperoleh Jalan
dengan mengalikan bobot klaster dengan Pembangunan
indeks klaster. Penghitungan IPA dimulai Kependudukan
dengan menghitung nilai indeks klaster (PJPK)
menggunakan nilai indikator yang sudah
dinormalisasi dengan metode nilai maksimal
dan minimal. Indeks klaster tersebut dihitung
dengan bobot indikator yang sama (equal
weight) untuk setiap indikator dalam klaster
yang sama. Kemudian, nilai IPA diperoleh
dengan mengalikan bobot klaster dengan
indeks klaster.
03.07.010- IPKK mengukur kualitas keluarga IPKK diperoleh dengan menghitung rata-rata | BPS, RPJMN, Positif 66,11
Indeks berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu nilai indeks dari setiap dimensi BKKBN, RPJMD, indeks
Pembangunan kesejahteraan, ketahanan, dan pembentuknya, yaitu dimensi kesejahteraan, | Kemen- Renstra PD,
Kualitas partisipasi. Ketiga dimensi tersebut | dimensi ketahanan, dan dimensi partisipasi. PPPA Sasaran
Keluarga (IPKK) | merupakan elemen vital yang RPJMD
menunjukkan fungsi keluarga serta
peranannya sebagai modal sosial
dalam mendukung pembangunan
sumber daya manusia.
04.03.014- Nilai Kesetaraan Gender: Penilaian Hasil nilai evaluasi Penganugerahan PPPA, RPJMN, Positif 350 poin
Penganugerahan | terhadap kebijakan, program, dan Parahita Ekapraya Daerah DP3AP2KB RPJMD,
Parahita kegiatan yang mendorong Renstra PD,
Ekapraya kesetaraan gender di berbagai Rakortek,
Daerah (APE) sektor, termasuk dalam hal akses, ASTA CITA,

partisipasi, kontrol, dan manfaat.
Pemberdayaan Perempuan:
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Penilaian terhadap inisiatif yang
mendorong partisipasi perempuan
dalam berbagai aspek kehidupan,
termasuk ekonomi, politik, sosial,
dan pendidikan. Perlindungan Anak:
Penilaian terhadap kebijakan dan
program yang melindungi hak-hak
anak dan mendorong kesejahteraan
mereka.

04.03.013- Nilai Ukuran yang digunakan untuk Hasil nilai evaluasi Kabupaten Layak Anak PPPA, RPJMN, Positif 625 poin
dalam menilai sejauh mana suatu DP3AP2KB RPJMD,
Kabupaten/Kota | kabupaten atau kota memenubhi Renstra PD,
Layak Anak standar dan kriteria sebagai Rakortek,
(KLA) lingkungan yang mendukung hak- ASTA CITA,

hak anak. KLA merupakan upaya

untuk memastikan bahwa anak-

anak mendapatkan perlindungan,

pendidikan, dan pelayanan yang

memadai sesuai dengan hak-

haknya.
03.07.008- Indeks Pembangunan Berwawasan BKKBN, RPJMN, Positif 59,81
Indeks Kependudukan adalah indeks 1 — BPS RPJMD, indeks
Pembangunan komposit yang merepresentasikan IPBEK — — Z S; Renstra PD,
Berwawasan dimensi pembangunan berwawasan L < Rakortek,
Kependudukan kependudukan sebagai alat ukur =1 ASTA CITA,
(IPBK) dalam memahami kondisi Keterangan: Si: Skor standar pada dimensi

pembangunan berwawasan ke-i

kependudukan di Indonesia. IPBK i (yang telah dinormalisasi dari berbagai

mencerminkan integrasi isu-isu indikator), n: Jumlah dimensi (biasanya 5

kependudukan ke dalam lima dimensi). IPBK bernilai antara 0 — 100,

dimensi utama yang saling terkait, dengan interpretasi: 2 75 = Sangat Tinggi, 60

yaitu: Kependudukan, Keluarga — 74,99 = Tinggi, 45 — 59,99 = Sedang, 30 —

Berencana dan Kesehatan 44,99 = Rendah, < 30 = Sangat Rendah

Reproduksi, Pembangunan

Keluarga, Pendidikan dan Gender,

dan Ketenagakerjaan dan

Kesejahteraan
03.07.009- Indeks Pembangunan Keluarga iBangga dihitung dengan pendekatan BKKBN, RPJMN, Positif 62,16
Indeks (iBangga) merupakan ukuran agregat dimensi, dimana setiap dimensi BPS RPJMD, indeks
Pembangunan program pembangunan keluarga dihitung tingkat pencapaiannya kemudian Renstra PD,

yang ditunjukkan melalui dimensi dilakukan agregat pada seluruh dimensi dan Rakortek,
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Keluarga
(iBangga)

ketentraman, kemandirian dan
kebahagiaan keluarga serta
menggambarkan peran dan fungsi
keluarga. Keluarga, adalah unit
terkecil dalam masyarakat yang
terdiri dari suami istri, atau suami
istri dan anaknya, atau ayah dan
anaknya, atau ibu dan anaknya. Di
luar definisi di atas dianggap
sebagai keluarga khusus.
Keluarga khusus, adalah keluarga
yang tidak memenuhi definisi
keluarga, namun memiliki hubungan
keluarga sesama anggotanya,
misalnya kakak dan adik tanpa
orang tua, seorang kakek/nenek
dan cucunya, atau seorang diri
(sebatang kara).

masing-masing dimensi memiliki tingkat
kepentingan bobot yang sama. Selain itu,
terdapat pembobotan pada indikator dalam
masing-masing dimensi dengan ketentuan
skor capaian indikator nasional tertinggi
diberikan bobot terendah. Indikator ini
dinyatakan dalam indeks, dengan formula
sebagai berikut:

dengan: : dimensi ke- ; : banyaknya dimensi;
dan=1, 2, 3.

D1 : INDEKS KETENTRAMAN, dengan cara
perhitungannya adalah:

dengan : skor capaian dimensi ke-1 untuk
indikator ke-j ; : bobot dimensi ke-2 untuk
indikator ke-j ; dan : banyaknya indikator
pada dimensi ketentraman; dimana j = 1, 2,
..., 6.

D2 : INDEKS KEMANDIRIAN, dengan cara
perhitungannya adalah:

dengan : skor capaian dimensi ke-2 untuk
indikator ke-j; : bobot dimensi ke-2 untuk
indikator ke-j ; dan : banyaknya indikator
pada dimensi kemandirian; dimana j=1, 2,
v 1.

D3 : INDEKS KEBAHAGIAAN, dengan cara
perhitungannya adalah:

Dengan : skor capaian dimensi ke-3 untuk
indikator ke-j; : bobot dimensi ke-3 untuk
indikator ke-j ; dan : banyaknya indikator
pada dimensi kebahagiaan; dimana j=1, 2,
e 4

iBangga digunakan untuk mengklasifikasikan
suatu wilayah dengan status pembangunan
keluarga tangguh (>70), berkembang (40-70)
atau rentan (<40).

ASTA CITA,
PJIPK
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Indikator Kinerja Kunci (IKK)

IILA | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 | 04.03.019- Anggaran Responsif Gender Jumlah ARG pada belanja operasi APBD DP3AP2KB RPJMN, Positif 5%
Persentase merupakan alokasi anggaran yang dibagi jumlah seluruh belanja langsung RPJMD,
Anggaran memberikan perhatian secara APBD dikali 100%. Renstra PD,
Responsif konsisten dan sistematis untuk Rakortek,
Gender (ARG) merespon kebutuhan, ASTA CITA,

permasalahan, aspirasi, dan Inmen 2
pengalaman perempuan dan laki-

laki yang bertujuan untuk

mewujudkan kesetaraan gender.

2 | 06.02.060- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Jumlah partisipasi angkatan kerja Survei RPJMN, Positif 73,28 %
Tingkat (TPAK) Perempuan adalah perempuan dibagi Jumlah angkatan kerja Angkatan RPJMD,
Partisipasi persentase jumlah angkatan kerja perempuan dikali 100% Kerja Renstra PD,
Angkatan Kerja perempuan terhadap jumlah Nasional Peta Jalan
(TPAK) penduduk usia kerja perempuan. (Sakernas), Pembanguan
Perempuan Angkatan kerja perempuan adalah BPS Kependudukan

penduduk usia kerja perempuan (PJIPK),
yang bekerja atau punya pekerjaan Inmen 2
namun sementara tidak bekerja,

dan penggangguran. Penduduk usia

kerja perempuan adalah penduduk

berjenis kelamin perempuan yang

berusia 15 tahun ke atas.

3 | 04.03.028- 1. Persentase: Ukuran yang Jumlah perempuan korban kekerasan dan DP3AP2KB RPJMN, Positif 100 %
Persentase dinyatakan dalam bentuk persen TPPO yang diberikan layanan sesuai RPJMD,
Perempuan (%) yang menggambarkan proporsi | standar dibagi jumlah jumlah perempuan Renstra PD,
Korban perempuan korban kekerasan dan korban kekerasan dan TPPO dikalikan 100% Rakortek,
Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang ASTA CITA,
TPPO yang (TPPO) yang menerima layanan Inmen 2
Mendapatkan komprehensif dari total perempuan
Layanan korban kekerasan dan TPPO yang

Komprehensif
atau Persentase

teridentifikasi. 2. Perempuan
Korban Kekerasan: Perempuan

Perempuan yang mengalami berbagai bentuk
Korban kekerasan, termasuk kekerasan
Kekerasan fisik, seksual, emosional, dan
(termasuk ekonomi. 3. TPPO (Tindak Pidana
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TPPO) yang
Mendapatkan
Layanan
Komprehensif

Perdagangan Orang): Tindak
pidana yang melibatkan rekrutmen,
transportasi, penampungan, atau
penerimaan orang dengan tujuan
eksploitasi melalui ancaman,
penggunaan kekerasan, penipuan,

atau penyalahgunaan kekuasaan. 4.

Layanan Komprehensif: Layanan
yang mencakup berbagai aspek
kebutuhan korban, seperti: Layanan
Kesehatan: Penanganan medis,
konseling kesehatan mental,
rehabilitasi. Layanan Hukum:
Bantuan hukum, pendampingan
dalam proses hukum. Layanan
Sosial: Penyediaan tempat tinggal
sementara, pendampingan sosial,
bantuan ekonomi. Layanan
Psikologis: Konseling psikologis,
terapi trauma. 5. Mendapatkan
Layanan Komprehensif: Mengacu
pada perempuan korban kekerasan
dan TPPO yang telah menerima
satu atau lebih layanan yang
disebutkan di atas sesuai dengan
kebutuhannya.

Pembelajaran
Keluarga
(Puspaga) yang
Berperspektif
Gender dan Hak
Anak Sesuai
Standar

Suatu layanan berbasis komunitas
yang memberikan edukasi,
konseling, dan fasilitasi kepada
keluarga (orang tua, anak, wali)
dengan memperhatikan kesetaraan
gender dan pemenuhan hak-hak
anak, dalam rangka mewujudkan
keluarga berkualitas dan ramah
anak. Mengacu pada Permen
PPPA No. 14 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyelenggaraan
PUSPAGA.

Formula konseptual:

PUSPAGA Efektif =(E+K+M+S)xG x H
Keterangan:

e E = Edukasi keluarga tentang
pengasuhan, kesehatan mental, dan
komunikasi

e K = Konseling keluarga (ayabh, ibu,
anak, pasangan)

e M = Materi berbasis hak anak dan
kesetaraan gender

DP3AP2KB

RPJMN,
RPJMD,
Renstra PD,
Inmen 2

Positif

10 %
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e S =SDM terlatih (psikolog, konselor,
fasilitator keluarga)

o G = Perspektif gender — Semua
aspek bebas diskriminasi peran
gender

e H = Perspektif hak anak —
Memenuhi prinsip KHA (4 prinsip
dasar)

Jumlah keluarga
yang
mendapatkan
pendampingan
dan pelayanan
puspaga

Jumlah keluarga yang mendapatkan
pendampingan dan pelayanan
PUSPAGA adalah banyaknya
keluarga (minimal satu anggota
keluarga) yang telah menerima
layanan secara langsung dari Pusat
Pembelajaran Keluarga
(PUSPAGA) dalam periode tertentu
(biasanya per tahun). PUSPAGA
merupakan layanan non-klinis yang
bertujuan memperkuat ketahanan
keluarga melalui edukasi, konseling,
dan konsultasi dalam rangka
mencegah kekerasan terhadap
anak dan anggota keluarga lainnya.
Jenis Layanan PUSPAGA yang
Diakui: Layanan
konsultasi/konseling (tatap muka,
daring, telepon), Edukasi
pengasuhan (parenting class,
seminar, pelatihan), Pendampingan
kasus non-klinis (misalnya konflik
keluarga, pengasuhan anak,
perceraian), Layanan rujukan (ke
psikolog, pekerja sosial, layanan
perlindungan)

i=1

Keterangan: Ki: Keluarga ke-i yang
menerima layanan PUSPAGA, Data
dihimpun dari formulir atau sistem
pencatatan layanan PUSPAGA, Satu
keluarga dihitung satu kali, meskipun
mendapatkan beberapa jenis layanan.

DP3AP2KB

RPJMD,
Renstra PD

Positif

110
keluarga

Tingkat
Pemanfaatan
Data Gender dan
Anak dalam

Tingkat Pemanfaatan Data Gender
dan Anak adalah ukuran sejauh
mana data yang terpilah menurut
jenis kelamin dan kelompok umur

Jumlah dokumen/kebijakan menggunakan
data gender dan anak dibagi jumlah total
dokumen/kebijakan yang dianalisis dikali
100%

DP3AP2KB

RPJMN,
RPJMD,
Renstra PD,
Inmen 2

Positif

55 %
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Perencanaan,
Evaluasi
dan/atau
Penyusunan
Kebijakan

anak dimanfaatkan secara nyata
dalam: Perencanaan
program/kegiatan, Evaluasi
kebijakan, dan Penyusunan
kebijakan dan anggaran.

Indikator ini digunakan untuk
menilai implementasi Perencanaan
dan Penganggaran Responsif
Gender (PPRG) dan keberpihakan
terhadap isu anak dalam
pembangunan. Pemanfaatan yang
dimaksud mencakup: Penggunaan
data terpilah dalam dokumen
perencanaan (Renstra, RKPD,
RKA, DPA, dsb), Analisis gender
dalam penyusunan
kebijakan/program, dan
Kebijakan/program yang responsif
gender dan ramah anak

04.03.003-
Indeks
Pemenuhan Hak
Anak (IPHA)

Angka yang menggambarkan
pencapaian pembangunan
pemenuhan hak anak atas hak sipil
dan kebebasan, hak lingkungan
keluarga dan pengasuhan alternatif,
hak kesehatan dasar dan
kesejahteraan, serta hak pendidikan
dan pemanfaatan waktu luang.

Penghitungan IPHA dimulai dengan
menghitung nilai indeks klaster
menggunakan nilai indikator yang sudah
dinormalisasi dengan metode nilai maksimal
dan minimal. Indeks klaster tersebut dihitung
dengan bobot indikator yang sama (equal
weight) untuk setiap indikator dalam klaster
yang sama. Kemudian, nilai IPHA diperoleh
dengan mengalikan bobot klaster dengan
indeks klaster. - Nilai indeks klaster IPHA
Indeks K_j= ((Z_(i=1)*n [SX] _ji)/n_j) X
100 Keterangan: Indeks K] : nilai indeks
klaster ke-j SXji : nilai indikator ke-i pada
klaster ke-j yang telah dinormalisasi N; :
banyaknya indikator pada klaster ke-j — Nilai
IPHA Indeks= (W1 * Indeks D1) + ... + (Wj *
Indeks Dj) Keterangan: W1= nilai bobot
klaster ke-1 D1= nilai indeks klaster ke-1 Wj=
nilai bobot klaster ke-j Dj= nilai indeks klaster
ke-j

PPPA, BPS

RPJMN,
RPJMD,
Renstra PD,
Inmen 2

Positif

61,76
indeks

123 | RENJA 2026 DP3AP2KB KABUPATEN SAMBAS




Persentase Anak
Memerlukan
Perlindungan
Khusus yang
Mendapatkan
Layanan
Komprehensif

Anak memerlukan perlindungan
khusus adalah anak yang
memerlukan perlindungan dalam
situasi darurat, anak yang
berhadapan dengan hukum, anak
dari kelompok minoritas dan
terisolasi, anak tereksploitasi secara
ekonomi dan/atau seksual, anak
yang diperdagangkan, anak yang
menjadi korban penyalahgunaan
narkotika, alkohol, psikotropika, dan
zat adiktif lainnya(napza), anak
korban penculikan, penjualan dan
perdagangan, anak korban
kekerasan baik fisik dan/atau
mental, anak yang menyandang
cacat, dan anak korban perlakuan
salah dan penelantaran.

Layanan Konprehensif adalah
sistem layanan yang mencakup
layanan pengaduan, rehabilitasi
kesehatan, rehabilitasi sosial,
penegakan dan bantuan hukum,
serta pemulangan dan reintegrasi
sosial.

Jumlah anak yang memerlukan perlindungan
khusus yang mendapatkan layanan dibagi
Jumlah anak yang memerlukan perlindungan
khusus dikalikan 100%

DP3AP2KB

RPJMN,
RPJMD,
Renstra PD,
Inmen 2

Positif

100 %

04.03.016-
Persentase anak
korban
kekerasan yang
mendapatkan
layanan
komprehensif

Persentase anak usia 0-17 tahun
korban kekerasan yang mendapat
layanan komprehensif adalah
perbandingan anak korban
kekerasan berdasarkan data
layanan SAPA Anak dan Simfoni
PPA yang dibandingkan anak usia
0-17 tahun korban kekerasan.
Layanan Komprehensif pada
layanan SAPA Anak adalah layanan
yang diberikan dalam rangka
pemenuhan hak dan kebutuhan
anak secara menyeluruh,
berkualitas dan tuntas dengan
pendekatan manajemen kasus

Rumus perhitungan: % anak korban yang
mendapatkan layanan komprehensif= a/A x
100%. Keterangan: a = Jumlah anak korban
kekerasan yang memerlukan perlindungan
khusus yang mendapatkan layanan
komprehensif di tahun berjalan berdasarkan
data SAPA Anak dan SIMFONI PPA A=
Jumlah anak korban kekerasan yang
memerlukan perlindungan khusus yang
dilayani Kementerian PPPA dan lembaga
layanan PPA di daerah secara keseluruhan
di tahun berjalan, baik yang sudah
mendapatkan layanan secara tuntas maupun
yang belum tuntas

DP3PA2KB

RPJMN,
RPJMD,
Renstra PD,
Rakortek,
ASTA CITA,

Positif

100 %
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secara tepat melalui assesmen oleh
tenaga profesional, dimana layanan
yang diperoleh lebih dari 2 layanan
dan sudah diterminasi di pusat dan
korban yang mendapatkan layanan
merupakan kewenangan
pusat/korban yang ditangani oleh
pusat. Sehingga, persentase korban
kekerasan terhadap anak yang
mendapatkan layanan komprehensif
diperoleh dari jumlah korban yang
mendapatkan layanan komprehensif
dibagi dengan jumlah korban
kewenangan pusat. Sementara,
berdasarkan data SIMFONI PPA,
korban yang mendapatkan layanan
komprehesif adalah korban
kekerasan yang mendapatkan
layanan >=2 layanan. Persentase
korban kekerasan terhadap anak
yang mendapatkan layanan
komprehensif diperoleh dari jumlah
korban yang mendapatkan layanan
komprehensif dibagi dengan jumlah
korban kekerasan.

10 | 04.03.005- Angka yang menggambarkan Penghitungan IPKA dimulai dengan PPPA, BPS RPJMN, Positif 68,29
Indeks pencapaian pembangunan penentuan bobot indikator. Setiap indikator RPJMD, indeks
Perlindungan perlindungan yang diterima oleh dapat memiliki bobot yang berbeda. Renstra PD,

Khusus Anak anak dalam situasi dan kondisi Selanjutnya, dilakukan penghitungan IPKA Inmen 2

(IPKA) tertentu untuk mendapatkan dengan mengalikan tiap nilai indikator
jaminan rasa aman terhadap dengan bobot indikatornya. Rumus IPKA:
ancaman yang membahayakan diri | IPKA = (W1 * Indikator1) + ... + (Wj *
dan jiwa dalam tumbuh Indikatorj) Keterangan: W1= nilai bobot
kembangnya. Indeks Perlindungan | indikator ke-1 Indikator1= nilai indikator ke-1
Khusus Anak (IPKA) adalah indeks | Wj= nilai bobot indikator ke-j Dj= nilai
komposit yang mengukur capaian indikator ke-j
perlindungan khusus anak sesuai
dengan klaster dalam Konvensi Hak
Anak.

II.B. | Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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11 | 03.07.002- TFR | Angka kelahiran total/Total Fertility Metode penghitungan TFR sama dengan BKKBN, RPJMN, Positif 2,33 jiwa

(Angka Kelahiran | Rate (TFR) adalah rata-rata jumlah | metode penghitungan ASFR vyaitu BPS RPJMD,
Total) atau anak yang dilahirkan hidup oleh menggunakan metode tidak langsung Renstra PD,
Angka Fertilitas seorang wanita selama masa usia dengan metode anak kandung/own children Rakortek,
Total/ suburnya (15-49 tahun). method (OCM). ASTA CITA,
Total Fertility TFR dihitung dengan menjumlahkan nilai PJPK, Inmen 2
Rate (TFR) semua ASFR dikalikan 5 dibagi 1.000, yang

menggambarkan tingkat kelahiran per wanita
usia subur. TFR dinyatakan dengan rata-rata
jumlah kelahiran hidup laki-laki dan Wanita
pada setiap wanita yang hidup hingga akhir
masa reproduksinya, dengan formula
sebagai berikut:

TFR_WX ZASFRI ]
ASFR,_ 2 X 100

dengan: : jumlah
kelahiran dari wanita kelompok umur ; :
jumlah wanita kelompok umur ; dan :
kelompok umur terdiri dari 15-19 tahun, 20-
24 tahun, 25-29 tahun, 30-34 tahun, 35-39
tahun, 40-44 tahun, dan 45-49 tahun.

12 | Angka kelahiran | Angka kelahiran menurut usia Penghitungan ASFR 15-19 tahun BKKBN, RPJMN, Positif 28,68
remaja umur 15- | tertentu/Age Spesific Fertility Rate menggunakan metode tidak langsung BPS RPJMD, kelahiran
19 tahun (Age (ASFR) 15-19 tahun adalah dengan metode anak kandung/own children Renstra PD, per 1000
Specific Fertility | banyaknya kelahiran selama method (OCM). Rakortek, \{\gutihtfr)]
Rate/ASFR 15- setahun per 1.000 Wanita pada Metode anak kandung (own children ASTA CITA,

19) kelompok umur 15-19 tahun. method/OCM) menggunakan Teknik reverse- PJPK, Inmen 2

Kelahiran hidup pada wanita
berumur antara 15 sampai dengan
19 tahun

Atau

survival, yaitu suatu cara mengukur fertilitas
beberapa tahun ke belakang sebelum
sensus atau survei (dilihat dari asosiasi usia
tunggal anak kandung dengan usia tunggal
ibu kandungnya).

Jumlah kelahiran dan jumlah wanita menurut
usia tunggal yang diperoleh dari metode
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reverse-survival menggunakan tingkat
survival rasio dari life table yang level
mortalitasnya diperoleh dari pengolahan data
Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih
Hidup (AMH) hasil Pemutakhiran Pendataan
Keluarga.

Penghitungan ASFR yang dihasilkan dari
metode anak kandung ini dapat juga
digunakan untuk melihat pola fertilitas. Hal ini
dimungkinkan karena metode ini
menghasilkan estimasi fertilitas 15 tahun ke
belakang dengan menggunakan data usia
tunggal anak 0-14 tahun dan usia ibu 15-65
tahun.

Untuk memudahkan dan mengurangi human
error, proses penghitungan indikator ini
menggunakan mini software FERT yang
dikembangkan oleh East-West Population
Center. Software ini telah diimplementasikan
selama ini oleh BPS dalam penghitungan
metode anak kandung.

Penghitungan ASFR 15-19 tahun, yaitu
membagi jumlah kelahiran kelompok usia 15-
19 tahun dengan jumlah wanita pada
kelompok usia yang sama dikali 1.000. ASFR
15-19 tahun dinyatakan dalam jumlah
kelahiran per 1.000 wanita pada kelompok
usia 15-19 tahun, dengan formula sebagai
berikut:

Dengan B15-19 : jumlah kelahiran dari
wanita kelompok umur 15-19 tahun dan
P15-19 : jumlah wanita kelompok umur 15-19
tahun.

13

Proporsi
Kebutuhan KB
yang terpenuhi
menurut
alat/cara KB
Modern

Persentase PUS yang tidak ingin
mempunyai anak (lagi) atau ingin
menjarangkan kelahiran berikutnya,
dan saat ini sedang menggunakan
kontrasepsi modern. Komponen
dalam perhitungan indikator ini
adalah prevalensi penggunaan

Tahap Pertama: Menghitung PUS yang
sedang menggunakan kontrasepsi, baik
metode kontrasepsi modern maupun
tradisional (Prevalensi Kontrasepsi atau
CPR).

Tahap Kedua: Menghitung PUS yang
sedang menggunakan kontrasepsi modern

BKKBN,
BPS

RPJMN,
RPJMD,
Renstra PD,
Rakortek,
ASTA CITA,
PJPK, Inmen 2

Positif

85,8 %
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(Demand

kontrasepsi (suatu cara dan cara

(Prevalensi Kontrasepsi Modern atau

Satisfied) modern) dan kebutuhan keluarga MCPR).

berencana yang tidak terpenuhi Tahap Ketiga: Menghitung PUS yang

(unmet need KB). Ukuran untuk kebutuhan ber-KBnya tidak terpenuhi (unmet

melihat seberapa besar dari total need KB)

pasangan atau perempuan usia Tahap Keempat: Berdasarkan tiga tahap di

subur yang membutuhkan atas, selanjutnya dapat dihitung proporsi

kontrasepsi serta benar-benar kebutuhan KB menurut metode kontrasepsi

menggunakan alat atau metode KB. | modern yang terpenuhi dengan formula
sebagai berikut:
Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi
menurut alat atau cara KB Modern adalah
proporsi kebutuhan KB PUS yang telah
terpenuhi penggunaan alat/obat kontrasepsi
Modern meliputi I[UD, Implant, MOW, MOP,
Pil, Suntik, Kondom dan MAL. Berdasarkan
Buku Laporan SDKI Tahun 2017 formulasi
untuk menghitung Proporsi Kebutuhan KB
yang terpenuhi menurut alat atau cara KB
Modern sebagai berikut:

14 | Angka Persentase Pemakaian Kontrasepsi | Jumlah peserta KB aktif modern dibagi BKKBN, RPJMN, Positif 61,9 %
Prevalensi Modern (Modern Contraceptive jumlah pasangan usia subur dikalikan 100% | BPS RPJMD,
Kontrasepsi Prevalence Rate/mCPR) adalah Renstra PD,
Modern/Modern | proporsi wanita usia subur yang Inmen 2
Contraceptive menggunakan metode kontrasepsi
(mCPR) modern pada waktu tertentu,

dinyatakan dalam bentuk
persentase. Ini mengukur prevalensi
penggunaan metode kontrasepsi
modern dalam suatu populasi, yang
mencakup semua metode
kontrasepsi yang dianggap modern,
seperti pil kontrasepsi, alat
kontrasepsi dalam rahim (IUD),
kondom, dan metode lainnya.

15 | 03.07.0109. Kebutuhan keluaga berencana yang | Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 BKKBN, RPJMN, Negatif 10 %
Persentase tidak terpenuhi (unmet need KB) tahun) pada kelompok i yang tidak ingin BPS, RPJMD,
kebutuhan ber- meliputi 1)perempuan yang tidak memiliki anak lagi (limiting) atau ingin DP3AP2KB Renstra PD,

KB yang tidak

sedang hamil atau

menunda anak (spacing)v tetapi tidak
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terpenuhi (unmet | tidak sedang amenore postpartum, menggunakan metode kontrasepsi dibagi Inmen 2,
need) dalam keadaan subut, dan ingin jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 Stunting
menunda kehamilan dalam waktu 2 | tahun) pada kelompok yang sama dan
tahun yang akan datang atau tidak dinyatakan dalam satuan (%) Unmet Need
ingin anak lagi, tetapi tidak KBi = (JPURiunmet need / JPURI) 100%
menggunakan alat/cara KB; Keterangan : Unmet need KBi : Persentase
2)sedang hamil tetapi kehamilannya | perempuan usia reproduksi pada kelompok i
tidak tepat waktu atau tidak yang kebutuhan keluarga berencana tidak
diinginkan, dan 3)sedang amenore | terpenuhi JPURiunmet need : Jumlah
postpartum tetapi kehamilannya perempuan usia reproduksi (15-49 tahun)
yang terjadi dalam 2 tahun terakhir | pada kelompok i yang tidak ingin memeiliki
tidak tepat waktu atau tidak anak lagi atau ingin menunda anak tetapi
diinginkan tidak menggunakan metode kontrasepsi
JPURI : Jumlah perempuan usia reproduksi
(15-49 tahun) pada kelompok yang sama
16 | 03.07.020- Perbandingan jumlah ibu hamil Jumlah kehamilan yang tidak direncanakan BKKBN, RPJMN, Positif 11%
Persentase yang tidak ingin anak lagi dan yang | dibagi jumlah ibu hamil dikali 1200% BPS, RPJMD,
Kehamilan Tidak | ingin hamil nanti terhadap jumlah DP3AP2KB Renstra PD,
Direncanakan ibu yang saat ini sedang hamil Rakortek,
(KTD) ASTA CITA,
Stunting
17 | Persentase Persentase keluarga yang Jumlah keluarga yang mengikuti kelompok BKKBN, RPJMN, Positif 78 %
Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan kegiatan dibagi jumlah seluruh keluarga yang | BPS, RPJMD,
Mengikuti ketahanan keluarga adalah ukuran menjadi sasaran dikali 100% DP3AP2KB Renstra PD,
Kelompok proporsi jumlah keluarga yang Inmen 2
Kegiatan secara aktif berpartisipasi dalam
Ketahanan kelompok-kelompok kegiatan yang
Keluarga bertujuan untuk meningkatkan

ketahanan keluarga. Kelompok
kegiatan ketahanan keluarga ini
bisa meliputi: Kelompok Bina
Keluarga Balita (BKB), Bina
Keluarga Remaja (BKR), Bina
Keluarga Lansia (BKL), Pusat
Informasi dan Konseling Remaja
(PIK-R), Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga (UPPKS),
Kelompok Kegiatan Poktan lainnya
yang berhubungan dengan program
ketahanan keluarga. Kriteria
partisipasi aktif dapat mencakup:
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Kehadiran rutin dalam
pertemuan/aktivitas, Keterlibatan
dalam pelatihan atau penyuluhan,
dan Kontribusi dalam kegiatan
kelompok

18

03.07.014-
Indeks
Pengasuhan
Keluarga yang
memiliki Remaja

Indeks komposit yang
menggambarkan pengasuhan orang
tua/keluarga kepada
anaknya/anggota keluarga yang
berusia remaja. Pengasuhan
keluarga pada remaja, di mana
remaja adalah anggota keluarga
usia 10 - 24 tahun dan belum
menikah.

"Indeks pengasuhan remaja dihitung dengan
pendekatan agregat indikator, di mana setiap
indikator dihitung tingkat pencapaiannya
kemudian dilakukan agregat pada seluruh
indikator dan masing-masing indikator
memiliki tingkat kepentingan bobot yang
sama. Indikator ini dinyatakan dalam indeks,
dengan formula sebagai berikut:

dengan : indikator ke- ; dan : bobot ke- ; di
mana . Adapun bobot untuk masing-masing
indikator adalah , dengan = banyaknya
indikator.

V1 : memiliki legalitas diri, adalah
persentase keluarga punya remaja di mana
setiap remaja (10-24 tahun) memiliki akta
lahir.

V2 : akses terhadap pendidikan, adalah
persentase keluarga punya remaja di mana
setiap remaja (10-18 tahun) tidak ada yang
putus sekolah.

V3 : terbebas dari pekerjaan, adalah
persentase keluarga punya remaja di mana
setiap remaja (10-14 tahun) tidak/belum
bekerja.

V4 : memiliki jaminan kesehatan, adalah
persentase keluarga punya remaja di mana
setiap remaja (10-24 tahun) memiliki
asuransi kesehatan (pemerintah/swasta).
V5: memiliki jaminan masa depan, adalah
persentase keluarga punya remaja yang
memiliki aset: tabungan (uang
kontan/rekening aktif), emas/perhiasan
(minimal 10 gram), dan atau hewan ternak
yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk

BKKBN,
BPS

RPJMN,
RPJMD,
Renstra PD,
PJPK

Positif

83,6
indeks
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memenuhi kebutuhan pokok dalam 3 (tiga)
bulan ke depan.

V6 : kecukupan gizi, adalah persentase
keluarga punya remaja di mana setiap
anggota keluarga makan “makanan
beragam” (makanan pokok, sayur/buah dan
lauk) paling sedikit 2 (dua) kali sehari.

V7 : kondisi sehat, adalah persentase
keluarga punya remaja di mana tidak ada
anggota keluarga yang memiliki penyakit
kronis dan atau disabilitas.

V8 : akses terhadap sumber informasi,
adalah persentase keluarga punya remaja di
mana terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota
keluarga mengakses informasi dari media
online (internet)."

19

Indeks Lansia
Berdaya

Indeks Lansia Berdaya adalah
indeks komposit yang
menggambarkan tentang lansia
yang memenuhi indikator dari
dimensi lansia tangguh yaitu
dimensi spiritual, dimensi fisik,
dimensi emosional, dimensi sosial
kemasyarakatan, dimensi
intelektual, dimensi vokasional dan
dimensi lingkungan

"Indeks Lansia Berdaya dihitung berdasarkan
7 Dimensi Lansia Tangguh dengan variabel
sebagai berikut.

- Dimensi Spiritual: Selama 6 (enam) bulan
terakhir, setiap anggota keluarga (usia 10
tahun ke atas) menjalankan ibadah secara
rutin sesuai dengan tuntunan agama atau
kepercayaan yang dianut;

- Dimensi Fisik: Selama 6 (enam) bulan
terakhir, setiap anggota keluarga makan
“makanan beragam” (makanan pokok,
sayur/buah dan lauk) paling sedikit 2 (dua)
kali sehari;

- Dimensi Emosional:

a. Tanpa tegur sapa (selama 3 hari berturut-
turut);

b. Pisah ranjang antara suami dan istri
(selama 7 hari berturut-turut);

c. Pergi dari rumah/minggat (selama 2 hari
berturut-turut);

d. Kekerasan dalam rumah tangga

- Dimensi Sosial Kemasyarakatan: Keluarga
yang memiliki lansia dan atau lansia (umur =
60 tahun) ikut kegiatan Bina Keluarga Lansia
(BKL);

BKKBN,
BPS

RPJMN,
RPJMD,
Renstra PD,
PJPK

Positif

58 indeks
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- Dimensi Intelektual: Minimal paling sedikit
ada 1 (satu) lansia dengan pendidikan
minimal SLTP;

- Dimensi Vokasional: Minimal paling sedikit
ada 1 (satu) lansia dengan status pekerjaan
adalah bekerja;

- Dimensi Lingkungan: Selama 6 (enam)
bulan terakhir, keluarga ikut serta dalam
kegiatan sosial/gotong royong di lingkungan
RT.

- Rumus:

Di : dimensi ke- i, dan wi : bobot ke- i;
dimanai=1,2, ..., 7. Adapun bobot untuk
masing-masing dimensi adalah w1l = 0,1; w2
=0,1;,w3=0,2; w4=0,1;, w5 =0,25; wb =
0,15; dan w7 = 0,1.

D1 : dimensi spiritual (Sp), adalah
persentase keluarga punya lansia atau
keluarga lansia yang setiap anggota keluarga
usia 10 tahun ke atas menjalankan ibadah
secara rutin sesuai dengan tuntunan agama
atau kepercayaan yang dianut.

D2 : dimensi intelektual (In), adalah
persentase keluarga punya lansia atau
keluarga lansia dimana terdapat paling
sedikit 1 (satu) lansia yang pendidikan
terakhir minimal SLTP.

D3 : dimensi fisik (Fs), adalah persentase
keluarga punya lansia atau keluarga lansia
yang setiap anggota keluarganya makan
“makanan beragam” (makanan pokok,
sayur/buah dan lauk) paling sedikit 2 (dua)
kali sehari.

D4 : dimensi emosional (Es), adalah
persentase keluarga punya lansia atau
keluarga lansia yang tidak terdapat konflik
diantara anggota keluarga (tanpa tegur sapa,
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pisah ranjang antara suami dan istri, pergi
dari rumah/minggat, serta kekerasan dalam
rumah tangga).

D5 : dimensi sosial kemasyarakatan (SK),
adalah persentase keluarga punya lansia
atau keluarga lansia yang memiliki lansia dan
atau lansia(, adalah persentase keluarga
punya lansia atau keluarga lansia yang
memiliki lansia dan atau lansia (umur = 60
tahun) ikut kegiatan Bina Keluarga Lansia
(BKL)

D6 : dimensi vokasional (PV), adalah
persentase keluarga punya lansia atau
keluarga lansia dimana terdapat paling
sedikit 1 (satu) lansia yang bekerja.

D7 : dimensi lingkungan (Lk), adalah
persentase keluarga punya lansia atau
keluarga lansia ikut serta dalam kegiatan
sosial/gotong royong di lingkungan RT.
Indeks Lansia Tangguh dihitung dengan
pendekatan agregat dimensi, dimana setiap
dimensi dihitung tingkat pencapaiannya
kemudian dilakukan agregat pada seluruh
dimensi dan masing-masing dimensi memiliki
tingkat kepentingan bobot yang berbeda.
Indeks Lansia Tangguh bernilai 0-100,
dengan arti semakin tinggi nilainya berarti
semakin baik/tangguh lansianya.”

20 | Persentase Kampung KB Mandiri adalah satuan | Perhitungan persentase Kampung Keluarga | BKKBN, RPJMN, 22,6 %
Kampung wilayah setingkat desa dengan Mandiri, yaitu jumlah desa/kelurahan yang BPS, RPJMD,
Keluarga kriteria tertentu di mana terdapat memiliki Kampung Keluarga Berkualitas DP3AP2KB Renstra PD,
Berkualitas yang | peningkatan indikator Program Mandiri dibagi dengan jumlah PJIPK
Mandiri Bangga Kencana dan keterpaduan | desa/kelurahan. Indikator ini dinyatakan
dengan pembangunan sektor terkait | dalam satuan persen (%).
dalam upaya meningkatkan kualitas
hidup keluarga dan masyarakat
21 | Pasangan calon | Pasangan Calon Pengantin (Catin) DP3AP2KB, | RPJMN, 90 %
pengantin yang yang mendapatkan bimbingan BKKBN, RPJMD,
mendapatkan perkawinan dengan materi Kemenag Renstra PD,
bimbingan pencegahan stunting adalah Stunting
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perkawinan
dengan materi

pasangan pria dan wanita yang
telah mendaftarkan pernikahannya

S
i=1

pencegahan dan mengikuti sesi bimbingan yang
stunting atau diselenggarakan oleh lembaga
03.07.017- terkait (seperti KUA, Puskesmas, Keterangan: Pi: Pasangan calon pengantin
Persentase Dinas P3A, atau BKKBN), dengan ke-i yang telah mengikuti bimbingan yang
Calon Pengantin | materi yang mencakup: Kesehatan | memuat materi pencegahan stunting. Catin
yang reproduksi, Perencanaan keluarga hanya dihitung satu kali.
Mendapatkan dan jarak kehamilan, Gizi calon ibu
Bimbingan & ayah, Pencegahan anemia,
Perkawinan Pentingnya pemeriksaan kesehatan

pra-nikah, Peran keluarga dalam

pencegahan stunting. Bimbingan ini

umumnya diberikan melalui

program seperti Elsimil (Elektronik

Siap Nikah dan Hamil) dari BKKBN

atau Bimbingan Perkawinan bagi

Catin dari Kemenag..

22 | 03.07.018- Konsep: Calon pengantin Jumlah calon pengantin yang mendapatkan DP3AP2KB, | RPJMN, 90
Kelompok mendapatkan pendampingan oleh pendampingan edukasi pra nikah, baik BKKBN, RPJMD, keluarga
sasaran yang TPK. Definisi: Calon pengantin yang | perorangan maupun kelompok dibagi calon Kemenag Renstra PD,
memperoleh teregister di Aplikasi Elsimil yang pengantin dikali 100%. Stunting
pendampingan mendapatkan pendampingan
oleh TPK edukasi, baik yang dilakukan secara
mencakup perorangan dan kelompok oleh tim
(Persentase pendamping keluarga dibandingkan
calon pengantin | dengan calon pengantin yang
yang teregister di SIMKAH.
mendapatkan
edukasi pra
nikah dan

keluarga berisiko
stunting yang
memperoleh
pendampingan
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3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan

yang tertuang dalam

rencana kerja Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlidungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Sambas tahun 2026 tersebar dalam 10 Program,

28 kegiatan, 192 sub kegiatan.

Setiap program, kegiatan dan sub kegiatan

merupakan prioritas dalam upaya mencapai tujuan dilengkapi dengan indikator

masing-masing sesuai dengan PAGU Platfond anggaran sementara. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9
Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Sesuai Pagu Platfond Sementara (DAU & DAK) Tahun 2026
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/ / CAPAIAN KINERJA DAN
NOo  |kopE URPURSCSAQRE':/ID;A‘SST%%L;ASEA/N INDIKATOR PROGRAM / KERANGKA
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TARGET PAGU
2026 [INDIKATIF (Rp)
DINAS PEMBERDAYAAN 19.830.113.830
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
2 URUSAN PEMERINTAHAN 19.830.113.830
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
Tujuan IMeningkatkan kesetaraan 1. Indeks Pembangunan Gender 89,29 19.830.113.830
gender dan perlindungan anak, |(IPG)
serta mewujudkan keluarga
yang berkualitas 2. Indeks Ketimpangan Gender 0,409
(IKG)
3. Indeks Perlindungan Anak 61,05
(IPA)
66,11
4. Indeks Pembangunan Kualitas
Keluarga (IPKK)
1, 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG Persentase Ketersediaan 100% 5.323.495.821
URUSAN PEMERINTAHAN Penunjang Urusan Pemerintahan
DAERAH KABUPATEN/KOTA  |Daerah Kabupaten Sambas
2.08.01.2.0 |[Perencanaan, Penganggaran, Persentase Dokumen 100% 22.501.707
1 dan Evaluasi Kinerja Perangkat [Perencanaan, Penganggaran dan
Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat
2.08.01.2.0 |Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 1 3.023.485
1.0001 Perencanaan Perangkat Daerah |Perangkat Daerah Dokumen
2.08.01.2.0 |Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen 2 3.197.917
1.0002 Dokumen RKA-SKPD RKA-SKPD dan Laporan Hasil Dokumen
Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD
2.08.01.2.0 |Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan 2 3.197.917
1.0003 Dokumen Perubahan RKA- RKA-SKPD dan Laporan Hasil Dokumen
SKPD Koordinasi Penyusunan




CAPAIAN KINERJA DAN
URUSAN /BIDANG URUSAN/ INDIKATOR PROGRAM / KERANGKA
NO |KODE PROGRAM / OUTCOME /
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TARGET PAGU
2026 |INDIKATIF (Rp)
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2.08.01.2.0 |Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen DPA-SKPD 2 3.197.917
1.0004 DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen
Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD
2.08.01.2.0 |Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan 2 3.197.917
1.0005 Perubahan DPA- SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil Dokumen
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan
DPA-SKPD
2.08.01.2.0 |Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian Kinerja |2 Laporan 3.488.637
1.0006 Laporan Capaian Kinerja dan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
2.08.01.2.0 |Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja |1 Laporan 3.197.917
1.0007 Daerah Perangkat Daerah
2.08.01.2.0 |JAdministrasi Keuangan Persentase Ketersediaan 1 Dokumel] 3.636.153.993
2 Perangkat Daerah Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
2.08.01.2.0 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan |Jumlah Orang yang Menerima 28 3.521.610.393
2.0001 ASN Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bul
an
2.08.01.2.0 [Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil 1 34.886.391
2.0002 Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi Dokumen
Pelaksanaan Tugas ASN
2.08.01.2.0 |Pelaksanaan Penatausahaan Jumlah Dokumen 1 65.121.224
2.0003 dan Penatausahaan dan Dokumen
Pengujian/Verifikasi Keuangan  |Pengujian/Verifikasi Keuangan
2.08.01.2.0 |Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 1 2.907.197
2.0004 Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD Dokumen
2.08.01.2.0 |Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Akhir |1 Laporan 2.907.197
2.0005 Laporan Keuangan Akhir Tahun |Tahun SKPD dan Laporan Hasil
SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.08.01.2.0 |Pengelolaan dan Penyiapan Jumlah Dokumen Bahan 1 2.907.197
2.0006 Bahan Tanggapan Pemeriksaan |Tanggapan Pemeriksaan dan Dokumen
Tindak Lanjut Pemeriksaan
2.08.01.2.0 |[Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan 1 Laporan 2.907.197
2.0007 Laporan Keuangan Bulanan/ Bulanan/ Triwulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD  [Semesteran SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/Triwulana
n/Semesteran SKPD
2.08.01.2.0 |Penyusunan Pelaporan dan Jumlah Dokumen Pelaporan dan 1 2.907.197
2.0008 Analisis Prognosis Realisasi Analisis Prognosis Realisasi Dokumen
Anggaran Anggaran
2.08.01.2.0 JAdministrasi Barang Milik Persentase Ketersediaan 100% 34.304.928
3 Daerah pada Perangkat Daerah JAdministrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah
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CAPAIAN KINERJA DAN
URUSAN /BIDANG URUSAN/ INDIKATOR PROGRAM / KERANGKA
NO |KODE PROGRAM / OUTCOME /
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TARGET PAGU
2026 |INDIKATIF (Rp)
2.08.01.2.0 |Penyusunan Perencanaan Jumlah Rencana Kebutuhan 1 2.907.197
3.0001 Kebutuhan Barang Milik Daerah |Barang Milik Daerah SKPD Dokumen
SKPD
2.08.01.2.0 |Pengamanan Barang Milik Jumlah Dokumen Pengamanan 1 5.814.395
3.0002 Daerah SKPD Barang Milik Daerah SKPD Dokumen
2.08.01.2.0 |[Koordinasi dan Penilaian Barang [Jumlah Laporan Hasil Penilaian |1 Laporan 3.197.917
3.0003 |Milik Daerah SKPD Barang Milik Daerah dan Hasil
Koordinasi Penilaian Barang Milik
Daerah SKPD
2.08.01.2.0 |Pembinaan, Pengawasan, dan  |Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 3.779.356
3.0004 Pengendalian Barang Milik Pembinaan, Pengawasan, dan
Daerah pada SKPD Pengendalian Barang Milik
2.08.01.2.0 |Rekonsiliasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Rekonsiliasidan |1 Laporan 2.907.197
3.0005 Laporan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Barang
pada SKPD |Milik Daerah pada SKPD
2.08.01.2.0 |Penatausahaan Barang Milik Jumlah Laporan Penatausahaan |1 Laporan 6.977.274
3.0006 Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD
2.08.01.2.0 |Pemanfaatan Barang Milik Jumlah Dokumen Hasil 1 8.721.592
3.0007 Daerah SKPD Pemanfaatan Barang Milik Dokumen
Daerah SKPD
2.08.01.2.0 |Administrasi Kepegawaian Persentase Pelaksanaan 100% 149.422.357
5 Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
2.08.01.2.0 |Peningkatan Sarana dan Jumlah Unit Peningkatan Sarana 3 Unit 11.628.790
5.0001 Prasarana Disiplin Pegawai dan Prasarana Disiplin Pegawai
2.08.01.2.0 |Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas 1 Paket 100.000.000
5.0002 beserta Atribut Kelengkapannya [beserta Atribut Kelengkapan
2.08.01.2.0 |Pendataan dan Pengolahan Jumlah Dokumen Pendataan dan 1 5.814.395
5.0003 Administrasi Kepegawaian Pengolahan Administrasi Dokumen
Kepegawaian
2.08.01.2.0 |[Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil 1 8.721.592
5.0004 Sistem Informasi Kepegawaian |Koordinasi dan Pelaksanaaan Dokumen
Sistem Informasi Kepegawaian
2.08.01.2.0 |Monitoring, Evaluasi, dan Jumlah Dokumen Monitoring, 2 11.628.790
5.0005 Penilaian Kinerja Pegawai Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Dokumen
Pegawai
2.08.01.2.0 |Bimbingan Teknis Implementasi |[Jumlah Orang yang Mengikuti 4 Orang 11.628.790
5.0011 Peraturan Perundang-Undangan |Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
2.08.01.2.0 |JAdministrasi Umum Perangkat |Persentase Ketersediaan 100% 267.927.320
6 Daerah Administrasi Umum Perangkat
Daerah
2.08.01.2.0 |Penyediaan Komponen Instalasi [Jumlah Paket Komponen 1 Paket 40.700.765
6.0001 Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik/Penerangan
Kantor Bangunan Kantor yang
2.08.01.2.0 |Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan 3 Paket 29.071.975
6.0002 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
2.08.01.2.0 |Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Paket Peralatan Rumah 27 Paket 31.979.172
6.0003 Tangga Tangga yang Disediakan
2.08.01.2.0 |Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik 26 Paket 46.515.160
6.0004 Kantor Kantor yang Disediakan
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CAPAIAN KINERJA DAN
URUSAN /BIDANG URUSAN/ INDIKATOR PROGRAM / KERANGKA
NO |KODE PROGRAM / OUTCOME /
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TARGET PAGU
2026 |INDIKATIF (Rp)
2.08.01.2.0 |Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Paket Barang Cetakan 32 Paket 52.329.555
6.0005 dan Penggandaan dan Penggandaan yang
2.08.01.2.0 |Penyediaan Bahan Bacaan dan [Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 1 6.279.546
6.0006 Peraturan Perundang-undangan |dan Peraturan Perundang- Dokumen
Undangan yang Disediakan
2.08.01.2.0 |Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi 2 Laporan 2.907.197
6.0008 Kunjungan Tamu
2.08.01.2.0 |Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 39 58.143.950
6.0009 Koordinasi dan Konsultasi SKPD |Penyelenggaraan Rapat Laporan
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.08.01.2.0 |Pengadaan Barang Milik Daerah |Persentase Pengadaan Barang 100% 570.615.613
7 Penunjang Urusan Pemerintah  |Milik Daerah Penunjang Urusan
Daerah Pemerintah Daerah
2.08.01.2.0 |Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan 1 Unit 116.287.900
7.0001 Perorangan Dinas atau Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan yang
2.08.01.2.0 |Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Unit Kendaraan Dinas 1 Unit 14.535.987
7.0002 Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan yang
Disediakan
2.08.01.2.0 |Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang 2 Unit 11.628.790
7.0005 Disediakan
2.08.01.2.0 |Pengadaan Peralatan dan Mesin [Jumlah Unit Peralatan dan Mesin | 22 Unit 120.000.000
7.0006 Lainnya Lainnya yang Disediakan
2.08.01.2.0 |Pengadaan Aset Tetap Lainnya [Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya 1 Unit 116.287.900
7.0007 yang Disediakan
2.08.01.2.0 |Pengadaan Gedung Kantor atau [Jumlah Unit Gedung Kantor atau 3 Unit 145.359.876
7.0009 Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang
Disediakan
2.08.01.2.0 |Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan 12 Unit 29.071.975
7.0010 Prasarana Gedung Kantor atau  |Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang
2.08.01.2.0 |Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan 2 Unit 17.443.185
7.0011 Prasarana Pendukung Gedung |Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya |Kantor atau Bangunan Lainnya
yang Disediakan
2.08.01.2.0 [Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Ketersediaan Jasa 100% 397.413.899
8 Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
2.08.01.2.0 |Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan 3.197.917
8.0001 [Menyurat Jasa Surat Menyurat
2.08.01.2.0 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan 43.607.962
8.0002 Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik yang Disediakan
2.08.01.2.0 |Penyediaan Jasa Peralatan dan |[Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan 25.001.898
8.0003 Perlengkapan Kantor Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
2.08.01.2.0 |Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan 325.606.122
3.0004 Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan
2.08.01.2.0 |Pemeliharaan Barang Milik Persentase Pemeliharaan Barang 100% 209.339.711
9 Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
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2.08.01.2.0 |Penyediaan Jasa Pemeliharaan, |Jumlah Kendaraan Perorangan 1 Unit 2.907.197
9.0001 Biaya Pemeliharaan, dan Pajak |Dinas atau Kendaraan Dinas
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan
atau Kendaraan Dinas Jabatan |dibayarkan Pajaknya
2.08.01.2.0 |Penyediaan Jasa Pemeliharaan, |[Jumlah Kendaraan Dinas 6 Unit 40.722.257
9.0002 Biaya Pemeliharaan, Pajak dan |Operasional atau Lapangan yang
Perizinan Kendaraan Dinas Dipelihara dan dibayarkan Pajak
Operasional atau Lapangan dan Perizinannya
2.08.01.2.0 |Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 4 Unit 5.814.395
9.0005
2.08.01.2.0 |Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin 21 Unit 17.443.185
9.0006 [Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara
2.08.01.2.0 |Pemeliharaan Aset Tetap Jumlah Aset Tetap Lainnya yang 29 Unit 8.721.592
9.0007 Lainnya Dipelihara
2.08.01.2.0 [Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan 3 Unit 87.215.925
9.0009 Gedung Kantor dan Bangunan  |Bangunan Lainnya yang
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
2.08.01.2.0 [Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana 3 Unit 29.071.975
9.0010 Sarana dan Prasarana Gedung |Gedung Kantor atau Bangunan
Kantor atau Bangunan Lainnya |Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
2.08.01.2.0 [Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana 12 Unit 17.443.185
9.0011 Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
Pendukung Gedung Kantor atau |Bangunan Lainnya yang
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
2.08.01.2.1 |Penataan Organisasi Persentase Terlaksananya 100% 35.816.293
3 [Monitoring, Evaluasi dan
Pengendalian Kualitas
Pelayanan Publik dan Tata
2.08.01.2.1 |Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Dokumen Monitoring, 1 30.816.293
3.0004 Pengendalian Kualitas Evaluasi dan Pengendalian Dokumen
Pelayanan Publik dan Tata Kualitas Pelayanan Publik dan
Laksana Tata Laksana
2.08.01.2.1 |[Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 1 5.000.000
3.0005 Laporan Kinerja Pemerintah Penyusunan Laporan Kinerja Dokumen
Daerah Pemerintah Daerah
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN 4.540.196.597
BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Sasaran S.1. Meningkatnya 1. Nilai Penganugerahan Parahita |350 poin 4.540.196.597
pemberdayaan dan perlindungan |Ekapraya Daerah (APE)
terhadap perempuan dan anak
2. Nilai dalam Kabupaten/Kota 625 poin
Layak Anak (KLA)
2, 2.08.02 PROGRAM 1. Persentase Anggaran 5% 1.889.129.200
PENGARUSUTAMAAN Responsif Gender (ARG)
GENDER DAN
PEMBERDAYAAN 2. Tingkat Partisipasi Angkatan
PEREMPUAN Kerja (TPAK) Perempuan 73,28%
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2.08.02.2.0 |Pelembagaan Pengarusutamaan [Jumlah Perangkat Daerah yang 3 545.500.195
1 Gender (PUG) pada Lembaga  |memiliki focal point atau tim PUG |Perangka
Pemerintah Kewenangan aktif t Daerah
Kabupaten/Kota
2.08.02.2.0 |[Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasill 1 82.431.229
1.0001 Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Sinkronisasi Dokumen
Pelaksanaan PUG Perumusan Kebijakan
Pengarustamaan Gender (PUG)
Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.02.2.0 |Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah laporan hasil koordinasi 3 Laporan 164.862.454
1.0007 Pelaksanaan PUG Kewenangan |dan sinkronisasi
Kabupaten/Kota penyelenggaraan PUG
2.08.02.2.0 |Penyusunan Kebijakan Jumlah kebijakan 1 82.431.227
1.0010 Penyelenggaraan PUG penyelenggaraan PUG di tingkat | Kebijakan
Kewenangan Kabupaten/Kota provinsi
2.08.02.2.0 |Pendampingan jlumlah OPDkab/kota yang 10 50.912.831
1.0011 Penyelenggaraan PUG mendapatkan pendampingan Lembaga
2.08.02.2.0 |Advokasi dan sosialisasi Jumlah pemangku kepentingan 3 164.862.454
1.0013 penyelenggaraan PUG tingkat kabupaten/kota yang Lembaga
kewenangan Kabupaten/Kota mendapatkan advokasi dan
sosialisasi (lembaga pemerintah
dan non pemerintah)
2.08.02.2.0 |Pemberdayaan Perempuan Jumlah organisasi 1 247.293.681
2 Bidang Politik, Hukum, Sosial, |kemasyarakatan perempuan Organisa
dan Ekonomi pada Organisasi  |yang menerima program Si
Kemasyarakatan Kewenangan |penguatan kapasitas di bidang
Kabupaten/Kota politik, hukum, sosial, dan
2.08.02.2.0 |JAdvokasi Kebijakan dan Jumlah organisasi 5 164.862.454
2.0003 Pendampingan Peningkatan kemasyarakatan/ profesi/ dunia Lembaga
Partisipasi Perempuan dalam usaha/ media yg diadvokasi dan
Politik, Hukum, Sosial dan didampingi dalam rangka
Ekonomi peningkatan partisipasi
perempuan di bidang politik,
hukum, sosial dan ekonomi
2.08.02.2.0 |Sosialisasi Peningkatan jumlah SDM lembaga 30 orang 82.431.227
2.0008 Partisipasi Perempuan di Bidang |masyarakat dan perempuan yang
Politik, Hukum, Sosial dan mendapatkan sosialisasi tentang
Ekonomi Kewenangan pemberdayaan perempuan
Kabupaten/Kota bidang politik, hukum, sosial,
2.08.02.2.0 |Penguatan dan Pengembangan |Jumlah lembaga penyedia 4 1.096.335.324
3 Lembaga Penyedia Layanan layanan pemberdayaan Lembaga
Pemberdayaan Perempuan perempuan yang memperoleh
Kewenangan Kabupaten/Kota penguatan kapasitas
2.08.02.2.0 |pendampingan penguatandan  [jumlah lembaga penyedia 2 164.862.459
3.0007 pengembangan lembaga layanan pemberdayaan Lembaga
penyedia layanan perempuan yang mendapatkan
pemberdayaan perempuan pendampingan
2.08.02.2.0 |penguatan kerjasama antar Jumlah kerjasama antar lembaga 19 931.472.865
3.0008 lembaga penyedia layanan penyedia layanan pemberdayaan | dokumen
pemberdayaan perempuan perempuan
kewenangan Kabupaten/Kota
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3, 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN Persentase Perempuan Korban 85% 1.341.840.114
PEREMPUAN Kekerasan dan TPPO yang
[Mendapatkan Layanan
Komprehensif
2.08.03.2.0 |Pencegahan Kekerasan Jumlah kader, fasilitator, atau 400 270.234.161
1 Terhadap Perempuan Lingkup  Jrelawan masyarakat yang Orang
Daerah Kabupaten/Kota diedukasi dalam upaya
pencegahan kekerasan terhadap
2.08.03.2.0 [Peningkatan kapasitas kepada  [Jumlah SDM yang mendapat 40 orang 120.234.161
1.0005 SDM yang terkait langsung Peningkatan kapasitas
pencegahan KtP Kewenangan |pencegahan KtP Kewenangan
Provinsi Provinsi
2.08.03.2.0 |Advokasi dan sosialisasi Jumlah pengambil kebijakan dan 8 150.000.000
1.0006 pencegahan KtP dan TPPO pemangku kepentingan yang Lembaga
kepada pengambil kebijakan dan |mendapatkan Advokasi dan
pemangku kepentingan sosialisasi pencegahan KtP
Kewenangan Kabupaten/Kota  [tingkat provinsi, masyarakat,
serta Kab/Kota
2.08.03.2.0 [Penyediaan Layanan Rujukan Jumlah Layanan Rujukan 1 Orang 412.156.135
2 Lanjutan bagi Perempuan Lanjutan yang diberikan bagi
Korban Kekerasan yang Perempuan Korban Kekerasan
[Memerlukan Koordinasi yang memerlukan Koordinasi
Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
2.08.03.2.0 |layanan rumah perlindungan Jumlah Perempuan Korban 7 Orang 82.431.227
2.0006 bagi Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan
Kekerasan Tingkat layanan rumah perlindungan bagi
Kabupaten/Kota Perempuan Korban Kekerasan
Tingkat Kabupaten/Kota
2.08.03.2.0 |Layanan Pengaduan atau Jumlah Perempuan Korban 3 164.862.454
2.0008 Penjangkauan bagi Perempuan |Kekerasan yang mendapatkan
Korban Kekerasan Tingkat Layanan Pengaduan atau
Kabupaten/Kota Penjangkauan korban Tingkat
Kabupaten/Kota
2.08.03.2.0 |Layanan pendampingan korban |[Jumlah Perempuan Korban 7 orang 164.862.454
2.0009 bagi Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan
Kekerasan Tingkat pendampingan korban Tingkat
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
2.08.03.2.0 |Penguatan dan Pengembangan [|Jumlah lembaga penyedia 1 Orang 659.449.818
3 Lembaga Penyedia Layanan layanan perlindungan perempuan
Perlindungan Perempuan yang memperoleh penguatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota [kapasitas
2.08.03.2.0 |Advokasi dan sosialisasi Jumlah Lembaga penyedia 4 247.293.683
3.0005 penguatan dan pengembangan |Layanan Perlindungan Lembaga
Lembaga Penyedia Layanan Perempuan tingkat provinsi yang
Perlindungan Perempuan mendapatkan advokasi dan
Kewenangan Kabupaten/Kota sosialisasi (lembaga pemerintah
2.08.03.2.0 |Peningkatan Kapasitas Lembagaljumlah SDM lembaga penyedia 7 orang 247.293.681
3.0008 Penyedia Layanan Perlindungan|Layanan Perlindungan
Perempuan Kewenangan Perempuan yang mendapatkan
Kabupaten/Kota bimtek
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2.08.03.2.0 |Penguatan kerjasama Antar Jumlah kerjasama antar lembaga 3 164.862.454
3.0009 Lembaga Penyedia Layanan penyedia layanan pemberdayaan | Dokumen
Perlindungan Perempuan perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota
4, |2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN 1. Pembelajaran Keluarga 10% 695.862.923
KUALITAS KELUARGA (Puspaga) yang Berperspektif
Gender dan Hak Anak Sesuai
Standar
2. Jumlah keluarga yang
mendapatkan pendampingan dan |110
pelayanan puspaga
2.08.04.2.0 |Peningkatan Kualitas Keluarga |Jumlah keluarga yang 5 209.329.490
1 dalam Mewujudkan Kesetaraan |mendapatkan edukasi tentang keluarga
Gender (KG) dan Hak Anak kesetaraan gender dan hak anak
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.08.04.2.0 |Penyusunan Kebijakan Jumlah kebijakan yang disusun 2 209.329.490
1.0005 mengenai peningkatan kualitas  [mengenai peningkatan kualitas |Kebijakan
keluarga Kewenangan keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
2.08.04.2.0 |Penguatan dan Pengembangan [Jumlah lembaga penyedia 1 258.107.915
2 Lembaga Penyedia Layanan layanan keluarga dan anak yang | Lembaga
Peningkatan Kualitas Keluarga |memperoleh peningkatan
dalam Mewujudkan KG dan Hak |kapasitas
Anak yang Wilayah Kerjanya
dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.08.04.2.0 |penguatan kerjasama antar Jumlah kerjasama antar 10 120.000.000
2.0006 Lembaga Penyedia Layanan Lembaga Penyedia Layanan Lembaga
Peningkatan Kualitas Keluarga  |Peningkatan Kualitas Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.04.2.0 |peningkatan kapasitas Lembaga [Jumlah Lembaga Penyedia 3 138.107.915
2.0007 Penyedia Layanan Peningkatan |Layanan Peningkatan Kualitas Lembaga
Kualitas Keluarga Kewenangan |Keluarga yang mendapatkan
Kabupaten/Kota peningkatan kapasitas
2.08.04.2.0 [Penyediaan Layanan bagi Jenis layanan bagi keluarga 3 228.425.518
3 Keluarga dalam Mewujudkan KG |dalam mewujudkan kesetaraan Layanan
dan Hak Anak yang Wilayah gender dan hak anak
Kerjanya dalam Daerah
Kabupaten/Kota
2.08.04.2.0 |layanan penjangkauan keluarga |Jumlah keluarga yang 5 Orang 41.215.614
3.0002 dalam Mewujudkan KG dan PA |mendapatkan layanan
Lingkup Kabupaten/Kota penjangkauan Lingkup
Kabupaten/Kota
2.08.04.2.0 [layanan konsultasi dan konselinglJumlah keluarga yang 20 Orang 41.215.613
3.0004 keluarga dalam Mewujudkan KG|mendapatkan layanan konsultasi
dan PA LingkupKabupaten/Kota |dan konseling Lingkup
Kabupaten/Kota
2.08.04.2.0 |Layanan penerimaan pengaduan |Jumlah keluarga yang 40 Orang 95.994.291
3.0005 bagi keluarga dalam mendapatkan Layanan
Mewujudkan KG dan PA Lingkup |penerimaan pengaduan Lingkup
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
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2.08.04.2.0 |Layanan bimbingan masyarakat |[Jumlah keluarga yang 15 Orang 50.000.000
3.0006 keluarga dalam Mewujudkan KG |mendapatkan Layanan
dan PA Lingkup bimbingan masyarakat Lingkup
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
5, [J2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN Tingkat Pemanfaatan Data 55% 71.840.892
SISTEM DATA GENDER DAN  |Gender dan Anak dalam
ANAK Perencanaan, Evaluasi dan/atau
Penyusunan Kebijakan
2.08.05.2.0 [Pengumpulan, Pengolahan Jumlah data pendukung terkait 1 Data 71.840.892
1 Analisis dan Penyajian Data profil gender dan anak
Gender dan Anak Dalam
Kelembagaan Data di Tingkat
2.08.05.2.0 |Penyediaan, Penyajian, dan Jumlah Dokumen Data Gender 1 35.920.444
1.0003 Pemanfaatan Data Gender dan |dan Anak Kabupaten/Kota yang Dokumen
Anak Kabupaten/Kota Tersedia
2.08.05.2.0 |Advokasi dan penguatan jejaring |Jumlah stakeholder yang 5 35.920.448
1.0004 lintas sektor dalam penyediaan |diadvokasi dan berpartisipasi Lembaga
data gender dan anak dalam penyediaan data gender
dna anak
6, 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK |iIndeks Pemenuhan Hak Anak 61,76 262.900.493
ANAK (PHA) (IPHA)
2.08.06.2.0 |Pelembagaan PHA pada Jumlah Lembaga PHA yang 35 Unit 45.519.873
1 Lembaga Pemerintah, terbentuk
Nonpemerintah, dan Dunia
Usaha Kewenangan
2.08.06.2.0 |Advokasi dan sosialisasi Jumlah pemangku kepentingan 44 21.676.130
1.0003 Pelaksanaan Kebijakan tingkat kabupaten/kota yang Lembaga
Pemenuhan Hak Anak pada mendapatkan advokasi dan
Lembaga Pemerintah, Non sosialisasi Pelaksanaan
Pemerintah, Media dan Dunia Kebijakan Pemenuhan Hak Anak
Usaha Kewenangan pada Lembaga Pemerintah, Non
Kabupaten/Kota Pemerintah, Media dan Dunia
Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.08.06.2.0 |Bimbingan Teknis Pelaksanaan [jumlah SDM OPD kab/kota yang 5 Orang 23.843.743
1.0004 Kebijakan Pemenuhan Hak Anak |mendapatkan bimtek
pada Lembaga Pemerintah, Non |Pelaksanaan Kebijakan
Pemerintah, Media dan Dunia Pemenuhan Hak Anak pada
Usaha Kewenangan Lembaga Pemerintah, Non
Kabupaten/Kota Pemerintah, Media dan Dunia
Usaha Kewenangan
2.08.06.2.0 |[Penguatan dan Pengembangan [|Jumlah Kegiatan Penguatan dan 2 217.380.620
2 Lembaga Penyedia Layanan Pengembangan Lembaga kegiatan
Peningkatan Kualitas Hidup Penyedia Layanan Peningkatan
Anak Kewenangan Kualitas Hidup Anak
2.08.06.2.0 |Peningkatan Kapasitas lembaga [jumlah SDM lembaga penyedia 6 Orang 136.249.962
2.0005 penyedia layanan Peningkatan [layanan Peningkatan Kualitas
Kualitas Hidup Anak Hidup Anak Kewenangan
Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang
mendapatkan bimtek
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2.08.06.2.0 |JAdvokasi dan sosialisasi Jumlah lembaga penyedia 1 23.534.084
2.0007 penguatan dan pengembangan |layanan Peningkatan Kualitas Lembaga
lembaga penyedia layanan Hidup Anak tingkat provinsi yang
Peningkatan Kualitas Hidup mendapatkan advokasi dan
Anak Kewenangan sosialisasi (lembaga pemerintah
2.08.06.2.0 |pendampingan penguatan dan  [jumlah lembaga penyedia 1 57.596.574
2.0009 pengembangan lembaga layanan Peningkatan Kualitas Lembaga
penyedia layanan Peningkatan  [Hidup Anak Kewenangan
Kualitas Hidup Anak Kabupaten/Kota yang
Kewenangan Kabupaten/Kota mendapatkan pendampingan
7, 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN 1. Persentase Anak Memerlukan [100% 278.622.975
KHUSUS ANAK Perlindungan Khusus yang
Mendapatkan Layanan
Komprehensif
2. Persentase anak 100%
korban kekerasan
yang mendapatkan
layanan
komprehensif
3. Indeks Perlindungan Khusus  [68,29
Anak (IPKA)
2.08.07.2.0 |Pencegahan Kekerasan Jumlah Kebijakan Pencegahan 1 139.713.919
1 Terhadap Anak yang Melibatkan [Kekerasan Terhadap Anak dokumen
para Pihak Lingkup Daerah
2.08.07.2.0 |koordinasi dan sinkronisasi jumlah dokumen hasil koordinasi 1 5.000.000
1.0006 pencegahan kekerasan terhadap [dan sinkronisasi pencegahan Dokumen
anak kewenangan kekerasan terhadap anak
kabupaten/kota kewenangan kabupaten/kota
2.08.07.2.0 |Kerjasama para pihak dalam Jumlah Kerjasama para pihak 16 17.340.904
1.0009 pencegahan KtA Kewenangan [dalam pencegahan KtA Dokumen
Kabupaten/Kota Kewenangan Kab/Kota
2.08.07.2.0 |Peningkatan kapasitas kepada [Jumlah SDM yang mendapat 40 Orang 100.032.111
1.0010 SDM yang terkait langsung Peningkatan kapasitas
pencegahan KtA Kewenangan [pencegahan KtA Kewenangan
Kabupaten/Kota Kab/Kota
2.08.07.2.0 |Penyusunan kebijakan Jumlah kebijakan pencegahan 1 17.340.904
1.0011 pencegahan KtA (Strada, RAD) |KtA (Strada, RAD) Kewenangan |Kebijakan
Kewenangan Kabupaten/Kota Kab/kota
2.08.07.2.0 |Penyediaan Layanan bagi Anak |Jumlah Layanan yang diberikan 45 orang 60.000.000
2 yang Memerlukan Perlindungan [bagi anak yang memerlukan
Khusus yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang
Koordinasi Tingkat Daerah IMemerlukan Koordinasi Tingkat
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
2.08.07.2.0 |Layanan Pengaduan atau Jumlah Anak Korban Kekerasan 4 Orang 5.000.000
2.0008 Penjangkauan bagi Anak yang mendapatkan Layanan
Korban Kekerasan Tingkat Pengaduan atau Penjangkauan
Kabupaten/Kota korban Tingkat Kabupaten/Kota
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2.08.07.2.0 [layanan pendampingantenaga |Jumlah Anak Korban yang 20 Orang 50.000.000
2.0009 ahli bagi Anak Korban mendapatkan Layanan

Kekerasan Tingkat Pengaduan atau Penjangkauan

Kabupaten/Kota bagi Tingkat Kabupaten/Kota
2.08.07.2.0 |Layanan pendampingan korban |Jumlah Anak Korban Kekerasan 4 Orang 5.000.000
2.0013 bagi Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan

Tingkat Kabupaten/Kota pendampingan korban Tingkat
2.08.07.2.0 |Penguatan dan Pengembangan |Jumlah Lembaga Penyedia 17 78.909.056
3 Lembaga Penyedia Layanan Layanan bagi Anak yang lembaga

bagi Anak yang Memerlukan [Memerlukan Perlindungan

Perlindungan Khusus Tingkat Khusus

Daerah Kabupaten/Kota
2.08.07.2.0 |Pengembangan KIE Jumlah KIE Perlindungan khusus 10 5.000.000
3.0007 (komunikasi, informasi, dan anak Dokumen

edukasi) perlindungan khusus

anak tingkat daerah
2.08.07.2.0 |koordinasi dan sinkronisasi jumlah dokumen hasil koordinasi 5 17.687.486
3.0009 penguatan jejaring antar dan sinkronisasi penguatan Dokumen

lembaga penyedia layanan anak |Jjejaring antar lembaga penyedia

yang memerlukan perlindungan |layanan anak yang memerlukan

khusus tingkat daerah perlindungan khusus tingkat

kabupaten/kota daerah kabupaten/kota
2.08.07.2.0 |Peningkatan Kapasitas lembaga [jumlah SDM lembaga penyedia 6 Orang 5.000.000
3.0013 penyedia layanan bagi Anak layanan bagi Anak yang

yang Memerlukan Perlindungan [Memerlukan Perlindungan

Khusus Tingkat Daerah Khusus Tingkat Daerah

Kabupaten/Kotai Kabupaten/Kota yang
2.08.07.2.0 |pendampingan penguatan dan Jjumlah lembaga penyedia 1 51.221.570
3.0014 pengembangan lembaga layanan bagi Anak yang Lembaga

penyedia layanan bagi Anak [Memerlukan Perlindungan

yang Memerlukan Perlindungan |Khusus Tingkat Daerah

Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN 15.289.917.233

BIDANG PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA
Sasaran S.2. Meningkatnya 1. Indeks Pembangunan 59,81 15.289.917.233

pembangunan berwawasan Berwawasan Kependudukan

kependudukan dan keluarga (IPBK)

62,16
2. Indeks Pembangunan
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8, 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN 1. Angka Kelahiran Total Total 2,33 jiwa | 2.666.458.964
PENDUDUK Fertility finte/ TFR)
2. Angka Kelahiran Remaja Umur | 28,68 per
15-19 Tahun (Age Specific 1000 wus
NertiliJ State/ASFR 15-19 15-19
tahun
3. Proporsi Kebutuhan Kb Yang 85,8%
Terpenuhi Menurut Alat/Cara Kb
Modern (Demand Satisfied)
2.08.02.2.0 [Pemaduan dan Sinkronisasi Cakupan penyelenggaraan kerja |9 dokume 206.022.686
1 Kebijakan Pemerintah Daerah  |sama pendidikan kependudukan
Provinsi dengan Pemerintah melalui jalur formal, non formal
Daerah Kabupaten/Kota dalam |dan informal
rangka Pengendalian Kuantitas
Penduduk
2.14.02.2.0 limplementasi Pendidikan Jumlah pelaksanaan Pendidikan 3 18.579.540
1.0016 Kependudukan Jalur Informal di  [Kependudukan Jalur Informal di | Kegiatan
Kelompok Kegiatan Masyarakat |Kelompok Kegiatan Masyarakat
Binaan Binaan
2.14.02.2.0 |Pelaksanaan Sarasehan Hasil  |Jumlah pelaksanaan Sarasehan 1 5.000.000
1.0017 Pemutakhiran Data Keluarga Hasil Pemutakhiran Data Kegiatan
2.14.02.2.0 |Pelaksanaan Rapat Jumlah Laporan Rapat 19 35.610.785
1.0023 Pengendalian Program Bangga |Pengendalian Program Bangga Kegiatan
Kencana Kencana (Pembangunan
Keluarga, Kependudukan, dan
Keluarga Berencana)
2.14.02.2.0 |Penyusunan Grand Design Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar 1 10.000.000
1.0025 Pembangunan Kependudukan |yang telah disusun Tingkat Dokumen
(GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota |Kabupaten/Kota
2.14.02.2.0 |Advokasi, Sosialisasi dan Jumlah dokumen advokasi, 4 Satuan 35.610.791
1.0027 Fasilitasi Pelaksanaan Sosialisasi dan Fasilitasi Pendidika
Pendidikan Kependudukan Jalur |Pelaksanaan Pendidikan n
Formal di Satuan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di
Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, |Satuan Pendidikan Jenjang
serta Jalur Nonformal dan SD/MI dan SLTP/MTS, serta
Informal Jalur Nonformal dan Informal
2.14.02.2.0 |Penyediaan dan Pengembangan [Jumlah Dokumen Penyediaan 2 30.610.785
1.0031 [Materi Pendidikan dan Pengembangan Materi Dokumen
Kependudukan Jalur Pendidikan |Pendidikan Kependudukan Jalur
Formal di Satuan Pendidikan Pendidikan Formal Sesuai Isu
Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS  |Lokal Kabupaten/Kota
Sesuai Isu Lokal
2.14.02.2.0 |Pelaksanaan Survei/Pendataan [Jumlah Survei/Pendataan Indeks 19 10.000.000
1.0032 Indeks Kepedulian Terhadap Isu |Pengetahuan Masyarakat Dokumen
Kependudukan (IKIK) tentang Kependudukan
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2.14.02.2.0 |Penyediaan dan Pengembangan |[Jumlah Dokumen Penyediaan 1 10.000.000
1.0033 [Materi Pendidikan dan Pengembangan Materi Dokumen

Kependudukan Jalur Pendidikan |Pendidikan Kependudukan Jalur

Nonformal dan informal Sesuai  |Pendidikan Nonformal Sesuai Isu

Isu Lokal Kabupaten/Kota Lokal Kabupaten/Kota
2.14.02.2.0 [Sosialisasi Pembangunan Jumlah perangkat daerah yang 44 50.610.785
1.0034 Berwawasan Kependudukan menerima Sosialisasi Perangka

(PBK) dan alat ukurnya Indeks  |Pembangunan Berwawasan t Daerah

Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat

Kependudukan (IPBK) serta ukurnya Indeks Pembangunan

pemanfaatan IPBK dalam Berwawasan Kependudukan

penyusunan kebijakan dan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK

perencanaan pembangunan dalam penyusunan kebijakan dan

daerah perencanaan pembangunan
2.08.02.2.0 |Pemetaan Perkiraan Cakupan Rumah Data 6 unit 2.460.436.278
2 Pengendalian Penduduk Kependudukan yang

Cakupan Daerah dimanfaatkan untuk perencanaan

Kabupaten/Kota dan pengelolaan pembangunan
2.14.02.2.0 |Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Laporan Pembinaan dan 19 35.610.785
2.0009 Penyelenggaraan Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Laporan

Informasi Keluarga Sistem Informasi Keluarga
2.14.02.2.0 |Pemanfaatan Data Hasil Jumlah Data Hasil Pemutakhiran 1 35.610.792
2.0010 Pemutakhiran Data Keluarga Data Keluarga yang Dokumen
2.14.02.2.0 |Penyediaan Data dan Informasi |Jumlah Data dan Informasi 1 35.610.785
2.0011 Keluarga Keluarga yang Tersedianya Dokumen
2.14.02.2.0 |Pencatatan dan Pengumpulan  [Jumlah Laporan Pencatatan dan 19 133.944.860
2.0012 Data Keluarga Pengumpulan Data Keluarga Laporan
2.14.02.2.0 |Pengolahan dan Pelaporan Data |Jumlah Dokumen Pengolahan 1 271.215.702
2.0013 Pengendalian Lapangan dan dan Pelaporan Data Dokumen

Pelayanan KB Pengendalian Lapangan dan
2.14.02.2.0 |Pelaksanaan Sistem Peringatan [Terlaksananya sistem peringatan |1 Laporan 35.610.792
2.0016 Dini Pengendalian Penduduk di  |dini pengendalian penduduk

tingkat kabupaten/kota
2.14.02.2.0 |Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Laporan hasil 19 35.610.785
2.0018 Pencatatan dan Pelaporan Pelaksanaan Pembinaan dan Laporan

Program Bangga Kencana pengawasan Program Bangga
2.14.02.2.0 |Penyusunan Kajian Dampak Jumlah Kajian Dampak 1 14.244.314
2.0022 Kependudukan Kependudukan Dokumen
2.14.02.2.0 |Penyediaan dan Pengolahan Jumlah Dokumen Penyediaan 19 105.767.012
2.0023 Data Kependudukan, Keluarga |dan Pengolahan Data Dokumen

Berencana dan Pembangunan |Kependudukan, Kleuarga

Keluarga (Bangga Kencana) Berencana dan Pembangunan

melalui Sistem Informasi Keluarga (Bangga Kencana)

Keluarga mellaui Sistem Informasi
2.14.02.2.0 [Pengembangan Model Solusi Jumlah Dokumen 1 14.244.314
2.0024 Strategis Pengendalian Dampak |Pengembangan Model Solusi Dokumen

Kependudukan Strategis Pengendalian Dampak

Kependudukan
2.14.02.2.0 |Perumusan Parameter Jumlah Dokumen Parameter 1 848.889.169
2.0025 pengendalian penduduk dan KB |Pengendalian penduduk dan KB | Dokumen
yang dirumuskan

147 |RENJA 2025 DP3AP2KB KABUPATEN SAMBAS




URUSAN/BIDANG URUSAN/

CAPAIAN KINERJA DAN

INDIKATOR PROGRAM / KERANGKA
NO - [KODE KEP g&?ﬁﬁ%&ulgg:\/ﬁ AN KEGIATAN/SUB KEGIATAN ~ [TARGET| _ PAGU
2026 |INDIKATIF (Rp)
2.14.02.2.0 [Pembentukan dan Jumlah Rumah Data 19 Unit 164.114.393
2.0026 operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB
Kependudukan di Kampung KB  lyang aktif Untuk Memperkuat
Untuk Memperkuat Integrasi Integrasi Program Bangga
Program Bangga Kencana di Kencana (Pembangunan
Sektor Lain Keluarga, Kependudukan, dan
Keluarga Berencana) di Sektor
Lain yang dibentuk
2.14.02.2.0 |Penyusunan Profil program Jumlah Dokumen Profil 1 123.863.602
2.0027 Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Dokumen
Kependudukan, dan Keluarga Berencana dan Pembangunan
Berencana (Bangga Kencana) Keluarga
2.14.02.2.0 |Pemetaan Program Jumlah dokumen Pemetaan 1 606.098.973
2.0028 Pembangunan Keluarga, Program Pembangunan Dokumen
Kependudukan, dan Keluarga Keluarga, Kependudukan, dan
Berencana (Bangga Kencana) Keluarga Berencana (Bangga
9, 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN 1. Angka Prevalensi Kontrasepsi [61,9% 5.710.503.416
KELUARGA BERENCANA (KB) |Modern/ Modern Contraceptive
(mCPR)
2. Persentase Kebutuhan Ber- KB |10%
yang tidak Terpenuhi (Unmet
Need)
3. Persentase Kehamilan Tidak  |1194
Direncanakan (KTD)
2.08.03.2.0 |Pelaksanaan Advokasi, Jumlah Kecamatan yang 9 1.694.971.658
1 Komunikasi, Informasi dan mendukung program Bangga Kecamat
Edukasi (KIE) Pengendalian Kencana
Penduduk dan KB Sesuai
2.14.03.2.0 |Pengendalian Program KKBPK |Jumlah Laporan Hasil 19 35.610.785
1.0008 Pengendalian Program KKBPK Laporan
2.14.03.2.0 |Penyediaan dan Distribusi Jumlah Unit Sarana Penyediaan 6 Unit 573.736.120
1.0009 Sarana KIE Program Bangga dan Pendistribusian KIE Program
Kencana Bangga Kencana (Pembangunan
Keluarga, Kependudukan, dan
Keluarga Berencana)
2.14.03.2.0 |Pengelolaan Operasional dan Jumlah Laporan Hasil 19 836.079.313
1.0010 Sarana di Balai Penyuluhan Pengelolaan Operasional dan Laporan

Bangga Kencana

Sarana di Balai Penyuluhan
Bangga Kencana (Pembangunan
Keluarga, Kependudukan, dan
Keluarga Berencana)
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2.14.03.2.0 |Pelaksanaan Mekanisme Jumlah Laporan Mekanisme 19 18.579.540
1.0011 Operasional Program Bangga Operasional Program Bangga Laporan
Kencana melalui Rapat Kencana (Pembangunan
Koordinasi Kecamatan Keluarga, Kependudukan, dan
(Rakorcam), Rapat Koordinasi Keluarga Berencana) Melalui
Desa (Rakordes), dan Mini Rapat Koordinasi Kecamatan
Lokakarya (Minilok) (Rakorcam), Rapat Koordinasi
Desa (Rakordes), dan Mini
Lokakarya (Minilok)
2.14.03.2.0 |Promosi dan KIE Program Jumlah Dokumen Promosi dan 2 24.772.720
1.0012 Bangga Kencana Melalui Media |KIE Program Bangga Kencana Dokumen
[Massa Cetak dan Elektronik (Pembangunan Keluarga,
serta Media Luar Ruang Kependudukan, dan Keluarga
Berencana) Melalui Media Massa
Cetak dan Elektronik serta Media
Luar Ruang
2.14.03.2.0 |[Komunikasi, Informasi dan Jumlah Komunikasi, Informasi 2 6.193.180
1.0013 Edukasi (KIE) ProgramBangga |dan Edukasi (KIE) Program Dokumen
Kencana sesuai Kearifan Bangga Kencana (Pembangunan
Budaya Lokal Keluarga, Kependudukan, dan
Keluarga Berencana) sesuai
Kearifan Budaya Lokal yang
2.14.03.2.0 |Advokasi Program Bangga Jumlah Organisasi yang 3 200.000.000
1.0014 kencana oleh pokja advokasi IMendapatkan Advokasi Program | Organisa
kepada Stakeholders dan Mitra  |Bangga Kencana (Pembangunan Si
Kerja Keluarga, Kependudukan, dan
Keluarga Berencana) kepada
Stakeholders dan Mitra Kerja
2.08.03.2.0 |Pendayagunaan Tenaga Jumlah PKB yang berkinerja baik | 27 orang 557.386.208
2 Penyuluh KB/Petugas Lapangan
KB (PKB/PLKB)
2.14.03.2.0 |Penyediaan Sarana Pendukung [Jumlah Sarana Pendukung 20 Unit 371.590.806
2.0002 Operasional PKB/PLKB Operasional PKB/PLKB yang
Tersedia
2.14.03.2.0 |Penggerakan Kader Institusi Jumlah Kader yang Mengikuti 120 30.965.900
2.0004 [Masyarakat Pedesaan (IMP) Penggerakan Kader Institusi Orang
[Masyarakat Pedesaan (IMP)
2.14.03.2.0 [Pembinaan IMP dan Program Jumlah Organisasi yang 19 61.931.801
2.0005 Bangga Kencana di Lini [Mengikuti Pembinaan IMP dan Organisa
Lapangan oleh PKB/PLKB Program Bangga Kencana Si
(Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan Keluarga
Berencana) di Lini Lapangan
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2.14.03.2.0 |Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Penguatan 19 92.897.701
2.0007 Penyuluhan, Penggerakan, Pelaksanaan Penyuluhan, Laporan
Pelayanan dan Pengembangan |Penggerakan, Pelayanan dan
Program Bangga Kencana untuk [Pengembangan Program Bangga
Petugas Keluarga Kencana (Pembangunan
Berencana/Penyuluh Lapangan |Keluarga, Kependudukan, dan
Keluarga Berencana Keluarga Berencana) untuk
(PKB/PLKB) Petugas Keluarga
Berencana/Penyuluh Lapangan
Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
2.08.03.2.0 |Pengendalian dan Cakupan Alat dan Obat 100% 2.786.554.746
3 Pendistribusian Kebutuhan Alat  |Kontrasepsi MKJP Untuk
dan Obat Kontrasepsi serta Memenuhi Permintaan
Pelaksanaan Pelayanan KB di  |[Masyarakat
Daerah Kabupaten/Kota
2.14.03.2.0 |Pengendalian Pendistribusian Jumlah Laporan Pengendalian 19 32.204.536
3.0001 Alat dan Obat Kontrasepsi dan  |Pendistribusian Alat dan Obat Laporan
Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi dan Sarana
KB ke Fasilitas Kesehatan Penunjang Pelayanan KB ke
Termasuk Jaringan dan Fasilitas Kesehatan Termasuk
Jejaringnya Jaringan dan Jejaringnya
2.14.03.2.0 |Peningkatan Kesertaan Jumlah Orang yang Mengikuti 150 58.835.210
3.0003 Penggunaan Metode Kesertaan Penggunaan Metode |Orang
Kontrasepsi Jangka Panjang Kontrasepsi Jangka Panjang
(MKJP) (MKJP)
2.14.03.2.0 |Penyediaan Dukungan Ayoman |- - 18.579.540
3.0004 Komplikasi Berat dan Kegagalan
Penggunaan MKJP
2.14.03.2.0 |Pembinaan Pasca Pelayanan Jumlah Orang yang Mengikuti 20 Orang 117.670.421
3.0007 bagi Peserta KB Pembinaan Pasca Pelayanan
bagi Peserta KB
2.14.03.2.0 |Pembinaan Pelayanan Keluarga [Jumlah Laporan Hasil 19 842.272.494
3.0008 Berencana dan Kesehatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Laporan
Reproduksi di Fasilitas Berencana dan Kesehatan
Kesehatan Termasuk Jaringan  |Reproduksi di Fasilitas
dan Jejaringnya Kesehatan Termasuk Jaringan
2.14.03.2.0 |Peningkatan Kompetensi Jumlah Tenaga Pelayananyang |20 Orang| 1.505.681.235
3.0010 Tenaga Pelayanan Keluarga IMengikuti Peningkatan
Berencana dan Kesehatan Kompetensi Tenaga Pelayanan
Reproduksi Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi
2.14.03.2.0 |Dukungan Operasional Jumlah Laporan Dukungan 2 Laporan 23.534.087
3.0011 Pelayanan KB Bergerak Operasional Pelayanan KB
Bergerak
2.14.03.2.0 |Peningkatan Kesertaan KB Pria [Jumlah Akseptor yang Mendapat | 5 Orang 30.965.900
3.0013 Peningkatan Kesetaraan KB Pria
2.14.03.2.0 |Peningkatan Kompetensi Jumlah Pengelola dan Petugas 15 Orang 23.534.084
3.0015 Pengelola dan Petugas Logistik [yang mengikuti Peningkatan
Alat dan Obat Kontrasepsi serta |[Kompetensi Pengelola dan
Sarana Penunjang Pelayanan Petugas Logistik Alat dan Obat
KB Kontrasepsi serta Sarana
Penunjang Pelayanan KB
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2.14.03.2.0 |Promosi dan Konseling KB Jumlah orang yang mengikuti 40 Orang 9.413.633
3.0016 Pasca Persalinan Promosi dan Konseling KB
Pasca Persalinan
2.14.03.2.0 |Fasilitasi dan Pembinaan Jumlah kegiatan pembinaan Tim 2 12.386.365
3.0017 Pendampingan Ibu Hamil dan Pendamping Keluarga dalam Kegiatan
Ibu Pasca Persalinan melakukan Pendampingan Ibu
Hamil dan Ibu Pasca Persalinan
2.08.03.2.0 |Pemberdayaan dan Peningkatan [Persentase perserta KB baru 21,77% 671.590.804
4 Peran Serta Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota dalam
Pelaksanaan Pelayanan dan
Pembinaan Kesertaan
Ber-KB
2.14.03.2.0 |Fasilitasi Pengelolaan Dapur Jumlah DASHAT di Kampung KB | 19 Unit 117.670.421
4.0005 Sehat Atasi Stunting (DASHAT)
di Kampung Keluarga
2.14.03.2.0 |Pelaksanaan dan Pengelolaan  |Jumlah Kampung Keluarga 34 330.965.900
4.0006 Program Bangga Kencana di Berkualitas yang mengikuti Kampung
Kampung Keluarga Berkualitas  |Pelaksanaan dan Pengelolaan
Program Bangga Kencana
(Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan Keluarga
Berencana)
2.14.03.2.0 [Integrasi Pembangunan Lintas  [Jumlah Dokumen Hasil Integrasi 1 222.954.483
4.0007 Sektor di Kampung KB Pembangunan Lintas Sektor di Dokumen
Kampung KB
10, 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN |1. Presentase Keluarga yang 78% 1.589.459.032
DAN PENINGKATAN Mengikuti Kelompok Kegiatan
KELUARGA SEJAHTERA (KS) |Ketahanan Keluarga
2. Indeks Pengasuhan Keluarga |83 6
yang Memiliki Remaja
3. Indeks Lansia Berdaya 58,0
4. Persentase Kampung Keluarga 22 6%
Berkualitas yang Mandiri
5. Pasangan calon pengantin 90%
yang mendapatkan bimbingan
perkawinan dengan materi
pencegahan stunting
6. Kelompok sasaran yang 90%
memperoleh pendampingan oleh
TPK
2.14.04.2.0 |Pelaksanaan Pembangunan Cakupan Anggota kelompok 57,6% 1.186.902.326
1 Keluarga Melalui Pembinaan Catur Bina ( BKB, BKR, BKL.
Ketahanan dan Kesejahteraan UPPKS, PIK R) yang di bina
Keluarga
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2026 |INDIKATIF (Rp)
2.14.04.2.0 |Penumbuhan dan Peningkatan |Jumlah Keluarga yang Mengikuti 20 115.000.000
1.0014 Kesadaran Keluarga dalam Penumbuhan dan Peningkatan Keluarga
Keterlibatan Perencanaan Kesadaran Keluarga dalam
Kehidupan Menuju Keluarga Keterlibatan Perencanaan
Berkualitas Kehidupan Menuju Keluarga
Berkualitas
2.14.04.2.0 |Pembentukan dan operasional  |Persentase sekolah lansia yang 1 3.096.590
1.0015 Sekolah Lansia di Kelompok dilaksanakan di kelompok Bina Kegiatan
BKL Keluarga Lansia
2.14.04.2.0 |Pengelolaan Ketahanan Jumlah laporan hasil pengelolaan |1 Laporan 20.340.843
1.0016 Keluarga Melalui Pusat Ketahanan Keluarga Melalui /
Pelayanan Keluarga Sejahtera  |Pusat Pelayanan Keluarga Dokumen
(PPKS) Sejahtera (PPKS)
2.14.04.2.0 |Promosi dan Sosialisasi Jumlah Laporan Hasil Promosi 1 Laporan 114.271.523
1.0017 Kelompok Kegiatan Ketahanan |dan Sosialisasi Kelompok
dan Kesejahteraan Keluarga Kegiatan Ketahanan dan
(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R  |Kesejahteraan Keluarga (BKB,
dan Usaha Peningkatan BKR, BKL, PPPKS,
Pendapatan Keluarga Akseptor  |PIK-R dan Pemberdayaan
(UPPKA)) Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2.14.04.2.0 |Pengadaan Sarana Kelompok  |Jumlah Unit Sarana Kelompok 5 Unit 130.869.656
1.0018 Kegiatan Ketahanan dan Kegiatan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, [Kesejahteraan Keluarga (BKB,
BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan BKR, BKL, PPKS,
Usaha Peningkatan Pendapatan |PIK-R dan Usaha Peningkatan
Keluarga Akseptor (UPPKA) Pendapatan Keluarga Akseptor
(UPPKA) yang tersedia
2.14.04.2.0 [Orientasi/Pelatihan Teknis Jumlah kader yang mengikuti 10 Orang 6.193.180
1.0019 Pelaksana/Kader Ketahanan dan |Orientasi/Pelatihan Teknis
Kesejahteraan Keluarga (BKB, |Pelaksana/Kader Ketahanan dan
BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,
Usaha Peningkatan Pendapatan |BKR, BKL, PPKS,
Keluarga Akseptor (UPPKA) PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/Usaha
Peningkatan Pendapatan
Keluarga Akseptor (UPPKA)
2.14.04.2.0 |Advokasi dan Promosi iBangga [Jumlah Orang yang 100 23.534.084
1.0020 (Indeks Pembangunan Keluarga) |[Mendapatkan Advokasi dan Orang
Promosi iBangga (Indeks
2.14.04.2.0 |Orientasi dan Pelatihan Teknis  [Jumlah Laporan Hasil Orientasi |2 Laporan 80.511.341
1.0021 Pengelola Ketahanan dan dan Pelatihan Teknis Pengelola
Kesejahteraan Keluarga (BKB, |Ketahanan dan Kesejahteraan
BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Keluarga (BKB, BKR, BKL,
Usaha Peningkatan Pendapatan |PPKS,
Keluarga Akseptor (UPPKA) PIK-R dan Pemberdayaan
2.14.04.2.0 |Penyerasian Kebijakan dalam Jumlah Dokumen Hasil 2 32.204.536
1.0023 Pelaksanaan Program yang Penyerasian Kebijakan dalam Dokumen
IMendukung Tercapainya Pelaksanaan Program yang
iBangga [Mendukung Tercapainya
iBangga (Indeks Pembangunan
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CAPAIAN KINERJA DAN
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TARGET PAGU
2026 |INDIKATIF (Rp)
2.14.04.2.0 |Penyediaan Biaya Operasional |Jumlah Kader Pengelola dan 120 58.835.210
1.0024 bagi Pengelola dan Pelaksana |Pelaksana (Kader) Ketahanan Orang
(Kader) Ketahanan dan dan Kesejahteraan Keluarga
Kesejaheraan Keluarga (BKB, (BKB, BKR, BKL, PPKS,
BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan PIK-R dan Usaha Peningkatan
Usaha Peningkatan Pendapatan |Pendapatan Keluarga Akseptor
Keluarga Akseptor (UPPKA) (UPPKA) yang mendapat biaya
operasional kegiatan
2.14.04.2.0 |Pelaksanaan Koordinasi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi |2 Laporan 90.000.000
1.0025 Evaluasi Pencapaian iBangga Evaluasi Pencapaian iBangga
(Indeks Pembangunan Keluarga) |(Indeks Pembangunan Keluarga)
2.14.04.2.0 |Penyediaan Biaya Operasional |[Jumlah Kelompok Kegiatan 92 18.579.540
1.0026 bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Kelompok
Ketahanan dan Kesejahteraan |Keluarga (BKB, BKR, BKL,
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS,
PPKS, PIK-R dan Usaha PIK-R dan Usaha Peningkatan
Peningkatan Pendapatan Pendapatan Keluarga Akseptor
Keluarga Akseptor (UPPKA) (UPPKA) yang mendapat biaya
2.14.04.2.0 |Penyediaan dan Pengembangan [Jumlah Dokumen Hasil 1 92.897.701
1.0027 [Materi iBangga (Indeks Penyediaan dan Pengembangan | Dokumen
Pembangunan Keluarga) [Materi iBangga (Indeks
Pembangunan Keluarga)
2.14.04.2.0 [Pembentukan Kelompok Jumlah Kelompok Ketahanan 30 307.670.421
1.0028 Ketahanan dan Kesejahteraan |dan Kesejahteraan Keluarga Kelompok
Keluarga (Bina Keluarga Balita |(Bina Keluarga Balita (BKB), Bina
(BKB), Bina Keluarga Remaja Keluarga Remaja (BKR), Pusat
(BKR), Pusat Informasi dan Informasi dan Konseling Remaja
Konseling Remaja (PIK-R) Bina |(PIK-R) Bina Keluarga Lansia
Keluarga Lansia (BKL), Usaha |(BKL), Unit Peningkatan
Peningkatan Pendapatan Pendapatan Keluarga Akseptor
Keluarga Akseptor (UPPKA) dan |(UPPKA) dan Pemberdayaan
Pemberdayaan Ekonomi Ekonomi Keluarga) yang
2.14.04.2.0 |Penyusunan Strategi Jumlah laporan Penyusunan 19 92.897.701
1.0029 Peningkatan Capaian Indeks Strategi Peningkatan Capaian Laporan
Pembangunan Keluarga Indeks Pembangunan Keluarga
(iBangga) (iBangga)
2.14.04.2.0 |Pelaksanaan dan Peningkatan |Cakupan PUS peserta KB 88,53% 402.556.706
2 Peran Serta Organisasi Kelompok Catur Bina ( BKB,
Kemasyarakatan Tingkat Daerah |BKR, BKL, UPPKS, PIK R)
Kabupaten/ Kota dalam
Pembangunan Keluarga Melalui
Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
2.14.04.2.0 |Pendampingan Keluarga Jumlah Keluarga Berisiko 50 402.556.706
2.0006 Berisiko Stunting (Termasuk Stunting (Termasuk remaja Calon | laporan
remaja Calon Pengantin/Calon  |[Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil,
PUS, Ibu Hamil, Pasca Pasca salin/kelahiran,
salin/kelahiran, Baduta/Balita) Baduta/Balita) yang mendapat
pendampingan
JUMLA 19.830.113.830
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan dalam Dokumen Rancangan Akhir Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026 berdasarkan hasil input Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD)

RI, adalah sebagai berikut :

Tabel 10
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Skpd)
(DAU & DAK) Tahun 2026

KABUPATEN SAMBAS

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT REKAPITULASI RKA-BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintahan Kab. Sambas Tahun Anggaran 2026
Organisasi : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode Uraian Sumber Dana Lokasi Belanja Operasi Belanja Modal

Jumlah (Rp)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SAMBAS

2 URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

2.08 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

2.08.02 PROGRAM Rp. 172.053.115,00 Rp. 0,00
PENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN

Rp. 172.053.115,00

Rp. 92.056.547,00
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2.08.02..2.01 Pelembagaan Rp. 147.053.032,00 Rp. 0,00 Rp. 147.053.032,00 Rp. 32.490.546,00
Pengarusutamaan Gender
(PUG) pada Lembaga
Pemerintah Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.08.02..2.01.13 Advokasi dan sosialisasi Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 147.053.032,00 Rp. 0 Rp. 147.053.032,00 Rp. 32.490.546,00
penyelenggaraan PUG Umum (DAU) Semua
kewenangan Kecamatan,
Kabupaten/Kota Semua
Kel/Desa
2.08.02..2.03 Penguatan dan Rp. 25.000.083,00 Rp. 0,00 Rp. 25.000.083,00 Rp. 59.566.001,00
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.08.02..2.03.0010 | Peningkatan Kapasitas Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 25.000.083,00 Rp. 0 Rp. 25.000.083,00 Rp. 59.566.001,00
lembaga penyedia layanan Umum (DAU) Semua
pemberdayaan perempuan Kecamatan,
Kewenangan Provinsi Semua
Kel/Desa
2.08.03 PROGRAM Rp. 452.533.340,00 Rp. 0,00 Rp. 452.533.340,00 Rp. 162.693.401,00
PERLINDUNGAN
PEREMPUAN
2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Rp. 378.544.881,00 Rp. 0,00 Rp. 378.544.881,00 Rp. 113.596.576,00
Terhadap Perempuan
Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota
2.08.03.2.01.0004 | Kerjasama para pihak dalam | Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 189.999.822,00 Rp. 0 Rp. 189.999.822,00 Rp. 26.955.120,00
pencegahan KtP Umum (DAU) Semua
Kewenangan Kecamatan,
Kabupaten/Kota Semua
Kel/Desa
2.08.03.2.01.0005 | Peningkatan kapasitas Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 102.947.429,00 Rp. 0 Rp. 102.947.429,00 Rp. 44.283.411,00
kepada SDM yang terkait Umum (DAU) Semua
langsung pencegahan KtP Kecamatan,
Kewenangan Provinsi Semua
Kel/Desa
2.08.03.2.01.0006 | Advokasi dan sosialisasi DAK Non Kab. Sambas,
pencegahan KtP dan TPPO | Fisik-Dana Semua
kepada pengambil kebijakan | Pelayanan Kecamatan,
dan pemangku kepentingan | Perlindungan Semua Rp. 85.597.630,00 Rp. 0 Rp. 85.597.630,00 Rp. 42.358.045,00
Kewenangan Perempuan Kel/Desa
Kabupaten/Kota dan Anak
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2.08.03.2.02

Penyediaan Layanan
Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan Korban
Kekerasan yang
Memerlukan Koordinasi
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Rp. 73.988.459,00

Rp. 0,00

Rp. 73.988.459,00

Rp. 49.096.825,00

2.08.03.2.02.0008

Layanan Pengaduan atau
Penjangkauan bagi
Perempuan Korban
Kekerasan Tingkat
Kabupaten/Kota

Dana Alokasi
Umum (DAU)

Kab. Sambas,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kel/Desa

Rp. 73.988.459,00

Rp. 0

Rp. 73.988.459,00

Rp. 49.096.825,00

2.08.04

PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS KELUARGA

Rp. 824.999.458,00

Rp. 0,00

Rp. 824.999.458,00

Rp. 201.321.049,00

2.08.04.2.01

Peningkatan Kualitas
Keluarga dalam
Mewujudkan Kesetaraan
Gender (KG) dan Hak Anak
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Rp. 299.999.458,00

Rp. 0,00

Rp. 299.999.458,00

Rp. 146.484.228,00

2.08.04.2.01.0004

Penguatan kerjasama antar
lembaga dalam peningkatan
kualitas keluarga
Kewenangan Provinsi dan
Lintas Kabupaten/Kota

Dana Alokasi
Umum (DAU)

Kab. Sambas,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kel/Desa

Rp. 99.999.978,00

Rp. 0

Rp. 99.999.978,00

Rp. 63.344.531,00

2.08.04.2.01.0006

Advokasi dan sosialisasi
peningkatan kualitas
keluarga kepada pengambil
kebijakan dan pemangku
kepentingan Kewenangan
Provinsi dan Lintas
Kabupaten/Kotaten/kota,
sesuai dengan kebijakan
pembangunan daerah yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Dana Alokasi
Umum (DAU)

Kab. Sambas,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kel/Desa

Rp. 199.999.480,00

Rp. 0

Rp. 199.999.480,00

Rp. 83.139.697,00

2.08.04.2.02

Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas
Keluarga dalam
Mewujudkan KG dan Hak
Anak yang Wilayah
Kerjanya dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Rp. 525.000.000,00

Rp. 0,00

Rp. 525.000.000,00

Rp. 54.836.821,00
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2.08.04.2.02.0008 | Advokasi dan Sosialisasi Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 525.000.000,00 Rp. 0 Rp. 525.000.000,00 Rp. 54.836.821,00
Pengembangan Lembaga Umum (DAU) Semua
Penyedia Layanan Kecamatan,
Peningkatan Kualitas Semua
Keluarga Kewenangan Kel/Desa
Kabupaten/Kota
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN Rp. 494.350.582,00 Rp. 0,00 Rp. 494.350.582,00 Rp. 496.383.339,00
HAK ANAK (PHA)
2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Rp. 173.018.977,00 Rp. 0,00 Rp. 173.018.977,00 Rp. 144.402.426,00
Lembaga Pemerintah,
Nonpemerintah, dan Dunia
Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.08.06.2.01.0003 | Advokasi dan sosialisasi Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 0,00 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 37.905.637,00
Pelaksanaan Kebijakan Umum (DAU) Semua
Pemenuhan Hak Anak pada Kecamatan,
Lembaga Pemerintah, Non Semua
Pemerintah, Media dan Kel/Desa
Dunia Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.08.06.2.01.0004 | Bimbingan Teknis Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 76.658.136,00 Rp. 0 Rp. 76.658.136,00 Rp. 63.176.061,00
Pelaksanaan Kebijakan Umum (DAU) Semua
Pemenuhan Hak Anak pada Kecamatan,
Lembaga Pemerintah, Non Semua
Pemerintah, Media dan Kel/Desa
Dunia Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.08.06.2.01.0006 | Monitoring, Evaluasi, dan Kab. Sambas,
Pelaporan Pelaksanaan Semua
Kebijakan Pemenuhan Hak Kecamatan,
ngnkeﬁﬁ?:h':mﬁaga Pajak Daerah ngssa Rp. 96.360.841,00 Rp. 0 Rp. 96.360.841,00 |  Rp. 43.320.728,00
Pemerintah, Media dan
Dunia Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.08.06.2.02 Penguatan dan Rp. 321.331.605,00 Rp. 0,00 Rp. 321.331.605,00 Rp. 351.980.913,00

Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
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2.08.06.2.02.0005 | Peningkatan Kapasitas Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 20.439.302,00 Rp. 0 Rp. 20.439.302,00 Rp. 162.452.728,00
lembaga penyedia layanan Umum (DAU) Semua
Peningkatan Kualitas Hidup Kecamatan,
Anak Kewenangan Semua
Kabupaten/Kota Kel/Desa
2.08.06.2.02.0006 | penguatan kerjasama antar | Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 100.000.082,00 Rp. 0 Rp. 100.000.082,00 Rp. 81.226.365,00
lembaga penyedia layanan Umum (DAU) Semua
Peningkatan Kualitas Hidup Kecamatan,
Anak Kewenangan Semua
Kabupaten/Kota Kel/Desa
2.08.06.2.02.0009 | pendampingan penguatan Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 200.892.221,00 Rp. 0 Rp. 200.892.221,00 Rp. 108.301.820,00
dan pengembangan Umum (DAU) Semua
lembaga penyedia layanan Kecamatan,
Peningkatan Kualitas Hidup Semua
Anak Kewenangan Kel/Desa
Kabupaten/Kota
2.08.07 PROGRAM Rp. 638.094.422,00 Rp. 9.778.400,00 Rp. 647.872.822,00 Rp. 375.747.147,00
PERLINDUNGAN KHUSUS
ANAK
2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Rp. 157.542.316,00 Rp. 0,00 Rp. 157.542.316,00 Rp. 144.402.426,00
Terhadap Anak yang
Melibatkan para Pihak
Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota
2.08.07.2.01.0006 | koordinasi dan sinkronisasi Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 0,00 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 36.100.607,00
pencegahan kekerasan Umum (DAU) Semua
terhadap anak kewenangan Kecamatan,
kabupaten/kota Semua
Kel/Desa
2.08.07.2.01.0007 | Advokasi dan sosialisasi Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 50.000.149,00 Rp. 0 Rp. 50.000.149,00 Rp. 31.287.192,00
pencegahan KtA kepada Umum (DAU) Semua
pengambil kebijakan dan Kecamatan,
pemangku kepentingan Semua
Kewenangan Kel/Desa
Kabupaten/Kota
2.08.07.2.01.0009 DAK Non Kab. Sambas,
Kerjasama para pihak dalam Fisik-Dana semua
pencegahan KtA Pelgyanan Kecamatan,
Kewenangan Perlindungan Semua Rp. 51.000.030,00 Rp. 0 Rp. 51.000.030,00 Rp. 28.880.485,00
Kabupaten/Kota Perempuan Kel/Desa
dan Anak
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2.08.07.2.01.0010 | Peningkatan kapasitas Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 56.542.137,00 Rp. 0 Rp. 56.542.137,00 Rp. 48.134.142,00
kepada SDM yang terkait Umum (DAU) Semua
langsung pencegahan KtA Kecamatan,
Kewenangan Semua
Kabupaten/Kota Kel/Desa
2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Rp. 370.872.327,00 Rp. 9.778.400,00 Rp. 380.650.727,00 Rp. 162.151.891,00
Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus yang
Memerlukan Koordinasi
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2.08.07.2.02.0008 | Layanan Pengaduan atau DAK Non Kab. Sambas,
Penjangkauan bagi Anak Fisik-Dana Semua
Korban Kekerasan Tingkat Pelayanan Kecamatan,
Kabupaten/Kota Perlindungan Semua Rp. 119.400.000,00 Rp. 0 Rp. 119.400.000,00 Rp. 27.376.294,00
Perempuan Kel/Desa
dan Anak
2.08.07.2.02.0009 DAK Non Kab. Sambas,
. Fisik-Dana Semua
jayanan pendampingan | pelayanan | Kecamatan,
Korban Kekerasan Tingkat Eg;l;rrful:\gsn igm;:sa Rp. 78.000.000,00 Rp. 0 Rp. 78.000.000,00 Rp. 27.376.293,00
Kabupaten/Kota P
dan Anak
2.08.07.2.02.0010 DAK Non Kab. Sambas,
Fisik-Dana Semua
layanan medikolegal bagi Pelayanan Kecamatan,
Anak Korban Kekerasan Perlindungan Semua Rp. 7.200.000,00 Rp. 0 Rp. 7.200.000,00 Rp. 27.376.293,00
Tingkat Kabupaten/Kota Perempuan Kel/Desa
dan Anak
2.08.07.2.02.0011 DAK Non Kab. Sambas,
Fisik-Dana Semua
layanan gelar kasus bagi Pelayanan Kecamatan,
Anak Korban Kekerasan Perlindungan Semua Rp. 20.775.000,00 Rp. 0 Rp. 20.775.000,00 Rp. 27.376.293,00
Tingkat Kabupaten/Kota Perempuan Kel/Desa
dan Anak
2.08.07.2.02.0013 | Layanan pendampingan Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 144.011.514,00 Rp. 0 Rp. 144.011.514,00 Rp. 27.376.293,00
korban bagi Anak Korban Umum (DAU) Semua
Kekerasan Tingkat Kecamatan,
Kabupaten/Kota Semua
Kel/Desa
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2.08.07.2.02.0015 | layanan spesifik untuk DAK Non Kab. Sambas,
pemulihan korban bagi Anak | Fisik-Dana Semua
Korban Kekerasan Tingkat Pelayanan Kecamatan,
Kabupaten/Kota Perlindungan Semua Rp. 1.485.813,00 Rp. 9.778.400,00 Rp. 11.264.213,00 Rp. 25.270.425,00
Perempuan Kel/Desa
dan Anak
2.08.07.2.03 Penguatan dan Rp. 109.679.779,00 Rp. 0,00 Rp. 109.679.779,00 Rp. 69.192.830,00
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan bagi
Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2.08.07.2.03.0007 | Pengembangan KIE Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 74.999.123,00 Rp. 0 Rp. 74.999.123,00 Rp. 24.067.072,00
(komunikasi, informasi, dan Umum (DAU) Semua
edukasi) perlindungan Kecamatan,
khusus anak tingkat daerah Semua
kabupaten/kota Kel/Desa
2.08.07.2.03.0011 | Advokasi dan sosialisasi Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 0,00 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 19.554.495,00
penguatan dan Umum (DAU) Semua
pengembangan lembaga Kecamatan,
penyedia layanan bagi Anak Semua
yang Memerlukan Kel/Desa
Perlindungan Khusus
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2.08.07.2.03.0013 | Peningkatan Kapasitas DAK Non Kab. Sambas,
lembaga penyedia layanan Fisik-Dana Semua
bagi Anak yang Memerlukan | Pelayanan Kecamatan,
Perlindungan Khusus Perlindungan Semua Rp. 34.680.656,00 Rp. 0 Rp. 34.680.656,00 Rp. 25.571.263,00
Tingkat Daerah Perempuan Kel/Desa
Kabupaten/Kotai dan Anak
2.08.01 PROGRAM PENUNJANG Rp. 4.091.575.214,00 |Rp. 113.500.000,00 Rp. 4.205.075.214,00 | Rp. 4.283.180.102,80
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
2.08.01.2.01 Perencanaan, Rp. 41.485.302,00 Rp. 0,00 Rp. 41.485.302,00 Rp. 17.724.598,00

Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
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2.08.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 6.075.914,00 Rp. 0 Rp. 6.075.914,00 Rp. 2.381.596,00
Perencanaan Perangkat Umum (DAU) Semua
Daerah Kecamatan,
Semua
Kel/Desa
2.08.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan | Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 5.864.539,00 Rp. 0 Rp. 5.864.539,00 Rp. 2.519.022,00
Dokumen RKA-SKPD Umum (DAU) Semua
Kecamatan,
Semua
Kel/Desa
2.08.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan | Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 6.255.874,00 Rp. 0 Rp. 6.255.874,00 Rp. 2.518.996,00
Dokumen Perubahan RKA- Umum (DAU) Semua
SKPD Kecamatan,
Semua
Kel/Desa
2.08.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan | Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 6.125.206,00 Rp. 0 Rp. 6.125.206,00 Rp. 2.518.996,00
DPA-SKPD Umum (DAU) Semua
Kecamatan,
Semua
Kel/Desa
2.08.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan | Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 7.518.422,00 Rp. 0 Rp. 7.518.422,00 Rp. 2.518.996,00
Perubahan DPA- SKPD Umum (DAU) Semua
Kecamatan,
Semua
Kel/Desa
2.08.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan | Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 5.398.674,00 Rp. 0 Rp. 5.398.674,00 Rp. 2.747.996,00
Laporan Capaian Kinerja Umum (DAU) Semua
dan Ikhtisar Realisasi Kecamatan,
Kinerja SKPD Semua
Kel/Desa
2.08.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 4.246.673,00 Rp. 0 Rp. 4.246.673,00 Rp. 2.518.996,00
Daerah Umum (DAU) Semua
Kecamatan,
Semua
Kel/Desa
2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Rp. 2.463.046.224,00 Rp. 0,00 Rp. 2.463.046.224,00 | Rp. 3.649.446.167,80
Perangkat Daerah
2.08.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 2.323.289.691,00 Rp. 0 Rp. 2.323.289.691,00 | Rp. 3.588.990.236,80
Tunjangan ASN Umum (DAU) Semua
Kecamatan,
Semua
Kel/Desa
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2.08.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 99.240.000,00 Rp. 0 Rp. 99.240.000,00 Rp. 51.295.943,00
Penatausahaan dan Umum (DAU) Semua
Pengujian/Verifikasi Kecamatan,
Keuangan SKPD Semua
Kel/Desa
2.08.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan | Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 23.630.436,00 Rp. 0 Rp. 23.630.436,00 Rp. 2.289.997,00
Akuntansi SKPD Umum (DAU) Semua
Kecamatan,
Semua
Kel/Desa
2.08.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan | Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 1.391.861,00 Rp. 0 Rp. 1.391.861,00 Rp. 2.289.997,00
Laporan Keuangan Akhir Umum (DAU) Semua
Tahun SKPD Kecamatan,
Semua
Kel/Desa
2.08.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan | Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 13.963.534,00 Rp. 0 Rp. 13.963.534,00 Rp. 2.289.997,00
Bahan Tanggapan Umum (DAU) Semua
Pemeriksaan Kecamatan,
Semua
Kel/Desa
2.08.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan | Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 1.530.702,00 Rp. 0 Rp. 1.530.702,00 Rp. 2.289.997,00
Laporan Keuangan Bulanan/ | Umum (DAU) Semua
Triwulanan/ Semesteran Kecamatan,
SKPD Semua
Kel/Desa
2.08.01.2.03 Administrasi Barang Milik Rp. 79.132.902,00 Rp. 0,00 Rp. 79.132.902,00 Rp. 13.052.983,00
Daerah pada Perangkat
Daerah
2.08.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 2.058.138,00 Rp. 0 Rp. 2.058.138,00 Rp. 2.289.997,00
Kebutuhan Barang Milik Umum (DAU) Semua
Daerah SKPD Kecamatan,
Semua
Kel/Desa
2.08.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 35.429.597,00 Rp. 0 Rp. 35.429.597,00 Rp. 2.976.996,00
dan Pengendalian Barang Umum (DAU) Semua
Milik Daerah pada SKPD Kecamatan,
Semua
Kel/Desa
2.08.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 2.001.184,00 Rp. 0 Rp. 2.001.184,00 Rp. 2.289.997,00
Penyusunan Laporan Umum (DAU) Semua
Barang Milik Daerah pada Kecamatan,
SKPD Semua
Kel/Desa
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2.08.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 39.643.983,00 Rp. 0 Rp. 39.643.983,00 Rp. 5.495.993,00
Milik Daerah pada SKPD Umum (DAU) Semua
Kecamatan,
Semua
Kel/Desa
2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Rp. 11.932.000,00 Rp. 0,00 Rp. 11.932.000,00 Rp. 9.159.989,00
Perangkat Daerah
2.08.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 11.932.000,00 Rp. 0 Rp. 11.932.000,00 Rp. 9.159.989,00
Implementasi Peraturan Umum (DAU) Semua
Perundang-Undangan Kecamatan,
Semua
Kel/Desa
2.08.01.2.06 Administrasi Umum Rp. 328.831.288,00 Rp. 0,00 Rp. 328.831.288,00 Rp. 180.909.798,00
Perangkat Daerah
2.08.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 53.264.171,00 Rp. 0 Rp. 53.264.171,00 Rp. 32.059.964,00
Instalasi Listrik/Penerangan | Umum (DAU) Semua
Bangunan Kantor Kecamatan,
Semua
Kel/Desa
2.08.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 50.009.993,00 Rp. 0 Rp. 50.009.993,00 Rp. 25.189.971,00
Rumah Tangga Umum (DAU) Semua
Kecamatan,
Semua
Kel/Desa
2.08.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 59.516.802,00 Rp. 0 Rp. 59.516.802,00 Rp. 36.639.960,00
Kantor Umum (DAU) Semua
Kecamatan,
Semua
Kel/Desa
2.08.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 39.679.322,00 Rp. 0 Rp. 39.679.322,00 Rp. 41.219.954,00
Cetakan dan Penggandaan Umum (DAU) Semua
Kecamatan,
Semua
Kel/Desa
2.08.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 126.361.000,00 Rp. 0 Rp. 126.361.000,00 Rp. 45.799.949,00
Koordinasi dan Konsultasi Umum (DAU) Semua
SKPD Kecamatan,
Semua
Kel/Desa

2.08.01.2.07

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Rp. 0,00

Rp. 13.500.000,00

Rp. 13.500.000,00

Rp. 9.159.989,00
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2.08.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 0 | Rp. 13.500.000,00 Rp. 13.500.000,00 Rp. 9.159.989,00
Mesin Lainnya Umum (DAU) Semua
Kecamatan,
Semua
Kel/Desa
2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Rp. 568.445.736,00 Rp. 0,00 Rp. 568.445.736,00 Rp. 293.348.678,00
Urusan Pemerintahan
Daerah
2.08.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 5.988.762,00 Rp. 0 Rp. 5.988.762,00 Rp. 2.518.996,00
Menyurat Umum (DAU) Semua
Kecamatan,
Semua
Kel/Desa
2.08.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 99.398.102,00 Rp. 0 Rp. 99.398.102,00 Rp. 34.349.962,00
Komunikasi, Sumber Daya Umum (DAU) Semua
Air dan Listrik Kecamatan,
Semua
Kel/Desa
2.08.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan | Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 463.058.872,00 Rp. 0 Rp. 463.058.872,00 Rp. 256.479.720,00
Umum Kantor Umum (DAU) Semua
Kecamatan,
Semua
Kel/Desa
2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Rp. 433.076.296,00 |Rp. 100.000.000,00 Rp. 533.076.296,00 Rp. 86.103.903,00
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
2.08.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 307.794.296,00 Rp. 0 Rp. 307.794.296,00 Rp. 3.663.995,00
Pemeliharaan, Biaya Umum (DAU) Semua
Pemeliharaan, Pajak dan Kecamatan,
Perizinan Kendaraan Dinas Semua
Operasional atau Lapangan Kel/Desa
2.08.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan | Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 5.280.000,00 Rp. 0 Rp. 5.280.000,00 Rp. 13.739.984,00
Mesin Lainnya Umum (DAU) Semua
Kecamatan,
Semua
Kel/Desa
2.08.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 120.002.000,00 Rp. Rp. 220.002.000,00 Rp. 68.699.924,00
Gedung Kantor dan Umum (DAU) Semua 100.000.000,00
Bangunan Lainnya Kecamatan,
Semua
Kel/Desa
2.08.01.2.13 Penataan Organisasi Rp. 165.625.466,00 Rp. 0,00 Rp. 165.625.466,00 Rp. 24.273.997,00
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2.08.01.2.13.0004 | Monitoring, Evaluasi dan Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 165.625.466,00 Rp. 0 Rp. 165.625.466,00 Rp. 24.273.997,00
Pengendalian Kualitas Umum (DAU) Semua
Pelayanan Publik dan Tata Kecamatan,
Laksana Semua
Kel/Desa
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
2.14.02 PROGRAM Rp. 437.199.979,00 Rp. 0,00 Rp. 437.199.979,00 Rp. 314.616.785,00
PENGENDALIAN
PENDUDUK
2.14.02.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Rp. 99.999.979,00 Rp. 0,00 Rp. 99.999.979,00 Rp. 95.305.601,00
Kebijakan Pemerintah
Daerah Provinsi dengan
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dalam
rangka Pengendalian
Kuantitas Penduduk
2.14.02.01.0033 Penyediaan dan Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 99.999.979,00 Rp. 0 Rp. 99.999.979,00 Rp. 95.305.601,00
Pengembangan Materi Umum (DAU) Semua
Pendidikan Kependudukan Kecamatan,
Jalur Pendidikan Nonformal Semua
dan informal Sesuai Isu Kel/Desa
Lokal Kabupaten/Kota
2.14.02.02 Pemetaan Perkiraan Rp. 337.200.000,00 Rp. 0,00 Rp. 337.200.000,00 Rp. 219.311.184,00
Pengendalian Penduduk
Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota
2.14.02.02.0009 Pembinaan dan Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 171.000.000,00 Rp. 0 Rp. 171.000.000,00 Rp. 77.977.309,00
Pengawasan Umum (DAU) Semua
Penyelenggaraan Sistem Kecamatan,
Informasi Keluarga Semua
Kel/Desa
2.14.02.02.0012 Pencatatan dan DAK Non Kab. Sambas, Rp. 117.000.000,00 Rp. 0 Rp. 117.000.000,00 Rp. 82.850.892,00
Pengumpulan Data Fisik-BOKB- Semua
Keluarga KB Kecamatan,
Semua
Kel/Desa
2.14.02.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan DAK Non Kab. Sambas, Rp. 49.200.000,00 Rp. 0 Rp. 49.200.000,00 Rp. 58.482.983,00
Data Pengendalian Fisik-BOKB- Semua
Lapangan dan Pelayanan KB Kecamatan,
KB Semua
Kel/Desa
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2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN Rp. 3.102.456.834,00 Rp. 0,00 Rp. 3.102.456.834,00 Rp. 656.086.403,00
KELUARGA BERENCANA
(KB)
2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Rp. 474.999.834,00 Rp. 0,00 Rp. 474.999.834,00 Rp. 132.236.522,00
Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Pengendalian
Penduduk dan KB Sesuai
Kearifan Budaya Lokal
2.14.03.2.01.0010 | Pengelolaan Operasional DAK Non Kab. Sambas, Rp. 285.000.000,00 Rp. 0 Rp. 285.000.000,00 Rp. 39.313.560,00
dan Sarana di Balai Fisik-BOKB- Semua
Penyuluhan Bangga KB Kecamatan,
Kencana Semua
Kel/Desa
2.14.03.2.01.0013 | Komunikasi, Informasi dan Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 149.999.834,00 Rp. 0 Rp. 149.999.834,00 Rp. 46.461.481,00
Edukasi (KIE) Umum (DAU) Semua
ProgramBangga Kencana Kecamatan,
sesuai Kearifan Budaya Semua
Lokal Kel/Desa
2.14.03.2.01.0014 | Advokasi Program Bangga DAK Non Kab. Sambas, Rp. 40.000.000,00 Rp. 0 Rp. 40.000.000,00 Rp. 46.461.481,00
kencana oleh pokja Fisik-BOKB- Semua
advokasi kepada KB Kecamatan,
Stakeholders dan Mitra Semua
Kerja Kel/Desa
2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Rp. 1.121.250.000,00 Rp. 0,00 Rp. 1.121.250.000,00 Rp. 190.611.202,00
Penyuluh KB/Petugas
Lapangan KB (PKB/PLKB)
2.14.03.2.02.0004 | Penggerakan Kader Institusi | DAK Non Kab. Sambas, Rp. 146.250.000,00 Rp. 0 Rp. 146.250.000,00 Rp. 99.276.668,00
Masyarakat Pedesaan (IMP) | Fisik-BOKB- Semua
KB Kecamatan,
Semua
Kel/Desa
2.14.03.2.02.0007 | Fasilitasi Pelaksanaan Dana Alokasi Kab. Sambas,
Penyuluhan, Penggerakan, Umum (DAU) Semua
Pelayanan dan Kecamatan,
Pengembangan Program Semua
Bangga Kencana untuk Kel/Desa Rp. 975.000.000,00 Rp. 0 Rp. 975.000.000,00 Rp. 91.334.534,00
Petugas Keluarga
Berencana/Penyuluh
Lapangan Keluarga
Berencana (PKB/PLKB)
2.14.03.2.03 Pengendalian dan Rp. 551.207.000,00 Rp. 0,00 Rp. 551.207.000,00 Rp. 68.500.898,00

Pendistribusian Kebutuhan
Alat dan Obat Kontrasepsi
serta Pelaksanaan
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Pelayanan KB di Daerah

Kabupaten/Kota
2.14.03.2.03.0001 | Pengendalian DAK Non Kab. Sambas, Rp. 36.900.000,00 Rp. 0 Rp. 36.900.000,00 Rp. 22.833.630,00
Pendistribusian Alat dan Fisik-BOKB- Semua
Obat Kontrasepsi dan KB Kecamatan,
Sarana Penunjang Semua
Pelayanan KB ke Fasilitas Kel/Desa
Kesehatan Termasuk
Jaringan dan Jejaringnya
2.14.03.2.03.0003 | Peningkatan Kesertaan DAK Non Kab. Sambas, Rp. 514.307.000,00 Rp. 0 Rp. 514.307.000,00 Rp. 22.833.634,00
Penggunaan Metode Fisik-BOKB- Semua
Kontrasepsi Jangka Panjang | KB Kecamatan,
(MKJP) Semua
Kel/Desa
2.14.03.2.03.0008 | Pembinaan Pelayanan Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 0,00 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 22.833.634,00
Keluarga Berencana dan Umum (DAU) Semua
Kesehatan Reproduksi di Kecamatan,
Fasilitas Kesehatan Semua
Termasuk Jaringan dan Kel/Desa
Jejaringnya
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Rp. 955.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 955.000.000,00 Rp. 264.737.781,00
Peningkatan Peran Serta
Organisasi Kemasyarakatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota dalam
Pelaksanaan Pelayanan dan
Pembinaan Kesertaan Ber-
KB
2.14.03.2.04.0005 | Fasilitasi Pengelolaan Dapur | DAK Non Kab. Sambas, Rp. 105.000.000,00 Rp. 0 Rp. 105.000.000,00 Rp. 119.132.002,00
Sehat Atasi Stunting Fisik-BOKB- Semua
(DASHAT) di Kampung KB Kecamatan,
Keluarga Berkualitas Semua
Kel/Desa
2.14.03.2.04.0006 | Pelaksanaan dan Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 800.000.000,00 Rp. 0 Rp. 800.000.000,00 Rp. 79.421.334,00
Pengelolaan Program Umum (DAU) Semua
Bangga Kencana di Kecamatan,
Kampung Keluarga Semua
Berkualitas Kel/Desa
2.14.03.2.04.0007 | Integrasi Pembangunan Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 50.000.000,00 Rp. 0 Rp. 50.000.000,00 Rp. 66.184.445,00
Lintas Sektor di Kampung Umum (DAU) Semua
KB Kecamatan,
Semua
Kel/Desa

167 | RENJA 2025 DP3AP2KB KABUPATEN SAMBAS




2.14.04 PROGRAM Rp. 4.410.594.429,00 Rp. 0,00 Rp. 4.410.594.429,00 | Rp. 2.209.266.863,00
PEMBERDAYAAN DAN
PENINGKATAN
KELUARGA SEJAHTERA
(KS)
2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Rp. 1.414.999.949,00 Rp. 0,00 Rp. 1.414.999.949,00 Rp. 167.777.567,00
Keluarga Melalui
Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
2.14.04.2.01.0016 | Pengelolaan Ketahanan Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 0,00 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 42.707.017,00
Keluarga Melalui Pusat Umum (DAU) Semua
Pelayanan Keluarga Kecamatan,
Sejahtera (PPKS) Semua
Kel/Desa
2.14.04.2.01.0017 | Promosi dan Sosialisasi Dana Alokasi Kab. Sambas,
Kelompok Kegiatan Umum (DAU) Semua
Ketahanan dan Kecamatan,
Kesejahteraan Keluarga Semua
(BKB, BKR, BKL, PPKS, Kel/Desa Rp. 1.365.000.000,00 Rp. 0 Rp. 1.365.000.000,00 Rp. 42.707.017,00
PIK-R dan Usaha
Peningkatan Pendapatan
Keluarga Akseptor
(UPPKA))
2.14.04.2.01.0020 | Advokasi dan Promosi Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 49.999.949,00 Rp. 0 Rp. 49.999.949,00 Rp. 39.656.516,00
iBangga (Indeks Umum (DAU) Semua
Pembangunan Keluarga) Kecamatan,
Semua
Kel/Desa
2.14.04.2.01.0028 | Pembentukan Kelompok Dana Alokasi Kab. Sambas,
Ketahanan dan Umum (DAU) Semua
Kesejahteraan Keluarga Kecamatan,
(Bina Keluarga Balita (BKB), Semua
Bina Keluarga Remaja Kel/Desa
(BKR), Pusat Informasi dan
Konseling Remaja (PIK-R) Rp. 0,00 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 42.707.017,00

Bina Keluarga Lansia (BKL),
Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga
Akseptor (UPPKA) dan
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga)
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2.14.04.2.02

Pelaksanaan dan
Peningkatan Peran Serta
Organisasi Kemasyarakatan
Tingkat Daerah Kabupaten/

Kota dalam Pembangunan Rp. 2.995.594.480,00 Rp. 0,00 Rp. 2.995.594.480,00 | Rp. 2.041.489.296,00
Keluarga Melalui
Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
2.14.04.2.02.0006 | Pendampingan Keluarga DAK Non Kab. Sambas, Rp. 2.745.594.431,00 Rp. 0 Rp. 2.745.594.431,00 | Rp. 1.838.748.290,00
Berisiko Stunting (Termasuk | Fisik-BOKB- Semua
remaja Calon KB Kecamatan,
Pengantin/Calon PUS, Ibu Semua
Hamil, Pasca Kel/Desa
salin/kelahiran,
Baduta/Balita)
2.14.04.2.02.0008 | Promosi dan Sosialisasi Dana Alokasi Kab. Sambas, Rp. 250.000.049,00 Rp. 0 Rp. 250.000.049,00 Rp. 202.741.006,00
Program Pembangunan Umum (DAU) Semua
Keluarga Kecamatan,
Semua
Kel/Desa
Jumlah | Rp. 4.623.857.373,00 |Rp. 123.278.400,00 | Rp. 14.747.135.773,00 | Rp. 8.791.351.636,80
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BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai
persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud
nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan
masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada
masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak
para pelaku- pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai
dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan
kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (trickle down effect) sehingga
keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlidungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas selain menjadi
acuan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2026 berfungsi pula sebagai sarana
peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlidungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas. Renja juga
memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan
penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh
staf Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlidungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Sambas sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja
ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Strategi untuk menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan program- program
dan kegiatan-kegiatan tahun 2026 tersebar dalam 10 program, 29 kegiatan dan 71
subkegiatan termasuk kegiatan rutin. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlidungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas
melaksanakan kebijakan-kebijakan pembangunan dibidang pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan untuk

mencapai visi dan misi Pemerintah Kabu paten Sambas yang telah ditetapkan.
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